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ABSTRAK

Nama : Sri Andahyani

Program Studt : Magister Ilma Hukum Kekhususan Hukum Ekonomi

Judul : Dampak Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang
Undang Nomor 28 Tahun 2007 terhadap Kepastian Huknm
Wajib Pajak.

Tesls ini membahas mengapa diperlukan  kebijakan penghapusan  sanksi
administrasi sesuai Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Talum 2007  dan bagaimana
kepastian hukum bagi Wajib Pajak serta dampaknya yang memanfaatkan Penghapusan
sanksi administrasi Pasal 37 A Undang Undang Nomor 28 tahun 2007, Metode penelitian
yang digunakan adalah normatif yuridis. Data yang diperhikan dalam penelitian ind
diperoich melalui penelitian kepustakean yaitu penelitian dengan menggunakan data
sekunder berupa buku-buku, peraturan-peraturan, laporan-laporan, informasi ilmiah dan
bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Tujuan Kebijakan Penghapusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diatur
dalam Pasal 37A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah agar Direktorat Jenderal
Pajak mempunyal Data Base Wajib Pajak yang akurat disamping itu unfuk menambah
penerimasn pajak di tabun 2008, Kepastian Hukum begi  Wajib Pajak yang
memanfastkan Kebijakan Penghapusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diatur
dalars Pasal 37A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, atas data dan informasi yang
disampaikan dalam SPT Tahuanan PPh /Pembetulan SPT Tshuanan PPh dalam rangka
kebijakan ini adatah tidak akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tidak ada data lain yang
membuktikan bahwa SPT yang bersangkutan tidak benar. Namun demikian pemeriksaan
terhadap Waiib Pajak sangat terbuka untuk fahun-tahun pajek selanjutnya setelah tahun
pajak 2006 (WP lama) atan tahup 2007 (WP Bamy) Dampak Kebijaksn Penghapusan
Penghapusan Sanksi Administrasi vang diatur dalam Pasal 37A Uodang Undang Nomor
28 Tazhun 2007 mempunyal pengarvh posifif dan negaiif bagi Wajib Pajak danm bagi
Dircktorat Jenderal Pajak.

Kata kunci;
Penghapusan Sanksi Administrasi Pasl 37 A Undang Undang Nomor 28 tahun 2007
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Dampak Penghapusan..., Sri Andahyani, PascaSarjana Ul, 2009



ABSTRACT

Name . Sri Andahyani
Study Program . Master Degree in Law Concertation in Economic Law
Title : Impact of Administrative Sanction Deletion Article 37A Law

Nuamber 28 Year 2007 Toward Taxpayer's Legal Certainty

This thesia discusses why the administrative sanction deletion policy is required in
compliance with Article 37A Act Number 28 Year 2007 and baw is legal certainty for
taxpayer and its impact bay taking advantages of administrative snction deletion  Article
3TA Act Number 28 Year 2007, Research method used is juridical normative. Data
required in this research was obtained through library research namely research by using
secondary data in form of books, regulation and laws, reports, scientific information and
other writeing material related to the subject matter.

The aim of administrative sanction deletion policy as regulated in Article 37A Act
Number 28 Year 2007 is in order that Directorate General of Taxation has an acourale
Taxpayer Database in addifion fo increase tax revenue in 2008, Legal certainty for
taxpayer by taking advantages from administrative sanction deletion policy as regulated
in Article 37A Act Number 28 Year 2007, upon data and information submiited in
Annua! SPT Income Tax/Correction of Amual SPT Income Tax in order that there would
be no inspection as long as there s no other data providing evidence that the SPT is aot
correct. However, the inspection foward tawpayers is very fransparent for futher
Administrtive Sanction Deleteton Policy regulated in Aricle 37A Act Number 28 Year
2007 has positive and negative impacts for taxpayers gnd for Directorate General of
Taxation.

Keywords .
Administrative Sanction Deletion Article 37A Aot Number 28 Year 2007
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BARB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah upaya vang dilaksanakan oleh semua komponen
bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Menurut Undang Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perencanaan
Pembangunan Nasional disusun sccara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan
tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan pembangunan Nasional diselenggarakan
berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negaral dan Sistern perencanaan pembangunan

Nasional bertuiuan .

a.  mendukung koordinasi antar pelaku pembangonan;
b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik anfar Daerah, antar

ruang, antar wakty, antar fungs: pemerintal maupun antara Pusat dan Dacrah,

' Lihat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Passl 1 Ayat (3)
Yang  dimeksud  dengan “Asas - Umem Penyelenggarann  Negama”  adalab  mefipati:
. Asas “kepastion hokum” waitn wsas defam pegara hekum vapg mesgutamaeken landassn peraturan
perundanp-undangan, kepatian, dan  keadilan dalam  setiap  kehijakan Penyelenggars  Negars;
2. Asas “tentib penvelenpgaraen Negara” yain: asas vang omenjad] lundasan kereraloran, kescrasian, dan
keseimbangan dalam pengendalisn penyclongparaan Negarg;
1. Asas “kepentingan umum” ysits  #sss veng mendsholukan hegselghtersan uwmum denpan cara yeng
aspiratif, skamodatif] dan selebuif;
4. Asas “keterbukaan” yaiiu asas yaug membuks diri lerhadap hgk masyaralost uotuk memperolch informasi
vang benar, jujur, dan fdak diskriminalif fentang penyelenggarasy negara dengan telap memperhatikan
petiindungan atas hak agagi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
8, Asas “proporsicpalitas™ yaitp asas yang menputamakan keseimbangar astara hak dan kewajiban
Penyelenogara Negara;
6. Asas “profesionalitas’™ yaitu ases yang  mengwtamakan keahliam yang berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas “akuntabilitag™ yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
Penyelenggara Negara harus dapat dipsrianggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedauialan ferfinggi negara seswai dengan  kelenluvan persturan  perundang-andanpan.

Liniversitas indonesia
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c. menjamin  keterkaitan dam konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengaswvasun,

d.  mengoptimalkan partisipast masyarakat; dan

€. menjamin tercapainya penggunaan sumber dava secara efisien, efekif, berkeadilan,
dan herkelanjutan.

Oleh karena itu pembangunan nasional pada dasarnya  langgung jawasb bersama
antara masyérakat bersama pemerintah. Sehingga peranan masyarakat dalam permbiayaan
pembangunan terus dituﬁbuhkan dengan mendorong kesadaran pemahaman dan tanggung
jawab bahwa pembangunan adalah hak dan kewajiban seluruh rakyat. Saat ini pomerintah
mengarahkan permbangunan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan dan untuk
menunjang pembangunan fersebuf, maka penerimaan negara perlu terus diupayakan
peningkatannya sehingga mampu membiayai pembangunan itu. Peningkatan penerimaan
dilakukan dengan menggali dan mengembangkan sernwa sumber penerimaan negara
terutama penerimaan yang berstumber dari pajak.

Pendapatan Negara menurut Undapg-Undang Nomor 17 Tahun 2003 teatsng
Keuangan Negara Pasal 11 ayat (3) bahwa pendapatan Negara {erdirt dari penerimaan
pajak, pencrimaan bukan pajak dan hibah. Penerisngan Pajak dalam Anggaran Pendapatan
dan Belania Negara saat ini sangal berperan penting, dan menjadi primadona sebagai
penghast] uang Negara sejak berakhirnya kejayaan pencrimaan darl Minyak dan gas alam
(Migas) yang dahulu meniadi penghasii ufama penerimaan Negara. Sepertt yang
drungkapkan Menteri Kevangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam Majalab Berita Pajak,
Setama 40 ahun Indonesia merdeka, kits tidak terlalu peduli dengan pajak karena kita
dikaruniai beberapa komoditi sumber pendapatan negara antara lain sumber daya alam
berupa, migas. Namun kemudian Negara menyadari bahwa untuk memakmurkan rakyat,
menciptakan keadilan sosial, r;*zf:mcﬁhara perdamaian  menjaga martabat di mata dunia,

tidak mungkin hanya didanai satu dua komoditas it.” *

L , Esensi Meodernisast adalah Mengubah Kultur dan Mindset, , Majalah Borita Pajak,
Vol. XL Ne. 1599 { November 307) . hal®

Universitas indonesin
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Sebapai primadona penerimaan pajak setiap tahun terus ditingkatkan, bila dilihat
dari tiga tahun terakhir penerimaan pajak tahun 2006 sebesar Rpd09.203.0 milyar, tshun
2007 sebesar Rp492.600.0 milyar dan tahun 2008 sebesar Rp::s% 675.6 milyar. Menurut
Liberty Pandiangan

"Dengan fersedianya penerimaan pajgk dalam AFBN membuat tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesual rencana dan

program yang dilakukan oleh sctiap unit pemerintaban (departermen, kementrian,
badan dan Lembaga Negara lainnya) setiap tahun. Penerimaan pajak digunakan wtek

menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik yang dibutubkan masyaralkat * *

Bangsa Indenesia saat ini menghadapi berbagai permasalahan seperti keisis moneter
yang berkepanjangan dan lesunya perckonomian Indonesia adalah faktor-faktor pegatif
yang dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan
paiak. Hal ini menunjukkan bahwa tugas pemerintah dalam hal i Direktorat Jenderal
Pajak meniadi semakin beral dalam menghimpun dana sesnal dengan larget yang felah
ditetapkan dalam APBN sefiap tahunnya. Oleh karena itu pemerintah perlu mencari solusi
dalam meningkatikan peranan penerimaan pajak.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pencrimaan pajak adalah
melakukan reformasi Perpajakan. Reformasi perpajakan menurut Direktur Jenderal Pajak,
Darmin Nasution dalam Majalah Berita Pajak, ada 4{empat} upsur dalam reformasi
perpajakan  vaitu  moderpisasi  adaministrasi  Perpajekan, amademen U pajak,
ekstensifikasi dan intensifikasi,’ Reformasi perpajakan yang bertujuan menciptakan sistem
perpaiakan nasional yang batk serta lebih adi! dalam pengenaannya dan pemunguiannya.

Sejak tahun 1984, sistemt perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah "Self
Assessment” dimana masyarakat Wajib Pajak diberikan kerpercayaan oleh Pemerintah

* Liberti, Pandiangan, Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan, {Jakarta : PT Elex Media
Kempulsnde Kelompale Gramedia, 20083, hal. ¢
weammannmoe - Wodernisasi Bukan Basa-Basi, Magalah Berita Pajak, Vol X1 No. 1598 { November
20073 hal 9
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mendaftarkan diri antuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung,
memperhitungkan, menyetorkan, den melaporkan pajak yang ferutang. Dengan
ditetapkannya Self 4ssessment sebagai sistem perpajakan, yang menyebabkan setiap warga
masyarakat yang telah memenubi persyaratan subyektif dan obyektif seharusnya secara
mandiri mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Namun  pada
kenyataannya fidak demikian khususnya untuk Wajib Paiak Ovang Pribadi pada tahun
2000 jumlah penduduk atau kepala keluarga atav orang yang mempunyai penghasilan di
atas Penghbasilen Tidak Kena Pajak (PTKP) diperkirakan sekitar 45 juta orang, jumlzh
Wajib Pajak orang pribadi yang terdafiar barn sekitar 3 % (1.32 juta WP).° Dan sampai
dengan tahun 2007 jumlah wajib pajak terdafiar di Direkiorat Jenderal Pajak Wajib Pajak
Orang Pribadi terdafiar 3,7 juta, dan 1.09 juta Wajib Pajak Badan.

Jurnlah Wajib Pajak Orang Pribadi bila dibandingkan dengan jumlah penduduk,
sangat kecil dan tidak sebanding. Hal ini disadari ada beberapa faktor yang menyebabkan
rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendsflackan dirl untuk memperoleh  MNomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikarenakan antara lain

1. Rendahmrya pengetahvan Wajib Pajak Orang Pribadi tentang pajak.
2. Masyarakat Wajib Pajak belum merasakan manfast darl pemungutan pajak oleh
negara; |
Buraksya administrast perpajakan &i Direktorat Jenderal Pajak,
Kurangnya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat;
Jeleknya pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak.

B s w

Kurangnya penegakan hukum perpajakan oleh aparat pajak.

Sedangkan apabila ditingau dari kebenaran dalam mengitung, memperhitungkan,
membayar dan menyetor pajak, di Indonesia pada umumsya, pembayar pajak baik badan
maupun  perorangan belum membayar kewsjiban pajaknya sesvai keadaan vyang

sebenarnya.® Menurut Sony Devano dan $iti Kurnia Rahayu -

[
Thid, kal 3
L Pengampunan Palak, hip/iwww transparanstor id/Ppilib=ihatkolom&id=29,
diakses 26 Maret 2008
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Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung
kepada masalah-masalah ichnis saja menyangkul metode pemunguian pajak, tarif
pajak, tehnis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi scbagal perwujudan
pelaksanaan ketenfuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan
kepada Wajib Pajak selaku pihak pember dana bagi negara dalam membayar pajak.
Disamping itu juga tergantung pada kemauan Wajib Pajak juga, sampai sejach mana
Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketontuan perundang-undangan perpajakan 7
Dan hal ini disadari bahwa permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar
paiak adalah suatu pengorbanan vang dilakukan warga negara dengan menyerahkan
schagian hartanya kepada negara dengan sukarela”,

Dengan sistem perpajskan yang diterapken di Indonesia adazlah sistem Self

Assessmeni, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan palaknya. Sedangkan Dirsktorat Jenderal
Pajak tidak mempunyai data yang dapat digunakan uniuk menguji secara material atas
pajak yang dilaporkan oleh seluruh Wajib Pajak terdaftar, maka sangat dimungkinksn
adanya Wajib Pajak vang belum melaporkan seluruh kewajiban pajakoyva dengan benear.

Dengan alasan tersebut di atas maka didalam Undang-Undang Nomeor 28 tahun 2007,

dighur  ketentuan baru tentang penghapusan sanksi administrast bagi Wajib Pajak sesuai
yang diatur dalam Pasal 37A sebagai berikut:

) Waiib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitabuan Tahunan
Pajak Penghasilan sebelum tahun paiak 2007, yang mengakibatkan pajak
yang Mmagih ham;x; dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama
dalam jangka waktu 1 (satu) tahup setelah berlalkunya undang-undang ini,
dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa
bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang
ketentuannya diatur dengan atav berdasarkan Peraturan Meter! Keuangan.

2} Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendailackan disi untuk
memperoleh Nomor Pokok Waiib Pajak paling lama 1(satu) when setelah
herlakunya undang-undang iml diberikan penghapusan sapksi  administrasi

* Sony Devanc dan Siti Kurnia Rghays, Perpajakes, Konsep, Teori, dan Isu, (Jakarte, Kencana
Predara Mediz Group, 2006, hal, 113
¥ Sony Devano dan $id Kurmia Rahayn, ibid, kal. £15
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atas pajak yang tidak atau yang kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum
diperolel Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidek dilakukan pemeriksaan pajak,
kecuali terdapat data atau keterangan vyang menyatakan bahwa Surat
Pemberitahuan’ yang disampaikan Wajib Pajek tidak bepar aiau menyatakan

) febih bayar.

Kebijakan ini mulal berlaku pada tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31

Desember 2008,

Dengan kebiizkan inl diharapkan Watib Pajak terbuka untuk mengungkapkan
seluruh penghasilan, harta, hutangrva dan membavar pajak penghssifan yang kurang
dibayar dengan jujur dan benar, melalui pelaporan dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Tahunan PPh dan Wajib Pajak akan mendapatkan fasilitas penghapusan  sankst
administrasi dan fasilitas penghentian pemeriksaan atau tidak aksn diperiksa oleh
Direkiorat Jenderal Pajak.

Pada awal bulan Juli 2008, Direktur Jenderal Pajak sedang giat melakukan kampanye
tentang Penghapusan Sanksi Administeasi sesusi Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 melalui sosialisasi langsung maupun fidak langsung kepada Wajib Pajak, feft
show melali media afcktroﬁik, penyebaran brosur, pemasangan spanduk das lain
sehagainya.

[Dari berbagar surat kabar dan majalah terdapat berbagal pandangan dan pendapat
tentang kebijakan penghapusan sankst sdministrast ini, antara lain -

a.  Dalam Majalah Berita Pajak menunii Ketua Umum Kadin Indonesia, M.8. Hidayat
"Kami tetap akan mengingatkan para anggota kami di Kadin Indonesia untuk
memanfaatkan  kesempatan  baik  ini  sebaik-baiknya, semasksimal mungkin
Masalahnva adalah perlunya kami mendapat jaminan, mendapat kepastian hukum
bahwa dengan melakukan Swnset Poficy ini maka kesalahan masa lalu benar-benar
diampuni. Itu saja, sehingga tidak akan ada [agi pemeriksaan atas data-data baru yang
akan kita munculkan pada pembetulan SPT itu sendiri. Kalae maksudnya memang

begitu, mari, kami akan sosialisasikan Swnses Policy ini dan terus menghimbau para
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pengusaha unfuk memanfsatkannya. Yang penting adalah jaminan kepastian
hukumnya, kepastian aturan mainnya”.”

b.  Dalam Majalah Berita Pajak menurnt Ketua Umum Aprindo, Sofyan Wanandi :
"Memang ynag kita minta kepada Dirjen Pajak adalah mengenai pelaksanaan dari
Sunset Policy ini di lapangan. Jangan sampai terjadi besuk kita sudah memberikan
apa yang selama ird kurang kita bayar terus dipakai oleh aparat di bawah itu untuk
mencari-carl kesalah, Kalau seperti ity lagi, saya vakin tujuan atau sasaran dan
sasaran dari Sumse! Policy i tidak bakal berhasi] karena orang skan takut duluan
sebelum melaksanakan Sunset Policy”."°

¢.  Dalam Majalah Berita Pajak terungkep “Kami sangat senang dengan pemaparan
Bapak Dirjen Pajak yang sangat menyejukkan. Tapi kenyataan di lapangan, sussana
di seluruh Indonesia tentang Sunses Policy ini ternyata panas sekali, Karena KPP-
KPP interpregtasinya bermacam-macam dan tidak seragamn™ ujar anggota KADIN
yang juga konsultan pajak pengurus IKPI, Priyo Handoyo."!

d. Ada yang menganggap,'penerapan ini justru menjebak Wajib Pajak, artinya lebih
baik menyimpan duitnya di bawah bantal ketimbang melaporkan S8PT pajaknya?'?

e.  Menurut Ema Girsang, kalangan dunia usaha meminta Dirjen Pajak memamin tidak
ada aparat pajak (fiskus) vang memanfaatkan ketidakishuan Wajib Paiek uniuk
mendapatkan keuntungan dalam pelaksanaan Sunser Pelicy
Sesuai uralan di atas dimana banysk keraguan di dalem masyarskal fenfang

Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi ini maka penulis akan membahas fentang

Dampak Penghapusan Sankst Administrasi Perpajaken berdasarkan Pasal 374 Undang

Undang Nomor 28 Todun 2007 Terhadap Kepastian Hukarm bagi Wajib Pajak,

¥ eemennn e e, Kogtp Limutn Kadin Indonesia, M S, Hidayal : Berbarap Kepastian Aturan “Sunset

Policy”, Majalah Berita pajak, Vol. XL No. 1817, hal. 8

" e esen e, (@10, Hal.9

" reemmommmmememenee, Priyo Handoyo, Interprestasi “Sunset policy” Masih Rancu”, ideen, hal.[2

12 eeeememememoee, Tyarmin Nasution, Jangan Tekut Dijebak Aparat Pajak, Gatra, tanggal 13 Agustus
2008, diambil dari kiping Pamorku: No. 8148, edisi Kamis, 7 Agustus 2008,

¥ Erma Girsang 5.0, Enawm bulan berjalan, tak satu pun WP gunakan Fasilites, Jangan ada fiskus
nakal dalam Sunset Policy, Bienis Indonesia tanggal 24 Jnli 2008, diambil dari kliping pajek pamorky, edisi
Mo.0i41, hari Senin tanggel 28 I0li 2008,
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1.2 Pormasalahan
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalaban vang dapat dinmauskan dan

akan dibahas adalah sebagei berikut -

1. Mengapa diperiukan kebitakan penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasal 37A
Undang Undang Nomeor 28 Tahun 2007, _

2. Bagaimana kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan memanfastkan
kebijakan penghapusan sanksi adminibtrasi sesuai Pasal 37A Undang-Undang
Nomoer 28 tahun 2007.

3. Apa akibat hukum darl kebijakan penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasal 374
Undang Undang Nomeor 28 tehun 2007,

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasurkan rumusan permasalshan di atas, make fujuan vang diharapkan dapat

diperoleh dari penelitian ini adalah sebagal berikut:

1. Unmk mengetalsi kebijakan penghapusan sanksi administrasi yang diterapkan
kepada Wajib Pajak.

2. Untuk mengetehul kepastian hukum atag kebijakan penghapusan sanksi adminisirasi
di bidang perpajakan.

3. Untuk mengkajl 2kibat hukum timbul dart  kebijakan peaghapusan sanksi
administrasi bagt Wajib Pajak dan Divektur Jenderal Pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian
Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Secara teoriis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagl penyempurnaan
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perpajakan.
2. Secara praktis dapat menjadi baban masukan bagi Wajib Pajak yang memanfatkan
kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan.
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3.

Secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi Dirckiorat Jenderal Pajak dalam
penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan.

1.5 Kerangka Koansepsional |

Dalam membahas permasalahan tersebut di atas, perlu diketairul batasan penting

mengenai beberapa istilah atau pepgertian yang berkaitan yaito sebagai berikut :

A.

Pajak dalam Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kspada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2007 Wajib Pajzk adalah orang pribadi
atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong paiak, dan pemungut pajak yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesual dengan kefentvan peraturan
perundang undangan perpajakan (Pasal 1 butir 2).

Badan adzlgh sekmpulan orang dan/stan modal yang merupakan kesatuan batk yang
melakukan usaha maupun yang tidsk tmelalukan usaha yang mebputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perservan lainnya, badan usaha milik negama atan
badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana peusium, persekutuan, perkumpulan, vayagan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembags dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pasal 1 butir 33,
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam
kegiatan usaba atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,
mengekspor barang, mevlaklé(azz usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak
berwurnd dart luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari

luar dacrah pabean (E’asal 1 butic 4.
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Pengusaha Kena Pajak adzlah pengusaba yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang Pertambahan Nilat 1984 dan perubshannya (Pasal 1 butir 55,

Nomor Pokok Wajib Pajak  adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
_sebagal sarana dalam adminisirasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal dirl atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewaijiban
perpajakannya (Pasal 1 butir 6),

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajpib Pajak  digunskan untuk
melaporkan penghitungan danfatau pembayaran pajak, obyek pajak dan/aten bukan
obyek pajak, danfatan hariz dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (Pagal 1 butir 117,

Surat Pemberitahusan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak
atay bagian tahun pajak (Pasal 1 butir 13).

Burat Setoran adalah bukﬁ pembayaran atau penyetoran pajak vang telah dilekukan
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas nepara
melalui fempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Pasal | butir [4).
Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, Surat Keterangan Pajek Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Nihil, atau Surat I{é:tatapan Pajak Lebih Bavar (Pasal 1 butir 15).

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagthan pajak danfatau sanicsi
administraas: berupa bunga dan/atau denda (Pasal | butir 20).

Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak vang dibayar sendirl oleh waiib
pajak ditambah pokok pajek yang ferutang dalam Surat Tagihan Paiak karena Pajak
Penghasilan dalam tahun pajak berjalan tidek atau kurang dibayar, ditambah dengan
pajsk yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghsilan yang
dibayar atau terutang diluar negeri dikurangi dengan pengembalian pendabuluan

kelebiban paiak, yang dikurangkan dari paisk yang terutang (Pasal 1 batir 22).
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Pemeriksaap adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan pengolah data,
keterangan, danfatau bukil yang dilaksanakan secara obyektif dan profesicanal
berdasarkan suatu standar pemeriksaan uwetuk menguli kepatuhan pemenuhan
kewaiiban perpaiakna dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melakukan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 butir 25).

Bulti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukhi beropa keterangan,
tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa
sedang atau teleh terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajaken yang dilakukan
oleh siapa saja yang dapat memimbulkan kerugian pada pendapatan .negam {(Pasal 1
butir 26}.

Penghapusan sanksi adminisivasi berupa bunga bagi Wajib Pajak merupakan
ketentuan baru sebagai berikuat :

1) Wajib Pajak vang menyvampaikan pembemiian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, vang
mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan
dilakukan paling lama dalam jangka wakfu [ {satuy} tahun setelah
beriakunya undang-undang ini, dapat diberikan pengurangan  atau
penghapusan  sanksi administrasi berupa bunga atas  keterlambatan
pelunasan kckurangan pembayaran pajak yang ketentuarmya diatur
dengan atau berdasarkan peraturan Meteri Kevangan.

23 Wajib Pajak Orang Pribade yang secara sukarela mendaftarkan dirl untuk
memperclen Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1(satu) tahun setelah
berlakunys undang-undang ini  dibertkan  penghapusan  sanksi
adminisirasi atas pajak yang tidak atau yang kurang dibayar untuk tahun
pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Watib Pajak dan tidak difakukan
pemeriksaan  pajak, kecuali terdapat data atay keterangan vang
menyatakan babwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak
tidak benar atau menyatakan lebih bayar (Pasal 37A).
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1.6 Kerangks Teori

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara
Indonesia adalah negara hukum Sejak negra Indonesia didivikan ditetapkan sebagai negaa
yang menundukannan dan mendasarkan diri kepada hukum. Sehagal Rechsstaat vang
mengandung ikatan hakiki antars negara dan hukum, Negara Republik Indonesia
menempatkan Undang Undang Dasar 1945 dalam kedudukkan yang sentral dalam
kehidupan rakyatnya. Bagi Wegara Republik Indonesia Undang Undang Dasar 1945 selain
merupakan norma tertinggi {die aberste norm) sebagaimana terdapat dalam Pokok Pokok
Pikiran dalam Pembukaanya juga merupakan Konstitusi Negara {dis Verfossung des
Statesy sebagaimana terdapat dalam Batang Tubuhnya Dalam koastitusi terdapat aturan-
aturan hukum yang mengatur organ-organ tersebut, tata hubungan sesamanya, dan lingkup
kerja masing-masing, serta bens: sturan-aturan hukum mengenai tata hubungns timbal -
balik anfara negara dan warga negara serfa penduduknya.'’ Oleh karena itu dalam hal
pernungutan pajak oleh negara kepada rakyatnya seccara tegas diatur dalam Undang
Undang Dasar 1945 yang telah beberapa kali dilakukan amadernen Pasal 234 bahwa pajak
den pengutan lain yang bersifat memaksa untuk keperiuan negara diatur dengan undang-
undang.

Jadi dari aspek legalislasi, berdasarkan undang-undang diartikan rakyat (melalui
wakilnya di DPR} telah turut serta menetukan pengenaan, pernungutan, dan penarikan
pajak dari subyek pajak . Bgeperti vang diungkapkan oleh Safri Nurmantu dalam bukuaya
Pengantar Perpajakan, beberapa slogan yang menjadi pendorong perjuangan rakyat untuk
ikut serta dalam penentuan peraturan perpajakan dit Amerika Serikat {1775-1783) antars

fain ;¢

¥ A. Hamid §. A, Teori Perundang-{indangan Indonesia dalam buku Politik Hukum Tatz Nagera
indonesialiakanta: Pusat Studi Hukaa: Taia Negara, Fakuitas Hubum Universitas Indonesia, 20043, hal. 119

*® Liberty Pandiangan, Pajak sebagai Hak Rakyat, artikel dimuat i Bisnis Indonesia tanggal 13
Novamber 2006, diambil dari kitkpajak.com

¥ Safri Normante, Pengantas Perpajakan, (Jakarte, Kelompok Yayasan Obor Indonesia, 2005, bal. 7
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\.  No taxation withouth representation, yang maksudnya adalah tiada pemungutan
pajak oleh Pemerintah kecuali pemungutan tersebut telah disahkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat. \

2. Taxation withowth represestation is fyranny, yang maksudnya adalah pemungutan
pajak yang dilakukan tanpa melalui persetujuan Dewan Perwakilan Ralyat adalah
sama dengan tirani atau pemenntah yang sewenang-wenang.

3. Taxation withouth representation Is robbery, yang maknanya adalah pemungutan
pajak vang dilslcukan tanpa melalyi persetujuan Dewan Perwaldlan Rakyat sama
dengan perampokan.

Berbagai definist pajak menurut para pakar perpalakan adalah sebagai berikut
Menurut Prof. Dr. Seemitro, SH *Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jaga timbal balik (kontra-
prestasi) yang langsung dapat ziim;”ukan dar yang digunakan untuk membayar pengeluaran
wmum. ™

Menurut Prof. J. Adyient : “Pajak adafah 1oran kepada negara vang dapat dipaksakan
vang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapatkan prestasi kembalt yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk
membiayai pengeluarat-pengeluaran wmum  berhubung dengan tugas negara umtuk
menyelenggarakan pemerintahan”?

Menurut Sommerfeld Ray M, Andersin Herschel M, & Brock Horace ™ Pajak adalah
suatu pengalihan sumber dari sektor swasts ke sektor pemerintah, bukan akibat
pelangearan hukum, samun walib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
lehih dahulu, tanpa mendapat mmbalen vang langsung dan proposional, agar pemerintah

dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan®,

’: Atep Adya Banta dan Zul Afdi Ardian, Perpajakan Biid 1, (Bandung - Armico, 1989), hald,
¥ "

Thid, hald,

18 e sonnamenene, Wikelpedia Indonesia, Ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, Pajak,
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rajak yaitu
1.

ARE I S

dengan "The Four Maxima”, asas pemunguian paisk adalah sebagai beriku
1.

i4

Jadi dapat disimpulkan ciri-ciri atan sosur pokok vang terdapat pada peagertian
20

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang;

Pajak dapat dipaksakan;

Dipervritukan bag: keperiuan pembiayaan umum pemerintah;

Tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi secara langsung;

. Berfungsi sebagai budgeter dan regulerend.

Menpurut Adam Smith dalam bukunyas Wealth of Nation depgan giaran yvang dikenal
po 2!

Asas Fgualify (asas keseimbangan dengan kemamipuan atan asas  keadilan),
permungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesvai depgan kemampuen dan
penghasilan Wajib Pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminasi terhadap Wajib
Pajak;

Asas {'erianty {asas kepastian hukum) semua punguisn pajak harus berdasarkan
Undang Undang, schingga bagl yang melanggar akan dikenai sanksi hukam;

Asas Convinence of Fayment {asas pemungutan pajak yang fepat waktn) pajak harus
dipungut pada saat yang z%:pa{ bagi Waiib Pajak (saat vang paling baik);

Asas Effeciency (asas efesien atau ekopomis} biaya pemungutan pajak diusahakan
schemat mungkin, jangan sampai ferjadi biaya pemungntan pajak lebih besar dari
hasil pemungutan pajak.

Atan menurut Mardiasmo, agar pemungutan paigk tidak menimbulkan periawanan

atou hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;2

1.

Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Sesuai dengan ftujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang dan
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan dianiaranya

pengenasn pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan

8 Sony Devano dan 8iti Kurnia Rabayu, op., cit,, hal. 23
21 e \ ?
, Wikeipedia Indonesis, loc.cit
# Mardiasmo, Perpajakan, Fdisi Revigi 2006, Yogyakarts, Penerbit Andi, 2006, hal, 2
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masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanasnnya vakni dengan memberikan hak
bagi Wajib Pajak untuk mengajukan kebeparan, pemanfaatan dalan: pembayaran, dan
mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (sekarang Pengadilan
pajak).

2. Pemungutan harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 (sekarang Pasal 23A).
Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara
MAUPUN WargANYya, k

3. Tidak menggangu perckonomian {syarat akonomis)
Pemungutan tidak boleh menggapgy kelancaran kegiatan produksi maupun
perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien{syarat efisiensi)
Sesual fungsi bugetair, biaya pemungutan pajak barus dapat ditckan sehingga lebih
rendah dari pada pernungutannaya.

5. Sistem pemunguisn paisk harus sederhana
Sistern pemungutan yang sederhana akan memudabkan dan mendorong masyarakat
dalam memenuhi kewajéban perpaikannya. Syarat imi telah diperaid oleh undang-
undang perpajakan yang baru.

Sedangkan Sistern Perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana
mengelola utang pajak vang terutang oleh Wajib Pajak dapar mengalir ke kas negara
Untuk itv dalam sistem pajak penghasilan dikenal Seif dssessment System, Official
Assessement Sysiem, dan Withholding Tux System (Safii Nurmantu, 105).2 Indonesia
mempunyai bebérapa sistern pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan, yaitu -2
a. Offical Assesoment System

Dimana wewenang pemunguian pajak pada fiskus. Ulang pajak timbul kalau ada Surat
Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967,

2 Normanty, Safvi, Pengantar Perpajakan, Jakaris, Penerbit Kelompok Ober Indonesia, 2005, haf 105
* Devana, Sony, dan Siti Kurnie Kabayw, lec.cit, hal. 80
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b, Semi Self Assessmert System
Wewenang pemungutan ada pada wajib pajak dan fiskus. Pada awal tshun pajak wajib
pajak menaksir dahulu bérapa pajak yang akan ferctang untuk satu tehun pajak,
kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan
fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada pericde 1968-1983.
c. Full Self Assessment System
Wewenang sepenulinya unfuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib
Pajak akiif menghitung, memperhitungkan, meyetor dan melaporkan ser;dz‘ri pajaknya.
Fiskus tidak campur tangan czlam penentuan besarnya pajak terutang seiama wajib
pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun
1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajaken tahun 1983,
d. With FHoldiang System
Wewenag pemungutan ada pada pihak ketiga. Dilaksanakan secara ofektif sejak 1984,
Dalam melaksanakan peran pemerintah di dalam perekonomian dan pembanguanan
ekonomi, banyak ahli ekononi merumuskan teori kebijakan fiskal yang mempunyai dua
mstrumnen vaitu perpaiakan ffax peficy) dan pengeluaran (expenditure policy). Secara
ringkas menurut Mamkin (2000} ~ The govermen! s choice regarding levelss of spending
and faxation.” Kebijakan fiskal adalah keputusan bersama antara Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) ten{ang hesgrnya penerimasn, pengeluaran dan pinjaman yang

ditetapkan denpan maksud untuk mengarahian perekonomian Indonesia .

1.7 Metede Penelitian
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan mi adalah menggunakan
metode penelitian yuridis normaiif atay dikenal pula dengan penelitian kepasiakaazz,ﬁ yang

menurnt Soerjono dan S Mamudji,

 |ihat Soerjons don Sri Mamudji, Penelitian Hukum Nomatif — Suaty Tinjauan Singkat , {fakasia ;
PT. Radia Grafindo Persada, 2007), hal i4, dikemukakan bahwa penelitian Hukum Normmtive alau
kepustakaan tersebul mencakup © {§) penelitian terbadap azas-azas hokum;(ii) penelitian terhadap sistimatike
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.o Gikemukakan bshwa penelitian Hukum Normative atau kepustakaan tersebut

mencakup : {i} penelitian terbadap azas-azas hukum;(if) venebitian terhadsp

sistimatiks hukury; (i) penelitian terhadap sikromigasi vertical dan horizontal;, (iv)

perbandingan hukuny; dan (v) sejarah hukum® .

Atan juga dikenal dengan penelitian normatif doktrinal, 2 vang menurut Amiruddin
dan H. Zainal Asikin, ” Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukam dikonsepkan
sebagai apa vang tertulis dalam perafuran perundang-undangan {aw fn book) atau hukum
dikensepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang
dianggap pantas.” Dengan demikian perolehan data pada penelitian ini dilskukan melalu
kepustakasn yaitu melalut pengumpulan data sekunder, yang merupakan bahan hukum
primer, bahan hokum sskunder, dan bahan hukum tersier. Dan untuk mslengkapi dan
mendukung analisis data sekunder, akan didukung dengan wawancara? Wawancara
(interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (Jace-fo face), ketika seseorang
yakni pewawancara-mengajukan pertanyaas-pertayaan yang dirancang untuk memperaieh
jawaban-jawaban yasg relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden,
dengan beberapa sumber yang dinilal memahami konsep atan pemikiran yang ada dalam
data sekunder, sepanjang dalara batas-batas metode penelitian yuridis normatif.

‘Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari *

a,  norma dasar atau kacdah dasar yakni Pembukaan UUD 1945;
b.  peraturan dasar yakni Batang Tubuh UUD 1945, Tap-Tap MFPR;

a.  perafuran perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Bank Indonesia, daa sebagainya;

b.  bahan hukum vang tidak dikodifikasi seperti hukum adat;

hokesm; (1) penclitiap terhadap stkronisasi vertikal dan horizontal; (iv) perbandingan huku, das {v} selarah

hukum,

* Lihat Amiruddin, SH MHum dan H. Zeinal Asikin, SH 8U , Pengantar Metods Perelitian Huken,
{Jzkarta : PT. RajaGrafinda Persada, 2004), hal, 118,

# 1 ikat, thid hal 82,

“ Suerjono Soekanto, Peagantar Penelitian Hukem, (Yakaris © Penerbit Universitas Indonesia, 2007),
hal. 52
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¢, yurisprudensi;

d.  traktat:

¢, bahan hukum dari jaman penjajsh yang hingga kini masih berleku seperti KUH

Perdata, dan sebaginya;

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberlkan penjelasan mengenat
bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari
kalangan hukum, dao sebagainya. sedangkan bahan hukum fersier yakni bahan yang
memberikan petunjuk maupnn penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

misalnya kamus, ensiklopeds, index komulatif, dan sebagainya (Socrjons Sockanto dan Sri

marnuji, 3).%°

1.8 Sistimatika Laporan Penelitian

Hasil penelitian ini disusun dengan mengpunakan sistematika yang dalam penjelasannya

diuraikan pembahasan secara singkat setiap bab.

Bab I

Bab {1

Bab I

Pendahulvan, berisi uratan mengenai latar belakang permasalahan,
pormasaiahan, tujuan  peneclitian, kegunaan penclitian, kerangka
teoriflandasan teoritis, kerangka konsep/definisi operasional, metode

penelitian dan sistematila iagoran penelitian.

Tinjauan secara teoritis tentang Teori Pemungutan Pajak, Kepastian dan
Keadilan Dalam Pemungutan Pajak yang akan menguraikan tentang Teorl
tentang Pemungutan Pajak, Tinjuse Tentang Hukom, Kelerkaitan Keadilan
Dalam Pemungutan Pajak, Hukum dan Kepastiaa Hukum, Kepastian
fukum Datam Bidang Perpajakan,

Diskripsi tentang Sistems Pemungutan Pajak dan Penphapusan Sanksi

“Soeriono Sockanto dan Sri Mamuji, opeit, hat 3
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Administrasi Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 vang
menguraikan tentang Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment dan Upaya
Penghindaran Pajak, Pengampunan Pajak, Penghapnsan Sanksi
Administrasi Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

Bab IV Pembahasan berisi tenfang analisis tentang Dampak Penghapusan Sanksi
Administrast Pasal 37A Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 Terhadap
Kepastian Hukum Wajib Pajak yaitn Latar Belakang, Falktor dan Tujuan
Diterbitkan Penghapusan Sanksi Adminisirasi Pasal 37 A dan Kepastian
Hukum bagi Wajib Pajak serta Dampak Penghapusan Sanksi Administrasi
Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007,

Bab V Penutup, mmguraikan tentang kesimpulan berdasarkan uraian dari bab-bab
seheiumnya dan mengemukakan saran yang diharapkan dapat berguna bagi

semua pihak yang berkepentingan.
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BAB2
TEORI PEMUNGUTAN PAJAK, KEPASTIAN DAN KEADILAN DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK

2.1 Teori Tenfang Pemungutan Pajak
2.1.1  Kewenangan Negara Memungut Pajak

Negara Republik Indonesia sudah sejak Jahirnya ditetapkan sebégai negara yang
merundukkan dan mendasarkan diri kepada hukum. Rechisstaar Republik Indonesia
tidak hanya mengurusi kefestraman dan keteriiban semafa-mata melsinkan juga
melindungi segenap bangsa dan selureh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umurm,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanalkan ketertiaban duniz berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.’ Untuk mewujudkan cita-cita luhur
tersebut diperiukan dana untuk pestbiayaannya. Dana yang diperoleh darl rakyat dalam
bentuk pajak dipergunakan uniuk memenuhi blaya atas fungsi-fungsi pemetintah,”

Mengapa negara harus memungut pajak? Dapatkah suatu negara sama sekali tidak
melaukukan pemungutan pajak? Adaksh kewenangan negara untuk memungut pajak
kepada rakysimya.

Menpurut R, Santeso Brotodihardjo, ada beberapa teori yang memberikan dasar
keadilan dalam memungut pajak kepada rakvatnya adalah sebagai berikut ©°
1. Teori Ansuransi

Termasuk dalam tugas Megara untuk melindungl orang dan segala kepentingannya,
keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya. Sebapgaimana juga halnya
dengan perjanjian asuransi {(pertanggungan) maka untuk perlindungan tersebut di
atas diperlukan pembayaran premi. Pajak inilal yang dianggap sebagal preminyva

yang pada wakin-walku yang terieniu harus dibayar oleb masing-masing.

' A, Hamid 8. A. Teori Perundang-Undangan Indonesia, Suatu Sisi Hrou Pengetahusn Perundang-
Undangan Indoresia Yang Menjelaskan dan Menjernitkan Pemahaman digmbil dari buku Politik Hukum
Tats Mogara Indonesin, oleh Hendrs Nurtjshjo, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukasrm
Universifas Indonesia, 20043, hal, 119

: Sony Devane dan Sitt Kursia, Perpajakan, Koosep, Teori, dan Isu, {fakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2008), hal3

* R. Sanioso Brotodiharhardjo, Pengantar Timu Hukum Fajak, {Bandung: PT. rafika Aditama, 26033,
hat 30
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Menurut Rimsky K. Judisseno, bahwa anggapan mengenal premi asuransi sama
dengan pembayaran pajsk ssbenarnya terlslu dipaksakan, karena banyak hal dalam
prinsipnya yang ada dalam premi asuransi tidak sesuvai dengan prinsip pembayar

pajak. Hal ini dapat dilihat dari uraiae berikut :*

Premi Asuransi Pembayaran Pajak
«  Polis diberikan sesual kepentingan * Pembayaran Pajak diberskan untuk
pribadi kepentingan seluruh masyarakat
s DBegarnya promt sesuai dengan besar s  Pembayaran pajak diseswaikan
kecilnya perfanggunagn dengan kondist dan kemampuan WP
o Dapat dimintakan klaim pada sant s Tidak ads klaim langsung atas
dan kondist yang sudah disepakati terjadinya keadaan yang
Klien dengan perusahaan asuransi memberatkan individu/perorangan

Berdasarkan perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa Teori asuransi ini tidak
sepenuhnya dapat disamakan dengan pembayaran pajak.
2. Teori Kepentingan

Teori i dalam ajaran yang sernula, harmya memperhatikan pembagian beban pajak
vang harus dipungut darl penduduk seluruhnya. Pembagisn beban ini harus
didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemeriniah
(yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu
beserts harla bendanys. Maka sudsh sclayaknya bahwa biays-biays yang
dikeluarkan oleh Negara untuk menunaiken kewajibannya, dibebankan kepada
mereka i,

Terhadap teori ini pun banyak yang memanjukan sanggahannya, masyarakat vang
mempunya kepentingan yang besar dalam arti manfaat yang diterimanya, juga
mempunyal kewajiban yang besar puls, tefapi bagaimana mungkin scerang petani
yang miskin yang membutuhkan pettindungan dan juminan sosial yang lebih besar
dapat memberikan pajak yang lebih besar, sementara mercka cukep mapan untak
melindungi dini sendiri dalam hal perlindungan dan jaminan sosial memberikan

pajak yang sedikit?.”

¢ kimsky K. Judisseno, Perpajakan, Edisi Revisi (Jakarts: Peperbit PT, Graredia Pusaka Utaima,
20043, hal. 17
* Tbid, bal, 18
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Teari Gaya Pikui

Teori mendasarkan bahwa keadilan pemunguotan pajak terletak dalam jasa-jasa yang
diberikan negara kepada warganyz, vaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya,
Untuk keperlvan ini diperlukan biaya biaya ini dipikuol oleh segenap orang yang
menikmatl perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Dan yang menjadi pokok
teori int adalah asas keadilan, yaity tekenan pajak itu baruslah sama beratnya untuk
setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang dengan
memperhatikan  besamya penghasilan dan kekayzan, juga pengeluaran atau
pembelajagn sescorang, Menurut Ir. My, A Cohen Siuart, dalam disertasinya
menyamakan gaya pikul dengan sebush jembatan, yang pertama-tama harus dapat
memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebaninya dan menyarankan
ajaran, bahwa yang sangat diperfukan unink kehidupan, harus tidak dimasukkan
dalam pengertian gaya pikul. Kekuatan untuk menyerabkan vang kepada negara
barulah ada, jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup teleh tersedia.

Teori Kewajiban Pajak Mutlak atag Teori Bhakti

Teon ini didasarkan atas paham Organische Staaisicer, sehingga disjatkanlah
olehnya bahwa justru karena sifaf negara inilah maka timbulah hak nwtlak untuk
roemurngul pajak. Mennrut Dr, W, H, van de Berge, dalam bukunya Beginselen van
de Belastingheffing, bahwa negara sebagal groepsverband (organisasi darl golongan)
dengan memperhatikan  syarat-gyarat keadilan, bertugas menyelenggarakan
kepentingan umum, dan karenanya dapat dan barug mengambil tindakan-tindakan
yang diperlukamya, termasuk juga tindakan-tindakan dalam lapangan pajak. Jadi
racnurut teori ind dasar hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dengan negara,
yang memungut pajak danpadanya.

Teon Asas Gaya Beli

Menurut teorl ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagal gejala dalam
masyarakat, dapat disamekan dengan pompa, yang mengambil gaya beli dari rumah
tangga-rumal tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian
menyalurkannya ke masyarakat dengan maksud ountuk memehhara  hidup

muasyarakat dan untuk membawanya ke arah ferfentu. Teori yang mengajarkan,
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baliwa penyelenggarakan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggep

sebagai dasar keadilan penumgutan pajak.

2.1.2 Filosifi dan Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Undang Undang Dasar 1945 vang beberapakalt dilakukan amademen
Pasal 1 avat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalzh negara hukum. Negara hukum
adalah negara yang kekuasaanya dibalasi demi terpeltharanya kebebasan dan hak-hak
dasar warga negaranya. © Yang berarti Indonesia menjunjung tinggl hukum dan
kedaniatan hukuri bahwa kekuasaan tertingei tidak terletak pada kehendak pribadi
penguasa (penyelenggara negara/pemerintah) melainkan pada hukwn. Jadi kekuasaan
hukum terletak di atas segala kekuasagn vang ada dalam negara dan kekuasaan it haros
tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan demikian kekuasasn yang diperoieh fidak
berdasarkan hukum termasuk yang bersumber dari kehendak rakyat yang tidak ditetapkan
dalam bentuk hukum tertulis (tndang-undang) tidak sah.”

Dengan demikian segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan
hukum yang berlaku, termasuk dalam merealisasikan keperiuan atau kepentingan
warganya dalam bernegara.” Termasuk kepentingan Negars dalam hal memungut pajak
harus didasarkan pada hukum. Ini merupakan dasar falsafah pemungutan pajak, apsbila
paiak dipungut tidak berdasarkan undang-undang akan terjadi bagaikan menyayat daging
tubuh Kkita sendirt” Beberapa slogan yang menjadi pendorong perjuangan rakyat untuk
ikut scrta dalam pesentuan peraturan perpaiokan di Amerika Sertkat (1775-1783) antara
Jain ;"

1. No wavarion withowth representation, yeng maksudnya adalah tiada pemungutan
pajak olch Pemecrintah kecuall pemungutan tersebut tefzh disahkan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.

¥ Soewandi, Hak-Hak Dasar Dalem Konstitusi-Konsitusi Demokarasi Moderen, {Jakarta: PT.
Perubangunan, 1957), hal. 15
" Muharnmad Djafar Saidi, Perlindngan Hukum Wajib pajak dalam Penyelessian sengketa Pajak,
{Jakart?: PT. Raialiralindo Persada, 2807}, hal. 1
Haig
? Rochmut Soemdtco, Prgantar Singkat Hukam Pajak, {Bandung, PT. Eresco, 1992), kel 13
¥ Safri Nurmunty, Penganter Perpajokan, {Jakarta, Kelompok Yayases Ubor Indonegia, 2005}, hal, 7
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3. Asas Convenien of Payment, dalam asas ini ditekankan pentingnya saat dan waktu
yang iepat bagi Wajih Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Pemungutan dan pemotongan pajek dilakukan pada saat Wajib Pajak menerima
penghasilan dan yang sudah memenuhi syarat obyektifnya (yaitu suatu syarat
dimana ‘Wajib Pajak mempunyai penghasilan diatas penghasilan minimum). Asas
ini merupakan inspirasi dari asas ekonomis,

4.  Asas Efficiency, didalam ases ini ditekankan pentinganya efisiensi pemungutan
pajak artinya biaya yang dikehuarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak
boleh lebih besar dart jumiah pajak yang dipungut. Asas inl merupakan inspirasi asa
finansial,

Sedangkan menurut Dora Hancock dalam bukunya Taxation : Policy and Practice,
mengutip dari pendapat Stightz Pemenang Nebel Ekonomi, bahwa lima karakteristik
yang diharapkan ada dalam sistem perpajakan, yaitu scbagai :'°

!, Economicelly efficient: if should not have an impact on allocalion of resources;

2. Administratively sinple; it should be easy and inexpensive fo adminisier;

3, Flexible: it shouid be easy for the system 1o respond lo changing ecoronic
circumstances;

4. Politically accountable: taxpayers should be able 1o determine whut they are
acitwally paying so that the political system can more accuratly reflect the
prefeences of individuals;

5. Fair: it should be seen to be foir in its impact on all individuals.,

Dalam menentukan sistem perpajakan ada hal yang harus dipegang teguh agar
tercipta keseimbangan yang memperhatikan semua kepentingan menurut R, Mansury
sebagai berikut :

Tiga asas yang scharusnya dipegeng teguh dalam sistern PPh kita yeng seimbang
memperhatikan semua kepentingan., The Revemwe Adeguact Principle adaleh
Kepentingan Pemerintah, T%e Eguity Priciple adalah kepentingan masyarakat, dan
The Certainiy Principle adalah uniuk kepentingan Pemerintah dan Masyarakat. ™

Atas pendapat tersebut di atas oleh Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan digambarkan dan
dijelaskan lebih rinci adalah sebagai berikut,

Bila digambarkan secara sederhana sistem perpajakan vang baik {ideal) adalah
sepertt sebuah segita sama sisi, Pada perkembangannys di tingkat implernentasi,

Ff Dota Haneok, Yawtion » Policy & Practice, (UK ; Thonson Bussines Presss, 1997) hal. 44
¥ R, Mansury, Paiok Penghasilas lanjutan, Jakarts: Ind-Hill Co, 1936}, lal 16
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tampaknys keseimbangan fersebut tidak lagi terjaga, serimgkali karena alasan
kepentingan {penerimaan) negara.”

Revenue Productivity

Eqguqlity Ease of Administration

Gambar 2.1
Asas-Asas dalzm Sistem Perpajakan yang Ideal
Yang dapat dijelaskan untuk mendisain sistem: pemungutan pajak adalsh sebagai
berikut ¢

1. Eguitv/Equality
Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin
bahwa pajak-pajak yang dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan
setiap orang membayar sesual dengan bagiannya/kewajibannya. Asas equity ini
harus adil dan merata, Pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak sebanding
dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan sesuai dengan
masnfzat yang diterima dan negara.

2. Asas Revenue Productivity
Asas ini yang terpenting bagi pemerintah yaifu babwa pajak mempuenyal fungsi
utama sebagel penghimpun dana darl masyarakat untuk membiayal kegiatan
pemerinial, baik biaya mtin maupun biaya pembangunan. Meskipun asas inl
menyaiakan bahwa jumlabh pajak yang dipungut hendaklah memadai untuk
keperluan menjalankan roda pemenniahan, tetapt hendakaya tetap harus
diperhatikan bahwa jumlah pajek yang dipungut jangan sampai terlalu tinggl
sehingga menghambat pertumbuhan ekonomt.

3. Ease of Administration

" Haulla Rosdizva dan Rasin Tarigan, Perpajakan Teori dan Aplikasi, (Yakanta : PT. RajaGrafindo
Prass, J008), hal, 119
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Asas ceriainty, efficiency, convenciency dan simplicity merupakan utisur-unsur

membentuk asas euxse of adnrnisiration. Apabila dijelaskan sasing-masing asas

adalah sebagai berikut

a. Asas Cerfainty
Menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun
semua Wajib Pajak dan seloruh masyarakat, Asas kepastian ini mencakup
kepastian mengenai subyek, obyek pajak, dasar pengenaannya, juga
fermasuk  prosedur  pemenuban  Kewajibanmya, serta hak-hak
perpajakannya.

b. Asas Convenciency
Asas kemmudahan/kenyaman menyatakan bahwa saat pembayaran pajak
hendaknya dimungkinkan pads saat yvang menyenangkan/memudahkan
Wajib Pajak, penentuan jatul fempo pembayarannya,

¢. Asas Efficiency
Asas im dapat dilthat darl dua sist yeitu dar pihak fiskus pemungatan
pajak <ikatakan cfisien apabila biaya pemungutan pajak yang dilakukan
oleh kautor pajak igbih kecil daripada jumlah pajak yang dikempulkan.
Sedangkan dart pithak Wapib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatalan
efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk
memenuhi kewajiban perpajaknnya bisa seminimal mungkin {cost of
complience rendah)

d. Asas Stmplicity
Pada waumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas, dan
mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. Hendaknya dalam menyusun undang
undang perpajakan  harus  diperhatiken juga  asas  kesederhanaan
sebagaimana  diungkapkan oleh CV. Brown dan P.M. Jackson
bahwa “Taxes should be sufficiently simple so that those affected can be

undersiand them".
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Dengan demikian asas Ease of Administration dapat digambarkan secara ringkas sebagat
berikut

EASE OF ADMINISTRATION
1. Certainiy « lelag (Certain}
a. sUbYEk .. Tegag
b. Obyek o Tidak bermakna ganda dan
¢. Dasar Pengenaan Pajak tidak bisa ditafsirkan lain
d. Tarif funabigious)
¢ Prosedur s Continuity

2. Efficiency .
a. Dan segi fiskus Administrative & Enforcement Cost relatief rendah
b. Dari segi Wajib Pajek: Complience Cost relatif rendah

3. Converience of Paymeni
a. Pajak dipungut pada saat yvang teput Pay as You Eam}
b. Penetuan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak
¢. Prosedur Pembayaran
4. Simplicity
a, Mudah dilaksanakan
b, Tidak berblit-belit

2.1.3 Sistem Perpajakan

Peraran masyarakat dalam keikutsertaan dalam menjalankan roda pemerintahan
besar sekali, Kontribusi nasyarekat melalui pembayaran pajsk dimanfaatican oleh
pemerintah univk melakukan pelayanan umum, pendidikan, keamanan, memperbaiki
fsildas kesehatan das banyak hal yang lain dengan tujuan untuk kemakmuoran dan
kesejahterasn mayarakat dan ne:gam‘*eAtau menuret Rachmat Scemitro bahwa pajak-
pajak mempunyal mjuan untulk memasnkkan vang schbanyak-banyaknya dalam kas negara,
untuk membiayai pengeluacan-pengeluaran negara. '’

Untuk meneapal tujuan fersebut maka diperlukan suatu sistem perpajakan, sistem
perpajakan o terdiri dari tiga unsur pokok, yaita ;'

1. Kebijakan Perpajskan (Tax Pelicy)

¥ Rimshy K. Judisseno, Perpajakan, Edisf Revisi, op. ¢it, hal.27
" Soemitro, op.cit, hal.2
® R Munsury, op.cit, hal. 13
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2. Undang-Undang Perpajakan {(Fax Law)
3. Administrasi Perpajakan (Tax Administration)

Ketiga unsur tersebut harus sama kuat dan sama stabil untuk dapat menopang

sistem perpajakan, dan kefiga unsur tersebut juga saling bergantung satu sama lain untok

mencapal suatu sistem perpajakan yang stabil Sistern perpajakan sebagai suatu kumpulan

atan satu kesatuan yang terdiri dari wnsur tax policy, tax law, da tex administratios,

yang saling berhubungan sate sama lain, bekegjasama secara harmonis untuk mencapai

fujuan atan target perolehan penerimaan pajak bagi negara secars optimal. Dan kuslitas

administrasi merupakan faktor yang sama pentingnya dengan knalitas hukum pajak dan

kebijakan perpajakan.’

I,

Kebijakan Perpajakan (Tax Policy)

Kebijakan pajak adslah kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang
berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan scbagai fax base, siapa-
siapz vang dikenakan pajak, siapa vang dikecualikan, apa yang akan dijadikan
abyek pajak, apa-apa yang dikecualikan, bagaimana menetukan besamya pajak
yang terutang dan bagamnana mencntukan prosedur pelaksanaan kewsjiban pajak
terutang,m

Disamping kebijakan fiskal tersebut diatas ada pula kebijakan yang dibuat
penieriniah, Menarut Lauddin Marsuni, kebijakan perpajakan dirumuskan sebagai
berikut :**

a. Suatau pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka
menunjang pencrimaan pegara dan menciptakan kondisi ckonomi vang
kondusif;

b. Suatu tindakan pemerintahan dalam rangka memungut pajak, guna
memenuhi kebutuhan dana untuk keperivan negara;

c. Suatu keputusan yang diambil pemeriniah dalam rangka meningkatkan
penérimaan negara dari scktor pajek untuk digundkan menyelssaikan
kebutuhan dana bagi asgara.

Kebijakan dalam perpajakan vang dibuat oleh pemerintah harusiah berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Olch karena ity barus ada batasan pendelegasian

wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada pemerintah, dengan tujuan untuk

¥ Sony Devane dun Siti Kurnis Rahayu, ap.cit, hal., £7
* Hanla Rosidiana dan Rasin Tarigan, op.cit, hal 93
* thid, hal 69
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menghindari tindakan sewenag-wenang pemerintah selaku penguasa, Undang -
undang pajsk pasti tidak bisa mengatur selurub aspek perpajakan, maka perlu
adanya pendelegasian wewenang kepada pemerintah untuk mengatar atauw membuat
kebijakan perpajakan yang meliputi :*
s  Kebijgkan menerbitkan ketenfuan yang bersifst administratif dan
prosedural {(Fommat SPT)
¢  Metode penyusutan dan penilaian persediann;
+  Prosedur regristrasi;
s  Ketentuan mengena: pembuktian biava yang diperbolehkan dikurangkan
dari penghasilan kena pajak;
¢«  Metode akutansi untok tujnan perpajakan;
¢  Penyesuaian pajak yang berkaitan dengan inflasi {(Darussalam dan
Danny Septriadi}.
2.  Undang-Undang Perpajakan (Tax faw)
Menurut B, Mansury, " Hukum Pajak sebagail keseluruban perateran yang meliputi
kewenangan pemenntah  unlpk  mengambil  kekayaan  seseorang  dan
menyerabkannya kenbali ke masyarukat dengan melalui kas pegara.”™ Sedangkan
menurut Bohari bahwa hukum pajak adalah :**

Sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sehagai
pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain , huloumn
pajak mengatur

Siapa saja yang merupakan Wijib Pajak (Subjek Pajak);

Objek apa saja yang dikenakan pajak (Objek Pajak);

Kewajiban Wajib Pajak terhadap pemerintah;

Timbul dan hapusnya utang pajak;

Cara penagiban pajak, cara menggjukan keberalan dan banding pada
peradifan pajak.

Dari uraian diatas dapat dikatakan balhwa hukwn pajak mengatur hubungan antara

@ B0

pemeriniah sebagal pemunget pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak, dengan
demikian hukum pajak merupakan hukum publik.,

** Ihid, hal 26

2R, Mansury, kebijakan Fiskal {Jakaria; YP4, 1999, hal. |

My, i Pudyatmokoe, Penegakan Dan Peclindungan Hukum Di Bidang Pajak, (Jkarta: Penerbit
Salermba Empas, 20073, kal 1
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Hukum Pajak dapat dibedakan antara hukum pajak formal dan hukum pajak
matedal.. Hukum pajak matrial menatur ketentuan-ketentuan mengenal siapa-siapa
saja yang dikenakan pajsk, slaps-siapa yang dikecwalatkan, spa-apa saja yang
dikenakan pajak dan apa-apa saja yang dikecnahkan serta berapa besarnya pajak
vang terutang. Sedangkan hukom pajak formal adalsh mengalur bagaimana
mengimplementasikan hukum pajak matrial, oleh karena 1y, dalam hukum pajak
formal diatur mengenal progedur {fata cara) pemenuhan hak dan kewajiban
perpajakan seria sanksi-sanksi bagi vang melanggar kewajiban perpajakan. Hukvm
Pajak formal memuat bentuk dan cara-cars dalam melaksankan hukum pajak
material. Hukum pajak formal yang jelas dan tegas sangat diperlukan wntuk
kepastian hukum, baik untuk waiib pajak maupun aparat pajak, Taspa didulung
dengan hukum pajak formal vang jelas dan tegas, hukum pajak materisl tidak bisa
dilaksanakn oleh wajib pajak dan aparat pajak fidak dapat melakukan pengawasan
(aw enforcenent)™
Administrasi perpaiakan {7ax admtinisiraiion)
Administrasi pajak dapat meliputi fungsi, sistern dan organisasi‘kelembagaan dan
kualitas don kuantitas sumber daye manusia,, merupakan pengertian administrasi
perpaizkan dalam 2wt louas. Administrasi perpajgkan memegang peransn yang
sangat penting kurena seharusnya bukan saja sebagai perangkat laws enforcement,
tetapl lebih penting dari ity, sebagai Service Poind yang memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat dan pusat informasi perpajakan.®
Memurat Carles A, Silvani menyebulkan administrasi pajak dikatakan efekuf bila
mampu mengatasi masaiah-magalah
0.  ‘Walib Pajak yang tidal terdafiar funregistered taxpayers)
Dengan administrasi pajak yang efeksif akan mampu mendeteksi dan
menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat vang telah
memenuhi ketentuan schagat wajib pajak tetapi belum terdaflar sebagai Wajib
Pajak.
b, Wajib Pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)

** Haulp Rosdiana dan Rasin Tarigan, op.cit, hal, 94
® Thid, al 99
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Administrasi perpaiakan efektif akan dapat mengetahul penyebab wajib pajak
tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan mefalul pemeriksaan pajak.
t.  Penyelundupan Pajak (Tax ¢vaders)
Penyelundupan pajak vaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil
dari yang scharusniya menurut ketentuan peraturan persndang-undangan akan
fehih terdeteksi dengan dukungan adainya bank data tentang wajib pajak dan
seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.
d.  Penunggak Pajak (delinquent tax pabers)
Upaya pencajran tunggakan pajak dilakukan melatul pelaksanan tindakan
penaginan secars intensi{ delant set administrasi pajgk, yang baik skan lebih
efektif melaksanakan upaya tersebut, (Gunadi)
Pelaksanaan admunistrast prpajakan (secara luas) vang baik tentunyz perlu
menerapksn manajemen moderen, yang terdin darl pelaksangan perencanaan
(Planing) yang baik, penporganisasian {Organizing) vang tepat, pelaksanmaan
{Actuating), dan pengawasan {Conroling) yang berkesinambunga. Selain ito juga
diperhukan kebijakan perpajakan dari pemerintah yang tepat, peraturan pelaksanaan
perundang-undangan perpajaln yang jelas dan simpel untuk memudahkan aparat
pajak dan wajib pajak dalam raclaksanakan kewajibannya. Juga tersedia pogawsi
rajak yaag berkusalilas, terampil, berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan vang
telab teruji dalam infelektual dan memiliki infergritas serta adanya penegakan

hukuns (faw enforcement)”’

2.1.4 Sisters Pemungutan Pajak

Menurut Prof. Adnani cera pemungulen pajak dapat dibagi kedalam tiga

golongan i

1.

Wajib Pajak menetukan sendiri jumish pajak yang terutanyg sesuai dengan Ketentuar
undang-indang perpajakan. Fiskus membatasi diri pada pengawasan, kadang-
kadang insendential atau secara teratur.

Ada kerjasama antara wajib pajak dan fiskus {fetapi karta terakhir ada pada Piskus
dalam bentuk Pemberttahuan sederhana dan wajib pajak atau Pemberitahuan yang
gnigkap dar waib paiak.

Iiskus menentukan sendir: {di luar wajib pajak) jumliah pajuk yang terutang.

¥ Sony Devang dan Siti Kurnis, op, cit bal. 73
* R, Santoso Brotedihardio, op.cit hal. 6§
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Secara umurn sisiem/tehnik pemungulan pajak dibedakan sebagai berikut :
Sister Self Assessment
Definisi self assessment vang ada dalam Siternational Tax Glossary adalah sebagat
berikut ;¥

Under self assessment is meant the system which the taxpayers Is required
not only so declare his hasis of assessment (e.g taxable income) but aiso o
submit acaloulation of the tax due from kim and ussually to accompany his
caleulation with payment of the armounl he regards as due.
Dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan dimana wajib pajak sendiri
vang menghitung menghituny, mentetapkan, meyetorkan, dan melaporkan pajaknya.
Sedangkan menurut Safri Nurmantu , dalam sistem Seff Adssessment adalah suatu
sistern perpajakan yang memberikan Kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk
memenuhi dan melaksanakan sendirl kewajiban dan hak pempaiakannya, Dalam hal
ini dikenal dengen 5 M yakni mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nemor Pokok
Waiib Pajak, menghitung dan atad memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang
{erutang, menyetor pajak ke Bnk Persepsiantor Pos, dan melaporkan ke
Direktorat Jenderal Pajak. Jadi wajib pajak yang aktif®® Dengan demikian fiskus
hanya berperan untuk melalukan pengawasan,

Restenmy Official Assessment

Dalam sisterm ini wewenag pemungulan pajak ada pada fiskus, Fiskus berhak
meneritukan besarmya uteng pajuk orang pribadi maupun badan  dengan
mengeluarkan surat ketelapan pajek, yvang merupakan bukti mbulnya ufang pajak.
Jadi dafam sistem in] Wajib Pajak pasif dan menunggu ketetapon utang pajak yang
telalr diterbitkan oleh fiskus, Suatu sislem perpajakan dalam maena ipisiatif untuk
memenehi kewaiiban verpajskan berada dipthak fiskus. Fikus yang berperan ak{if
dari sgjak mencari Wajib Pajak untuk dibertkan Nomor Pokok Wajib Paiak sampai
kepada penctapan jumlah pajak yang terutang melalnl penerbitan surat ketstapan

pajak.”’

! Haula Rosdiana dan Rasin "Tarigan, op. cit, hal 108
% Sufri Rurmants, op.cit, hal, 108
* by
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3. Wahholding System

Sualn sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnys
pajakyang terutang oleh sesorang berada pada pihek ke tiga dalam arti yang menghitung,
menetapkan menyetorkan dan melaporkan ada pada pihak ketiga. Sebagai contoh
pernberi kerja wajib menghitung, menctapkan pajak penghasilan atas karyawannya,
memotong, menyetorkan ke bank presepsifkentor pos serta melaporkannya kepada kantor

pelayanan pajak.

2.2 Tiajauan Tentang Hukum
2.2.1 Pengertian dan Tujuan Hukum

Kalau ditinajau dari segi etimologi hukum berasal dari bahasa Amb vyang
merupakan bentuk tunggal, bentuk jmaksys “Adlkas” yang diambil alih dalam bahasa
Indonesia menjadi “hukom” vang artinya bertalian dengan pengertian yang dapat
melakukan paksaan. Dalamn bahasa latin ada berbagsi macam  "Reck:” berasal
dan "recium” berati bimbingan alau tuniunan afau pemerintahan. Atau dam kata “fies 7
yang berarti hukum artinya mengaiur atan memerintah. Atsu dan kata “Zex” berasal
dari “Lessre” yang berati mengumpulkan alauw mengumpulian orang-orang untuk
dieperintan.”?

Banyak abh hukum yang berusaba mendefinisikan apa ite hukurm dan sangat
beragam lerganiung darl sudut mana melihatmya, dianlaranya adalab
a. Menurut Prof. Dr. Mr L. van Apeldoom, bahwa hukum banysk seginya dan

demikian luasnya schungga $idak mungkin orang menyatukan dalam satu rummusan

secara memuaskan, Mermberikan definisi tentang hukum sebenarmya hanya bersifat

menyama-ratakan saja den itu ferganlungsiapa yang wemborikan, Namun hukum

dapat dilibat darl dart 2{dua) suduf vaifu :

- Hukor ditihat dalam undang-undang, yang artinya hukem samaz dengan
undang-undang tetaps bukan berati kita melihat hukom dalam undang-undang

akan tetapi di dalammnya terlihat sesgaty tentang hukom;

1. Soecoss, Pengantar lnw Hukus, {Jakarta; Penerbit Sinar Grafika, 2007), hal. 24 - 28
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- Hukum menyvangkut sesuatu yang konkret, nyvata yang menyangkut kehidupan
manusia sehari-har, yang dapat dilihat dan diraba seperti pengadilan, hakim dan
lain sebagainya.

Dapatlah ditarik swvatu kesimpulan bahwa bila kita memandang hukum sehagai

perﬁmrazz yang berhubungan dengan hidup manusia. Dan peraturan tidak peslu dihafal

tetapi dipakai dalam peraturan-peraturan hidup yang oleh tiap-tiap orang diwujudkan
dalam kehidupan sehari-hari dan  hubungan-hubungan bamn  tersebut  selalu
membentuk peraturan-peraturan baru.> -

b. Menurut ahli hukum Belands J. Van Kan (1983} mendefinisikan “hukum sebagai
keselurchan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi
kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.” Pendapat ini sama dengan dari
Rudolf van Jhering yang menvatakan bahwa “hukurn adalah keselurchan nomma-
norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara.” Pendapat ini didulamy olen
Wirfono Projodikoro (1992}, bahwa hukum adalsh rangkaian peraturan mengenai
tingkah lake orang-orang scbagal anggota sualu masyarakat, sedangkan satu-satunya
tyuan dari hokwn islah menjamin kesclamatan, kebahagiaan, dan tata ledib
masyarakat.*

e. Menurat Dr. E. Uttrecht, SH bahwa hukum adalah himpunan petunguk-petunjok
hidup tata fertib suatu masyarakat dan sebarusuya ditaati oleh anggota masyarakat
vang berssngkatan. Olch karena ity pelanggaran-pelanggaran petunjuk hidup tersebut
dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah kepada si pelanggar.”

d. Menurnt Hans Kelsen bahwa hukum
adalah talz aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan o#/es) tentang prilaku
manusia. Dengan demikian huloun: fidak menunjuk pada satu aturan funggal
{rufe), tetapi seperangkal aturan (rwles) vang memiliki sustu kesatuan
schingga dapat dipahami sebagai suatu sisfem. Konsckuensinya adalah tidak
mungkin dipahan hulurm jika hanya memperhatikan satu aturan saja.

Menurut J.L.van Apeldroon, tyjuan hukum adalah mengatur pergaulan hidap secara

damai. Hukum menghendoki perdamaian. Perdamsian dianfara manusia dipertahankan

f 1. van Apeldoom, Peagantar Hmu Hukum, {fakata, PT. Pratdaya paramita, 2008), hal. 1 - 7

*! Abdal Ghofur Ansheri, Filsafat Huokum, {Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, haf 35

35 .

** R. Soeroso, op. cif, hal 33

* Iindy Asshiddigie dan M. Ali Safz’at, Teori Hans Ketsen tentang Hukuwm (Tkarta; Konstitusi Press,
2006), hal, 13
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oleh hokom dengan melindungl kepentingan-kcpentingan manusiz  yang tertenty,
kehormatan, kKemerdekaan, jiwa, barta, benda dan sebagainya terhadap yang merugikan,
Kepentingan dan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia, selalu
bertentangan satu sama lain. Perientangan akan menimbulkan perfikaizn, fike hukum
tidak bertndak sebagai perantara uniuk mempertshankan perdamaian. Hukum
mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang berlawan secara teliti
dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapat tujuan
{mengatur pergasclan hidup secara damai) jika hukun menuju peraturan yang adil artinya
peraturan padamana terdapat keseimbangan antara kepenfingan-kepentingan yang
dilindungi. Hukum menetapakan peraturan-perafuran ummsn vang menjadi petunjuk
umtuk orang-orang dalam pergavian hidup. Jika huokum semataanata mengendaki
keadilan, jadi mempunyai fijuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterima maka
tidak akan dapa! membontuk peraturan-peraturan umum. Tertib hukum yang tek
mempunyai peraluran amum, berarti ketidak tentuan vang sunggoh-sunggih mengenai
apa yang disebul adil atau tidak adil. Jadi hukum harts menentukan perateran smum,
harus menvamaratkan. Keadilan melarang menyamaratikan : keadilan menuntut supaya
tiap-fiap perkara harus ditimbang terseadiri.

Dengan adnya hal tersebut di atas, penibentuk undang-undang sebanysk mungkin
memenuhl luntutan fersebut  dengan mmerumuskan peraturan-peraturannya, sehingga
hakim diber; kelonggaran vang besar dengan melakukan peraturan-peratupan tersebut atas
hal-hal kiusus. Akan tetapl ada bahaya, bahwa kepastian hukum tak akan terpenuhi
seluruhnya, jika dibubungkan dengan kenyataan dalam peradilan kita, terlihat cita-cita
untuk memperiuas asa-asas itikad baik, jugs melalukannya dalam hal undang-undang
tidak menunjuk kepadanya,

Dalam hukum terdapat benirokan yang tidak dapat dihindarkan, pertikaian vang
selalu berulang antara tuntutan-tuntutan keadilan dan tuntutan-tuntutan kepastian hukum,
Bahwa hukum kadang-kadang terpaksa bharas mengorbankan keadilan guna kepentingan
dayagune. Hokum terpaksa [arus mempunyai sifat kompromi. Bahkan terdapat sejumiah
besar peraturan-peraturan hukum yang sama sekall tidak mewujudkan keadilan, tetapi
semata-mata unluk kepentingan dayaguna. Jadi hukum terkait kepada dunia ideal untuk

memenuhi funiutan berlaku flosofls dan kenyataan untuk memenuhi tuntutan sosiclogis,
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sebage akibatnys apabila tatanan hukum dibandmgkan dengan kebiasaan, maka yang
disebut pertama sudalt mulal melepaskan diri dari keterikatannya yang besar kepada
dunia kenyataan.

Tatanan ketiga adalah kesusilaan yang sams mutlaknya dengan kebiasaan. Kalau
tatanan kebiasaan mutlak berpegang kepada ideal yang masih harus diwujndkan dalam
masyarakat, Idelah merupakan tolak ukur tatanan ini baggt menilal tingkah laky anggota-
aniggota masyarakat. Dengan deraikian perbuatan yang bisa diterima hanyalah yang
sosual dengan idealnya tentang manusia, Perbedaan antara kesusilaan dan hukwn pada
otoritas yang memutuskan apa vang akan diterima sebagal norma bagi masyarakat,
Norma kesusilaan bukanlah scsuatu yang diciptakan oleh kehendak manusia, melainkan
yang tinggal diterima begity saje, tidak ada unswr-unsur vang diramu dan tidak tidak
mempertimbangkan dunia kenyataan, tuntatan yang mutlak adaleh insan kamil, manusia
yang sempurna.”’

Hukum harus mendisign antara ideal dan kenyataan yang bertentangan dan sangat
fidak mudah. Dan masyarakat harus menunggu sampai diketemuken suatu persesuaian
yang ideal antara keduanva., Yang tidak dapat menunggu adalah kekosongan dalam
pengaturan, maka dibutuhkan keharusan adanya peraturan-peraturan. Dan apabila hal
yang terakhir ini discbat tuntutan maka tu berupa adanya kepastian hukum, yang tidak
bersumber pada ideal maupun kenyataan, Jadi hukum adalah karya manusia yang berupa
normia-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dan
fcehendak  manusta tentang bagaimana seherusnya masysrakat itu dibing dan kemana
harus diarahkan. Oleh karena itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilib oleh
masyarakat tempat hukum ity diciptakan ide-ide ini adalah ide yang mengenai keadilan,
Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciplakan masyarakat dan kepentingan-
kepentingannya ditayani oleh hukum, tetapi juga mengeinginkan agar dalam masyarakat
terdapat peraturan-peraturan yang menjaumin kepastign dalam hobupgan meraka satu
sama lain. Menurat Radbruch, keliga-tigaya disebut nila dasar dari hukum (Radbruch
1961:363, yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Dan diantara ketiganya satu
sama lain mengandung potensi untuk berlentangan. Sebagai contoh kepastian hukum,

maka sebagai nilal 1a segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan / kegunaan

¥ 3.L.van Apeldoors, op.cit, hal. 16-17
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ke samping. Yang vtama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan-perataran itu
sendiri, Tentang apakah peraturan itu harus adil dan kegunaan bagi masyarakat adalah
diluar pengamalan nilai kepastian hukum. Dengan demikian maka penilaian mengenai
keabsahan hukumpun bisa bermacam-macam. Perbedaan dalam penilaian mengenai
kesahan hukum ity mengandung arti bahwa dalam menilainya keabsahan beriakunya
hukum dari segi peraturannya, barulsh satu segi  bukan sate-satunya pepilaian, Sesual
dengan potensi ketiga nilai-nilai dasar yang saling bertentangan apa yang sudah dinilal
sah atas dasar persyaratan yang haras diperiuhi oleh suatu perturan, bisa dinilai tidak sah
dari segi kegunaan bagi masyarakat,™

Menurut Prof. DR, Moechtar Kusumaatmagja, SH, LLM, tujuan pokok dap
pertama dari hukum adalah ketertiban (order}. Ketertiban memupakan syarat poko
{fundaments{} bagi adanvya sustu masyarakaf manusia yang teratur, yang merupakan fakia
obyeltif vang berlakn bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya . Tujuan
hukum: lainoyz adalah fercapainys keadilan vang berbeda-beds isi dan ukurannya
menuraf mascyarakat dan zamannya uotuk mencapal ketertiban dalam masuarakat ini
diusahakan adanya kepastian dajam pergaulan antar manusia dalam masyarakat,””

Dengan melihat artt dan fungst hukum dapat dikatakan balwa hukum sebagar alat
antuk memelihara  ketertiban  dalam masyarakat. Hukum  bersiftht memelihata dan
mempertahankan yang telash dicapai. Dengan terjadinya perubahan masyarakt yang
demikian cepat, hukum ddak cukup memiliki fungsi yang demikian saja. Hukum
diharapken dapat mombantu proses perubahan masyarakat itu. Dalem hal ind hukum
gebagal alat untuk mewyjudkan perubahan-perubahan di bidang sosial, Law is ¢ 00l of
Social Engineering (R.Pound).”

2.2.2 Sumber Hakom

Ada berbagai pengertian sumber hukum baik dari arti sejarah, dalam arti filsafat,
dalam arti sosiologi dan sebagal sunmber hukum formail. Dalar bahasan ini yang

dibahas adalah sumnber dalam arti formil.

fg Satiipio Raharjo, lima Hokum, hal. 16-21

* Mochiar Kusumastmadia, Kousep-Koosep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis,
(Bandung ; PT, Alumnd, 2008), hal 34

* Toid, bal 14
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Hukum terkait dengan suaty ideal untuk memenuhi fututan yang bersifat filosofis.
Dan tirmbul darl kesadaran hukum suatu bangsa,pandangan-pandanganyang hidup dalam
suaty bangsa. Namun pandangan-pandangan itu belum merupakan hukom, pandangan ity
masih samar-samar, tidak tentu arahnya dan melayang-melayang. Agar pandangan
merupakan peraturan tingkah laku yang dapat dipakai dalam pergaulan hidup harus
dituangkan dalam bentuk tertentu yaitu dalam undang-undang, kebiasaan dan traktat, Jadi
undang-undang, kebizsaan dan trakiar merupakan sumber hukum {sumber berlakunya
hukum) berhubungan dengan kesadaran hukum yang berlaku, masyarakat harus tunduk
pada undang-undang darg kebiasaan harus ditmati. Trekiat adalah somber hukum
berhubungan dengan kesadaran hukum yang beclaku, bahiwa perjanjian harus dipenuhi

(pacta servande suns).™

Sumber-sumber hukem dalam arti formil dapat dijelagkan

sebagai berikut

i, Undang-Undang
Perbuatan hukum yang dilakukan secara sengaja olel badan vang berwenang untuk
itu merupskan sumber yang bersifat hukum yang paling utama.*? Atay menurut
H.L.A Hart (1979), sejalan dengan pengertian Austin tentang hukaum fepat, sebab
memang bear bahwa perintah-perintah vang disebut hukum dikeluarkan oleh
seseorang vang berkuasa dan biasanya difaal, namun sesungguhnya ada aspek intern
untuk mentaafi suatu aturan hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang hidup pada
wilayah dimana peraturan itu berlaka. Dan aspek intern inf tidak akan dirasakan
oleh orang-orang vang Lidaup 4i luar wilayah dimana peraturan ini beralkukan,
Orang-orang yang hidup dalam suatu wilayah tertenty menenima hukum yang
dilstapkan scbagai hukum mereka dan mereka merasa ferikat padanya schab
ditentukan oleh pemerintah sendiri. Jadi depat disimpulkan bahwa hukum yaang
legal atau sah apabila peraturan-peraturan tersebut ditentukan oleh svatu instansi
yvang berwenang, dalam hal ini pemerintah yang sah, dan ditentukan mepurat

kriteriz yang berlaku maka peraturan-peraturan tersebut bersifat sah atau legal dan

‘i I, L. van Apeidroon, op. cit, hal 77-79.
¥ Satjipie Rahardjo, op.cit, hal §3
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memunyai kekuatan yuridia (velidiiy). Undang-undang memiliki kekuatan yuridis

apabila persyaratan formal terbentuknya undang-undang telah terpenuhi,®

Van Der Viies membahas fentang zsas formal dan asas material, Adapun asas

{ormal terkait dengan prosedur pembualan peraturan perundang-undangan dan

ritivasi dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan.. Asas Formal meliputi

4.

Asas tujuan yang jclas, terkait dengan scjauh mana peraturan perundang-
undangan mendesak un tek dibentuk;

Asag organ/lembaga yang tepaf, terkalt dengan Kewenangan lembaga
pembentuk peraturan penmdang-undangan dengan materi muatan yang
dimuat dicdalamiya.

Asas perlunya pengaturan, terkait dengan perlunya suatu masalsh terfento
dialur dalam suatu aturan perundang-undangan.

Asas dapal dilaksankan, terkait dengan penegakan suatu peraturan persndang-
undangan. Jika tidak dapal ditegakkan maka suatu peraturan perundang-
undangan akan kehilangan fungsl dan tujuannya serta akan menggerogotl
kewiiman pembentuknya.

Asas konsensus, vaita kesepakatan anfars rakyat dengan penmbentuk peraturan
perpndang-undangan  karena  perafuran  perundang-undang  diberlakukan

kepada rakeyat, sehingea pada saat diundangkan masyarakat siap.

Asas maferiel yaitu yang terkait dengan subtansi suatu peraturan perondang.

undangan. Asas materie

i,

2 5 o

a8

E A5

Asas tominologi dan sismatika yang benar, terkait dengan bahasa hukum
perundang-undangan, untuk bisa dimengerti oleh orang awam, baik struktur
maupun sistematikanya;

Asas daput dikenali yatiu dapat dikenali jenis dan beniuknya;

Asas pertakuan yang sama dalam hukum;

Asas kepasiian hukung;

Asas pelaksangan hukum sesual dengan keadaan individu,

% Abdul Ghofur Anshor, op.eit, hal-38.40
* Thid, haldl
“ 1bid, hel, 4142
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Dengan demikian suatu perundeng-undangan menghasilkan peraturan  yang

memiliki ciri-cisi sehagai berikut 2

a. Bersifat umum dan komprehensif, vang dengan demikian merupakan kebakan
dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas;

k. Bersifat universal, ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang
akan datang yang belum jelas bentuk konkntnya. Oleh karena itu ia tidek dapat
dirumuskan untok mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja;

¢. Mermniliki kekuatan untuk mengoreks: dan memperbaiki dirinya sendini. Adalah
lazim bagi swafu peraturan untuk mencanbiumkan klaugul yang memuat
kemuugkinan dilakukan peninjauan kembali. | .

Kebiasaan

Pada masa sekarang peranan kebiasaan dalam kehidupan Ini memang banyak

merosol. Karena kebiasaan bukan merupakan sumber yang penting seiak kebiasaan

didesak oleh perundang-undangan dan sejak sistem hukum didasarkan pada hukumn
perundang-undangan atau jus scriphen. Namun demikian kebjasaan tidak dapat
sama sclkali ditinggalkan, sckalipun susto negara felah memakal sistem hukum
perundang-undangan. Sckalipun negara telah menjadi orgenisasi yang bersifat
nasionzl, namun berdirinya tdak lidak menghapuskan masyarakat, yang berarti
dalam wakw vang bersamaan pada saly wilaysh terdapat masyarakat hukum dan
masvarakat sosial. Masyarakat hakan diorganisic oleh hukum perundang-undangan,
sedunglen  masyarakat sosial oleh norma-morma  sosial, vyang termasuk
kebiasaan. "kebiagaan bagl masyarakat adalah hukum bagi negard” (Fitzgerald,

1966 . 191} Perbedaan keduanya adalah hukum yang membadankan asas-asas

tersebut melahi perintah-perintahnya sebagai suatu kekuasaan yang bersdaulat,

kebiasaan membadankan asas-asas tersebut bukan melalul kekuasasn negara,
melainkan melalul pepenimasan dan persetijuan pendapal wmum  masyarakat

keseluruhan (Fitzgerald, 1966, 91).%

Dari sejarah perkembangan hukum {perundeng-undanganidapat diketahui bahwa

riasyarakat mendahulul timbulnys negara, Oleh karena iut keadaan yang idesl

** Satjipio Rahardja, op cit, bal. 83
** fhid, hal 110
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adalah manakala hukom negara (yaite hukum perundang-undangan), demi

menghormati isiya, hendaknya unfuk bagian terbesar disumuskan sesuai dengan

kebiasaan dalam masyarakat. Hal yang terkandung dan sesuatu yang bisa diterima
sebagai kebiasaan dalam masyarakat (Fitzgerald, 1988 : 199 - 203) adalah &

e Svarat kelayakan atavy masuk akal ateu pantas. Mulus wsus abolendus esi,
kebiasaan yang tidak memenuhi syarat tersebut harus ditinggalkan, Ini berarti
otoritas kebiasaan adalah tidak mutlak melainkan kondisionsl, bergantung pada
kessuaiannya pada vkuran keadtlan dan kemanfaatan umum.

b. Pengakuan akan kehenarannya, yaug berarti babwa kebizsaan Hfu hendaknya
diikuii secara terbuka dalam masyarakat, fanpa mendasarkan pada bantuan
kekuatan di belakangnya dan fanpa persetujuan dari dan dikehendaki oleh
mercka vang kepentingannya dikenat oleh praktek dani kebiasazn tersebut.
Tersyaratan ind tercermin dalam bentuk norma yang oleh pemakainya harus szeo
vi nec chon neo precaire, tidak dengan kekuatan, tidak secara diam-diam, juga
tidak karena dikehendaki.

¢. Memiliki latar belakang sejarsh yang fidak dapat dikenali lagi mulainye.
Kebiagaan bukanlab praktek yang barn iwmbuh kemann dulv atau beberapa
tahun yang lalu, melainkan yang tciah memjadii mapan karena dibentuk oleh
waktu yang panyang.

3 Trakias

Adalah perjaniian yang dibuat antar negara yang difuangkan dalam bentuk tertentu,

Perianjian fersebut merupakan petjanjian internasional, Suatu negara juga dapat

membuat perjanjian dengan negara lain tanpa mebentuk traktat, misalkan dengan

membuat surat,®’

2.2.3  Fafa FHukum

Tata hukum sdalah sistem norma. Norma bukan suatu pemyataan tenfang realita,
dan oleh sebab itu tidak bisa “benar” stau "salah”. Landasan validitas dari suatn norma,

sepeti uji kebenaran dacd svatu pernyataan tentang “kenyatasn”. Dasar validitas dari

* Thid, hal 109 -111
*R. Socrosa, op cit. 97
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suatu norma selaly berupa norma, bukan fakia. Pencarian landasan validitas dari suatu
noma menuntua kita bukan kepada realita melainkan kepada norma lain yvang menjad
gumber lainnya norma tersebut. Suatu norma yang validitasnya tidak dapat dipercleh dant
norma lain vang lebih tinggl disebut sebagai "norma dasar”. Semua norma yang dapat
ditclusurikepada satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau sualtu
tata normatif. Norma dasar yang menjadi sumber utarna ini merupakan pengikat diantara
semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu norma normatif. Bahwa suato
normz termasuk ke dalam suvatu sistem norma tertente: ke dalam susiu tals normatif
tertenty, dapat diuii hanye dengan mengkonfirmasikan bahwa norma  fterscbut
memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tata normatif tersebut.* Dan
keseluruhan fungsi norma dasar ini adaiah untuk memberi kekuassan membentuk hukem
kepada tindakan dari pembuat undang-undang yang pertama dan kepada semua tindakan
fain yang didasarkan pada tindakan perfama. Norma dasar tidak dibuat melalui prosedur
hukum oleh suaty organisasi pembuat hukum dan norma dasar benar-benar ada di dalam
kesadaran hukum merupakan hesil analisis lugas tentang pernyataan-pernyataan hukum
yang sesu nggizilny&f :

Norma dasar zdalah sumber hukum, dalam penpgerfian yang lebih juas setiap
norma hukum adalah “sumiber ¥ dari norma hukum iainnys yang pembentukannya diatur
oleh porma hukum tersebui, di dalam menentukan prosedur pembentuldan dan isi dan
norma hukum  yang akan dibentuk. Dan dapat dijelaskan bahwa setiap norma
hukum “yang Iebih tinggi” adalah “sumber” dari nomma hukum yang lebih rendah”.
Dengan demikian kopstitusi adalah “sumber” dari undang-undang vang dibentuk atas
dasar konstitusi tersebut, undang-undang adalah “sumber” dari keputusan-keputusan
pengadilan yang didasarkas kepadanya, keputussn pengadilan adalah “sumber” dari
kewajiban yung dibebankan oleh keputusan tersebut kepada pihak terkait, dan sebagainya.
Jadi sumber hukum seclalo beropa hukum: serma hukum “yang lebih tinggi” dalam

hubungan dengan norma hukum “yang lebih rendah®, atau metode pembentukan suaty

* Hans Kelsen, Tesri Hukum Murni, Dasar-Dasar Thne Hukaes Normatif Sebagat oo Hulum
Emp%riig-{)esdkripﬁf, { Jakarta: Bimdi Fress, 1998, hal 112113
* Thid, hat, 118
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norma {yang lebih rendah) yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, dan itu berartd
suatu isi hukum yang spesifik.*
Suatu tata hukum adalah suatu sistem norma umum dan norma khusus yvang satu
sama lain dihubungkan menurut prinsip bahwa hukom mengatur pembentukannya sendiri.
Setiap norma dari fata hukwm ini dibentuk menurut ketentuan-ketentuan dari norma yang
lain, dan pada akhirnya menurut ketentuan-ketentuan dari norma dasar yang membentuk
kesatuan dart sistem norma atsu tata hukum int. Dan merupekan suatu rangkaian proses
ini pada akhirnya sampai kepada konstitusi yang pertama, vang pembentukannya
ditentukan oleh norma dasar yang dipostulasikan. Pembentukan suate norma hukum
dupat difentnkan meourul dua caea yang berbeda : norma yang lebibh tingg dapat
menentukan (1) organ dan prosedur pembuatan norma yang lebik rendah dan (2) isi
norma yang lebih rendah, Sekalipun norma vang iebih tinngi hanya menentukan organ
dan Hu berarti individu yang harus membuat norma yang lebilk rendah, yang berarti
membern wewenang kepada organ untuk menentukan prosedur pembentukan serts isi dar
norma vang lebih retdab tersebut atas kebijaksanaannya sendiri, maka norma vang lebih
tinggi adalah “diterapkan” di dalam pembentukan nomma vang lebit rendah tersebut.
Norma yang lebih tinggl sckurang-kurangnys harus menentukan organ vang harus
membual norma yang Iebih rendab. Setiap tindaken membentuk bukum adalah
merupakan tindakan menerapkan hukum yakni tindakan it harus mencrapkan suatu
norma yang mendahulul tindakan tersebut agar menjadi suatu tirdakan darl tata hukum
atan masyarakal yang dibentuk oleh tata hukum tersebut.”
Sedangkan menurut Hans Nawiasky datam “Theoriz von Stufenbou des
Rechisordmung ™ ady 4{empat} kelompok penjenjangan undang-undang sebagai berikut 5
i, Norma dasar (grundnormj, merupakan landasan gkhir bagi peraturan-peraturan
lebih lanjut;

2. Aduran-aturan dasar atau konstitust, yang menentukan norma-norma yang menjamin
berlangsungnya negara dan penjagaan hak-hak anggote mausyarakat. Aturan ini
bersifat umum dan tidak mengandung sankst maka tidak termasvk perundang-

undangan;

2 1bid, hat. 133
16id, hal 134-135
$* Abdul Ghofur Anshori, op. cit 42-43
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3. Undang-undang formal yang di dalamnya telgh masuk sanksi-sanksi dan
diberlakukan dalam rangka mengater lebih laniut hal-hal yang dimuat dalam
undang-undang dasar;

4. Peratwan-peraturan pelaksana dan peraturan-peraturan otonom.

Hirark: tata hukum (uretan tata hukum), terdapat peraturan yang lebih tinggi dan
ada peraturan vang lebih rendah dan tata hukom di suatu negara tidak menghéndaki atau
membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Dan
apabila terdapat perientangan yang terjadi dalam suatu sistem peratoran perundangan
maka salah salu dad keduanya harus ada yang dimenangken dan ada yang dikalahkan,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahua 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dalam pasat 7 ayst (1) disebutkan jenis dan heirarkhi
peraturan perundangan adalah sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar 1945;

—
N

Z Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

3.  Peraturan Pemenntali;

4,  Peraturan Presiden;

3. Perataran Daerah.

Dan bagi peraturan perundang-undangan yang berientangan dengan peraturan yang
lebih tinggl, maka dapat dilakukan judicial review {uji material) vang digjukan melalui
gugatan dan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.™

Dalam tata urutan perandang-undangan terdapat 3(tiga) asas yang mendasari adalah
sehagai bertkut :

a.  Asas Lex Superiori Dercgat legi Inferiori, peraturan yang lebih finggl skan
melumpuhkan peraturan yang lebih rendah. Jadi jika ada sustu peraturan yang lebih
rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih finggi maka peraturan yang lsbih
jinggt yang digunakan.

b.  Asas Lex Specialis Derogat legi Generalis, pada peraturan yang sederajat, peraturan
yang lebih khusus melumpubkan peraturan yvang umum. Jadi dalam tingkatan

peraturan perundangan-undangan vang sederajal yang mengatur mengenal materi

* Thid, hal 43
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vang sama, jiks ada pertentangan diatara keduanya maka vang digunakan adalah
peraturan yang lebih khusus.

c.  Asas Lex Posteriori Derogut Legi Priori, peraluran yang sederajad, peraturan yang
paling baru melumpuhkan peraturan vang lama. Jadi peraturan yang telah diganti
dengan peraiuran yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama
tidak berlaku lagi.

Dan menurut Bagir Manan terdapat asa lain yang perlu diperhatikan dalam tfata
urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut ;™

a. Dalam suatu tata urufan perundang-unidangan ada keteniuan umum bahwa setiap
peraluran perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peréturan
perandang-undangon yang lebih tinggi tingkatannya, Peratoran perundang-
undangan vyang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, dimana peratujran yang Iebih rendah
dapat dituntutr uniek dsbatalkan, bahkan deny hukum.

b. Isi atan materi peraturan perundang-undangan tngkatan lebih rendah tidak boleh
menyimpang atan bertentangan deagan perundasg-undangan yang lebih tinggi,
yvang dibuat fenpa wewenang (onbevoegheid) atau melampaui wewenang
{detowrnement de powvoir) untuk menjaga dan menjanun prinsip lersebut agar
tidek disimpangi atau dilengpar, maka terdapai mekamisme penguiian secara
yuridicial atas setisp peraturan perundang-undangan atau kebijakan maupun
tindakan peméz‘intah iamnys, terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi tingkatannya atay tingkat yang tertingei yaitu Undang-Undang Dasar,

2.3 Keterkoitan Keadilan Datam Pemungutan Pajak
2.3.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak dilndonesia

Pancasila adalah dasar negara (nomma dasae / groundnorm) dan merupakan
falsafah pemungutan pajsk. Karena sebagi falsafah Pancasiis harus dapat dijabarkan
dalem pemungutan pahak. Menuwrat Rochunat Scemitre, Pancasila adalah bersifat

kekeluargaan dan gotong royong vang sudah tercenmin di dalam perturan perpajakan.

* Toid, hal. 44

Universitas Indonesia

Dampak Penghapusan..., Sri Andahyani, PascaSarjana Ul, 2009



47

Pajak-—pajak yang telah teckumpal dipergunakan vntuk kepentingan masyarakat gmum

yang sudah nyata berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan. Gotong royong

vang mengandung sifat secara bersama melakukan usaha atan untuk membiayai

kepentingan umum. Sedangkan kekeluargaan yang merupakan sifar khas dari bangsa

Indonesia. Membayar pajak berdasarkan sifat kekeluargasn tidak hanya dipandang

sebagal kewajiban fetapi scbagai hok untuk ikut serta dalem pembisyaan pengeluaran

negara {pengeinaran rutin dan pembanguman). Apabila ditinjau berdasarkan setiap sila

dalam Pancasila adalah sebagal berikut ;¥

a.

Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa pajsk yang dipungut oleh negara
tidak bertentangan dengan sila Ketuhanan karena di dalam Al-Qur’an atae Kitap
Suci lainnya, yang digunakan untok kepentingan masyarakat wmum;

Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tersirat segi yuridis dari pajak.
Bahwa pajak selain harugs memenuhi segi keadilan juga harus sesuai dengan
peradapan manusia. Keadilan merupakan syarat vuridis darl pajak veng tercemmin
dalam prinsip non diskrininasi, prinsip daya pikul, artinya bahwa orang dalam
keadaan yang sama harus dikenakan pajak vang sama dan tidak diperkenankan
mengadakan perlakuan yang berbeds. Dan pemungutan pajak harus memperhatikan
dan tidak baleh melanggar hak asasi manusia dan harus layak bagi manusia,

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia dijelaskan bahwa pajak-pajak merupakan sumber
keuangan uyama untuk mempertahankan persatuan dan kelangsungan hidup bangsa
dan negara yang diproklamasikan pads tanggal 17 Agustus 1945,

Sila Keempat, Kerakyaian yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwkilan. Kerakyatan mengandung arti bahwa rakyat ikut
menentikan adanys pungutan yang disebut pajak. Rakyvat dalam ikut menentukan
pajak-pajak tidak bertindak secara langsung melainkan melalui wakil-wakilnya
dalam Dewan Perwskilan Rakyat yang dipimpin secarz langsung dan demokratis
oleh rakyat sendiri.

Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dapat dijelasksn
bahwa pajak merupakan alat untek pembiyaan masyarakat vaitu untuk membiayai

pengeluaran untuk kepenlingan masyarakat wrmur,

¥ Racmat Soensitro, Pengantar Singkat Hukum Pajuk, op.cit, Il 14-19
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Dasar pemungutan pajek di Indonesia selatu didasarkan kepada dasar negara
(groundnorm) yaitu Pancasila disamping itu didasarkan kepada Konstitusl atan Aturan
Dagar yang merupakan norma-norma yang menjamin berlangsungnva negara dan
penjagaan hek-hak anggota nmasyarakat vaitu dalam Undang-Undang Dasar 1948, yang
diatur dalam Pasal 23 A yang mengatur sebagal berikut "Pajak dan pungutan lain vang
bersifat memaksa untek keperluan negafa diatur dengan undang-undang™.

Pasal int tersirat falsafsh pajak. Pajak harus berdesarkan undang-undang karena
pajak menyayat daging tubuh masyarakat sendirl.Qleh sebab itu semus pungutan pajak
harus lebih dahuln mendapatkan persetujuan dari rakyat, karena pajak menyayat daging
sendis. Persetujuan davi rakyal ini dipercleh dari Dewan Perwaldlan Rakyat, vang terdid
dari wakil-wakil rakyat yang dipiltih melalui pemiliban urmum,*®

Pajak-pajak yang dikelola Pemerintab Pusat diatur dalam hukum formal dan
hulunt pajak material, Hukum pajak matrial mengatur ketentuan-ketentuan mengena
siapa-siapa saja yang dikenakan pajsk, siapa-siapa yang dikecualaikan, apa-apa saia yang
dikenakan pajak dan apa-apa saja yang dikecualikan serta berapa besarnya pajak yang
terutang. Sedangkan  hmukum  pajak  formal adalah  mengalur  bagaimana
mengimplementasikan huknm pajak matrigl, eleh karena ita, dalam hukem pajak formal
diatur mengenal prosedur(fata cara) pemenuhen hak dan kewajiban perpsjakan serta
sanksi-sanksi bagl yang melanggat kewajiban perpajakan. Fukum Pajak formal memuat
bentuk dan cara-cara dalam melaksankan hukum pajak material. Hukum pajak formal
yang jelas dan fegas sangal diperlukan untuk kepastian hukum, baik untuk wajib pajak
maupun aparal pajak. Tanpa didukung dengan hukum pajak formal vang jelas dan tegas,
hukunt pajak material tidak bisa dilaksanakn oleh wajib pajak dan aparat pajak tidek
dapat melakukan pengawasan {{mw enforcemeant) i Adapun undang-undang tersebut
dapat terbagi sebagai berikat ;

i, Hukom Pajak Formal
a. Undang Undang Republik Indonesis Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga alas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tenfang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan

* Rachmat Soemitro, ibid, hal 14
*? Hauls Rosdiana dan Rasin Varigan, op.cil, bal. 94
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b, Undang-Undang republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihano
Pajak dengan Surat Paksa,
¢. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Paiak.
2. Hukum Pajak Material
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tshun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tabun 1983 ten tang Pajak Penghasilan
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomer & Tahun 1983 tentang pajak Pertambaban
Mila: Barang dan Jasa dan Pajak Penjoalan atas Barang Mewah
¢. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan
d. Undang-Undanng Republik Indonesia Momor 20 Tahup 2000 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
g, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tabhun 1985 teniang Bea
Meterai
Dan atas pelaksanan dad undang-undang tersebut di atas diatur lebih langut dalam
peraturan pelaksana yaita dalam Pesaturan Pemerinteh, Peraiuran Menteri Keuangan,

Peraturam Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Dicektur Jenderal Pajak.

2.3.2 Hukum Pajak sebagai Hukum Publik

Hukum Pajak vang dsebut dengan hukum figkal adalah keseluruhan peraturan
mengendi wowenang pemerintah untuk mengambil kekayaan sescorang dan menyerahkan
kembali kepada masyarakat melalni kas negara. Dengan demikian, hukum pajak
menipakan bagian dan hulumn publik yang mengatur hubungan-hubungan hukom antara
negars dan orang-orang alau badan-badan {hukum} yang berkewajiban membayar pajak
{selanjntnya discbut Wajib Pajak). ™ Jadi hukum pajak adalah bagian dari tattertib hukum
yang mengatur hubungan anlara penguasa dan swarganys, Yang termasuk ke dalam

hukum adminsirasi. Hukum pajak mempunyai karekteristik yang khusus sebagai hukum

# Y. Sri Pudyatrians, op.cit, hal. |
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publik, karena di dalem hukuvm pajak terkait dengan hukum perdata maupun hukuem
pidana.

Hukum Pajak banyak sekali terkait dengan hukum perdata vang keseluruban
hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadihal ini dapatlah dimengerti
karena sebagian besar hulum pajek mencari dasar kemungkinan pemungutannys atas
keiadian-kgjadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak
dalam Hugkungan perdats, seperti penghasilan, kekayaan, perjanjian joal beli,
pemindahan hak karens warigan dan sebagainya.®!

Dalam hukwn pajak dengan hukum pidana dalam hal penegakan ketentuan-
ketentuan dalam perpajakan, dimana apabila Waiib Pajak melanggar ketentuan-ketentuan
perpajakan yang berindikasi adanya tindak pidana maks akan dikenakan sanksi pidana
bagi Wajib Paiak yang bersangkutan,

2.3.3 Hubungan Hukum antara Aparat Pajak (Fiskus) dan Wajib Pajak

Dalam soal pajak negara berhadapan-hadapan muka dengan Wajib Pajak sebagai
penguasa dalam menunaikan fugasnya uvanfuk mengatur hubungan dengan warganya,
miaka hukum pajak merupakan bagian dari hukum adminstratif.
_ Hubungsn hukum dalam Hukum pajak antara pemerintah sebagai aparat
pajak{fiskus}) dengan ravat sebagal wajib Pajak merupakan hubungan hukum yang lahir
karena undang-undang. Dengan demikian tidak diperlulkan adanya kesepakatan atau
kesesuaian pendapat diatara para pihak yattu fiskus dan Waiib Pajak, fidak diperlukan
perjanjian antara Pemeritah sebagal pemungut pajal dengan rakyat sebagai Wajib Pajak.
Melalui Undang-Undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang
merupakan wakil-wakil rekyat yang telah memberskan persetuinan mengenai pengenaan
pajal.%

Hubungan yang ada antara pemeninfah dengan rakyat dalam hukum pajak
menempatkan para pihak dalam kedudukan vang tidak sederajad.  Pemerintah selaku
fiskus/aparat pajuk yang berkedudukan scbapal pemungut pajak mempuryai kedudukan

dengan kekuasaan untuk menentukan pajak vang lebily besar dibandingkan dengan rakyat

“' R. Santoso Brotadibardjo, vp.cit, hal. 11
“1y. Sri Pudyatmoko, op.cit, hal. 7
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sebagai Wajib Pajak atsu Penanggung Pajak. Pemerintah dalam hubungan sebagai
permungut pajak dilengkapi oleh Hukum Publik vang merupakan kewenangan istimews,
yaitu Pemerintah dapat menenfukan secara sepihak tanpa harus menunggu uniuk
memperoleh persctujuan dar rakyat Contohnya Wajib Pajzk telah menghitung dan
melaporkan penghasilannya tetapi apabila dalam pemeriksaan ternyata diketemukan data
atau bukti bahwa penghasilan Wajib Pajak lebih besar dari yang ditaporkan, maka fiskus
dapat menetapkan besammya pajak berdasarkan penghasilan yang diperoleh dari
pemeriksaan tanpa meminta persetujuan dari Wajib Pajak. Dan apabile Wajib Pajak tidak
setuju dapat mengajukan permohonan keberatan, Posisi pemerintah dalamn hal ini adalah
schagai pihak penentu yang dapat memutuskan atau nwenolak keberatan Wajib Paiak atan
menerima permchonan keberatan Wajib Pajak, Tentunya fiskus harus memutuskan
menurut ketentaun perundang-undangan yang berlaku. Yang mana sebenarnya keputusan
dapat diambil olch fiskus tanpa terlebih dahuli meminta persetujuan dari Pihak Wajib
Pajak (tanpa Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan) apabila apa yang
ditetapkan oleh fiskus dalam pemeriksaon tidak terbukti. Oleh karena itu serimgkali
dikatakan babwa hubungan hukunt dalam Hukum Pajak menempatkan para pihaknya

dalam posisi yang sederajad. ®

2.3.4  Penafsiran dalam Hukum dan Penafsiran Undang-Undang Pajak
Penggunaan bahass dalam perundang-undangan adalsh unik untuk zamanya,
karena dalam sejarah, tidak selalu dijumpal penggunaan ragam bahasa yang sama dengan
yang dipakal sekarang ini, Ragam bahasa perundang-undangan mempunyai ciri sendin
yang khas, yaitu urduk menggunakan bahasa secara rasional. Adpun Ciri-cirl utama dalam
penggunaan bahasa dalam perendang-undangan adalah ; (1) Bebas dari emosi, (2) Tanpa
perasazn dan (3} Datar seperti rumasan matematik (Radbruch,1961:44)%
Dalam penggunaan bahasa dalam perundang-undangan ada 2 {dua) fungsi
yaity -5
a. Sebagai sarana komunikasi, maka bahasa perundang-undangan harus dapat

mengantarkan pikiran dan kehendak dard pembuat undang-undang kepada rakyat,

O hid hal 7-§
% Satjipto Rahardje, Hmu Bokum, op.cit, bat.87
5 ibid, Lo 87-69
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Menurut pendapat Fuller menyaratkan agar hukum itw dimimusken dalem bahasa
yang bisa dimengerti rakyat. Tetapi dalam perkembangan sekarang ini tampaknya
tidak mudah memenuhi persyaratan tersebut.

b, Sebagi bahasa dengan ragam teknik, bahasa perundang-undangan sebagal sarana
komunikasi di antara para ahli hukum. Dengan merumuskan istilah-istilah  sebaik-
baiknya dan setepat-tepamya vntuk memenubi kebutuhan akan tuntutan kerfa ahii
hukum itu, istilah-istilah tersebut merupakan konsensus ahli hukum, Dengan
demikian 2pa yang dirasakan gebagai sesmatu yang memusingkan pada orang
kebanyakan i kalangan ahli hukom justro merupakan serapa komunikasi yang
dibutihkan. Oleh karena ifu uniuk dapat memasula dunia flmu (para ghil) hukum,
orang perlu memahirkan dini terlebih dahalu dalam ragam bahasa yang dipakai para
ahli hukum,

Oleh karens itu untuk dapat mengerti bahasa di dalam perundang-undangan
dibperlukan penafsiran ataw inferprestasi peraturan penmdang-undangan. Menurut R.
Soeroso penafsiran atan inlerprestasi peraturan perundang-undangan adalah ™ mencan
dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai
dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang”.%

Untuk pegangan dalam penafsiran bahasa perundang-undangan menurut Prof. Dr.
JH.A. Logemarm adalah sebagai berikut :%

"Tiap tafsiran adalsh tafsiran yang dibstesi oleh kehendak permbuat undang-
undang. Olehi scbab itu maka ormag tidak boleh mempergunakan fafsiran
sewenang-wenang untuk kaidal yang mengikat; hanya penafsiran yang scsuai
dengan maksud pembuat undang-undang adalah penafsiran yang benar, Pembuat
undang-undang selaly berpegang tegoh pada keadlian, Maka tujuan setiap
penafsiran adalah untuk mendapatkan suatu putusan yang sedapat-dapatiya haros
sesual dengan rasa keadilan. Maka menjadi kewatiban baik bagi sesorang, suatu
administrasi, maupun hakim, untuk funduk kepada maksud pembuat undang-
undang. Dan epakah maksud dari pembuat endang-undang ? Yang menjadi
maksud pembuat undang-undang ialah segala sesuatu yang  berdasarkan
penalsiran yang baik, dapat diterima sebagai sesustu yang logis dapat dinyatakan
menjadi kehendak pembuat undang-undang”,

% R. Socroso, op.cit, hal 97
# R. Santoso Brotodihardjo, op.cit, hal, 160
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Penafistan perundang-undangan terdiri dari berbagai macam antara lain adalah

sebagai berikut ;%

&

Penafsiran menurt ilmu tata bahasa

Rahasa adalah sstu-satunya alat vang jitu unfuk menghubungskan manusia safu
dengan manusiz lainnya. Bahasa sebagal satu-satunya alal unfuk menyatakan
kehendak sesorang dan menjadi ikatan yang sangat penting dalam masyarakat,
Sususnan bahasa yang teratur seperti yang {erdapat dalam keselurvhan hukum,
perumusan, pertimbangan-pertimbangan fentang hukam itulzh yang menjamin
kelancaran ferlaksananya tata tertib hukum. Itulah sebabnys maka penafsiran ini
dilakokan berdasarkan bunyi Xxata-kata dzlam kadah-kaidah hukum  yang
merupakan peyumusan-perumusan.  Schab  dalam  kata-kata ite tersimpulkan
kehendak pembuat undang-undang vang seyogyanys selalu menyatakan maksudnya
denpgan jelas, dengan kata-kata vang singkat tetapi tepat, sehingga tidak ditafsirkan
senara berlain lainan sebab dalam hal sebaliknys maks oleh hakim haruslah dicars
kata-kata 1ta dalam hubungan vang logls dalam kalimat menunat ilmu bahass,
Penafeiran menurut sejarsh terjadinya hukum

Penafsiran meliputi jangka wakiu yang yang lebih jauh ke zaman yang telsh lampau
hal ini didasatikan bahwa hukum sudah tenlu mengenal kontiunitas, mempunyai
sejarah,  Peraturan dalam perundang-undangan bukanlash hanya merupakan
sehagian sebagian dari suatu sistem yang berdinl sejgjar yang satu dengan vang
lainnya dan vang berlaku dalarm wakiu vang sarmz, melairkan pula merupakan suatu
mata rantal yang terdivi dan peraturan-peraturan yaog tidak bersamaan waktunya,
Maka dart itu, diarabkan perbatiannyva kepada penyelidikan dan perfumbuhan
hukum menorat sejarsh. Penafsitan menurut sgiarzh  terjadinya hokum  ini
menyelidiki asal mula suate peraturan dari suatu sistem hukum yang dulu pernah
berlaky atau asal-usul spatu peraturan darl suatu sistem hukom lain yang sckarang
masih berlaka,

Penafsiran menurut terjadinya undang-undang

Penafsiran ini merupakan suatu cara yang sangatl sempit karena hanya menengok

kembali ke belakang hingga pada saaf terjadinya undang-undang., dengan cara

% thid, hal 160-179
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membahas tentang memori-memori  penjelasan, laporsn-laporan  mengenai
perdebatan-perdebatan yang dilakukan dalam parlemen saat pembahasan undang-
undang tersebut, jawaban-jawaban pemerintah, surat menyurat antar menteri
dengan komisi yang bersangkutan dalam patlemen dan mosi-mosi, dan lain
sebagainya. Penyelidikan sejarah terfadinya undang-undang ini sangat penting pada
khususnya umtuk menetapkan keadaan hukum menrurut gambaran yang ada pada
pembuatan undang-undang pada saat pembuatannya, tujuan-tojuan apa yang
dimaksudkan, dan mengapa maka dikehendaki demikian dan pada umumnys untuk
mengetahui apa arii istilab-istilah yang dipergunakan.oleh pembuat undang-undang
tersebut,

Penafairan secara sistinatika

Penafsiran ini dilakukan menurut sistem yang terdapat dalam hukum. Suatu cara
vang berdasarkan kenyataan, bahwa undang-undang meruapakan seatu sistem,
bahwa kaidzh-ksidalmya mempunyasi hubungan safu sama lain yang logis, dan
bahwa undang-undang itu sendiri mempunyai hubungan yang erat dengan yang
lair-lain sehingga seluruh perundang-undangan merspakan snatu sistem pula.
Penafsiran secara sosiologs

Penafsiran yang didasarkan syarat-syarat dalam kehidupan masyarakat. Alasannya
adalzh karena peristiwp-peristiwa dan kenyalaan-kenyataan {urut serta dalam
meneniukan hukem; sebaliknya hukum-pun mempunyai fungs: dalam masyarakat.
Menurut Prof. Scholten bahwa penafsiran semacam imi membuka kemungkinan
bahwa seorang hakim akan berlidak sewenang-wenang. Maka dianjurkan untuk
membern batas-batas tertenin dalam mempergonakan cara ini. Penafsiran im
hendaknya digunakan dalans batas-batas sistem hukum sajs. Bahwa sudah menjadi
tugas darl pembuat undang-undang untuk mengubah kaidah-kaidabh hukum
sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan keadaan masyarakat.

Hukum adalah gejala sosizl dalam masyarakat, maka sstiap peraturan hukum
mempunyai suatu tujusn sosial, yoalfa membawa jaminan hukum kepada anggola
masyarakat dalam pergaulan sats sama lain. Dan tujuan sosial dari snatu peraturan
perundang-undangan tidak selafu dapat diketahui dalam kata-katnya, dan sudah

seharusaya hakim untuk mencarinya.
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Penafsiran menurut analogi (kiasan)

Menurut Prof Scholeten, bahwa penafsiran ini sama sekali tidak berbeda dengan
penafsiran sccara ckstensif (luas) yaitu keduanya mencari penyelesaian dengan
menetapkan terlebih  dahulu rasio suatu peraturan  hokwm, dan  barulash
memperlakukan pokok asss yang reerupakan infisarinya terhadap suata perkarz
baru. Cara penafeiran menurut kiasan ini menyatekan berlakunya snatu kaidsh
hukum atan suatu perkara, yvang sebetulnya tidak diliputi oleh kaidah ity dan berada
di lanarnya. Dengan cara dimulal dengan memasukican suaty aturan ke dalam sturan
umu {vang fidak ditubis dengan nyata-nyata dalam undang-undang), dan ded
peraturan umum itu ditarik lag kesimpulannya, hingga sampai lagi akbirnva pada
perkars yvang khusus. Pads hukum Perdata penafsiran analogi sering dipergunakan
berhubung denghan sifafnya yang vmum hanya mengatur saja, dan tidak memaksa,
berhubung pula dengen adnya ketentuan bahwa hakim dilarang menolak untuk
memberikan keputusan dalam sualu peradilan, derngan alasan bahwa undang-
undang lidak memuat sesuatu mengenai perkara yang diajukan dibadapanya untuk
diadili. Sedangkan dalam Hukum Pidana dilarang menggunakan penafsiran analogi
ini. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Kitap Undang-Undang Hokum Pidana yang
menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas
kekuatan aturan-pturan pidana dalam undang-undang ketika perbuatan itu dilakukan,
atau berlaku asag™iada hukumam tenpa sturan pidana terlebih dabuln” Dasar
pemikiran pembuat undang-undang adalzh onfok wenghindarkan keputusan
sewenag-wenang dart hakim {pidanal.

Penemuan Hukun

Segala cara termasuk cara-cara penafsiran uatmk mepentukan mana yang
merupakan hukum, mana yang tidak. Jadi sistem ini lebih lvas dari pada
menafsirkan  saja, sebab juga harus menambah atan mengisi kekosongan-
kekosongan yang ada di dalam perundang-undangan, sering pula harus
menggunakan dalil-dalil hulum adat. Bilama terhadap suain perkara, sekalipun

sudah didayaupayakan dengan segala cara penafsiran dan tidak juga ditemukan
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peraturan-peraturannya dalam undang-undang, bahkan tidak ada juga dalam hulum
adat, maka hakim harus menggunakan suatu dalil yang harus dibikinya sendint
andakata hakim tersebut menjadi pembuat undang-undang,.
Penafsiran Undang-Undang Pajak
Cara-cara penafsiran hukem juga dipergunakan dalam penafsiran dalam hukum
pajak Banyak anggapan bahwa pajak sebagai beban semata-mata bagi para
individa vyang terkena, yang merupakan suatu pengurgngan atas kebebagsan
mempergunakan haknya masing-masing, sudah barang tentu fidak setuju dengan
mempergunakan cara-cara penafsiran yang akan mengakibatkan kurang baik
baginya. Pemerintah dalam hal ini aparat pajak, terhadap peraturan-persturan pajak
sudah pastl akan menggunakan segala cara penafsiran yang diperkenankan. Oleh
karena itu ada bebrapa penafsiran di dalarm hukum pajak, yaits ;
1. Analogi
Banyak safjana berpendapat bahwa penalsiran analogi ini tidak dipergunakan
bag: perundang-undangan pajak. Dengan pertimbangan scbagay berikut
karena dengan dipergunakannya penafSiran menurut analogi, maka kaidah
yang fersimpul dalam aturan umum yang tidak dirtulis dengan nyata-nyata
dalam undang-undangnya, in casu pajak, diberlakukan untuk peraturan khusus
dalam undang-undang pajak. Jadi hal yvang dipergunakan sebagai analogi di
luar undang-undang. Dan inf dengan tegas telah diatur dalam Undang Undang
Dasar 1945, Pasal 23A bahwa “Pajek dan pungotan lain vang bersifat
memaksa vntuk keperiuan negara diatur dengan undang-undang.” Dasar
peraikiran dari aturan ini adalah untuk menghindarkan rakyat dari perizkoan
semena-mena oleh fiskus, Penafsiran menurut analogt yang mengakibatkan
dirugikanya para Wajib Pajak dapat disrtikan tidak sesuai dengan dasar
pikiran tersebut di atas karena suatu pajak dalam hal i dikenakan bukan
karena kekuatan atau atas kuasa andang-undang melainkan menurut pendapat
subyektif dart aparatur paisk {fiskus)
Menurut Prof Adriani dalam hal penafsiran analogi ini, merupakan penganjur
asal  Toporpgitas”, Cara penafsiran ini  kadang-kadang tidak boleh

dipergunakan, kadang-kadang dapat dianjurkan terhadap suatu persoalan, sato
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sama lain tergantung dari masalah masing-masing. Jika seandainya memang
telah ditetapkan menurut suatu carg interprestasi, faktor-fakior apa vang telah
menimbulkan suatu kewafiban membayar pajak, jadi bila untuk sesuatu telah
diketemukan Furshesrand-nya , maka telah tercapailah suatu batas-batas yang
tidak dapat dilewati lagi dengan suatu cara penafsiran lainnya. Tetapi
scbaliknys, jika temyata bahwa terdapat keadan-keaddan terienty yang
ternyata, undang-undang bdak mengatur dengan nyata-nyata, maka demikian
menunut Prof Adriani menyatakan tidaklah terdapat suatu kebenaran untuk
mencari kaidah umumnya dahuly, dan seterusnya mempergunakan penafsiran
menurut analogs ik,

Penafsiran Otentik

Pembuat undang-undang memaksakav tasfiran mengenal arti istilah yang
dipergunakan di dalam undang-undang atew peraturan-peraturan lain yang
dibuatnya, Maka tafsiran resmi ini hanya boleh dibuat olch pembuat undang-
undang saja bahkan hakim dilarang membuatnya, sebab pada asasnya tafsiran
yang dibvat pada umumnya hanya berlaku bagi pihak-pthak vang
bersangkutan saja: dan secara teoritis menteri pun tidak dapat pula memberi
tafsiran otentik dalam surat edaranya (walaupun dalam prakieknya surat
cdaran menteri moempunval kekuatan yang sama dengan suatu peraturan
hakim). Cara penafsizan stentik yang mengusahakan agar dapat tedelma
jaminan hukum dalam hal penafsiran, yang dalam kebanyakan hal tetap
merupakan suatu yang samar-samar karena umuronya harus sering diadekan
pertimbangan-pertimbangan berat mengenai berbagai fakior yang merpakan
persoalannya.

Penafsiran secara ketat

Di beberapa negara dianut pendirian tentang penafsiran ketat ini. Bahwa
undang-undang pajak harus diberlakukan semata-mata dengan penafsiran
ketat, vang dalam prakteknya lelnh sermpil lagi dapt pada penafsiran menurt
bunyl kata suatu peraturan. Dengan cara ini yang dapat dikenakan pajak
hanyalah perbuatan-perbuatan hukum yang dengan nyata disecbutkan datam

undang-undangoya, dalam wiu bahwa perbuatan-perbuatan hukum vang
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sejenis dengan itu, atau hanys menyerupal yang nyata-nysta disebutkan tidak
dapat dikenakan paiak,

4, Ajaran peraditan
Pendirian yurisprudensi mengenai pahamnya bahwa penafsiran menurut

analogi Hidak diperboiehkan untuk dipergunskan dalam undang-undang pajsk.

2.3.5 Hukum dan Keadilan

Kalau meninjua definisi hukum vang dikermikakan oleh Prof Subekd, SH, bahwa

hukum itu mengabdi pada tujuan negara vang intinya ialeh mendatangkan kemakmuran

dan kebahagiaan rakyatnys, dimana pengabdian tersebut dilakukan dengan cara
menyelenzgarakan Tkeadilan” dan “ketertiban”, Keadilan adalah berasal dari Tuhan Yang

Maha Esa dan sefiap orang diberikan kemampuan dan kecakepan ontuk merabz dan

merasnkan keadaan adil Dan segala apa yang adz di dunia tmi sudah semestinyz

menimbuikan keadilan pada manusia.® Berbagai feori keadilan dari beberapa filusuf

antara lain

é.

Pendapat Plat tentang keadilan dapat dilihat batiwa aturan negata yang adil dapat
dipelajari dari aturan yang Iain aturan yang baik dani jiwa, Jiwa manusia terdird dari
tiga bagian, pikiran (logistikon), perasaan dan nafsu, baik psikis maupun jasrani
{epithumeiikon}, dan bagian rasa baik dan jahat {#humoeides). Iiwa teralur secara
batk bilz diciptakan suatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian tersebut. Ini
terjadi bila perasasn dan nafsu-nafsn dikendalilan dan ditundnkan pada akal budi
melalui rasa baik dan jahat, Maka keadilan {dikaiousunej terletak dalam batas yang
seimbang aniara ketiga bagian jiwa, sesual wujndnya masing-masing. Seporti dalam
jiwa manusia, demikisn juga dalani negara, negara harus diatur secara seimbang
mienunt bagian-bagiannya, supaya adil. Dalam masyarskat terdapat klas-klas yang
mempunyal kebijaksanaan (Sofin), . berdasarkan pengetahuan testang cdios yaitu
kelas filusuf, juga kelas-kelas atas membetukan pemerintahan, Kelas kedua adalah
orang-orang vang memiliki keberantan (andria), kelas tentara. Mereka bersama
kalangan atas melayan kepentingan negara. Dan disamping kelas-kelag vang ada

terdapat kelas petani, para tukang (Scophrousune), yak pengendalian dird,

* R_Soeroso, op.cit, hal 37

Universitas indonesia

Dampak Penghapusan..., Sri Andahyani, PascaSarjana Ul, 2009



39

Keadilan berati bahwa setiap golongan berbuat apa vang sesual dengan tempat atau
tugasnya.™
Pendapat Plato lersebul merupakan pemyataan kelas, maka keadilan Platonis berati
tahwa para anggota masyarakat barus mengerjakan pekerjaan masing-masing dan
tidak boleh mencampuri urusan anggota kelas lain. Pembuat undang-undang harus
menempatian dengan jelas posist setiap kelompok di mana dan sifuasi apa vang
cixcok bagl sesorang. Jadi keadilan menuorut Plato sangat terkait dengan peran dan
fungsi individe dalam masyarakat, Idealisme keadilan akan tercapai bila dalam
kehidupan semua unsur masyarakat berupa individu dapat menempatkan dirinya
pada proporsi mesing-masing dan bertanggung jawab penyb ferhadap tugas yang
diemban, selanjuinya tidak dapat mencampun urusan kelas yang lain. Keadilan
hanya akan terwujud manakala manusia menyadar status sosial dan fugasnys
sebagai delegasi kelompoknya sendin.”"

b, Menurut Aristoieles bahwa hukum harus ditaati demi menciptakan keadilan,
keadilan sebagai keutamaan umum (yaitu ketaatan pada hukum alam dan bukuowm
posilif) terdapat juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang menentukan
sikap manusia pada bidang tertentu. Sebagal keutamaan khusus keadilan ditandai
oleh sifat-sifat berikat ;™
- keadilan menentukan bagaimanakah hubungan yang baik antara orang yang

satu dengan yang lain;

. keadilan berada di tengah doa ckstrem, vaitu diuszhakan supaya dalam
mengeiar keuntungan terciptalah kescimbangan antara dua pihak jangan ada
orang mengutamakan pihaknya sendin dan jangan juga mengutamakan pihak
fain;

- untuk menentukan dimanakah letak keseimbangan yang lepal anisrg oreng-
crang digonakan ukvran kesamasn ini dihitung secara asimefris atay

geomelris,

® ‘Theo Huljhers, Filsafat Hukum dolam Lintosan Sejacab, ({vogyakarta: Penerbit Kanisiue, 1982),
hal. 23

1 abdn! Ghofur Anshor, op.£it, hal 47
2 Theo Huljbers, loc, cit, 1l 29
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Menurut Anstoteles, keadilan yang mengatur hubungan dengan sesama manusia

melipuli beberapa bidang 1™

i

Terdapat keadilan mengenail pembagian jsbatan-jabatan dan harta benda
publik, Pembagian ini baros sesual  dengan bakat dan keadaan orang dalam
negara dan berlaku kesamaan geometris. Prinsip ini dirumuskan sebagai
berikut - “kepada yang sama penting diberikan yang sama, kepada vang tidak
sama , diberikan vang tidak sama.”

Keadilan dalam transaksi jual beli. Dalam konirak jual beli harga barang
tergantung darl keduduken resmi kedua pihak : Secara konkrit, harga barang
berbanding terbalik dengan posisi kedua orang dalam masyarakat.

Keadilan dalam hukum pidana divkur secara geometris juga. Kalau seorang
dipukul oleh orang vyeng berkeduduken tinggl hal tersebut tidak
mengakibatkan apapun, tetapi sebaliknya orang yang mempunyai kedndukan
rendah memuokul orang yang berkedudukan tinggi, maka orang tersebut harus
dihukum sesuai dengan kedudukan vang dirudikan. Aristoteles tidak
menerima ius talionis, yang d:praktekkan dalam kebudayyan kuno, yakni hak
untuk membalas setimpal, mata demi mata, gigi demi gigi.

Terdapat keadilan juga dalam bidang privat yaitu dalam hukum kontrak dan
dalam delik privat. Kesamaan yang dituju dalam bidang ini adalzh kesamaan
asimetris. Kalau orang meneuri harus dihukum sesuai dengan apa yang teriadi
dengan tidak mengindahikan kedua belah pihak.

Terdapat semacam keadilan juga dalam pepafsiran hukum dimana hukem
diterapkan pada perkars-perkara vang konkret. Memang benar bahwa undang-
undang selalu bersifar umum, schingga tidak pernah dapat meliputi semua
persoalan vang kookret. Oleh karena ifu Anstoleles menghendaki agar
scorang hekim yang mengambil tindakan in concreto hendaknys dia
mengambil tindakan seakan-akan menyaksikan sendini peristiws-peristiwa

konkret yang diadihs

Dari apa yang disampatkan Asistoteles tersebut diatas keadilan dapat dibedakan

mergadi dua macam, yaifu :

® 1hid, hal 30-31
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1. Keadilan distribulif atau justitia distributiva
Kezadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap omang
didasarkan pada jasa-jasanya atau pembagian menurut hakiya masing-masing.
Keadilan distributif berperan  dalam  hubungan masyarakst dengan
perscorangan,

2. Keadilan Kumuletif atau justitio cummulativa.

Keadilan kumulatif ialah suate keadilan yang diterima masing-masing anggota
tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada
tukar menukar. Anatara barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya dan
nilairya dan keadilan ini lebih menguasai hubungan antar perorangan.

Aritoles mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda

tertenty. Keadilan ideal dalam pandang nya adalah ketika semuz unsur masyarakat

mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam manusia dipandang
sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan swatu barang.™®

Pendapatan Thomas Aquinas, keutamaan yang disebut keadilan adalah menentukan

bagaimana hubungan irang dengan orang lain dal fustum, mengenal apa yang

sepatutninya bagi orang lan meturut sesuatu  kesarmnaan propostonal (aliguad opis
adugueim alteri secundum aliguen qualitatis moduny), Keadilan dibedakan antara
lain ;™

1. Keadilan distributil menyangkut hal-hal umum, seperti jabatan, paigk, dan
schagainya, Hal-hal ini dibagi menurut kesamaan;

2. Keadilan Tukar menukar menyangkut barang vang ditukar antar pribadi
seperti jual beli, Diukur dengan asimetns, Tentang keadilan balas dendam
tidak dibicarakan secars eksphisil.

3, Keadlian legal menyangkut kescluruhan hukum schingga dapat dikatakan
bahwa kedus keadilan tadi terkandung dalam keadilan legal ini. Keadilan ini
menuntut supaya orang tunduk pada semua undang-undang vang menyatakan

kepentingan umum. Oleh karena i mentaati hukum adalah sama dengan

# Abdul Ghofur Anshor, [oe, ¢il, hal. 48
" Theo Heuljbers, loc.el, bal. 4041
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betsikap baik. Dalam segala hal maka keadilan legal diterima sebagai keadilan
umum
Hukum Isiam.
Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hulam dengan
moralitas. Islam tidak bertujuan menghancurkan kebebasan individu, namun
mengontrol kebebasan demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri
dari individu ito sendin, Menurut Basyir (1984:27-31) tujuan hukum Islam ™

1. Pendidikan pribadi, dimmksudkan untuk menjadikan individu scbagai
manusia yang berpuna bagi dirinya sendiri dan masyarakat,

2. Menegakkan keadilan, keadilan yang harus ditegakkan keadilan pnbadi,
keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan dunia. Keadilan pribadi
diartikan bahwa setiap individe wajib unfuk depst memenubi standar
kebutuhan pribadi baik yang menyangkut hak jasmani maupun rubaniah.
Keadilan hukon bahwaz setiap individy mempunyat kedoudukan yang sama
dihadapan hularm. Sedangkan keadilan sosial adalah individu sebagal
anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi
separa seimbang. Keadilan dunia merupakan keadilan dalam hubungan
anfar negara, vang didasarkan pada ponsip kebersamaan dan kesamaan
hak dan kewajiban,

3. Memelihara kebaikan hidup, hokum Islam mewujudkan kebatkan hidup
yang hakiki, semua kepentingan hidup manusia diperhatikan kepentingan
hidup hidup manusia ini meliputi sebagai berikut kepantingan esensial
seperit kepentingan agama, kepentfingan memelihara jiwa, kepentingan
memelihara harta, kepentingan memehihara akal, kepentingan memelihars
keturunan, Kepentingan tidak esensial tetapi dibutnbkan manusia untuk
menghindari maseggat seperti diperbolebkan melakukan perceraian
karena perkawinan tidak harmonis sedangkan kepentingan pelengkap
apabila tidak terpenuhi tduk menimbulkan mudharar bagi kehidupan

muanusie seperti mengadakan walimah perkawinan,

™ Abdul Ghofur Anshori, lac, cit, hal. 66.67
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Menvrut Hang Kellsen bahwa membebaskan konsep hukum dengan ide keadilan
cukup sulst karena secarz terus menerus dicampur adukan secara poiitis terkait
tendensi ideologis untitk membuat hukumn sebagal suatn keadilan Jtka hukum dan
keadilan identik, jika hanya aturan hukum yang adil yang disebut sebagai hukum,
mak suatu tals aturan sosial yang disebut hukum adalsh adil, yang beratrt
justifikasi moral, Hal ini merupaken tendensi politik bukan ilmu pengetahuan.
Apahila terdapat suatu pertanyaan apakah suato hukum it adil atan tidak. Maka the
pure theory of lew #kan dapat menjawab bahwa tata aturan tersebut mengatur
prilaku manusia yang berlaku bagi semwa orang dan semuz orang menemukan
kegembiraan didalamnys, maka keadilan sosial adalah kebshaginan sosial. Dan jika
keadilan dimaknai dengan kebahagian sosial, maka kebahagiam sosial akan tercapai
apabila kebutuhan individu terperudi. Tata atwran vang adil adalah yang dapat
menjamin pemenuhan kebutuhan fersebut, Naman seringieali tidak dapat dihindari
bahwa keinginan seseorang atas kebahagian dapat berfentangan dengan keinginan
orang Izin. Maka yang dissbut keadilan adalah pemenuhan kepentingan individu
pads tingkat tertentu. Jadi keadilan yvang paling besar adalah pernenuhan keinginan
sebayalc-banyakayas orang. Dimanz balasan tingkat pemenuhan kepentingan
tersebut, ini tidak dapat dijawab secara ragional {etapi banya pembenaran suatu nilai
{a judement of value} yang ditentukan eleh fakior emosional dan tunduk pada
karakter subwekiif sehingga bersifat relatif. Suatu sistemn npilai yang positf tidak
diciptakan secara individu tetapi selalu merupakan hasil mempengarshi setiap
wdividai dalam seatu kelompok. Setiap suatu produk moral den ide kadilan adalah
hasil darl suatu mayarakat vang berbeda-beda. Fakta terdapal nilai-nilai secara
umum diterima  yang diterima olch suatu masyarekast tertentu vang tidak
berteniangan dengan karakier subyektif dan relatif dari pembenaran nilai. Kreteria
keadilan seperti halnya kebenaran nilai, tidak fergentung pada frekuensi dibuatnya
pembenaran. Karepa manusaiz terbagi menjadi banyak bangss, kelas, apama,
profesi dan sebagainya yang berbeda-beda, maka akan banyak ide keadilan yang
bverbeda-beda pula. Terlaulu banyak untuk menyebut salah sayu sebagat keadilan.
Jodi pada dasarnya keadilan diluar ratio karena itu bagaimanapun pentingnya bagl

tindakan manusia tetap bukan subyek pengetahuan, Bagi pengetahuan rasional yang
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ada dalam masatarakat yang ada hanya-lah kepentingan dan konflik kepentingan.
Solusi vang dapat diberikean oleh lala aturan vang memenuhi satu kepentingan atau
pengorbanan kepentingan lain, atau membuat suatu kompromi antara kepentingan
yang bertenatnagan, Diantara dua piliban tersebut mana yang discbut adil tidak
dapat diteniukan oleh pengetahnan secarn rasional. Pengetahuan tersebut hanya
dapat muncul berdasaikan swatn hukum posiif bernpa undang-undang yang
ditentukan obyektif. Tata antran ini merupakan hukum positif. Teorl ini disebut the
pure theory of low yang memprentasikan hukum scbagiamana adanya tanpa
mempertahankan dengan menyebutnya adil, atau menolaknya menyebut tidak adil,
'Teeri ini mencari hukum yang riil dan mungkin buken hukum yang benar. Dan
keadilan dapat dimaknal sebagai legslitas adalah adil jika sustu aturan diterapkan
pada semua kasus dimane menuny isinya memang aturan tersebul diaplikasikan.
Adalalh fidak adil jika suatu aturan diterapkan pada saru kesus fetapi tidak
diterapkan pada kasus lain yang sama. Keadilan legalitas adalah suatu kualitas
yang tidak berhubunagen isi tata aturan positif, tetapi pelaksansanya. Menurut
legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adil atau tidak adil, berarti legat atau
ilegal yaitu tindakan tersebut gesual alsu tidak dengan norma hukum yang vabd
untuk menilai sebagai bagian dari tat hukum positif. Hanya dalam makna legalitas
inilah lkedilan dapat masuk dalam hukum.”

£  ILLA Hart dalam bukunya “The Concept of Lew” bahwa kaidah-kaidah hukum
dibagi dua, yaitu kaidah primer meneniukan kelakuan subyek-subyek hukum
dengan menyatakan apa yang harus dilakuken, apa yang dilarang. Dan kaidah-
kaidah skunder kaidah ini memastikan syarat-syarat bagi berigkunya kaidah-kaidah
primer dan dengan demikian menampakkan sifat yuridis kaidabvkaidah itu. Dan ini
disebut dengan “petunjuk pengenal” (rules of recognition). Disamping itu mereka
memastikan syarat bagi perubahan kaidah-kaidah itu frule of change) dan bagi
dipecahkannya konflik dalam rangia kaidah-kaidah itu {rles of adiudication). Dan

T simly Asshiddiaie dan M. Al Safaat, Teori Hias Kelsen Tentang Hokum, { Jakarte: PT. Syamil
Cipta Media, 2006), hal.13-23
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tentang soal isi hukum atau materi hukum harus diturunkan dari prinsip-pronsip
moral, seperti prinsip kesamaan hak-hak semua orang. 73

g. John Rawl dalam bukunya yang terkenal “A4 Theory of Justice” menyatakan
keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial. Prinsip-prinsip pertama
keadilan itu bertolak dari suatu konsep keadilan umum. Pertama, kebebasan
ditempatkan sejajar dengan nilai-nilai lainnya, dan dengan-itu juga kinsep umum
keadilan tidak memberikan tempat istimewa terhadap kebebasan. Kedua, keadilan
tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah
yang samal keadilan tidak selalu berarti semua orang harus diberlakukan secara
sama tanpa memperhatikan perbcdaan—pérbedaan penting yang secara obyektif ada
pada setiap individ, ketidaksamaan dalam distribusi nilai —nilai sosial selalu dapat
dibenarkan asalkan kebijakan itu ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat
bagi semua orang. Rawls memberikan tempat dan menghargai hak setiap orang
untuk menikmati hidup layak sebagai manusia, termasuk mereka yang kurang
beruntung.-"g
Menurt Rawls, kekuatan dalam keadilan dalam arti “Fairnes” terletak pada
tuntutan ketidak saman dibenarkan sejauh memberikan keuntungan bagi semua
pihak dan sekaligus membecrikan kebcbasan. Untuk terjaminnya efektifitas dari
kedua prinsip keadilan itu, Rawls menegaskan bahwa keduanya harus diatur dalam
suatu tatanan yang disebut serial order. Dengan penegasan bahwa hak-hak serta
kebebasan-kebebasan dasar tidak dapat ditukar demgan keuntungan sosial dan
ekonomis. Ini berarti prinsip keadilan yang kedua hanya bisa mendapatkan tempat
dan diterapkan apabila prinsip keadilan yang pertama telah dipenuhi. Artinya
penerapan dan pelaksanaan prinsip keadilan yang kedua tidak boleh bertentangan
dengan prinsip keadilan yang pertama. Dengan demikian hak-hak dan kebebasan-
kebebasan dasar dalam konsep keadilan memiliki prioritas utama atas keuntungan
sosial dan ekonomis.*

Beberapa rumusan tentang keadilan adalah sebagai berikut :

™ Theo Huijbers, op.cit, hal, 187-189

" John Rawls, Teori Keadilan (A Theory of Justice), Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru
Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), him. 34,

# Abdul Gofur Anshori, op.cit, hal 49-51
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a. Keadilan adalsh kemauan yang bersifat tetap dan terus-mencrus unfuk
membenkan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (Justio est
consdtans ex prepstua voluntas ius suum cuigui tribuendi-Upianus)

b. “Keadilan adalah suatu kchijakan politik yang aturan-aturannyz menjadi dasar
dari peraturan negara dan aturan-aturan ini menipakan ukuran fentang apa yang
hak.” {Arnstoteles). Menurut Aristofeles, orang harus mengendalikan dini dani
pleorenia, yaitu memperolch keuntungan bagi dini sendin dengan cara merchut
apa yang wmerspakan kepunyaan orang laln atau menolak apa yang scharusnya
diberikan kepada orang kain (Rawls, 1972:10). Arstoteles mendekati masalah
keadilan darl segi persamaan. Asas ini menghendald, agar sumber daya di dunia
ini diberikan afas asas persamaan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara.
Hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa terjamin
dan dilindungt dari perkosaan-perkosaan terhadapnya. Dalam hubungan ini, 1a
membedakan antara keadilan distributif dan korektf. Keadilan distributif
mempersoalkan bagainana negara atau masyarakat membagi-bagl sumber daya
itu kepada orang-orang. Menurut Anstolteles, kedua-duanya mengikuti asas
persamaan yang dikatakannya “Harus ada persamaan dalam bagian yang diterima
olch orang-orang, oleh karena resiko dari yang dibagi harus sama dengan resiko
dari orang-orangnya; sebab apabila orang-orangnya tidak sama, maka disitu tidak
akan ada bagian yang sama pula; maka apabila orang-orang yang sama tidak
menerima bagian yang sama, atau orang-orang yang tidak sama menerima bagian
yang sama, timbullah sengketa dan pengaduan” (Bodenheimer, 1974: 180).

¢. “Keadilan adalah kebajilan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat
apa yang merupakan bagiannya.” (Keadilan Justinian).

d. “gettap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak
melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.”(Herbert Spencer)

f. Roscoe Pound melibat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya
kepada masyarakat. Iz melihat, bahwa hasi] yang diperoleh itu hendaknya berupa
pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang
selcecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan bahwa ia senang melihat, “semakin

mcluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau
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keinginan-keinginan manusia melalul pengendalian sosial semakin meluas dan
efeklifnya jaminan techadap kepentingan sosial; suatn usaha untuk menghapuskan
pemborosan yang terus menerus dan semakin efektif dan  menghindan
perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya
sociol engineering yang semakin efektif.” (Pound, 1978:47).

“Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi” (Nelson).

“Norma keadilan menentukan ruang hngkup dari kemerdekaan individual dalam
mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian mernbatas
kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan keseizhleraan umat
manuasia” (John Salmand).

“Keadilan buat saya adalah suate tertib sosial tertentuy vang di bawah
lindungannyve usaha untuk mencari kebenaran biss berkembang dengan subur,
Menurut says keadilan saya karenanya keadilan kemerdekaan, keadilan
perdarnaian, keadilan demokrasi~keadilan toleransi.” (Hans Kelsen).

John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai furrness, yang mengandung asas-
asas, “bahwa orang-orang vang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk
mengembangkan  kepentingan-kepentingannya hendaknya wemperoleh suatu
kedudukan vang sama pads saat akan memulainya dan itu merupakan syaral vang
fundamental Dbagi mercka untuk memasukl perhimpunan  yang mereka
kehendaki,” (Rawl, 1971:11).

Keadilan dalam Prespektif Pajak
Ada berbagat pormasalahan dalam konsep keadilan dalam pemungutan pajak,

menurut Howell . Zee dalam bukunya "Taxation end Equity” keadilan didefinisikan

secara operasional, yang muncul dalam pertanyaan-pertanyaan sebhagai berikuf @

a. What are the different concepts of equaity and how are do they translate into
different principles of taxation?

b. What are the alternative measures of income inequality and their implicatios
Jor tax equity?

c. What are the alternative theories of distributive justice and thetr implications
for tax equity? &

¥ Hawell H. Zee, Tuxation and Equity dalam Tax Po¥icy Handbook, Bdited By Partasarathi Shome

(IMF, 1993}, him. 20,
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Dari pedanyaan-perfanyaan tersebut, konsep keadilan dalam bidang perpajakan
mengalarni berbagai permasalghan yaitu apakah perbedaan yang mendasar dalam
berbapai konsep keadilan dan bagaimeana konsep terscbut diterjemahkan ke dalam
prinsip-pringip pemungutan pajak yang berbeda-beda. Apakah alternatif yang dipakai
untuk mengukur adanya ketidakadilan dalam penghasilan dan bagaimana implikasinya
terhadap keadilan dalam pemunpuian paiak. Bagaimana keadilun harus didistribosikan
dan implikasinya terhadap keadifan dalam pemungutan pgjak.

Permaslahan ini tembul karena pensrapan asas eguify, yang dapat dilakukan
dengan dua pendekatan yaitu Benefit Received Principle dan The Abylity to Fay Principle
yang menjadi alternatif yang terus dikembangkan, Pengkajian konsep The Ability To Pay
Principle tidak akan terlepas dari kajian Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. The
Abylity to Pay Principle, mempunyai tiga alternatif penerapan yaily =

a. Kemampuan yang dmiliki pada sualu saat yang disebut kekayaan, apabila
alternatif ini dipilih pajek dipungut disebut pajak Kekayaan atau Neit Fegith
Tax:

b. Tambahan kemapuan vang didapat orang tersebut selama jangka waktu
tertenty, misatkan selama satu tabun apabila alternatif ini dipilit maka disebut
PPl (Pajak penghasilan)} atau /ncome Tax;

¢ Kemempuaa yang benar-benar dipikul untek membeli barang dan jasa untuk
pemeniban hidupnya apabila altemnatif ini yang dipakai, pajak tu dischut
Palak Konsumsi Pribadi aian Personal Conswnfion Tax ataupun dapat discbut
jupa sebagaimana disarankan Nicelas Kaldor sebagai Pajak Pengeluaran atau
Expenditure Tax.

Yadi pendekatan apapun vang digunakan untuzk menentuakan dasar pengenaan

pajak berdasarkan pendekatan ability o pay, baikk yang Corwi;mtfon/Expenditure base,
Income base alaupun Wealth base harus sesuai asas keadilan dalam peioungutan pajak.
Pemungutan Pajak Penghasilan harus sesuai dengan asas keadilan yang ferdin
dari ¥
1. Keadilan Horisontal adalah suats pemungutan pajak vang didasarkan bahwz Wajil
Pajuk yang berbeda dalam kondisi yang sama diperlakukan sama fegual treatment
Jor the equals), pengertian sama (equal) adalah besarmya “seluruh tambahan

kemampuan ckonomi netto.

# Hayuls Rosidiana dan Rasin Tarigan, op. oit, kel 122-123
 1bid, hal. 1262125
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2.  Keadilan Vertikal. asas ini tferpenubi apabilz wajib pajak yang mempunyal
tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan fidak sama, yaitu
dengan penereapan :

a.  Beban pajak bersifat progresif (semakin besar ability to pay semakin besar

beban pajak ftax burden) yang harus dipikul).

b.  Pembeduan fex hwrden didasarkan semata-mata pada tingkat abiiity fo pay,

dan tidak didasarkan pada sumber penghasilan.

Oleh karena iuw menwut  Mansury dalam bukunya yang begudul “Pajak
Penghasilan” Lanjutan berpendapat sesual dengan Asas Keadilan, harus terpenuhi syarat
keadilan horizontal dan syarat keadilan vertikal sebagai berikut %

s Agas Keadilan Horizontal ;

1. Definisi : Penghasilan adalah semua tambahan kemampuan ekonormis yaitu semua
tambahan kemampuan yang dapat menguasai barang dan jass;

2, Globality . semua lambzhan kemampuan merupakan ukuran dan keseluruhan
kemampuan membayar atau “globality ability to pay” hares diperhitungkan
sebagal obyek pajak;

3. Nett Income yang menjadi ability to pay, adalah juralab netio dikurangi semua
biaya untuk mendapatkan, menagth, dan memelihara penghastlan tersebut, sebab
penerimaan yang diperolell yang dipakai untuk mendapatkan penghasilan tidsk
dapat digunakan lagl untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak, jadi biaya tersebut
tidak dianggap sebagai tambahan ckonomis bagi wajib pajak;

4, Personal Exemption untuk wajib pajak orang pribadi suatu pengurangan untuk
memelthara diri wajib pmak haros  diperhitungksn {di Indonesia discbut
Penghasilan Tidak Kena Pajak),

5. Egquol Treatment for Equal, jamish seluruh penghasilan apabila jumiahnya sama
tanpa membedakan jonis-jenis penghastlan tanpa melihat sumber penghasilan,

*»  Asas Keadilan Vertikai ;

1. Unegual treatment for Unequals, yang membedakan besarnya tarif adalah jumlah
selurub penghasilan, apabila jumlah pajaknya sama akan dikenakan pajak vang

sama pula;

R, Mansury, op.eit, hal. 1112
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2. Progression : jumlah penghasilan seorang wajib pajak lebih besar , maka harus

membayar pajak yang lebih besar,

Dismping dalam perhitunagan dalam pepentuan jumlah pajak yang harus dibayar
wajib pajak menurut hukern pajak haros dapat jaminan hukum vang perlu untuk
menyatakan keadilan yvang tegas baik uoiuk negara maupun warganya , maka scharusnya
tidak dilupakan hal-hal berikut ini ;*

1. Hak-hak fikus yang telah diberikan oleh pembuat undang-undang barus dapat
dilamin dapat terlaksana dengan lancar, dalam prakick seringkali wajib pajak
berusaha menghindar dari pengenasn pajak, maka harus diatasi  denpan
penyempumaan peraturan perundang-undangan. | .

2.  Wajib Pajak harus pula mendapat jaminan hukum agar tidak diperlakukan sewenag-
wewenag oleh fiskus. Segala sesuatu harus terang dn tepas, bukan saja mengenai
kewajiban-kewajiban perpajakan, melainkan juga mengenai hak-hak wajib pajak;

3.  Jaminan harus dilindunginya rehasia-rahasia mengenai diri dan atau perusahsan-
perusahagn wailb pajak. Rahasiz Wajib Pajak ini meliputi segals hal vang
diberitahukan kepada aparat pajak seperii buku-buku, catatan, dan dokumen wajib
pajak termasuk sepala informasi ontuk menetapkan jumlah pajek vang ferotang
harus dirahadiakan untuk kepentingan wajib pajak.

2.4 Hukum dan Kepastian Hukum
Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo merupakan salah satu syarat yang
harus dipenuhi dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut :*°

"perfindungan vustiablel terhadap tindakan sewenang-wenaeg, yvang berarti
bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuaty yang diharapkan dalam keadsan
fertentu.”

Kepastian Hukum secara historis merupakan ema vang muncul semernjak gagasan sejak

gagasan tentang pomisahan kekuasaan. Yang dinyatakan Montesquieu, bahwa pemisaban
kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ditangan pembentuk wdang-
undang sedangkan hakim (peradilan) hanya sebagai yang menyuarakan isi daripada
undang-undang. Pada {ahun 1764 Cesare Beccaria (Pemikir hukum Hali) dalam bukunya

& Santoso Brotodikardjo, op.cit, hal 38
8 E. Fernando M. Manullang, Menggapal Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan
Atinomi Nilai, ( Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hal. 92
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De delitti e delle pene, yang meoerapkan ide Monstequieu, baginya, sessorang depat
dihukum jika tindakan itu telah diputuskan oleh legislatif sebelumnya dan oleh sebab itu
eksekutif melakokan tindakan dan menghukum seseorang yang melanggar aturan yang
telah ditetapkan legislatif, yang discbut sebagai asas “nulfum crimen sine lege” yang
bertujuari memberikaa perlindungan hukum bagi setiap warga negara terhadap
kesewenangan negara.”

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi setap wargs negara terhadap
kesowenangan gegara maka dengan demikian kepastian hukum merupakan sespatu
keadaan yang memeriukan suatu usaha dan perjuangan, fidak otomatis ada., begitu
diterbitkan undang-undang. Oleh karena itw kepastian hukum lebih mervpakan fenomena
psikologi dan budaya dari pada hukum, ®

Menurat Gustav Radbruch , bahwa hukum itu bertumpa pada tiga nislai dasar
yaitu, kepastian, keadilan dan kemanfaatan, Ketiga nilal itu sclalu mendasad kebidupan
hukum namun tdak bearti bahwa ketiga nilal tersebut berads dalam keadaan dan
hubungan yang harmonis. Yang dapat dijelaskan bahwa hukum tidaklah seindah dan
serapi seperti yang diyakini orang (terutama legalis). Karena kepastian selalu berpotensi
untuk bertabrakan dengan keadilan dan kemanfaatan sosial, demikian pula sebaliknya.
Bahwa kepastian hukuoro bergandeng erat dengan keinginan memperighankan situast yang
ada atau stafys quo, dalam arii situasi i wenghendaks agar somus torpaku pada tempat
atau kotak masing-masing, dan Hdak memberikan kelonggaran untuk keluar dari kotak-
kotak yang ada. Ideologi kepastian hukum berpihak kepada suate yang final dimana
dinamika atau pergerakan-pergerakan akan menggoyahkan dan merobahkan idelogi
tersbut. Dan inl akan mengututigken bagl mereka yvang sudah pada posisi “'atas”. Ideologt
kepastian ini mendapal pembenaran dari teori c¢ara berfikir legalistik (positive-analistis),
dimana mereka melihat hukum sebazai skema-skema vang final dimans untuk semua
sudsh ditentukan kotak-kotak vang harus ditempatl. Yang inf sgjalan dengan pendapat
Hans Kelsen bahwa hukum itu tidak lain adalah bangunan perundang-undangan yang
tersusun secara logis-rasional, mulal dari grundnorm sampai pada puncaknya berupa

putusan pengadilan. Dengan demikian dinamika dan proses hukum adalab tidak lain

¥ bid, hal 92-93
¥ Satfipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengaliy, Catatan Kritis waatang Perpulatan Manusia dan
EFhrloam, {Jakaris : Penerbif Buky Kompas, 20073, ksl 80
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merupakan proses koakretisierung (pengkonkritan kaidah abstrak menjadi konret), maka
hakim dijadikan sebagai mulut undang-undang, tidak boleh ada yang menyimpang dari
proses logis-rasional.*

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa kepastian hukum bukan urusan undang-undang
semata, melainkan lebih merupakan urusan prilaku manusia. Kalau kepastian hukum itu
dikaitkan mutlak pada peratoran perundang-undangan maka muncul “Kepastian
Peraturan”, bukan suatu kepastian hukum. Oleh karena itu kepastian hukum memerlukan
suatu usaha dan tidak datang dengan tiba-tiba dengan diterbitkannya perundang-
undangan. Dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendin, melainkan untuk manusia dan
masyarakat. Maka menjalankan hukum tidak dapat dilakukan secara matematis atau
dengan cara “mengeja pasal-pasal undang-undang” dan im sejalan dengan pandapat
Radbruch, maka hukum tidak hanya ada satu logika, yaitu logika hukum melainkan juga
logika filosofis dan sosial. Ketiga-tiganya akan selalu berada dalam persaingan yang satu
sama lain. Apabila diproyeksikan kepada tuntutan keadilan dan kemanfaatan, maka
kepastian hukum dapat menjadi penghambat dan apabila kepastian hukum ini diikuti
secara mutlak, maka hukuni hanya berguna bagi hukum itu sendiri.”

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih
berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin member batasan kepastian hukum yang lebih
Jauh. Untuk itu, 1a mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam
situasi tertentu: (1) tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah
diperoleh (accesible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara; (2) instansi-
instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara
konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; (3) warga secara prinsipil menyesuaikan
perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; (4) hakim-hakim (peradilan) yang
mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten
sewaklu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan (5) keputusan peradilan secara

konkret dilaksanakan, "

% fbid, hal 81-83
% Ibid, hal 85-87

' Jan Michiel Otwo, Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono
(Fakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003), hiln. 5.
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Dalam era sckarang ini kepastian hukum bukan lagi semata-mata menjadi tanggung
jawab negara saja. Kepastian hukum itu harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam sendi
kehidupan, di luar peranan negara itu sendiri dalam penerapan hukum legislasi maupun
yudikasi. Setiap orang atau pihak tidak diperkenankan untuk bersikap tindak semena-

mena.

2.5 Kepastian Hukum dalam bidang Perpajakan.

Salah satu aspek yang penting dalam bidang perpajakn adalah adanya kepastian
hukum adalah suatu kondisi dalam mana tidak terdapat keragu-raguan dalam memenuhi
kewajiban perpajakan dan menjaiankan hak perpajakan bagi wajib pajak maupun fiskus.
Hal ini disadari bahwa pengenaan pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke
sektor pemerintah tanpa kontraprestasi langsung, Peralihan kekayaan dari satu sektor ke
sektor yang lain tanpa kontraprestasi hanya dapat terjadi bila terjadi suatu hibah atau
wasiat. Peralihan kekayaan dari sektor ke sektor lainnya karena bukan hibah atau wasiat
biasanya terjadi karena kekerasan/paksaan yaitu dalam peristiwa perampasan atau
perampokan. Oleh karena ih, peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah
dalam bentuk pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang untuk membedakan
dengan perampasan/perampokan.

Ketentuan undang-undang dalam hal pemungutan pajak harus jelas dan tegas dan
tidak memberikan peluang kepada siapapun untuk memberikan penafsiran lain daripada
kehendak pembuat undang-undang (pemerintah).

Dalam prinsip pemungutan pajak, bahwa sistem perpajakan yang baik haruslah
mudah dalam administrasinya dan mudah pula untuk mematuhinya. Yang menurut Fritz
Neumark , scbagai berikut .

a.  The Requirement of Clarity
Dalam sistem perpajakan yang baik, Undang-undang perpajakan dan peraturan
pelaksananya, yang terkait dengan proses pemungutan rnaka ketentuan-ketentuan
pajak harus dapat dipahami (comprehensible), tidak boleh menimbulkan keragu-
raguan atau penafsiran yang berbeda, tetapi harus menimbulkan kejelasan (must be

unambiguous and certain) bagi wajib pajak maupun bagi fiskus.

*2 Sony Deevano dan Siti Kumnia Rahayu, op. cit, hal 60
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The Requirement of Continuity

Undang-undang pajak tidak boleh sering berubah, dan apabila terjadi perubahan
haruslah dalam konteks pembaharuaan undang-undang perpajakan (fax reform)
secara umum dan sistematis.

The Requirement of Economy

Biaya-biaya perhitungan, penagihan, dan pengawasan pajak harus pada tingkat
serendah-rendahnya dan konsisten dengan tujuan-tujuan pajak yang lain. Biaya-
biaya ini meliputi juga biaya-biaya yang dikeluarkan wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban dan kepatuhan perpajakannya.

The Requierement of Conveinence

Pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak memberatkan wajib pajak.
Pemerintah biasanya memperbolehkan pembayaran utang pajak dalam jumlah besar
secara angsuran dan memberikan jangka waktu yang cukup untuk penundaan
pengembalian Surat Pemberitahuan.

Rahmad Soemitro memberikan pengertian tentang kepastian hukum, ketentuan-

ketentaun undang-undang tidak boleh menimbulkan keragu-raguan. Harus dapat

diterapkan secara konsekuen untuk keadaan yang sama secara terus menerus. Undang-

undang harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak memberikan peluang untuk

diinterprestasikan oleh siapapun selain apa yang dikehendak: oleh pembuat undang-

undang. Faktor-faktor yang dapat memberikan kepastian hukum adalah sebgai berikut :>*

1.

Materi, subyek, dan obyek

Subyek, materi dan obyek harus diuraikan dengan jelas dan tegas dengan
menyebuikan kuvalifikasinya, sifat, tempat, ciri-cid, dan waktu. Sehingga tidak
menmbulkan keragu-raguan dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak
manapun untuk memberikan interprestasi lain. Penggunaan bahasa dan cara
membcerikan uraian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kejelasan dan
kepastian penggunaan istilah yang sudah baku mempertinggi kejelasan dan
kepastian hukum.

Pendefinisian

3 1bid, hal. 61-62
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Sistematika pendifinisian memiliki peranan yang sanpat penting. Ada pendefinisian
secara hias ada yang secara sempit dan ada yang secara luas. Keduwanya
mempunyat  konsckeunsi  sendiri-sendirl, Pendifinisian secara sempit lebih
memberikan kepastian hukum karena pendinisian secara sempit menggunakan cara
limitatif, hanya vang disebut dalam peraturan perundang-undangan.

Penvernpitan dan perluasan

Penyempitan atan perluasan materi yang menjadi sasaran pajak hares dilakukan
dalam undang-undangnya sendiri. Hal inl untuk kepentingan kepastian hukurm,
Penyempitan alau perluasan materi sama sekali tidak dibenarkan jika dilskuken
dengan peraturan  vang Iebih rendah dari undangundang ateu dilakukan dalam
memari penjelasan,

Ruang lingkup

Days mengikat dari suatu ketentuan undang-undang tidak saja ditentukan oleh
materinya, lapi juga oleh tempat dan wakiu. Ruang lingkup berlakunya undang-
undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subyek dan wilayak.

Penggunaan bahasa hukom dan istilah yang baku.

Penggunaan bahasa hukum dan penggunzan istilah dapat menentukan kepastian
hukum, Bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang memiliki sifat yang khas,
Karena bahasa hukum merupakan bahasa Indonesia, maka harus tunduk pula
kepada norma-norma bahasa Indonesia. Bahasa hukum adalah bahasa yang lazim
digunakan olels ahli hokum atau orang-orang yang mempunyai profesi dalam
bidang hukum, seperti hakiny, jaksa, pengacara. Bahasa hukum haruslah singkat,
tegas, jelas tanpa mengandung keragu-raguan dan arti ganda.

Mansury menjelaskan seperti yang dikutip oleh Darussalam dan Danny Septriadi,

prinsip certainty (kepastian haras dihubungkan dengan (i} harus pasti “siapa-siapa” vang

harus dikenakan pajak, (i) harus pasti Yapa” vang menjadi dasar untuk pengensaan pajak,

{iii} harus pasti “berapa” jumlah pajak yang harus dibavar, dan {iv) harus past

“bagaimang’ carna pemﬁay&r&aay&%

# Darussslam dan Danny Septriadi, Membatasi Kekuasaan untuk Pengenaan Pajak, {Jakarta: PT.

Gramedia Widisarang Indonesiy, 2006 Jwl. 3
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Menurut Victor Thuronyi, Comparative Tax Law, {2003), konstitusi sualu negara
selalu mensyaratkan bahwa pengensan pajak harus berdasarkan undang-undang, yang
beratl pengenaan pajak tidak dapat ditetapkan melalui administrative regulation. Dan
tidak dipungkiri bahwa undang-undang pajak pasti tidak bisa mengatur segala aspek
permajakan atau dengan kata lain ada yang haros didelegasikan kepada pemerintah, ekan
tetapi pendelegasian” kepada Pemerintah adalah bukan hal-hal yang pokok seperti

penetapan fax base dan tax rate.”

% Thid, hal, S-6.
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SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI PASAL 37A UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2007

3.1 Sistem FPemungutan Pajak “Self .dssessment” dan Upaya
Penghindaran Pajak
Sistem pemungutan p-ajak Self Assessment menurut Infernational Tax
Glossary adalah sebapai berikut :

“under self assessment is nizant the system which the taxpayer is required not
only to declare Iis basis of assessment (e g taxable income) but also submit a

calculation of the tax due from him and usuaily to accompany his calculation

with payment of the amount he regards as due”.

Dalam sistem Self Assessment, fiskus hanya berperan untuk melakukan
pengawasan seperti melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT)
yang telah diisi dan dilaporkan Wajib Pajak telah lengkap dan semua lampiran
telah disertakan, juga menehti tentang kebenaran penghitungan dan penulisan,
namun untuk mengetahui kebenaran (materil) data dalam Surst Pemberitahuan,
fiskus melakukan pemeriksaan.

Rimsky K. Judisseno (2005: 25) mengatakan bahwa sistem self assessment
diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi
masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan perau serta masyarakat dalam
menyetorkan pajaknya. Dan dengan sistem ini masyarakat harus benar-benar
mengetahui tala cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan
dengan peraturan pemenuhan perpajakan.’1

Kewjiban wajib pajak dalm sistem sel/" assessment dalam kewajiban
perpajakannya adalah sebagai berikut :’

1.  Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor

Pelayanan pajak atau Kantor penyuluhan dan pengamatan potensi

' baternaiional Bureau of Fiseal Documentation, {International Tax Glossary, 1998-1992) ,
hal. 19

* Sony Devano dan Siti Kumnia Rahayu, Konsep Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu,
(lakarta : Kencana Pernada Media Group, 2006), hal. 81
* Ibid, hal 82
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Perpajakanyang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib
pajak atau dapat melakukan e-register untuk mendapatkan Nomor Pokok
Wajib Pajak atau mendafarkan dird melalui Mobil Pajak Keliling Direktorat
Jederal Pajak Fungsl Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai
berikut (i) scbagal sarana dalam administrasi perpajakan, (i) sebagsi
identitas wajib pajak, (i} menjaga ketertiban dalam pembayaran dan
pongawasan administrasi pajak, {§v) dicantumkan dalam setiap dokumen
perpajakan. Dengan memiliki NPWP, wajib pajak memperoleh beberapa
manfaat diataranya )

- sebagal pembayran pajak di muka (angsuran kredir pajak) pads sapt
dilakukan pemotongan atou pemungutan pajak;

- tidak akan dikenakan pembeyaran fiskal luar negert mulai talun 2009,

- tidak dikenakan pajak sebesar 20% lebih besar dari pajak penghasilan
yang terntang sesual Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan.

- Untuk memenuhi persyaratan ketika melakukan pengnrusan surat izin
usaha perdegangan, pengajuan kredit ke bank, pembelian property, dan
lain sehgainya.

Menghitung pajek yang terutang oleh wajib pajak
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besamya pajek vang
terntang yang dilakukan pade setiap akhir tahun, dengan cara mengalikan
tanf pajek dengan dasar pengenaan pajalayya. Sedangkan memperhitungken
adalah mengutangi pajak vang terulang tersebut dengen jumiah pajak vang
telah dilunasi dalam tzhun berialan yang dikenal dengan krtedit pajek
{prepaymenil.
Memperhitungkan dan membayar pajak terutang
Membayar pajak dapat dilakukun sendiri seperti angsuran PPh Pasal 25 tap
bulan, pelunasan PPh Passl 29 pada akhir tahun. Sedangkan melalu
pemotongan  dan  pemungutan  pihak  lain, pemberi korja, pomben
penghasilan , pihak lain yang ditunjuk oleh pemerinmtsh melipoti pajak
penghasilan Pasal 18, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26. Pemungutan PPN
dilakukan oleh pihak penjual.
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Sedangkan pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank persepsi

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau melalui e-payment.

4.  Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib
pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghifungan
jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan
berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang
dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan
pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan
kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan dan psmungutan pajak vang
telah dilakukan.

Dengan demikian sistem self assessment menuntut Kkepatuhan secara
sukarela darl wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan, maka dalam
sistem self assessmient ini akan membuka peluang besar bagi wajib pajak untuk
melakukan tindakan kecurangém, memanipulasi perhitungan jumlah pajak,
penggelapan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.*

Terlepas dari kesadaran kewarganegaraan dan solidaritas nasional dan
kekurang pemahaman kewajiban terhadap negara, pada sebagian besar diantara
rakyat tidak akan pernah meresap kewajiban membayar pajak atau memenuhi
kewajiban 1tu dengan menggerutu. Dan dengan tidak adanya pengawasan yang
ketat oleh fiskus, maka terdapat kecenderungan untuk meloloskan dir dari setiap
pajak. Dan hal ini terjadi disetiap negara dan sepanjang masa. Dan dari hal inilah
tertetak faktor utama dari perlawanan terhadap pajak, yaitu perlawanan pasif dan
perlawanan aktif, adalah sebagai berikut :*

a.  Perlawanan Pasif adalah hambatan yang mempersulit pemungutan pajak
dan ini erat hubungannya dengan strukfur ekonomi suatu Negara,
perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan tehnik
pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif juga terdapat dalam system
control yang dilakukan tidak efektif atau tidak dapat diadakan, seperti

kepemilikan atas permata.

?1bid, hal 82

3 Santoso Brotodihardjo, Pengantar Timu Hukum Pajak, (Bandung: PT. Refika Aditama,
2003), hal. 13
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Perlawanan sktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung

ditujukan epada fiskus dan bertviuan unfuk menghindari pajak. Diataranya

dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Penghindaran diri dari pajak (Tax dveidance)
Pembayaran pajak dapat dengan mwudah dihindari dengan tidak

“melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenskan pajak,

yaity dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal vang
dikenakan pajuk. Contoh menghindari pengenaan tarif lebih tingg
dalam perhitungan Pajak Pengasilan Badan maka blasanya Wajib
Pajak mengalihkan ke biaya-blaya yang menjadi obyek PPh lainnya
seperti paji karyawan, sewa, jasa manajemen yang pengenasn fariff
pajakaya lebih rendsh

2. Pengelakan / penyelundupan paiak {Tax Evasion}
Pengelskan pajak meropakan svat pelanggaran undang-undang
dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasamnya.
Pengelakan pajak ini dilskukan seperti memberikan data-data yang
tidak benar {pemku%m dokumen, keierangan palsu dan lain
sebagainya}-mengajukan suate pernyataan yang tidak benar,

3. Melalaikan pajak
Yaitu menolak membayar pajak yang telah diterapkan dan menolsk
memennuhl formalitas-formakitas yang  harus dipenuhi olchya. Yang
paling banyak digunakan adelah usaha-usaha menpgagalkan
pemunguian pajak dengan menghalang-halangi penyitasn dengan cara

melevapkan barang-barang yang akan disita.
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3.2 Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax dmnesiy}

Pengampunan pajak {fax smmwesty) merupakan kebijakan pemerintah di
bidang perpsjakan yang memberikan penghapusan pajek yang seharusnys
ferutang dengan membayar tebusan dalam jumlsh fertentu yang berfujuan
memberikan tambahan penerimasn pajak dan memberikan kesempatan kepada
walib paisk yang tdak patuh (tax evaders) menjadi waiib pajak patuh onest
taxpayers) dengan harapan akan mendorong peningkatan kepatvhan sukarela
ewajib paisk faxpayer's voltaiary compliance} di masa datang.®

Dengan Pengampunan pajak diharepkan dapat menghasilkan penerimaan
pajak yang selama ini behun atsu kurang dibayar disamping untuk meningkatkan
kepatohan membayar paiek karena makin Aefekﬁﬁlya pengavasan Karena semakin
skoratnya informasi mengenai dafiar kekayaaan wajib pajuk. ’ Berbaga
pertimbangan untuk melekukan pengampunan pajak =
a. Bkonomi Bawah Tanah {Underground ecanomy)

Merupaken bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk
menghindarkan pemsbaysran pajak, vang berlangsung 61 semua negegara,
baik di negara maji maupun negara berkembang. Kegiatan ckonomi ind
lazimnya divkur darl besamya nilal ckonomi yang dibasilkan dibandingkan
dengan nilm produk domestic brute (PDR). Dari penelitsian yang dilakukan
aleh Dr. Bnste dan Dr. Schineider (2002), beasaraya kegiatan ekonomi bawah
tanah di negara maju schesar 14-16% PDEB sedangkan di negara berkembang
dapal mencapai 35-34% PDB. Kegiatan ekonomi bawsah tanah ini tidak pernah
dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemeberitahuan Pajak
Penghastlen, schingga termasuk kedalam penyelundupan pajak (rax evasion}

Penyelundupan pgjak mengakibatian beban pajask vang harus dipikul oleh
wajib pajek yang jujur menjadi Jebih berat, dan hal ini mengakibatkan
ketidakadilan yang tinggi. Peningkatan skonomi bawah tanah vang dibarengi
dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara karena berarii
hilangnya vang pajek yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program
pendidikan, kesehatan, dan prograne-program pengentasan kermiskinan lainnya,

® John Hutagaol, Perpajakan, lsu-Tsu Kontemporer, {Yogyakartz: Graba Iimu, 2007), hal23
; Sony Devano dan Siti Kurnia Rakay, op.cif, bal. 137
ibid
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Oieh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenkan kembali pajak yang belum
dibayar dari kegitan ekonomi bawah tanah tersebut melalul program khusus
yakni pengampunan pajak. (Edwin Silitonga: 2007}

. Pelarian Modal ke lear negeri secara illegal

Kebijakan pengampunan pajsk merupakan upaya terakhir pemerintab dalam
meningkatkan jumlah pererimaan pajek, kerena pemerintah mengalami
kesulitan memajaki dana ateu modai yang telah dibawa atau diparkic di luar
negerni, Peranpkat hokum domestic yang ada memiliki keterbatasan sehingga
tidak dapat menjangkau atan menyentuh wajib pajak yang secara illegal
menimpan dananya di tuar negert (John Hutagaol, 2007 :30) _‘

Rekayasa transakst keuangan vang mengakibatkan kehilangan potensi
penerimaan pajak.

Kemujuan infrastrokiur dan instrument kevangan internasional Gnrernational
fmancial and Inmfrasctruchers) contoh fax haven counwries dan derivative
tansactions telah mendorong banyak perusahaan melakukan illegsl profit
shifling ke luar negeri dengan cara melakvkan rekayasa transaksi kevangan
{financial rauscaction engineering). Dengan keuntungan yang dibawa ke
luar negeri sebagian masuk ke Indonesia dalam bentuk lain musalnya pinjaman
lnar negeri (o55hore loan) dan afau investasi asing (foreign investmient).
Transakst ini merupakan pencucian uang (moeney loundry). Ketentuan
domestik tidak mampu memajaki rekayasa transaksi kenangan di atas, Apabila
hal ini tidak segera diselesaikan maka akan timbul potensi pajek dalam jumlah
besar akan lilang {John Hutagaol, 2007 1313

Pemerintah dalam mengambul kebijakan pengampunan pajak it harus

berhati-hati karenz skan menimbulkan pro dan kontra. Dari kelompok vang pro,

kebijakan ini diharapkan dapat menghasilan tambahan penerimasn negars berups

pajak vang signifikan dan memberikan kesempatan bagl wajib pajak yang selama

ini belum patuh entuk menjadi wajib pajak patuh. Sebaliknya ustguk kelompok

vang kontra, kebijakan pengampunan pjak ini dapat menimbulkan ketidak adilan

bagi wa}ib pajak yang selama ini lelah melakukan kewajiban perpajakannya seusi

dengan ketentuan perpajakan.’

* John Hutugmaal, loe, ¢it, hal, 27
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Apabila pemerinigh akan melaksanakan kebijakan pengarupunan pajak ada

beberapa fokfor yang harus dipertimbangkar yaitu () eligibility adalah wajib

pajak yang mana yvang berhak untuk berpartisipasi di dalam pengampunan pajak,

(ii) coverage adalah jenis-ienis pajak vang termasuk program pengampunan pajak,

(iii) incentive adalah cakupan utang pajak yang termasuk program pengampunan

paiak adalsh pokok pajak (principall, sankst bunga (inferesy) den ateu sanksi

denda {penalty), dan {(iv) faktor durativs adalah jangks waktunya pelaksanaan

program pengampunan pajak harus ada batasan waktunya.'®

Syarat-gvarat yang harus dipenuhi dalam kebijaken pengampunan pajsk (fax

amuesty) antara laig «'°

{.

Perangkat Hukum, sebelum kebiajakan pengampunan pajak (tax amnesty)
diwmplemntasikan perlu dipersispkan dasar hukem (fegal base). Tingkat
produk hukum dilandasi kebilakan pengampunan pajak sangat bergantung
pada pofiiced will dani pemegang kekuasaan Qolitical pewer) di suatu
regara. Apabila kebijakan ini berdasatkan produk hokum yang lebih tinggi
{misalkan undang-undang) akan memiliki daya farik yang lebih tinggi bagi
waiib pajak ketimbang produk lebih rendah.

Kampanye Tux dmnesty

Kampanye barus mampu mombedkan penjelesan kepads mayarakat wajib
pajak secara jelas, dan konkrit mengenal fwjuan dan maniaal program fox
aumesty, Kampanye ini harus dapat menciptakan image behwa tax amresty
int merupakan kesempatan yang terakhie bagi wajib pajak yang ingin
enjadi wajib pajak patuh. Bila tidak rmemanfaatkan kesempatan tersebut
maka skan meaghadapt pesi aminesty enforcement yang akan segera
ditauncing olch pemerintah

Adanya jaminan kerahagiaan atas data yang diungkapken

Pemerintah harus dapat menjamin behwa data mengensl harla maupun
penghasilan yang diungkapkan (disclose) oleh wajib pajak yang akan ikut
program fax amuesty diadministrasikan dengan baik dan terjags rahasianya.

Selain ity stas data mengenai harta maupun penghasilen yang dilaporkan

% thid, val. 32
 thig
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oleh wailb pajak sebubungan dengan program fux amesiy tidak akan
mengakibatkan timbulnys tantutan hukum terhadap wajib paisk.

Perbaikan Stuitural Paske Tax dmnesty

Perbatkan  struktural  (structural  adjustment)  yang  harus  dilakukan
pemerintah paska program tax amnesty mencakup kebtiakan ekononii secara
langsung maupun tidak berpengaruh terhadap usaha wajib pajak, sistem
perpajakan dan efektifitas monitoring terhadap kepatuhan wajib pajak serta
penerapan law enforcement. Perbaikan sistem perpajakan meliputi

administrative and policy reforms.

Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang-

Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

3.3.1 Pasilitag Penghapusan Sanksi Administrasi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tfentang Perubaban Ketiga atas

Undang-Undang Nomor § Tanun 1983 fantang Ketentuan Umum dap Tata Cara

Perpajakan yvang mulal berlaku sejak tanggal | Januari 2008 mengatur tentang

penghapusan sanksi administrasi.

Penghapusan Sanksi Administtasi yang diatur dalam Pasal 37A Undang

Unilang ¥etentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah fasilitas penghapusan

senksi administrast yang diberikan oleh Pemerintah {Direktorat Tenderal Pajak}

kepada Wajils Pajak dengan cara:

i

Waib Paisk  (Ovang Pribadi} yang belom terdaftar pede 1 Januari 2008
{Wajib Paika Baru} gsecara sukarela mendaftarkean difi untuk mempercieh
NPWP di tabun 2008, membayar Pajak Penghaslan yang belum
dibayar/disetor dan menyampaiken Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
PPh mulai tahun pajak 2007 dan sebelumnya, paling lambat tanggal 31
Maret 2609

Waiib Pajak (Orang Pribadi/Badan} yang sudah terdaflar sebelum 1 Januari
2008 (Wajib Pajak Lama), membayar Pajak Penpghasilan vang kurang/belum
dibavar/disetor dan menyamipaikan Surat Pemberitaboan {SPT} Tshunan
Pajak Penghasilan swlsin tahun 2006 dan sebelumnya, peling lombat

tanggal 31 Desember 2008.
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. Ketentuan Penghapusan Sanksi Adminisirasi Pasal 37A Undang-Undang
Ketentauan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat Khusus dan hanya berlaku
untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur
dalam undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakn tidak berlaku.
Ketentvan Umum yang tidak berlaku sehubungan dengan fasilitas penghapusan
sanksi adminisrtasi ini seperti yang terkait dengan :

a. pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 2(dua)
tahun sejak berakhimya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak; dan

b. persyaratan belum dilakukan pemeriksaan,

sebagaimana diatur dalam Pasal § ayat (1\) Undang-Undang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan.

Fasiltas penghapusan sanksi administrasi Pasal 37A ini berdasarkan sistem
self assessment, maka penetuan Tahun Pajak yang terkait SPT Tahunan PPh yang
disampaikan atau dibetulkan diserahkan kepada Wajib Pajak. Disini Wajib Pajak
diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta
dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak
Orang Pribadi. Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah
disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan
kebijakan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.
Kebijakan ini berlaku secara terbatas dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan
tanggal 31 Desember 2008.

3.3.2 Dasar Hukum
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Ketentvan Umum dan Tata Cara Perpajakan berlaku ketentuan Penghapusan

Sanksi Administrasi diatur dalam Pasal 37A, yang berisi sebagai berikut :

1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak
yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama
dalam jangka waktu I (satu} tahun setelah berlakunya undang-undang ini,

dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa
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bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Meteri Keuangan.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1(satu) tahun setelah
berlakunya undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi
atas pajak yang tidak atau yang kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum
diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan temeriksaan pajak,
kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat
Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan
lebih bayar. '

Ketentuan pelaksana Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Pasal 37A ini

diatur lebih lanjut dalam :

a.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tanggal 29 April
2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat
Pemberitahuanan, Dan Persyaratan Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan
Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A
Undang Undang Nemor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir
Dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30 /PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008
tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, Serta Penghapusan
Sanksi  Administrasi ~ Sehubungan Dengan  Penyampaian  Surat
Pemberitahunan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Prtibadi
untk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, Dan Sehubungan dengan
Pembetulan Surat Pemberitahunan Tahun Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Orang Pribadi Atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun
Pajak 2007;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni
2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, Serta
Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat

Pemberitahunan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
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untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, Dan Schubungan dengan
Pembetulan Surat Pemberitahunan Tahun Pajak 2007,

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/P}2008 tanggal 31 Juli
2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang Undang Ketentuan
Umum Dan Tata cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya;
Terdapat beberaps peraturan pelaksanaan Pasal 37A Undnang-Undang

Nomor 28 tahun 2007 yang dicabut dan diganti dengan peraturan bary vaita

2.

Peraturan Menteri Kevangan Nomor 18/PMK.03/2008 tanggal § Februari
2008 fentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Kelerfambatan
Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengen Penyampalan
Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya
serta Pembstulan Sueat Pemberitahunan Tahunan untuk Tahun Paiak
Sebelum Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak beriaku,

Peraturan Dircktur Jenderal Pajek Nowmor 27 /PI2008 tanggal 19 Juni 2008
tentang Tata Cara Penyarpaian, Pengadministrasian, Serta Penghapusan
Sanksi  Administrasi  Sehubungan Dengan  Penyampaian  Surat
Pemberitabunan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Prtibadi
untk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, Dan Schubungan depgan
Pembetulan Surat Pemberitahunan Tahun Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Orang Pribadi Afau Wajib Pajiak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tabun
Pajak 2007, untuk Pawal i, Pasal 6, Pasl 7, Pasal 11, dan Pasal 12 dicabut
dan dinyalakan tidak berlaks.

Surat Edaran Direkrur Jenderal Pajak Nomor SE-3 UPH2008R ranpeal 19 Juni
2008 lenfang Tala Cera Penyampaian, Pengadministrasian, Serte
Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penvampaian Surat
Pemberitahunan Tabunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Prtibadi
untk Tabun Pajak 2007 dan Sebelumnya, Dan Sehubungan  dengan
Pembetulan Surat Pemberitahunan Tahun Pajak Penghasilan Wajih Pajak
Orang Pribadi Atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun
Pajak 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37 A Undang Undang

Nomor 28 Tahun 2007 inl disebut dengan istilah "Sunser Poliey” sejak Surat
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Bdaran Dircklur Jeaderal Pgjak  Nomor SE-33/PN2008 dan Nomeor, SE-
4/PI/2008, tetapi tidak dijelaskan mengapa digunakan istilah “Sunser Policy”,
dan menurut penulis pemakaian istilah Sunset Policy ini kurang tepat baik dari
sepi taty bahasa maupun dari segl hukum karena tidak menggambarkan arti yang

sebenarnya yaitu Penghapusan Sanksi Administrast Pajak.

3.3.3 Katagori Waijib Pajak yang Berhak Memanfaatkan Penghapusan
Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 fabun 2007
Wajib Pajak vang dapat memanfaatkan Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 374 Undang Undang Nomor 28 Tabun 2007 adalah

a. Waiib Pajak Barug
Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Baru adalah wajib pajak Orang Pribadi

dengan kriteria sebagai berikut ©

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang secaza sukarela mendaftarkan diri untuk
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun 2008;

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak
dari hasil ekstengifikasi, Adalah Orang Pribadi yeng telah memenohi
persvaratan subyektif dan obyekiif, yang diberikan Nomor Pokok Wajib
Pajak alely Direktorat Jenderal Pajak karena melaksanakan ketentuan @

. PoraturanDirektur Jonderal Pajak Nomor @ PER-175/P12006 tanggal
19 Desomber 2006 tentang Tata Cara Pemutakiran Data Obyek Pajak
dan Ekstensifikasi Waiih Pajak QOrang Pribadi Yang melakukan
Keglatan Tssha Dan/Atan Memiliki Tempat Ussha Db Pusat
Perdagangan Das/Avau Perhotelan;

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/P12007 tanggal 25
Janvari 2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang
Pribadi Yang DBerstatus sebagai Peogurus, Komisaris, Pemegang
Sahany, , Pemilik Dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan
Pemerintah;

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Norsor 116/PI2G07 tanggal 29
Agustus 2007 tentang Eklensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi
Melahui Pendataan Obyek Pajak Bumi Dan Bangunan,
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Persyaratan ~ Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan Surat

Pemberitashuan Tahunan Pajak Penghasilan dan diberikan penghapusan sanksi
administrasi adalah waiib pajak orang pribadi yang

&.

secara sukarela mendaflarkar dirt untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) dalam tahun 2008;

tidak scdang dilakukan Pomesiksaan Bukti  Permwlasn, penyidikan,
penuntutan, atau pemeriksaan &i pengadilan atas findak pidans di bidang
perpajakan;

menyampaikan SPY Tabunan tahun Pajak 2007 dan sebslomnya terhitung
sejak memenul pérsyaratan subyektif dan obyektif paling lambat tanggal 31
Maret 2009 “

relunasi selurub pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari
penyampaian SPT Tahunan PPh, sebelum SPT tersebut disampaikan.
Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperaleh Nomor Pakok Waiib Pajak

menurat  Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007vang

menyebutkan :

“"Setiap Wajih Pajak yvang wish memenuhi persyaratan subyektif dan
obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajekan
waptb mendaiterkan did pada kandor Divekiorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputl tempat tinggal atan tempat kedudukan Wajih Pajak dan
kepadanya diberikan NMomor Pokok Waiib Pajak™.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 takun 2007 bahwa dalam sistem self

assesment semua Wajib Pajak vang telah memenuhi persyaratan -

é.

subyektif, vang dimwlai pada saat Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut sejak
dilahirkan, beradz atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan
berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggsikan Indoncsta untuk
selama-lemanya dan;

obyektif itu ade padz saat wajib pajsk orang pribadi tersebut telah
menerima penghasilan atay menperoleh penghasilan dan atau melakukan
pembayaran alau  travsgksi veng menjadi obyek pemotongan alsu
pemungptan PPh dan PPN dalam kaitannya dengan kegiatan uszha atau
pekerjaan bebasnya;
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wajib mendaflarkan diri pada kantor pelayanan pajak sesuai tempat tinggal atau

tempat kedudakan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.

Adapun cara Wajib Pajak vang secara sukarela untuk mendaftarkan dir

memperoieh Nomor Pokok Waijib Pajak menurut Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak Nomor: SE-337P1/2008 tanggal 27 Juni 2008 adalah sebagai berikut
1. Untuk Wajih Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan ussha ataw

pekeriaan bebas

a.
b,

Bagi penduduk Indonesia « fotocopy Kartu Tanda Penduduk; ateu
Bagi orang suing : fotocopy paspor ditambah surat pernyataan tempat
fingrgal / domnisili dag yang bersangkuban,

2. Untuk Wajib Pajak crang pribedi yang menjalankan usahs atau pekerjaan

bebas

a.  Bagipendudek Indonesia ; fotocopy Kartu Tanda Penduduk; atan

b, Bagi orang asing ; fotocopy paspor ditembah surat permyataan tempat
tinpgal / dondsili dari yaug bersangkutan.

¢ Surat pernyataan emps! kepiatan usaha atau pekerjasn bebas dan

Waith Pajak.

Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang

pribadi dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut :

1. Wajib Pajak datang langsung ke Kantort Pelayanan Pajak

i,

Wajibs Pajak mengisi dan menyampaikan Permohonan Pendaftaran dan
Perubahan Data Waiip Pajak (KP.PDIP.4.1-00)
Petugas TPT mencetok Bukii Penerimaan Surat (BPSYLembar
Pengawasan Amus Dokumen. BPS diserahkan ke Wajib Pajak dan
LPAD digabungkan dengan berkas pendafiaran kemmudizn diserahkan
ke Seksi Pelayanan;
Petugas Seksi Pelavanan /Sekst TUP merekam barkas pendaftaran doan
mencetak kosep Surat Keferangan Terdaflar {SKT} dan Kariu NPWP
disershkan kepada Kepala Seksi Pelayanan/Seksi TUP. Surat
Ketorangan Terdafiar (SKT) dicetak rangkap 2 ¢

-lembarke 1 ; untuk Waiib Pajak

~lembarke2  : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
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d. Kepals Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP menelitt  dan
menandatangani Sorat Keterangan Terdaftar {SKT) dan menyerahkan
kembali ke Petugas Scksi Pelayanan/Petugas Sekst TUP;

¢ Setelah Surat Keierangan TerdaBar kembali ke Pelaksana Seksi
Pelayanan/Scksi TUP dibenikan nomor, diberikan cap stempel kantor,
memisahkan SKT arsip dengan SKT (lembar ke 1) dan kartu NPWP
untuk diserahkan ke Wajib Pajak _

{.  Pelaksana Scksi Pelayanan/Seksi TUP menyerahkan SKT dan kartu
NPWP kepada Wajih Pajak;

e-Registration melalus Pojok Pajak atau Mobil Pajak Keliling

Tata cara pemberan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui e-regristration

melaiui Pojok Pajak atau Mobil Pajak Keliling adalah sebagaimana diatur

dzlam Peraturan Direktur Jenderal Pajsk Nomor: 43 /PJ/2008 tanggal
20¢ Dktoebr 2008 entang Pojok Pajak dan Mobil Pajak Keliling
g-Regristration melalot internet,

Tata cara pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dengan e-regristrasi melalul

internet adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderzl Pajak

Nomor: KEP-173/PJ/2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan

Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Regritation.

Dalam Surat Edaran Dirgktur Jenderal Pajak Nomor : SE-34/PY/2008 tanggal 31

Juli 2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Ketentuan Pelaksanaannya, terdapat

aturan khusus yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang memperolch
NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 ditegaskan :

I

Wajib Pajak Baru yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun
2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai 1
Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 diberikan Fasilitas

Penghapusan Sanksi Administrasi,

2. Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh wntuk Tabun

Pajak 2007 atan Tahue Pagsk 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu
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mulai | Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 dibeikan fasilitas
Penghapusan Sanksi Administrasi.

3. Wajib Pajak Baru yang membetulakan SPT Tahunan PPh untuk untuk
Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 daun sebelumnya dalam kuruo
waktu mulai 1 Juli 2008 ssmpai dengan 31 Desomber 2008 dibeikan
fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi stas pembetulan pertamakali,
Namun apabila pembetulan 8PT dilakukan ferhadep SPT Tahunan PPh
{SPT lama} yvang telah disampatken dalam kKurvn waktu tanggal 1 Jund
2008 samapai dengan {anggal 31 Desember 2008, pembetulan SPT
Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas Penghapusan Sanksi
Administrasi.

Setclah mendafiarkan divl secara sukarela untuk mendapatkan Nemor Pokok
Waith Pajsk (NPWP), maks langkah-langkah yang dilskukan oleh Wajib Pajak
Baru adaiah sebagal berikut
i, Wanb Paiak menyampaikan SPT tahunan PPh mulai tahun paiak terpenuhi

syarat subyekiif dan obyekiif sampai dengan tahun pajak 2007 dengan
sebelumnya membayar pajak penghasilan yang kurang dibayar terlebih
duhuly,

2. ks Waiib Pajak Bamu memiliki Bukfi Pemotongan/Pemungutan PPh dari
pihak lain sebelam Wajib paiak yang bersangkutan memiliki NPWP, maka
Bukit Pemotongan/Pemungutan tersehut dapat  dikreditkan terhadap
penghasilan  yang  dilaporken delam SPT-8PT Tshunan PPh  vang
disampaikan tersebut,

3. SPT Tahunan PPh tersebur dicantumkan tulisan *5PT BERDASARKAN
PASAL 37A UU KUP” dalwy induk dan lampizan Spt tersebut,

4, SPT Talunsn PPh fersebut harus sedah disampaikan kepada Kantor
Pclayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdafiar, paling lambat pada tanggal
31 Marat 2007

5. SPT-S8PT Tahunan PPh tersebut dapat disampaikan langsung ke Kantor
Pelayanan Pajak atau dikirim melalui jasa pos/ekspedisi sesval ketentuan
Pasal 8 ayat {4) PMK Nomor 181/PMEK.03/2007 tentang Bentuk dan Jei

Surat Pemberinhuan, BSerta Tatzs Cara  Penpambilan, Pengisian,
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Penandatanganan, dan Penyampatan Surat Pemberitahvan, bukti pengiriman
surat menjadi bukd penerimaan SPT Tahunan PPh.
Dilam hal ini, Wajib Pajak baru yang menyampaikan SPT tahunan PPh akan
mendapat fasilitas penghapusan sanksi administrasi bunga atas pajak yang tidak
atan kurang dibayar yang tercantum dalam masing-masing SPT Tahunan PPh.

b,  Wajib Pajak Lama
Waijib Pajak Lama adalah Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wailb Pajak

Badan yang telah mempersich Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) gebelum tahun

2008, Dalam pengertian Wajib Pajak Lama dalam konteks i yang mendapatkan

fasilitas penghapusan sanksi adaministrasi Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan

Urumn dan Tata Cara Perpajakan dibedskan ke dalam Z(dua) golongan, vaitu :

a.  Wajib Pajak vang sudah memiliki Nomor Pokok Waiib Pajak sebelum tahun
2008 dan balum menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilam
Dapat dijelaskan Wajib Pajek Lama , yang feleh ferdafiar sebelum tanggal 1
Januari 2008, tetapi belum menyampaikan Surat Perberitabuan (SPT)
Tahunan PPh Tahun pajak 2006 dan atau tahun pajak sebelumnya, dapat
mengikoti progam Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 374 Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2007,

b, Wajib Pajak yang sudah menyampaikan Surmat Pemberitahuan (SPT)
Tahuman Palak Penghasilan vang akan mengadakan Pombetulan atss Surmat
Pemberitahwan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang sudah disampaiakan.
Dapat dijelaskan Wajib Pajak Lama disini dimaksudkan adalah Wajib Pajak
yang telah terdafat\ar scbelum tanggal 1 Januarn 2008 yang telah
menyampaikan Surat Pemeberitahuan (S8PT} Tahunan PPh Tahun Pajak
2006 dan sebelumnya, dan melakuan Pembetulan SPT Trhunsn PPh vang
telah disompaikan paling lambat tenggal 31 Desember 2008
Wajih Pajak lama yang depat mentkmati fasifitas peoghapusen sankasi

adaministeasi inl harus memenuhi pergyaratan sebagai benkut ;

1. telal memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum tanggal 1
Jamoari 2008;
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terhadap Surat Pemberitabunen Tahunan PPh vang dibetulkan belum
diterbitian surat ketetapan pajak;

terhadap Surat Pemberitabunan Tahunan PPh yang dibetulkan belum
dilakukan pemeriksaan atau dalem hal sedang dilakukan pemeriksaan,
Pemeriksa  Pajakk belum  menyampaikan  Surat Pemberitghuan  Hasil
Pemeriksaan (SPHP), )
telah dilokukan Pemeriksaan Bukii Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti
Permulaan terssbut tidak dilanjutken dengan tindakdan penyidikan karena
tidak diternukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang
perpajakan; '

tdak  sedang dilakuskan Pemertksaan Bukt  Parmulean, pe:;}ééi%can,
penuntutan, atay pemeriksaan di pengadilan aiss tindak pidans ¢i bidang
perpajakan;

menyampalkan Surat Pemberitahuan Tahenan Tahun Pgiak 2006 dan
sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan

melunasi seluroh pajek yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dani
penvampsian  SPT  Tahunan PPh sebelum SPT  Tahunan  tersebut
Jisampatkan.

Bagi Wajib Pajsk Lama yang teleh memiliki NFWP sebelum tanggal 1

Januarl 2008 (Waiib Pajak Lama} yang memanfastkan fasilitas Kebijakan
Penghapusan Ssoksi Admitistrasi Pasal 37A Undang Undang Ketentuan Umum

dan Taia Cara Perpajakan , ada ketentuan yang berlaku antara lain :

a.

Wajib Pajak Lama yang menyampatkan SPT Tabunan PPh WP Badan atau
WP Orang Pribadi unituk Tahun Pajak 2006 danfatau Tshun-Tahun Pajak
sebelumnya dalam korun swaktn mulai tanggal 1 Januari 2008 samapi
dengan fanggel 31 Desember 2008 yang mieavatakan kursng bayar,
diberikan fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 374 Undang —
Undang Newmor 28 talun 20607,

Wajib Pajak lama yang membetulkan 8PT Tahwnan PPh WP Badan dan WP
Qrang Pribadi untuk Talwn Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak
sebselunnya dalam kurun wakte muolal tanggal 1 Janvari 2008 sampai

dengan tanggal 30 Juni 2008 yang menvatakan kurang bayar diberikan
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fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang-Undang
Nomor 28 tahun 2607,

Wajib Pajak Jama yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau
WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/etau Tahun-Tahun Pajak
sebelumnya dalam kurunt waktu malai tanggal 31 Juli 2008 sampai dengan
31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas
Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28
tahwn 2007 atas pembetulan yang perfama kali, Namun apabila pembetulan
SPT Tahunan dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah
disampaikan dalem kurun wakts mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan
31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunanan PPh tersebut tidak
memperoleh fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang
- Undang Nomor 28 tahun 2067,

Wajib Pajak Lama {Orang Pribadi/Badan} vang akan memanfaatkan fasilitas

penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 374 Undang-Undang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajskan, langkah-langkah yang harus diambil adalah sebagai
berikat ¢

a.

Menyampaikan Surat Pemberitahuan (82T ) Tahunan PPh sesuai kehendak
Waiib Pajak SFT Tahunan yang mana yang skan mempercieh fasilitas
penghapusan sankst admipistrasi Pasa! 37 A Undang-Undang Nomor 28
tahun 2007;

Menuliskan "SPT  berdasarken Pasa! 37A Undang Undang KUP”
atan "Pembetulan SPT berdasarkan Pasal 37A Undang Undang KLIP”;
Membayar  kekurangan  pajak  yeng  ferutang  dalam  Surat
Pemberitahuan/Pembetulan Surat Pembetitahuan WP Badan/WP Orang
Pribadi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak,

Apabila SPT Tshunan PPh vang telah dilepogkan terdabulu merapakan SPT
Tahunan PPh kreterian Lebih Baysr, maka atas Pembetulan SPT Tahunan
dalam rangka Pasal 37A Undang Undang XUP merupakan pencabutan atss
SPT Tahunan Lebih Bayar tersebut dan membayar kekurangan pajak yang
terufang.
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Meonyampaizkan Sumat Pemberilshuvan Tabunan PPh/Pembefulsn Suvrat
Pemberiiahuan Tahunan PPh WP Badan atsau WP Qrang Pribedi secara
langsung atan melalyi pos ke Kantor Pelayanan Pajak terpat WP Badan/WP
Orang Pribadi tersebut terdaflar paling lambat tanggal 31 Desember 2008,

3.34 Ruang Lingkup Pajzk yang mendapatkan Pepghapusan Sanksi

Adwinistrasi Pasal 37A Undang Vndang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan
Menorot Peraturan Menteri Keuangan Momor 66/PME.03/2008, Pasal 2

adapun pajak yang mendapatkan fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal
37A Undeng Undang Nomor 28 Tabun 2007, hanya Pajak Penghasilan yang
diatur dulam Undang Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut :

#.

Pajak Penghasilan Pasal 22

Merupakan kekurangan pajak penghasilan yang terutang dalam suatu tahun

pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak  sebelum Surat

Pemberitahuan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajok. Setelah berakhimya

suaty fahun pajak, Wajib Pajak menghitung dan memperhitungkan besarnya

Pajak Penghusilan yang teruteng dengan momperhitungkan {dikurangi)

jumtiah kredit pajak yang berupa :

- pemotongan pajak atas penghasilan dari penghasilan berupa gaji, honor,
upah, dan lain sebagainya seperti diatur dalam Pasal 21;

- pemotongan pajak atas penghasilan dari usaha scbagaimana diatur
dalam Paszal 22;

- pamotonpgan pajek alss penghasilan berupa bunga, deviden, royalty
sewa dan imbalan lainnya vang dister dalam Pasal 23;

- pajak yang dibayar atan {grutang di lvar negeri yang diatur dalam Pasal
24:

- pembayaran vang dilskokan olels Wajib Pajal sendir sesuai pagal 25
alaw yang disebut angsuran Pasal 25,

Apabila terdapat kckurangan pembayaran maka Wajib Pajak wajib

membayaran kckurangan paiak penghasilan tersebut,
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b, Pajak Penghesilan Pasal 4 ayat (2} dan/aiau
Atas penghasilan berupa bunga deposifo dan tasbungas tabungan lainmys,
penghasilan dan transaks] sszham dan gekuritss lainnya di bursa efek,
penghasilan dan pengatihen harta berupa tanah dan atau bangunan serta
penghasilan tertentyu lainnya.

¢.  Pajak Penghasilan Pasal 15,
Merupakan Pajak Penghasilan darl Wajib Pajak vang penghifungannys
manggunakan Nonna Penghitungan., yaitu bagi Wajib Pajak Orang Prbadi
yang pengha§i§aanya kurang dari Rpl.800.000.000.0G (satu milyar delapan
ratus juta rupish) boleh menggunakana penghitungan Penggasilan Nefto
dengan menggunakan Norma Penghitungan,
Adapun Pajuk Penghasilan tersebat sdalah Pajak Penghasilan yang dibaysr

sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

3.3.5 SBanksi Administrasi Yang Dihapuskan

Sanksi perpajskatr meropskan  jaminan bahwa ketentuan peraturan
perandang-undaugan perpajakan {norma Perpziakan) akan dituruti/dipatuhi dan
ditaati oleh wajib pajak. Atau sanksi perpajkan mempskan alat pencegah
(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.’” Dalam undang-
undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, Sanksi Administrasi dan Sanksi
Fidana,

Sanksi administrasi adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undsng
kepada wajib pajak karena tidek memenubi kewajiban-kewajibannya sebagaimana
ditentukan wndang-undang. Sedangkan Sernksi Pidana adalah sanksi vang
ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena melakukan tindak
pidana, b

Berdasarkan Pasal 37A Undang Undang Nomor 28 tabun 2007, sanksi
administrasi pampjakan yang dihapuskan menurpt Kebijakan Penghapusan Sanksi

Admipistrasi adalab sanksi administrasi berupa bunga Dan dijelaskan dalam

™ Mardiasnio, Perpaiskan, {Yogyakana: Penerbit Andi, 2006}, hat 47
* Tony Marsyaheul, Pengantar Perpajakan, (Jakania ¢ PT. Gramedia WSidiasarana
Indonesia, 2005), hal, 13
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 Pasal 1 mengatur sanksi

administrasi yang dihapuskan adalah sebagai berikut :

1.

Untuk Wajib Pajak Bary (WP Orang Pnbadi) yang memanfaatkan

Kebijakan Penghapusan Sankst Administrasi :

- Sanksi Adminisirasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang
dibayar.sesuai yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2b} Undang Undang
Nomor 28 tahun 2007,

Untuk Wajib Pajak Lama (WP OP ataw WP Badan) yang memanfaatkan

Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi :

- Sanksi Administrasi berupa bunga atas  keterlambatan pelunasan
kekurangan pembayaran pajak, yang diatur dalam Pasla 8 ayat (2)
Undang Undang Nomor 28 tahun 2007,

- Sarksi kenaikan schesar 50% sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (5)
Undang Undang Nomor 2R tehun 2007.

Cantoh :

Wajib Pajak Ommng Pribadi membetulkan SPT Tahupan PPh WP

Qrang Pribadi tahun pajak 2002 pada tanggal 20 Agustus 2008 dengan

jumizh pajak vang kurang dibayar sebesar Rpl40.000.000,00. Pada

saat pembetulan dilakvkan terhadap SPT Waiib Fajak tersebut tidak
sedang dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan kebijakan Penghapusan

Sanksi Administrasi ;

«  Pembetulan SPT Tatwinan PPh Tzhan Pajak 2002 diterima dan
memperoleh fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi;

o Pembetylan (ersebut dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh tahun
Pajak vyang telah melewati jangka waktu 2(dva) tahun,
pembetulan SPT sebagaimana dirmaksud Pagal & avat (4) Undang
Undang KUP {elapt merupakan pembetalan SPT Tahunan PPh
dalam rangke Pasal 37A VUndang Undang KUP. Dengan
demikian  atas kekurangan pajak yeng tercantum  dalam
pembetulan SPT Talwoan PPh Tahun Pajak 2002 tersebut ¢
a) Tidak dikenskan sanksi administrasi berupa kenaikan

sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal & ayat (5)
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Undang Undang KUP, yaitu sanksi sebesar Rp.
50.000.000,00 hapus dan

b) Diberikan penghapusan sanksi administrasiberupa bunga
sebesar 2% per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal §
avat (2) Undan Undang Nomor 28 tahun 2007 dalam
rangka pelaksanaan ketentuan Kebijzkan FPenghapusan
Sanksi Administrasi, vaitu :
2% x 65 bulan x Rp.180.0660.000,00 = Fpl30.600.000
sankst ini dihapuskan.

3.3.6 Fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak yang memanfaatkan

Penghapusan Sanksi Adniinistrasli Pasal 37A Undang Undeng Nomor
28 Tahun 2007
Fagilitas Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasl 37A Undang

Undang Nomor 28 fahun 2007 dan peraturan pelaksnaanya adalah  sebagai
berikut

1.

Tidak akan dikenakan sanksi administrasi

Dengan dihapuskan sanksi administrasi maka terhadap Wajib Pajak yang

menyampaikan Surat Femberitshunan Tahunan PPh dan yang melakukan

pembemizn Sural Pemberitabunan Tahunan PPh,

Tidak akan diterbitkan surat kotetapan pajak atas paisk lsionya terhadap

dats/mformas:  dari Surat Pemberitahuan PPh/Pembetulan Sura

Pemberilghuan PPh vang disampaiakan dalam rangka memanfaatken

Kebijakan Penghapusan Sankst Administrasi,

Mennrut Pernturan Menter! Keuangan Nowmor ; 66/PMEK.(3.2808 tanggal 29

April 2008 Pasal 4 dan Pass! 8 menyatakan bahwa data dan informesi yang

tercanium dalam

~  Surat Pemberiiahuan Tabunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang

disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Privadi dalam  rangka
memanfaatkan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal
37A ayat (2) Undang Undang Nomor 28 tahun 2007

Universitas Indonesia

Dampak Penghapusan..., Sri Andahyani, PascaSarjana Ul, 2009



100

. Pembetolan Surat Pomberitahuan Tahunan pajak Penghasilan Crang
Pibadi /Wajib pajak Badan dalam rangks memsanfaatkan Kebijakan
Poughapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A ayat (1) Undang
Undang Nomor 28 tahun 2007,

Tidak dapat digunokan sebagal dasar unfuk menerbitkan surat ketetapan

pajak alas pajak lainnya.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor @ 34/P1.72008
tanggal 31 Juli 2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A. Undang
Undang Ketentuan Unum dan Tata Cara Perpajakan beserta Ketentuan
pelaksanaanya diberikan contoh lebih tegas sebagat berikut ¢
a Penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi

Ban

Waijih Pajak Orang pribadi bam terdaflar tanggal 2 Jull 2008 dan
msenyampaikan 8PT Tshunan PPh Cmang Pribadi Tahun Pajak
2006 dan 2007 pada tanggal 21 Juli 2008, dengan rincian scbagai

berikut :
No. Uraian SPT PPh Tahun 2046 SPT PPL Tabun 2007
{Rg) Rp}
i, | Perctaran Usalm 19.G35.400. 000,05 12 806.000.660,008
2. | Harca Pokok Ponsiatan £.000 000.800.05 9.00.800.060.60
3. i Pengurang Pesghasilan TRE.R00.800 40 BE4.200.560,00
Braio
4, ] Penglosiisn Moo 121320000004 2.113.200.080.60
5. | PTRP(TELS 13.200.000.00 13.265.6000,00
6, | Penghanian Kona pajuk 1.2003.000.000,66 2. 100,600.000,00
7. | PPh Tetulang 386.230000.00 L. 250.000,00
B. | Penghasilan Netlo seielaly 813.750.000,00 101.308.750.000,00
Pajuk
% | HARTA {Harga Prreichan) 20.060.006.960,00 21.690.600.600,00
14. | Kewsjiban 50.606.000,00 36.605.000,80
ti, | Keksyaan Qanib 19956000 500,00 21000000080

Atas data yang dilaporkan tersebut Direktorat Jederal Pajak tidak
dapat menggunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.
b.  Pembetulan SPT Tabunan PPh Oleh Wajib Pajak Qrang Pribadi

Lama.
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Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008
dan membetulkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Grang Pribadi
Tahun 2006 pada fanggal 4 Agustos 2008, dengan

rincian schagai

benkui:
Na. Uraian SPT PPh Tobur | Pembetulan SPT Sellsih
2606 PPh Tahua 2606 (Rp}
{Rp) (Rp)

1. | Peredaran 10.000.000.000,00 ¢ 12.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00
Usaha

2. | Harga Pokok £.000.600.000.05 9.000.000.000,00 | 1.000.000.900,40
Penjualan

3. | Pengurang TRGBRL.G00,00 RBABOLO0000 |  100.000.400,00
Peaghasilan
Bruto

& 1 Penghasilan 1.233.200.600,60 211320060800 1 OL.008.00000
Heo

5. | PTKP{TES) F1260.600.00 13.200.6000,00 4,00

6. | Penghasilan 1.200.000.000,00 2.100.000.000,00 §  900.000.000,00
Kenz pajak
PPh Terutang, 386.230.000.00 TFOL250.000,6¢ | 315.000.0060.60

8 | Penghasilan 833.750.000,00 | TOLAURTSO00050 | SRS.D00.00000
Neito scielzh
Paiak

9. i HARTA 2000000080000 ¢ 2105000000060 | 2.580.000.080,00
{Harga
Peroichan}

16, | Kewajiban $4.000.000,00 30.000.000,00 | (20.000.000,00)

Vi, | Kekayaan 19.950.£100.000,00 21.060,800.000,00 | 2.520.000.000,00
Bersih

Alas data yang dilsporkan ferscbut Direldorat Jederal Pajak tidak

dapat menggunakan sebagat dasar untuk melakukan pemeriksaan.
Pembetulan SPT Tabunan PPh Oleh Wajib Pajak Badan

Wajth Pajak Badan terdafiar sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan
membetulkan SPT Tahunan PPh Badan fahun Pajak 2003 pada

tanggal 4 Agustus 2008, dengan rincian sebagai berikut ;
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No. Urgian SPT PPh Tahun | Pembetulan SPT Selisth
2003 PPE Talua 2443 {Rp)
{Ep} (Rp)
i Peredaran Usaba | [4.000.000.000,00 | 12.000.000.800,00 | 2.000.000.000,00
2. | Havgs Polick 8.000.000.006.00 | $.000.000.000,08 | 1.000.000.000,60
Ponhatdan
3] Pongurang 00606500000 658000 50 L0000
Penghosilm _
Hruln
4. 1 Penglesian £.235.080.00000 2.195. 606000050 SU0.000.00008
Neitp
5. | Ponghestlan 1200 GO0 503,00 Z.I06405.000.9¢ SH0.D00.900 08
Koo Paink
£, 1 PRI Temtiag 342.500.0060,62 €12.5G3004,46 276.000.040650
1. 1 Hure {Horgs 1§.6006.040.604,68 29,5040, 800.000.90 9.500.900.000.00
Peroiehar
8. 1 Kewygjiban 50.000.000,8¢ 30.000.800,00 [ (20.000.000,00)
9.t Kekavaan 10,950.,000.000,00 | 20.470.600.000,00 | 9.520.600.060,00
Bersiah

Atas data yang dilaporkan tersebut Direktorat Jederal Pajak tidak

dupat menggunakan sebagai dasar unfuk melakukan pemeriksaan,

Penghentian  Pemeriksaan Pajek sepanjang Pemeriksa Pajak belum

menyampalakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHFP).

Sesual ketentuan Surat Edaran  Diceklur Jenderal Pajak Nomor SE-
33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008  dap aturan pelaksananya pemeriksaan
teshadap SPT Wajilb Pajak yang telah dibetulkan dalam rangka Kebijakan
Penghapusan Sanksi Administrast Pasal 37A Undang Undang KUP
dihentikan kecuali:
Palak vang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh
Wajil Patak orang pribadifbadan Iebih rendah dari pada pajak yang

&.

terutzng berdasarkan temuan permenksa vang didukung dengan

bukti yang cukvo {bukan hasil analisis} dan disetujui oleh stasan

Kepala Unit Permneriksaan;

Terdapat indikas? tindak pidana dibidang perpajakan, yeitu ;

o Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan,
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« Menyalahgunakan alau menggunakan tanpa hak Nomer Pokek
Watih Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

e Wanb Papk tidak menyclenggarakan pembukuan atau
pencatatan di ladongsia, tidak memperlibatkan atau tdak
meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;

&  Wajib Pajak tidak menyiinpan buku, catatan, atau dokumen
lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuean yang
dikelola secata elektronik dan diselenggarakan secara program
aplikasi online di Indonesiz sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 avai(l) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tala
Cara Perpajsken;

+ Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau
dipungut;

»  Wyjib Pajak menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak,
bukti pemungutan pajak, bokti pernofongan pajak, dan/atsu
bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan tramgaksi yang
sebenarmya, atay

« Wajib Pajak mengrbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan
schagat Pengosaha Kena Pajak.

Tidok askan dipenksa ates Surat Pemberitahuan Tahuasnan PPh atao
Pembetulan Sural Pomberitchusn Tazhunan PPh, kecuall jika Surat
Pembenitahuan FPh tersebut menyatekan Lebih Bayar (LB} atau yugd, atsu
terdapat datefinfomeasi Iajn vang menyatakan bshwa 8SPT Tahunaen
tersebut tidak benar.

Bahwa seperti telah dijelaskan di atns bahwa data/informasi yang ada
datam  SPT Tahupan PPh Orang Pobadi dan Pombetolan  Surat
Pemberitabuan Tahunan PPh WP badan atau WP Orang Pribadi  yang
memanfaatkan Kebijakan Penghapusan Sanksi Adminisirasi Pasal 37A
Undang Undang KUP tidak dapat digunakan sebagai dasar wntuk
mclakukan tindakan pemeriksaan. Tetapi kalau terdapat data baru yang
menyatakan balvwa SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi atau Pembetulan
SPT Tahunen PPl WP Badan/WP Orang Pribadi vang menyatakan tidak
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benur, maka data/infoarmasi tersebuot dapat digunakan sebagai dasar untak

dilakukan pemeriksaan,

Tata Cara Peagadministrasian  Bagi Wajib  Pajak  Yang
Memanfaatkan Kebiiskan Penghapusan Sanksi Administrast Pazal 37
A Undang Undaug Nomer 28 tahan 2087

A. Tata Cara Peperimaan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh dalam rangka

Kebijakan Penghapusan Sankei Administrasi

a.

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemeberitahuan Tabunan PFh

dalam rangka Kebijakan Penghapusan Sanksi Administragi Pasal 374

Undang Undang KUP secara langsung atau melalni Pos ke Kantor

Pelavanan Pajak;

Petugas TPT/Help Desk menerima dan meneliti SPT Tahunan PPh

Apabila dalam SPT PPh tidak tercantum tlisan “SPT Berdasarkan

Pasal 37A UU KUP", petugas TPT/Help Dask wajib memastikan

apakah  SPT  tersebul dalam  rangka pomsnfastan Kebijakan

Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A;

Petagas TPT/Help Desk meneliti persyaratan dan kelengkapan SFT

Takuman Wajib Pajak yang disampaikan, dengan menggunakan

Formulir Cek List (sesuai Jampiran SE-33/PJ/2008), vaitu memastikan

bahwa :

. SPT Tahunan PPh yang dismapaikan memenuhi kelengkapan
persvaratan ketentusan undang-undang perpajaken;

* Surat  Pemberilshuan Hasil Pemeriksaan (SPHPEY belum
disampaikan kepada Waiib Pajak, dalam hal Wajib Pajak
setiang dilakokan pemeriksaan;

. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Periulaan, penyidikan, peountutan, atau pemeriksaan 4
pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunen PPi/Pembetulan
SPT Tahunan PPh untuk tabun pajak 2006 dan/atay tahun-
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tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar sebelum 1
Januari 2008,

. SPT diterima merupakan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
Oeang Pribadi tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya
dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2008;

) Dilampiri denéan Surat Setoran Pajak (SSP) ssebagai bukti
pelunasan Pajak.

Petugas TPT mengecek kelengkapan tersebut diatas, apabila :

= SPT Tahunan PPh yang sudah lengkap, kemudian data
penerimgan SPT Tahunan PPh dan kelengkapannya,
menerbitkan Berita Penerimaan Surat/Laporan Pengawasan
Anus Dokumen, menyampaikan langsung atau mengirimkan
Berita Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak, menggabungkan
Laporan Pengawasan Arus Dokumen dan Check Lisf dengan
SPT Tahunan beserta dokumen kelengkapannya,

" SPT tahunan yang disampaikan langsung, namun tidak Iengkap
tidak dapat diterima, sedangkan yang disampaikan melalui
Pos/Ekspedisi  dikembalikan kepada Wajib Pajakdengan
disertakan Surat Penolakan SPT Tahunan PPh.

Petugas TPT meneruskan SPT Tahunan PPh beserta Register Harian

Penerimaan SPT Tahunan PPh ke Seksi Pengolahan Data dan

Informasi;

Account Representative/ Peelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi

PPh Orang Pribadi melakukan penelitian untuk menyakinkan bahwa

SPT yang diterima sesuai dengan Ketentuan Kebijakan Penghapusan

Sansksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan;

Dalam SPT merupakan SPT Unbalance yang terdapat kesalahan

matematis = Account  Represenfafive/Pelaksana  Seksi  PPh

Badan/Pelaksana Seksi PPh Orang Pribadi membuat Surat Himbauan.

(SPT tetap diperlakukan sebagai SPT Berdasarkan Pasal 37A Unand

Undang KUP)
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Ada beberapa keleatuan dalam pengadministrasian SPT Tahunan PPh dalam

rangka Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A yaitu tentang SPT

Tahvnan PPh atau Perebetnlan SPT Tahunan PPh yang diterima setelah tanggal
31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Jund 2008 dilakukan penelitian
ulang "spaksh penyampaian SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh

tersebut  dalam  rangke  memeanfaatkan  Kebljakan Penghapusan  Sanksi

Administrasi Pasal 374, dengan prosedur scbagai benkut ¢

a.

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh QOcang Pribadi
memerintahkan Adccownt RepresentaiiveiPelaksna Seksi Orang  Pribadi
meneliti ulang stag SPT Tahunan PPh Omné Pribadi Kurang Baysr yeng
disampaikan setelah tangpal 31 Desember 2007 sampai denéan 30 Juni 2008
vang disampaikan oieh Wajib Pajak Orang Pribdai vang terdaflar dalam
Tahun 2008.

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultast/ Kepala Sekst PPh Badan/Kepala
Seksi FPh Qrang Pribadi memerintahkan Account Representative/Pelaksana
Scksi PPh BadanPelaksna Scksi Orang Pribadi menehfi ulang atas SPT
Tahunan PPh Badan/ Orang Pribadi Kurang Bayar yang disampaikan setelah
tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 30 Juni 2008 yang disampatkan
oleb Wajib Pajak Badan / Wajib Pajak Crang Pribdi yang terdaftar sebelum
tangoal 1 Januari 2008,

Accownt Representarive/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh
Orang Pabadi menghubungi Wajib Pajak vang bersangkutan untuk
menindal Janjufl kekurangsn persyaratan bagi vang akanm memanfaatkan
Kebijakan Penghepusan Sanksi Administrasi Pasal 374;

Setelah memperoleh konfirmast dari Wajib Pajsk yang bersangkuten
Avzount Represemtative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh
Orang Pribadi menuliskan © SPT Berdasarkan Pasal 37A UU KUP” pada
Fomwlir Induk bescria lampoannys terhadap SPT Tahunan PPh ataw
Pembetilan SPT Tahunan PPh yeng memperoleh fasilitas Penghapusan
Sanksi Administrasi dan memberikan tanda { } pada Check List yang ada.
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B. Tata Cara Penghopusan Sanksi Administrasi dan Penerbitan Ucapan Tenima
Kasih

1.

Penghapusan Sanksi Administrasi

Penghapusan Sanksi Administrasi dilakukan dengan tidak menerbitkan
Surat Tagihan Pajak :

a.

Sisiems menampilakan daftar wajib pajak yang menyampaikan
SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan
fasilitas Penghapusan Sanksi Adiministrasi Pasal 37A Undang
Undang KUP;

Account Representative/Pelaksana Scksi PPh Badan/Pelaksana
Seksi PPh Orang Pribadi melakukan penghitungan sanksi
administrasi yang dihapuskan;

Kepala Sckei Pengawasan dan Konsultasi /Kepala Seksi PPh
Badan/Seksi PPR  Orang Pribadi  meneliti  kebenaran
penghifungan  penghapusan  sankst  administrast yang  agn
dicantumkan dalam ucapan terima kasih,

Account Representative/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana
Seksi PP'h Orang Pribadi fidak menerbitkan STP sankst bunga
atas penyampaian SPT Tahunaw/Pembetulan 5PT Tahunan PPh
terhadap Wajib Pajak dalam dafiar.

Penerbitan surat yeapkan terima Kasih

Setelah dilakukun penghitungen sanksi adminfstrasi yang tidek akan

diterbitkan Surat Tagihan Pajak, maka akan dilakukan penerbitan

ucapan terima kasth dengan prosedur sebagai berikut

a.

Account RepreseniativelPelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana
Seksi PPR Orang Pribadi menyiapkan konsep Surat Ucapan
Terima Kasih kepada Walih Paisk dengan mencanhunkan
basarnya setoran pajak dalam rangks pemanfaatan Kebijakan
Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang
KUP dan sanksi administrasi yang dihapuskan;
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Kepala Seksi Pengawasan dan KonsultasiKepala Seksi PPh
Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi meneliti dan memaraf
konsep Sarat Ucapan Terima Kasih,

Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Swurat Ucapan
Terima Kasihy;

Surat Ucapan Terima Kasih ditata usahaken dan disampaikan
kepads Waiib Pajak melalui Subbagian Umum;

Surat Ucapakan Terima Kasih dikinim paling lambat [{satu}
minggu setelah SPT Tahunan PPh ateu pembetulan SPT Tahunan
PPh  diterima, kecmali SPT Waplh Pajak sedang  dalam
pemerikszan maka Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling
lambat J{satu) bulan.

€. Tata Cara Penghentian Pemeriksaan
Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang KUP
ini juga dapat dimanfaatkan oleh Wajib Paiak yang sedang diperiksa

sepanjang Surat  Pemberitahuan  Hasil Pemeriksaan  (SPHP)  belum

disamypaikan Wajib Fajak dapat mengpunakan fasilitas ini.

13

Pemeriksaan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak

Prosedur yang haros dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam

rangka penghentian pereriksaan adalah sehagail berikut «

&.

Kepsla Seksi Pelayanan/Tata Usaha Perpajakan wajib membuat
dan menyampatkan Daflar Wajib Pajak yang wmemanfaatkan
Pasilitas Penghapusan Sankst Administrast Pasal 374 kepada
Kepala Seksi Pemerniksaan/Kepala Scksi PPh Badan/PPh Crang
Pribadi/Pajak  Perlambahan Nila¥Kepsla Seksi  Pemotongan,
Pemungutan Pajak Penghasilan, jika Wanb Pajak sedang dilakokan
pemeriksaan Kepala Seksi Pemeriksaan Kepala Seksi PPh Badan/
FPh  Orang PribadiPajak  Perlambahan Nilat/Kepala Sekss
Pemotongan, Pemungutan Pajak Penghasilan, meminta fotocopy
SPT Tahunan yang bersangkutan;
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Kepala Seksi Pemeriksaan/ Kepala Seksi PPh Badan/PPh Orang
Pribadi/Pajak Pertambahan Nilai/Kepala Seksi Pemotongan,
Pemungutan Pajak Penghasilan, meminta Tim Pemeriksa
menganalisis dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan

Dalam hal pemeriksaan dihentikan karena memenuhi kreteria
mendapatkan fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A
Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
Kepaala Seksi Pemeriksaan Kepala Seksi PPh Badan/ PPh Orang
Pribadi/Pajak Pertambahan Nilai/Kepala Seksi Pemotongan,
Pemungutan Pajak Penghasilan, membuat konsep usulan Nota
Dinas peﬁghentian pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak yang kemudian menandatangani dan menyampaikan Nota
Dinas tersebut kepada Supervisor Pemeriksa Pajak;

Tim Pemeriksa membuat konsep Laporan Hasil Pemerksaan
Dalam Rangka Sunset Poiicy (LPPDRSP) tersebut untuk
mendapatkan persetujuan dari Kepala KPP dengan memperhatikan
jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih yaitu
paling lama 1(satu) bulan;

Tim Pemeriksa harus menguraikan temuan pemenksa yang
didukung oleh bukti yang akurat’konkrit sampai dengan saat Wajib
Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang
Pobadi dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka
Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta menguraian
alasan penghentian pemeriksaan. Format Laporan Penghentian
Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy (LPPDRSP) harus
sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-
04/PJ.7/2002 (Seri Pemeriksaan 01-02) tanggal 16 Mei 2002;
Apabila Laporan Hasil Pemeriksaan Dalam rangka Sunset Policy
disetujui oleh Kepala KPP, Tim Pemeriksa menyampaikan kepada

Kepala Seksi Pemeriksaan,
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Untuk Kantor Pelayanan Pajak yang telah menerapkan sistem
administrasi moderen, Kepala Seksi Pemeriksaan menyampaikan
Nota Dinas kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
tentang informasi penghentian pemeriksaan atas Wajib Pajak yang
memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi Pasal 37A

Undang Undang Ketentean Umum dan Tata Cara Perpajakan agar

membuat Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian
Pemenksaan;
Kepala Kantor Pelayanan Pajak menanandatangani dan

menyampaikan Surat Ucapan Terima kasih dan Penghentian
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan serta
memerintahkan Tim Pemeriksa untuk mengembalikan duku,

catatan, dan dokumen yang dipinjam paling lama 7(tujuh) hari

sejak tanggal laporan Hasil Pemeriksaan.

Bagan Pemeriksaan Dihentikan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008

Kepala Seksi Tim Pemeriksa Kepala KPP Kcepala Sckai Kasubag Umum Wajit Pajak
Pemerksaan Pengawansan & Kansultan!
K.epala Seksi PPH BdnUF
Daltar WP yany
menyampaikan SPT
ThiPembetalan SPT
Tahunan
[ Analisis dapo f tidaknya
pen\erﬂu::lil Jihentilan
2
Konsep lapangan
penphenlian
penieriksaan dalan
rangka sunszt policy
| Fersclujuan konscp
ditandatangani
|
Y
LPPDRSP
L]
Y K 1
. DRSCY SuTat ucapan
Nola Dinas LFP DRLSP terimakasih &
| penghentian
pometiksaan
]
¥ —
engiiman surat Leapan
Persclujuan + terimakasih & Sl.Em! ucapan
ditandatangani penghentian l:l:n:n:h.l?l &
pomeriksaan peophentian
Berlas WP Berkas WP

7 hari sejak tanggal laporan penghentian pemeriksaan dalam ranpka Sunset Policy
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Prosedur Pemeriksaan dilarmjutkan oleh Kanior Pelayanan Pajak karena
memenuhi kreferia angka IV huruf A angka | Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajsk Nomor SE-33/P12008

a. Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan melanjuiken

pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

b.  Apabils Kepala Kanfor Pelayanan Pajak sefuju pemeriksaan

dilanjutkan, maka Kepals KPP membuat Jan mengirim surat
usulan untuk melanjutkan pemerikssen kepads Xepala Kantor
Wilayah atasanmya;

¢.  Dalani hal usvlan Kepala KPP untuk melanjutkan pemeriksaan

disetufui, Kepala Kantor Wilayah sfasannyz membuat surat dan
maengirim  sural persefwjuan uniuk melanjutkan pemeriksaan
kepada Kepala KEP dan Kepala KPP tidak perlu membuat Suzat
Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan.

Bagan Pemeriksasn dilanjutkan oleh Kantor Pelayanan Pajak

karena memenuhi kriteria angka IV hurof A angka 1 Surat Edaran

Direkter lenderal Pajak Nomor SE-33/PJ3/2068

Eoxi Pomeriksaan/
#a37 Sekes Iph Badan!
Ko ¥PB OF

Tam Peneidksian Focpals K§#F Hamdop Limtam Forpals Famail

Dafbr W yaiyy meryarpaiion
SPTTH PEI/ Pandewdan $87
th #¥a

N

Al dasar sakny
pamerdsesn € hentikin

T

Fewy dilsnfarkan l

¥

Natz Diens s seigadiaian
Fomenkazg

I | Diistept + Ditmdaturgand I
| Hnt Binas usulan semarikang

dilasiuskan Sikim

Hgmyeivjul Pemeriksaug
dilagjulken

[ Peaesiksass difasjukan ]?

Catatan :

Apabila Kepala Kantor Wilayah stasannya tidak menyetojui usolan pmeriksaan
dilanjutkan prosedur penghentian pemeriksaan
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Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan cleh Kantor Pelayanan Pajak karena

memenuhi kreteria indikasi tindak pidana sesual Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 maka :

4.

£,

Tim Pemeriksa Pajak membuat Nota Dinas usulan Pemeriksaan

Bukti Permulaan kepada Kepala KPP untuk mendapat persetujuan

dan dikirim ke Kepala Kantor Wilayah atasannya;

Dalam hal pemeriksaan tidak disetwivi, pemesiksazn dihentikan

dengan prosedur pemeriksaan dihentikan dan mengivim Surat

Ucapan Terima kasih dan Penghentian Pemeriksasy;

Dalam hal usulan Pemenksasn Buk#l Permulaan disetujui, Kepale

Kantor Wilayah memerinfahkan agar pemeriksaan oleh Kantor

Pelayanan  Pajak  dihentikan, dan  ditindak  lamunh  dengan

mencrbitkan Instruksi Pemeriksaan Bokti Permulaan, Apabila tidak

disctuiui maka ditindak lanjuti dengan :

- Penghentian Pemeriksaan dengan prosedur penerbitan Surat
Uecapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan;

~ - Atau ditindaklanjutkan sepanjang memenubd kriteria dalam
angka IV huruf A angka | Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak Nomor Se-33/PF2008. tanggal 27 Juni 2008, deagan

prosedur melanjutkan pemeriksasn.

Bagan pemeriksaan dilanjutkan oleh Kantor Pelavanan Pajak

kareua memenubi kreterian indikasi findak pidana sesual angka IV

huruf A angka 2 Sgrat Edaran Divektur Jonderal Pajak
Nomer SE-33/PJ/2008

Fim Porwerikes

Eepais KFF

Foakoarad statannys

Mersbiusg Nata Dinas
Lisulan Pesnardtessn
Bulni Peanutann

Neta Lhurs Usulan N..,l
Foderikaan Bupey

T ——— W@m@“
Tidskdisenjui

Pemeriksans Bupes i
tdak dlserujul -—-Fi Pooerikanan dhanjuian

Prisejoi wsulin

prmncriksaan Duper

¥

Fenghentin
prneriksazn oleh K2

¥

lseruksi Pomriksasn
Bk Peommulesn

Sesuai kebijzian praeribuaan
Buki Fermztian

L 2

Femneriksan
biasa
dilanjuukan
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2. Pemeriksaan dilakukan oleh Kantor Pomeriksasn dan Penyidikan Pajak,
Kantor Wilaysh atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

2.

Kepaia Scksi Pemeriksaan/Kepala Seksi PPh Badan/PPh Orang
Pribadi/Pajak  Pertambahan  Nilai/Kepala Secksi  Pemolongan,
Pemungutan Pajak Penghasilan, membuat konsep surat Kepala
Kantor Pelayanan Pajak tentang pemberitahuan bahwa Wajib Pajak
vang sedang diperiksa telah menyampaikan SPFT Tahupan PPh
fpembetuian SPT Talunan PPh dalam rangka Penghapusan Sanksi
Administrasi Pasal 37 A Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajaken. sesuai dafatar yang dibuwat oleh Kepala Seksi
?eiayan%nﬁi&paia Seksi TUR,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak mienandatangant dan menyampaikan
surat tersebut kepada Kepala Kanior Pemeriksaan dan Penyidikan
Pajak, Kepala Kantor Wilayah/Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
dengan dilampitkan fotocopy SPT Tshunan PPh dalam rangka
Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 374 Undang Undang
Ketentnan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor
Wilayah/IHrektur Pemeriksaan dan Penagihan memrintahkan Tim
Pemerikss unfuk menganalisis SPT Tehunan PPh vang bersangkutan
untuk menstukan dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan;

Dalam hal pemeriksaan tidak dihentikan Kepala Kantor Pemeriksaan
dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayal/Direktur Pemenkssan
dan Penegilian menyampaikan surat pemberitzhuan kepada Kepals
Kantor Pelayanan Pajak;

Dalam hal pemeriksaan dihentikan, Tim Periksa menguraikan alasan
penghentian  dalam  Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam
Rangka Penghapusan Sanksi Administrasi Pasel 37A Undang
Undang Kelgntuan Unuim dan Tata Cara Perpajakan dan membuat
asulan konsep nota dinas penghentian pemeriksaan kepada atasan

langsung Tim Pemeriksa Pajak;
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f.  Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak/Kepala Kantor
Wilsval/Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan surat
pemberitabuan penghentian pemeriksaan dalare rangka penghapusan
sanksi administrasi Pasal 37A Undang Undang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan serta mengembalikan buku, catatan dan
dokumen yang kepada Wajib Pajek paling lama 7(tujuh) hari sejak
tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Pajak dalam Rangka
Sunset Polivy dengan tembusan kepada Kaepalz Kantor Pelayanan
Pajrk terdaflar serta melampirkan Il{sate) Laporan Penghentian
Pemeriksaan Dalam Rangka Penghapusen sanksi administrasi Pasal
374 Undang Undang Ketentvan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bagan Penghentian Pemeriksaan pada Kantor Pemeriksaan dan
Fenyidikans Pajak, Kavtor Wilayah atau Direkiorat Pemeriksaan dan
Penagilian sesuai angka I'V huruf D angka 4 Surat Edaran Direktar
Jenderal Pajak Nomor SE-33/PF/2008

Kepale Seks Fempriisaon/ Kepads seksi Eepalz KPP Ketipen? T Perve ke Waiih Pajok
PP BoF o PPN Yenpavasan Konsuhissi Kakanwil
PTLL/R IER Dokl BF
Huwept enemg Dallay W
o sy Moo SIS (] ] Astiisspmuiavare
Py x;x; Pl sraryimpaitan ; P Atk
ST TH R, ,6,
W Pallas WP dipteilss
«  Tolocopy SFYTH #P4 Kansep LIPORED
+ Posmbensizn $FY Ta - alpsan prghegii
] « B porerdouan
[ persevionn ;.m...._.__l
[ Porreriksazn doesthin I
| rerorae |
Eopsep Sl uoapns
it + 'i POTRAP ]‘ I
penghtatian i
sl
Fursd yrupan
s gaa mret fmrimakasih dan
seagan tosdma kasih > pengheatian
pengheniisn pemesinean
pemieriksin

[ Bakswr M DWW

Dalam penghentian pemeriksaan yang dilakekan oleh Kantor Pemeriksaan
dan Penyidikan Pajak, Kantor Wilayah dan Direktorat Pemeriksaan dan
Penagihan lebilt Janjut distur dalam Surst Edaran Direkter Jenderal Pajak
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Nomor

i3

SE-34/p12008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pensgasan

Pelaksanaan Pasal 37A Undang Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara

Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannys, diator sebagai berikat :
Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Pemeriksaan dan
Penyidikan Pajak dilanjutkan karena indikasi tmdak pidana (sesuai

i.

dengan angka IV buruf A angka 2 Surat Edaren Direktur Jenderal
Pajak Nomor : SE-33/PI2008 tanggal 27 Juni 2008 dengen
memperhatikan kebilakan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagat
barikut:

a,

Tim Pemeriksa membuat nota dinas usulan Pemerikssan Bukt
Pemuilaan kepada ¥epala Kantor Pemenksaan dan Penyidikan
Pajak;

Apabila usulan disetujui, Kepala Kantor Pemerksaan dan
Penyidikan Pajak membuat dan mengitim  surgt usulan
Pemeriksaan Buktl Permulaan kepada Kepals Kantor Wilayah
stasannya, dalawy hal ndak disetujul mska pemeriksaan
dihentikan dengan prosedur penghentian pemeriksaan atau
dengan melanjutkan pemeriksaan dengan kriteria yang diafur
dalam apgka IV hurmf A angka 1 Surat Hdaran Direkier
Jenderal Pajak Nomor SE 33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008,
vaite pemeriksaan dilanjuiksn karena paiak penghasilan vang
terutang lebih rendah dari temuan pemeriksa.

Apabila usulan Pemerksasn Bukt Permulaan disetujui oleh
Kanior Wilayah atasannys, maka pemenksaan oleh Kanter
Pemeniksaan dan Penydikan pajak dihentikan, dan diterbitkan
Instroksi Pemeriksean Bukti Parmuolaan oleh Kepala Kantor
Wilayah atasaanya, Dalam  hal  tidak  disetgjui  maka
pemeriksaan  dihentikan  dengan  prosedur  penghentian
pemeriksaan atau dengan melanjntkan pemenksaan dengan
kreteria yang diastur datam angka IV henuf A angka 1 Sural
Bdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 33/PJ/2008 tanpgal
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27 Juni 2008, veitu pemeriksaan dilanjutkan karena pajak
penghasilan yang tenutang lebih rendah dari temuan pemeriksa.

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilaysh dilanjutkan
karena indikasi tindak pidana {sesuai dengan angka IV humf A
angka 2 Sworat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-
A3/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan

Pemeriksaan Bukti Permulsan sebagat berikut

g,

Tim Pemeriksa membuat nota dinas usolan Pemeriksaan Bukti
Pernulaan kepada Kepala Kentor Wilayah;

Apabila usulan disetujui, Kepala Kantor Wilsvah membuat dan
mengirin surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada
Direktur Intelien dan Penyidikan dalam bal tidak disetujul
maka pemenksasn dibentikan dengan prosedur penghentian
pemeriksaan atau dengen melanjutkan pemsriksaan dengan
kreteria vang diatur dalam angka TV hursf A angka | Surat
Hdaran Direlctur fonderal Pajak Nomor SE 33/P1/2008 tanggal
27 Juni 2008, vaitu pemeriksaan dilanjutkan karena pajak
penghasilan yang terufang lebih rendah dart temuan pemsnksa.
Apabilz usulan Pemeriksaan Bukii Permulaan disetujui cleh
Direktur Inteleien dan Penyidikan, maka pemerikssan oleh
Kantor Wilayah dihentikan, dan  diterbitkan  Instruksi
Pemeriksaan Buk$i Pemmulasn atav . dalam hal tidak disetujui
maka pemeriksaan dihentikan denpan prosedur penghentian
pemeriksaan atsu dengan melanjutkan pemeriksasan dengan
kreteria yang diatur dalam angka IV hemf A angka | Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 33/P)/2008 tanggal
27 Juni 2008, vaitu pemseriksaan dilamjutkan karena paiak
penghasilen yang tertang lebil rendah dand temuan pemeniksa.
Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Direkiorat Pemeriksaan
dan Penagihan dianjutkan kerena memenubi kreteria indikasi
tindak pidana {sesuai denpan angka IV huruf A angka 2 Surat
Bdaran Direktur Jenderal Pajpk Nomor : SE-33/PJ20608
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moggal 27 Jumi 2008, dengan memperbatikan kebijakan

Pemenksaan Bukli Permulaan sebagai berikut:

» Tim Pemenksa membuat nota  dinas  usulan
Pemeriksaan Rukti Permulaan  kepada Dizektur
Pemeriksaan dan Penagihan;

»  Apabila usulan disetujui, Direktur Pemerlksaan dan
Penagihan membuat den mengiim surat wsulen
Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Divektur Jenderal
Pajak  dalam hal tidak disetufid maka pemenkssan
dihentikan dengan prosedur penghentian pemeriksaan
atau dengan melanjutkan pemeriksaan dengan kxiteria
yang diatur dalam anpka IV huraf A angka 1 Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 88 33/PJ/2008
tanggal 27 Jusi 2008, vaitu pemeriksasn dilanjufkan
karena pajak penghasilan yang terutang Iebih rendah
dani temuan pemeriksa,

* Apabila vsulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disetnjui
oleh Direktnr Pemeriksaan dan Penagihan, maka
pemeriksaan  oleh  Dirckiorat  Pomerkssan  dan
Penagihan  dihentikan, dan  diterbitkan  Instruksi
Pemerikszan Bukti Permulaan atau. Dalam hal tidak
disetujui maka pemeriksaan dihentikan dengan prosedur
pengheniian pomeriksaan atan dengan melanjutkan
pemeriksaan dengan kreteria yang diatur dalam angka
IV huruf A angka 1 Sumat Edaran Divektur Jendersl
Pajak Nomor SE 33/PJ2008 fenggal 27 Juni 2008,
yaitu pemeriksaan dilanjutkan karena pajak penghasilan

yang terutang lebih rendah dari temuan pemeriksa.

3. Prosedur Penghentian Pemeriksaan pada Kantor Pelavanan Pajak Lokasi
ditegaskan sebagar benkut !
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Kepala Seksi Pelayanan/Seksi TUP membuat dafiar Wajib Pajak yang
menyampaikan SPT Tahunan ataw pembetulan SPT Tabunan PPh
dalam rangka Sunset Policy, dan Kepala Seksi Pemeriksesn atau
Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orsng Pribadi pada KPP
domisill membuat surat mengenal dafitar Wajib Pajak yand sedang
diperiksa KPP lokasi dan memanfaatkan Sunset Pelicy;

Kepala KPP Domisili menandatangami dan menyampaikan surat
mengenal dafter Waiib Pajak yang sedang diperiksa KPP Lokasi dan
memanfaatkan fasilifas Sunsef Policy dengan melampirkan folocopy
SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy;

Dari daftar Waiib Pajak yang meman{aatkan "fasiZiZas Sunst Policy dari
KPP Domisili, Kepala KPP Lokasi memerintahkan Tim Pemerikss
Pajak untuk menentukan dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan ;
Dalam hai pemertksaan Shentikan kKarena tidak mwemenuls kritenia
sehagaimana dimaksaad dalam angka IV huref A angka 2 Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PI7200K tanggal 27 Juni
2008 -

* Tim Pemeriksa Pajsk KPP Lokasi membuat konsep Laporan
Penghentian Pemenksaan Dalam  Rangks Swnser Policy
{LPPDRSP) dengan wmenuraikan femuan pemerkssan yang
didukung oleh bukti vang akurat’konkrit sampai dengan Wailb
Pajak membetlakan 8PT Tahunan PPh, untuk mendapatkan
persetujuan dare Kepala KPP lokasi dengan memperhatikan
wakfu penyampaian Surat Ucapan Tenma XKasih dan
Penghentian Pemerikssan paling lama 1{satu) bulan,

= Tormat Laporsn Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangks
Sunset Policy {LPPDRSP) harus gesual dengan Surat Edaran
Direktur  Jenderal Pajsk Nomor SJE-04/P17/2002 (Seri
Pemeriksaan 01-02) tanggal 16 Mei 2002

* Persetujuan Kepala KPP Lokasi dengan menandatangani
konsep Laporan Penghentian Pemeriksaun Dalam Rangka
Sunset Policy (LPPDESP), yang kemudian menysmpaikan
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copy laporan tersebut kepada Kepala KPP Domisili, dengan
tertebill  dahulu

penghentian pemeriksaan tersebut melalui faksimile;

mengirimkan  surat  penganiar  tentang

Sosvai surat pengantar tentang penghentian pemeriksaan,
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh
Badan/Kepala Sckst PPH Orang Pribadi terkait pada KPP
Domisili membuat  Surat Ucapan Terima  Kasth  dan
Penghentian Pemeniksaaan;

Kepala KPP Domisili menandstangani dan menyampaikan
Surat Ucgpan Terma Kasih dan Penghentian Pemeriksaan
kepada Wajib Pajak yang bersangkutan;

Tin Pemeriksaan Pajak KPP lokasi menpembslikan bulm,
vatatan dan dokumen yang dipinjam kepada Weagib Pajak
paling lama 7 (tujuh} hari scjak tanggal Laporan Penghentian
Pemeriksaan Dalam Rangks Sunses Folicy,

Bapgan Penghientian Pemeriksaan pada
Kantor Pelayanan Pajak Lokasi

¥t Pomseriksaanf Kagsts Soksi Fonpsnagm Kpaiz KPP Lepalz KPP Tz Pemeriksa Waib Pajak
Soksl PPR Badar? Sekal i Fansgig Boasialli LokEd
P OF pada HF
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{ {andaiangani 9 ,I icirrsiigtl |_ Angtisis dapat £ tidakuyy
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Dalam hal  pemeriksaan yang dilaksankan oleh KPP Lokasi

dilanjutkan karens memenuhi kretoriz sebagaimana diraaksud dalam

angka IV huref A angka 2 Surat Edamn Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-33/P}2008 tanggal 27 Juni 2008, dengsn memperhatikan

kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan :

s Tim Pemeriksa Paiak KPP Lokasi membuat nota diras usulan
Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala KPP Lokasi;

v Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Pemeriksaan disetujoi
oleh Kepals XPP Lokasi, langkah selanjutnyva dibuat surat dan
dikirim ke Kantor Wilaysh atasanya . Sebaliknys dalam hal
tidak sisetujui, maka pemeriksasn dihentikan dengan prosedur
penghentian pemeriksaan;

¢ Dalzm hal Usulan Pemeriksaan Bukii Permulaan dari Kepala
KPP lokasi disetuiuf, Kepala Kantor Wilaysh atasannya
memeriniahkan agar pemeriksaan dihentikan dan diterbitkan
instruksi Pemeriksaan Bukti Permulasn dengan memperhatikan
kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sebaliknye agpabila
tidak  disetnjui, pemeriksean dibentikan dengan prosedur
penghentian pemeriksaan,

Dalam hal pemerikszan yang dileksanakan oleh KPP Lokasi

dilanjutkan karena memenuhi kriteria SPT yang diperikss menvatakan

lebih bayar, kepada KPP lokasi memberitahukan hal tersebut kepada

Kepala Domisili dengan memperhatikan jangks waktu penyampaian

Surat Ucapan Terima kasih vaitu paling lama 1(satu) bulan,

Atas penghentian pemeriksaan ini masih dapat dipenksa kembali atzu
difindak lanjutl dengan pemeriksaan bukti permulaan setelzh tanggal 31
Maret 2008 apabila terdapat data stau informasi lain yang menunjukkan
bahwa SPT Tahunen PPh yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangks

Sunset Policy ternyara tidak benar,
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3.3.8 Strategi Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 374 Undang Undang

Nemor 28 Takun 2007
Direktorat  Jenderal Pziak  telah  menetukan  strateg Kebijakan

Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 374 Undung-Undang Nomeor 28 tshon
2007 diantaranya |

i,

Pengeluarkan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor ; Peng-
01/PJ/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Fesilitas Penghapusan Sankel Pajak
{Sunget Policy 2008}

Menentukan sasaran Wajib Pajak yang dituju dalam Kebijakan Penghaposan

Sanks] Admimstrasi Pasal 37A Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Pm:pajakarz sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor @ $8-6-

162/P3/2G08 tanggal 4 Juli 2008 tentang Sasaran Waiilk Pajak dan Target

Pertambahan Penerimaan Pajak dan Jumiah Wajib Pajak Orang Pribadi

Program Swivet Pelicy, adlah scbagai bedkut

a. Sasaran Umum yeitu selurvh mazyarakat yang berada di wilayah
Indonesia.

b Sasaran Khusus yaitu 200 Wajib Pajak terbesar penentu penerimaan
di setiap Kantor Pelayanan Pajak dan selurmh Waijib Pajak di Kantor
Wilayah Wajib Pajak Besar serta kalompok Wajib Pajak lainnya
yang dapat terdirt daxi :

1} Sekiorzektor fertenty vang felah  diindentifikasi  dan
dimintakan dibuat profilenya meliputi perkebunan kelapa
sawit, pertambangan batobara, konstruksi dan rea/ esfare;

2) Sektor poiensial lainnya yang {eridentifikasi oleh Kantor
Pusat, yaitu retailer, pulp and paper, perkebunan karet, dan
perkebunan kakae;

3} Waiib Pajak Qrang Pribadi yang meliputi pemilik rumah
mewah, pemilik unit aparfemen, pemilik unit kondominium,
pengacara, akuptan, dokter, notaris, dan tenaga profesional
lainnya, pekerja seni kowersial, pomilik mobil mewah,
pemilik kapal pesiar, pemilik pesawat terbang pribadi,
pemilik helikopter pribadi, anpgota legislatif dan eksekutif
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serta Qrang Pribadi potensial lainnya i wilayah kerja

masing-masing Kantor Pelayanan Pajak.

3. Kampanye Swnsef Policy dilakukan sesuai dengan Surat Tdarem Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-56/PJ/2008 tanggal 23 September 2008 tentang
kampanye Sunye! Policy dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a.

Mengirintkan surat kepada seluruh masyarakstWajib  Pajak uatuk
mengingatkan kembali (remending) agar memanfasikan Sunsef Poficy.
Melaksnakan kampanye Sunsef Policy lebih goncar lag sesuai dengan
kondisi daerah masing-masing.

Meﬁginvemarisasi seiuruil pertanyaan  yang  disamapikan
masyarakat/Wajib Pajak dan menjawab ;.erta menjelaskan sehingga
dipahamt oleh masyarakat/Waiib Pajak dengan menggunakan refernsi
pada booklet dan allang paper.

Mengingatkan dan mengawasi seluruh petugas agar ikut mensukseskan
Sunser Policy denpan sepenuh hail melayani Wajib Pajak agar
memanfaatkan Sunset Policy sesuai kebijakan yang telah ditetapkan
dan tidak membuat judgmentkeputusan sendiri-sendiri yang dapat
menyulitkan pelaksanaan,

Untuk tidak menolak Wapb Paiak vang memanfastkan Sunses Policy
tanpa barkonsultasi dahuly dengan atasan Iangsung menimal Kepala
Kantor.

Memberikan diseminasi sccara berkesinambungan kepada seluroh
pegawiti di kantor-kantor  operasional, terutama kepada petugas
Avcount Representative, fungsional pemeriksa, petugas pelayanan dan
penuyuluh, guan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan
seragam sias perfanysan-pertanyaan mengenai Sunsef Policy,
Menginformasikan kepada masyarakat dan Wajib Pajak untuk segera,
menghubungi Kring Pajak 500-200 atau nomor telepon masing-masing

unit-unit kantor dalam rangka pelayanan Sunsef Policy.

Rangkaian staiegi den sasaran ini diharapkan untuk menarik masysrakat

{Wajib Pajak) untuk memanfaatkan fbsilitas penghapusan sanksi administrasi

Pasal 37A Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
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DAMPAK PENGHAPUSAN SANKSI ADMINSTRASI PASAL 37A UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TERHDAFP KEPASTIAN HUKUM
WAJHEB PAJAK

Sistemm  pemungutan pajak berdasarkan “Self Assessmenmt” diberlakkan di
Indonesia sejal 1 Januari 1984, mengpantikan sistem pemungutan pajak berdasarkan
“Offfcal Assessment” Sistem Self Assessmnef sangat berbeda dengan sistem Offfcial
Assesmert. Dalam sistem Official Assessment , wewenang pemungutan pafak ada pada
fiskus, fiskus yang mensntukan besamnys utang pajak orang pribadi maepun badan
dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merpakan bukti timbulnya suat vtang
pajak. Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiskus mengenal utang
pajaknya.' Sedangkan dalam sistem Seif dssessment, Wajib Pajak diberikan kepercayaan
penuh oleh Negara, jadi Wajib pajak bersifat aktif, untuk mendaftarkan diri memperoleh
Nomor Pokok Wajib Pajak, menghitung/memperhitungkan, membayar/menyetor  dan
melaporkan pajak vang seharusnya ferutang.

Dalam sistem pemunguian paisk berdasarkan Self Assessment menursi penulis
diperlukan kesadaran Waiik Pgjsk terhadap kepedulian Wajib Pajak tentang pajak. Dan
untuk timbuinya suatu kesadaran atau kepedulian mesyarakat sangat dipengaruhi oleh
pengetahuan masyaraka! tentang pajak dan fonpsifmanfast pajak.  Pengetshuan
masyarakat Indonesia tentang pajak dan manfaat pajak sangat terbatag, Hal ind terlihat di
lapangan, dari beberapa pertanyaan yang sering  digjukan para peserta pada saat
penyuluhan diantaranya sebagai berilkut
I, Di negara kita termasuk negara berkembang dan  banyak rakyat yang miskin,

mengaps pemerintah masih mengenakan pajak pada masyarakat 7

' Rimsky K. Judisseno, Pajok & Swmiegi Bisnis. Sugtn Tinfauan tesang Kepastion Frkum dap
?eaeraépan Akumast di Fndoneyy, {Jokarta - PT, Gramedia Pustaka Utama, 20433, bal. 24
Disampaikan oleh seorang mahasiswa dari Fakultas BEkonomi Universitas Swasta di Jakarta
Selatan , Seminar Perpajzkan teniang Undang-Undang Womor 28 tabun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Undang-lindang Nomor & Tahun 1983 lentang Ketentwan Umum dan Tata Cera Pecgajokan |, tanggal 15
Mei 2008, Dan atas perfanyaan lersebut dapat dijelaskan bakwa pemerintah dalam menjalankan fungsinya
sebagat penyelenggara negra membutubkan dana, ada beberapa altematif-alternatif untuk pembiayaan
Negara antars lsin | (i) cetak vang fprinting mongy); () pinjaman laver negaritbrrowing abrosd); (iii)
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2. Mengapa kami (guru) masib perin mendftarkan diri untuk memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP), bukankah gaji guru sudah dipotong oleh bendahara
sekolah 2’

3. Apafungsi pajak bagi masyarakat 7 Apa manfhat pajak bagi masyarakat ?°

Dan masih banyak lagi peﬁnyaampertanym yang mendasar yang menjadi ganjalan

bagl masyarakat untuk menjalankan kewsiiban perpajakan menurut ketentuan peraturan

perpajakan.

Menurt Sony Devanoc dan  8iti Kumia Rahayu, faktor-faktor yang berperan
peating dalam mempengarchi dan mencntukan optimalisasi pemausukan dana ke kas
Negara melalui permungutan pajak kepada warga Negara antara lain 5

1. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-vndangan perpajakan.
Undang undang yang jelas, sederhanma, mudah dimengerti akan memberi
penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Tidak ada salab interprestasi
akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiba perpaiakan sebagaimana
mestinya., Kesadaran dan  kepatuhan pemenvhan kewajitban perpajakan akan
terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit, prosedur yang tidak rumut,
dengan formulir yang mudah diengerti pengisiannya, serta lokasi kantor penerima

pajak yang mudah dicapai akan mengurangi beban pajal; bagi waith pajak.

penjaman dalam negeni (borrowing domasticatly); misalkan dengan menerhitkan obligasi pemerintaly (iv)
menjual cadangan devisa (Ruewsing down foreign exchange reservey). Scmua allernative tersebut ada
tesikoyang difznggung oleh Negars, sedangkan dengan batas-batag tertentu, pemungustan pajak dapat
berperan menjadi salah sste akernative penting sebagai sumber dana pemerintah delam penyelenpgarsan
Negara.

B Perianyaan sepeeti ni seringkali disampaikan di beberapa Soesialisasi {2riainksn ke Generast Muda
dan Gwu-gurie di Sckolah Menenpah Kejunian Negeri di Jakanta Selatan 4 ishun 2607 2008, Ats
penianyaun ini dapst dijelaskan bahwa memang benar guru-gure telah dipotoag pajak oleh masing-masing
bendaharawan, skan fetapi bila ditinjau dari ketentnan Unsdang Undang Nemor 28 tahus 2007 Pasal 2 ayal
{1) bakwa setiap Wajib Pajak yang telah memennhi syarat subyvekiif dan obyektif wajib mendaftarkan diri
untuk memperoich Nomor Pokok Wajib Pajek. Bisamping ite dengan kepemilikan Nemor Pokok Wajib
Pajsk (NPWP) diharspksn ganu-gure berperap aktif untok ket melakukan pengawasan fidask langsang
dafam hal penyetoran pajak yang teleh dipstong oleh bendafarawan ke Negara melalui perminaataan huk
potong PPh Pasal 21,

‘Disarnpaikan oleh siswa-siwa Sekolah Menengah Atas di Jakaria Selatan di tahun 2007 <2008 Atas
pertanyaan ini dapat dijelaskan sevara singkat babwa fungsi pajak melioull fungsi budgetair dalum arti
negara mempunyal Wgastugas rutin dan delam rangka melasksankan pembangunan nasionsl yang
membutubkan biaya . Dana pembiaysan ini berasal dari penerimasn pajak, sedangkan fongsi regulerend
vaity fongsi mengatur yang menipakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapal tujusan tertentu. Sebagat
contoh untuk melindungi produksi delam negerl maka pemerintah mengenakao pajak yang tinggi atas
produk-produk dari huar yang aken diimpor ke Indonesia,

* Sony dan Sii Kurnia rahayy, Perpajakan, Konsep, Teori, dan Isg, (Jukana: Kencana Prenada media
Group, 2006}, kal 26 29
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2. Tingkat Intelektual Masyarakat
Dengan intelektual yang cukup baik, secara nmum maka makin mudah bagt wajib
paink untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Wailb Pajak vang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tentunya akan dapt
melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik, misalkan ménghitung pajak
terutang ataw mengisi Surat Pemberitahuan,

3. Kualitas petugas pagak (intelektual, ketrampilan, intergritas, moral tinggi)
Kualitas petugas pajak sangal menentgukan efektivitas undang-undang dan
peraturan perpjakan vang berlaku. Petugas pajak harus mempunyai reputasi baik,
memiliki intelektualitas tingpi, terlatih baik, digaji baik, dan bermoral tinggi. Dan
petugas pajak harus berkompeten di bidangnya, schinpgs dapat mengpali objek-
objek pajak yang menurut undang-undang harus dikenakan pajak, tidak bergitu
saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak.

4. Sistem administrasi perpajaknan yang tepat
Administrasi  perpajakan hendaklah merupakan prioritag tertingg:  karena
kemampuan pemerintah untuk menjalankan fongsinya secara efektif bergantung
kepada jumlab wang yang dapat diperoleh melalui pemungutan pajak. Sistem
administrasi memegang peranan yang penting. Kantor Pelayanan Pajsk sebagai
unit kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian sebagai operating arms
dari pemerintah harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat.

Menurut pendapat pemalis disaraping hal-hal yang discbutkan di atas, untuk
menumbuhkan kesadaran maesyarakat membayar pajak atas untuk mewujudkan Misi
Direktorat Jenderal Pajak yvaitu menghimpun dana dari masyarakat, perle peran nyala
semua pthak baik dari pihak legistatif, vudikatif, dan cksekutif dari pusat maupun daerab
dengan menjalankan tugas dézz fungsi yang benar dan tanggung jawab penuh terbadap
segala tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga tidak ada pelayanan umum yang
jelek, tidak ada korupsi, tidak ada jalan yang rusak dan lain sebagainya. Jadi pada intinya
pajak benar-benar dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahterasan masyarakat.
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4.1 Latar Belakang Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang
Nomor 28 Tahun 2007
Sistemn perpajakan nasional yang berlaku dirancang dengan ciri-ciri kbusus sebagai

berikut (Fuad Bawazier dan M. Al Kadir, Kebijakan dalam Tax Reform 1994 dan Tax

Reform 1997} 5

1. Sederhana, bukan hanya dalam jumiah, jenis, struktur tariff dan system pemungutan
pajak, namum yang lebih penting adalah mengnpayakan ag;nr kewaiiban perpajakan
atas setiap jenis obyek pajak {misalnya jenis-jenis penghasilan dalam hal Pajak
Penghasilan) dapat éxpemzhl baik aieh aparat maupun Wajib Pajak dengan cara
yang mudah dan sederhana; )

2. Mencerminkan azas pemerataan dalamy pembebanannya dan adil dalam struktur
tarifnya;

3. Memberikan kepastian hokum baik kepada Wajih Pajak maupun kepada aparat
pajak;

4. Menutop peluang penyelundupan pajak dan penyalahgnnzan wewenang;

o

Memberikan kepercayaan yang besar kepada Wajth Pajak dengan memberlakukan

sistem self assessment; :

¢, Menunjang tercapainya sasaran pembangunan, dengan cara mendukung tercapainys
sasaran kebyjaksanaan ekonomi, khususnye melalut berbagal ketentuan Pajak
Penghasilan (PPh} dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN,

Dalam kurun wakts tabun 1984 sampai dengan tehon 2008 hampir seperenpat
abad, kalau dilihat pada kenyataannya hingga saat inikesadaran masyarakat terhadap
kewajiban perpajakan masih sangat rendah ini dapat terlihat dag ¢
1. Jumiah Wajib Paisk Orang Pribadi yang terdaltar.

Jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang

berusia produktif, terlibat datam tabel berikut ini

* Subtyantoro Heru dan Singgih Riphat, Kebijakan Fiskal, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, Febriari
20604, hal 190
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Uraian Tahun
2002 2003 2004 2003
Penduduk yang 85.013.136 52.810.791 93.722.036 24.948.118
Bekeria (13 th) _
Kepala 55.032.000 56.623.000 54.586.000 59.927.000
Keluarga
Sumber BPS 2002-2005
Tabel 11 : Jumiah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan
Wajib Tahun,
Pajak 2002 2043 2004 2005
op 1.986.108 2.263.492 2.564.735 2.828.251
Badan 795451 §82.253 964.122 1.054.127

Bamber Dircktosat Jenderal Pajak

Dan dalam tahun 2006 terdapat pertamabshan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
terdaftar 2.967.963 dan Wajpih Pajek Badan 899,065 dan untuk tshun 2007 jumiab Waiib
Pajake Orang Pribadi terdaflar sebanyak 3.709.865 dan Wajib Pajak Badan gebanyak

1.036.217.

2. Kepatvhan perpajakan yang sangat rendab

Kepatuhan Perpajakan menurut Drs.Safri Nummantu, MSi sebagai suaty keadaan

dimana Wagib Pajak memenubi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya. Ada 2 {dua) macamn kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan
material (Safri Nurmantu, 2003 : 148) yaifu sebagai berikut :’
a.  Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Paiak memenshi kewajiban

perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam  undang-umdang

perpajakan.

Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT Tahunaa PPh sesual

Pasal 7 Undang-Undang Ketentvan Umuom dan Tata Cara Perpajakan  selambat-

? Wurmantu, Safri, Pengantar Perpafakan, ( Jakarla, Kelomapok Yayasan Ober Indonesia, 2003}, bal,

145
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lambatnyva 3 bulan sesudal berakhir tahun pajak, vaitu pads tanggal 31 Maret. Jika
Waiib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum tanggal 31 Maret tersebut,
maka dapat dikatakan bahwa Walib Pajak tersebut telah memenohi kepatuhan
formal.

b. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak  secara
subtantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi
dan jiwa undang-undeeg perpajaken. Kepatohan material dapat melipufi juga
kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak vang memenuhi kepatuhan material dalam
mengis] SPT Tahunan pajak Penghasilan, adalah Wajib pajak yang mengisi dengarn

_ jujur, baik dan benar SPT fersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang
PPh dan menyampaikan ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktunya.
Kalau didasarken pada kepatuhan Formal Waiib Pajak dalam menyampaikan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun 2002 sampai dengen tahun 2007 adalah sangat

rendah dibawah 50 %, vang tergambar dalam grafik i bawah inl,

Grafik | : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan SPT Tahunan PPh

. . S A L by e
38% = = I e
s e 3 oo = . "’\ ":‘.3.?.3“ oy

3% |

24, 15

Persentase - .

3% w6 KEpatuUhizn

. 3% \ = e
2002 2003 2004, 2005 - 2008 - 2007
' TehunPajak -

Sumber Direktorat Jenderal Pajak

Dan apabila dilihat dari kepatohan material suatu keadaan dimana Wajib Pajek
secara subtantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yvakm sesuai ist dan

jiwa undang-undang perpajakan.
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Jika diasumsikan bahwa sstiap Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar melakukan
membayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi terutang dalam satu tuhun pajak  dapat
digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel [11 ©  Perbandingan Realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi Pasal 25/29 dengan
Jumlah Wajib Pajak Terdafiar. -

Na. TURAIAN Tahun Pajak
i 2005 2006 2067
(Rp} {Rp} {Bp)
1. i Realisasi PPh Pasal 1.694.477 863,020 1 1.834373.522.490 | 1.636.458905578
2529 Qrang Pribadi
2. [ Jumlah WE QP 2.829231 2.967.945 3.709.865
3. | Rata-Rata PPh 698,914 624.79% 441,118
Terutang/tabun/
4, | Angsuran P¥Ph 25/WF 58.242 32.066 36.759
OP

Jika diasumsikan setiap Wajib Pajak Orang Pribadl membavar Pajak Penghasilan yang
terutang dalam fahun pajak 2007, maka hanya melakokan angsuran PPh Pasal 25 sebesar
Rp. 36.759,00 dan kalau dibitung harian dengan asumsi 1{satu) bulan 30 hari maka
angsuran PPh OP/harn hanya Ry, 1.225,30 yang lebih kecil dari biaya parkir mobil setiap
kali parkir sebesar Rp 2.000,00. Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa
Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun 2007 dimungkinkan belum dibayar oleh
Wajib Pajak Orang Pribadi dengan keadaan vang schenarnya.

Dengan melibat keadaan ini maka Pemerintah mengambil suatu Kebijgkan
tentang Penghapusan Sanksi Administrasi yang diatur dalam Pasal 37A Undang Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. dimana diharapkan dengan kebijakan i
Wajib Pajak dapat secara terbuka untuk melaporkan segala kewajiban perpajakannya.,
dan sesual pada hasil Rapat Pimpinan Khusus Direktorat Jenderal Pajak tanggal 30 Juni
2008 fujuan dari Penghapusan Sanksi Admimistrasi Pasal 37A Undang Undang
Ketentuam Unwm dan Tata Cara Perpajakan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan
pajak Tahun 2008 dan seterusnya, meningkatkan jumlah dan kepatuhan Wajib Pajak serta
perbaikan system administrasi perpajakan.
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4.2 Penghapusan Sanksi Administrasi Pasl 37A Undang Undang Nomor 28 tahun
2007 Merupakan Pengampunan Pajak Ringan Soff Tax Amnesty}
Terhadap Penghapusan Sanksi Administrast Pasal 37A Undanpg-Undang Nomor
28 tmhun 2007 Direkdur Jenderal Pajzk, Darmin Nasution mengungkapkan sebagai
berikut

it

para pengusaha memang meminta penganmupan pajak Direktorat Jenderal
Pajak belum bisa memenuhinya kareng belum ada payung hukumnya, Kami
rendah hati memberikan Sunses Pelicy, itu memang bukan Tax Arnesty”

Dan ungkapan bghwa Penghapusan Ssnksi Administrasi Pasal 374 Undang Undang
Nomor 28 shun 207 bukan merupekan Yax Ammeaty diungkapan Direktar Jenderal Pajak
di setiap memberikan pengarahan kepada aparat pajak yang bertugas di ldpangan juga
dalam setiap sosialisasi kepada Wajib Pajak.

Menurut pendapat penulis bahwa Penphapusan Sankst Administragi Pasal 374
Lindang Undang Nomor 28 tahun 2007 merupakan Pengampunan Pajak yang bersifat
ringan (Soff Tax dumnesty).

Suatu kebijakan pengampunan pajak ada beberaps faktor vang harus
dipertimbangkan vaity {i} eligibility adalah wajib pajak vang mana vang berbak untok
berparlisipasi di dalam pengampunan pajak, (it} coverage adalah jenis-jenis pajak yang
termasuk program pengampunan pajak. (ili) incentive adalah cakupan vtang pajak yang
termasuk program pengampunan pajak adalah pokek pajak/principal), senksi bunga
(interest) dan atau sanksi dendafpenaity), dan (iv) falkdor dwration adalah jangka
waktunya pelaksanaan program pengampunan pajak, harus ada batasan waktunya.”

Apabila ditinjau  Penghapusan ssnksi administrasi Pasal 37A Uadang-Undang
Nomor 28 tahwun 2007 ada beberap faktor yang merupakan ciri *Pengampunan psjak”
adalah sebagai berikut ;

1. Wajib Pajak yeng bisa memanfasikan fasilitas  Penghepusan Sanksi Administrasi
Pasal 37A Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 (Eligibility), adalah :

® Sulit untuk terapkan Pengampunan Pajak, Sunset Policy bukan pengampunan pajk, Koran Tempo,
Serin , 28 Juli 2008, :
John Hutagao!, Perpajakan Isu-Isu Kontemporer, (Yogyakarta : CGraha U 2007), bal, 32
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a)  Waiib Pajak Baru yaitu Waiib Pajek Orang Pribadi yang terdaftar pada 2008
dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun pajak 2007 dan
tahun-tabun pajak sebelumnya ;

b} Wajib Pajek Lama yaity Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang felab
terdaflar sebelum tangpal 1 Janvar 2008 dan melaporkan atau melakukan Surat
Pemberitahuan  Tahunan Pajak  Penghasilan  atau  Pembetulan  Sural
Pemberitahuan  Pajak Penghasilan tahun 2006 dan whun - tahun pajak
sebelwmnya,

. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tanggal 29 April

2008 tentang Tata Cara Penyvampaian atau Pembetulan SPT dan Persyaratan Wajib

Pajsk Yang Dapat Diberiken Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Ranglks

Penerapan Pasal 37A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umuom dan Tata

Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapakali Diubah Terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 28 tahun éﬁ@?, dalam Pasal 2 dan Pasal € yaitu mengenai pajak vang

mendapatkan fasiliias penghapusan sanksi administrast (Coverage) adalah
a.  Pajak Penghasilan Pasal 25;

Merupakan kekurangan pajak penghasilan yang terutang dalam suatn

tahun pajak yang harus dibayar sendirl olel Wajib Pajak sebelum Surat

Pemberitahuan disampaikan ke Kanior Pelayanan Pajak.  Setalah

berakhirnya suatu  fehun pajak, Wajib Pajak menghitung dan

mempcrhitungl;:'an besarnya Pajak Penghasilan vang terutang dengan

memperhitungkan (dikurangi) jumlah kyedit pajak yang berupa

s  pemotongan pajak ates pepghasilan dari penghasilan berups gaji,
honor, upah, dan lain sebagainya seperiil diatur dalam Pasal 21;

s  pemotongan pajak atss penghasilan dari usaha sebagaimana diatur
dalam Pasal 22;

¢+  pemofongan pajak atas penghasilan berupa bunga, deviden, royalty
sewa dan imbalan lainnya yang diatur dalam Pasal 23;

»  pajak yang diabayar atau terutang di luar negeri yang diatur dalam
Pasal 24,
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»  pembayaran yang dilekukan oleh Wajib Pajal sendiri sesuai pasal 25
atau yang disebut angsuran Pasal 25;

Apabila terdapat kekurangan pembayaran maka Wailh Pajak wajib

membayaran kekurangan pajak penghasilan tersehut.

Pajak Penghagilan Pasal 4 ayat (2), dan/atau

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan fabungan lainnya,

penghasilan dan transaksi saham dan sckuritas lainnya di bursa efek,

penghasilan dan pengalthan harta berupa tansh dan atau bangunan serta

penghasilan tertentyn lainnya, «

Pajak Penghasilan Pasal 15,

Merupekan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang penghitmgannya

menggunakan Norma Penghitungan., yattu bapi Wailb Pajak Orang

Pritadt yang penghasilannya kurang dari Rpi.800.600.000.00 (satu milyar

delapan ratus juta rupish) boleh menggunakana penghitungan Penggasilan

Metio dengan menggunakan Norma Penghitungan.

4. Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi pasal 37A Undang Undang Nomo 28
Tabum 2007 adalah sanksi administrasi yaito |

Unfuk Wajib Pajak Bama (WP Orang Pribadi} vang memanfaatkan Kebijakan

Penghapusan Sanksi Admunistrasi

&

Sanks: Administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang
dibayar.sesual vang diatur dalam Pasal 9 avat (2b) Undang Undang
Nomor 28 1ahun 2007,

Untuk Waiib Pajak Lama (WP OP atau WP Badan) vang memanfaatkan
Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi -

Sanksi Admimstrasi berupa bunga atas  keterlambatan pelunasan
kekurangan pembaysran paiek, vang distur dalam Pasla 8 ayat (2)
Undang Undang Nomor 28 tahun 2007,
Sanksi kenaikan sebesar $0% sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (5}
Undang Undang Nomaor 28 tahup 2007,
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5. Jangka waktu {durarion} peleksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A
Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 sangat ferbatas 1 {(safu) tahun adalah 1
Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008,

Dan apabila ditinjau dari jenis pengampunan pajak, Penghapusan Sanksi
Administrasi Pasal 37A Undang Undang Nomor 28 tabun 2007 adalah pokok pajak tetap
dibnyar dan mengampuni sanksi administrasi berupa bunga dan denda kenaikan atsu
disebut Pengampunan Pajak Ringan atan Soff Tax Anmesty.

Penghapusan Sanksl Administrasi Pasal 37A Undang Undang Nomor 28 tahun
2607 yang banya memberikan penghapusan saniksi administrasi, sedang pokok pajaknya
tetep harus dilunasi. Menerut Widi Pramono (dccount Representative KPP PMA Empat)
dengan Sunset Policy sanksi pidana fiskaginya juga gugur dengan dilunasi pokok wtang
pajak yang belum dilaporkan atau belum dibayarkan untuk tabun-tahun pajak vang
mendapat fasilitas Penghapusan Sanks! Administrasi Pasal 37A Undang Undang Nomor
28 tzhun 2007 menurut pendapat penulis untuk sanksi pidana fiskal tetap ada apabila
Wajib Pajak telah memungut/memotong pajak dari pihak lain dan tidak menyetorkan ke
Kas Negara berarit Wajib Paisk yang bersangiutsn melakukan tfindak pidana
penggelapan pajak sesual dengan Pasal 39 ayat {1} huruf {) Undang Undang Nomor 28
tahun 2007. Dalam Penghapusan Sanks: Administrasi Pasal 37A Undang Undang
Nomior 28 tabum 2007, tarif Pajak Penghasilan tetap menggunakan tarif urnuwm tidak
menggunakan tarif khusus vang biasanya lebih rendah dari tanif yang berlaku,

Untuk memudah membedakan antara Swnse? Policy dengan Pengampunan Pajak
(Tax Amnesty) adalah sebagai berikut '

Mo, Uraian Tax Amesty Sunset Policy
{Umumnya)
1. | Penghopusan sanksi administrasi Adafdigunakan Ada/digunakan
2. | Pemberian batas waktu tertentu Ada/digunakan Ada/digunakan
3. | Pernbebasan tuntutan pidana fiskal Adg/digunakan Tidak digunekan
4. | Tarif Paiak Khusus Ada/digunakan Tidak digunakan
5, | Pembebasan dari tuntutan pidana | Ada/digunakan Tidak Digunakan
umum

Catatan untuk nomor 3 penulis berpendapat dalam hal Penghapusan Sanksi Administrast
Pasal 37A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 untuk sanksi pidana {iskal tetap ada

 Widi Framono, Antara Tax Amnesty dan Sunset Policy, Mainlah Berita Pajak, Vol XI No. 1612
tanieal 15 Juni 2008, hal. 28,
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sesuai dengan Pasal 39 ayvat (1) huruf (i} dan Sesuai Surat Edaran Dircktur Jenderal
Fajak Nomor Se-33/1J/2008 tanggal 27 Funi 2008 angka IV hurusf A angka 2.

Dengan demikian menurut pendapat penulis  dan dapat disimpulkan bahwa
Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37 A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007
melihat ciri dan jenisnya merupakan Pengampunan Pajak Ringan atau Soft Tax Amneaty.

4.3. Langkah-Langkah Persiapan Direktorat Jenderal Pajak Diberlakukannya

Pasal 37A Undang Undang Nomo 28 tabuen 2007 ‘

Menurut Prof Dr. Gunadi, Guru Besar Perpajakan Universitas Indonesia “Reformasi
perpajakan {tax reform) vang baik sangat penting dalam membangun pondasi perpajakan
nasional yang efekiif, schat, efisien sertz kokoh”™ Alex Radian ( 19%%} menyatakan
reformasi perpjakan pada dasarnya merapakan perbaikan (improvement) menuju kesdaan
perpajakn yang lebib baik, Reformast menuntut perubahan menuju paradigma baru yang
dianggap ideal, karena adanyz? perubahan kehidupan di segala bidang termasuk politik,
ekonomi, dan social. Dalam hal ini, reformasi perpajekan scbagai bagien dag kebijakan
public scbetinya paling kurang meliputi duz aspek (1) formulasi kebijakan publik dalam
bentuk peraturan, dan (2) pelaksanaan dari peraturan ita sendiri. !'

Direktorat Jenderal Pajak telah melakulan  beberapakaii reformasi di bidang
perpajakan, dan terakhir dilakukan pada tahun 2002, dengan Reformasi Birokrasi yang
meliputt :

1. Modermnisasi Administrasi Perpajakan yang dilakukan pada dasarnys meliputi :*

a.  Restrukturisasi Orgamisasi, penatasn organisasi Dircktorat Jenderal Pajak
disesuaikan  denpan  kebutuhan masyarakat, perkembangan kebijakan
keuangan negara, kebljakan perckonomian, dan perkembangan administras)
publik. Pembenatian dan pembangunan kelembagaan yang terarah sesuat Visi
dan Misi Direktorat Jenderal Pajak dan pro pubiik dibarapkan memberikan
dukungan dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat dan negra
vang lebih adil dan rasional. Adapun konsep yang ada meliputi :

" Gunadi, Kata Sambuten dalam buku Karangan Liberti Pandiangan, Modernasi & Reformasi
Pelayanan Perpajaken,Berdasarkan Undang Undang Terbary, ((Jakana : PT. Elex MediaKomputinde
Kelompok Gramedia, 2008)

" Ydem, hal. 7

Lniversitas Indonesia

Dampak Penghapusan..., Sri Andahyani, PascaSarjana Ul, 2009



133

»  struktur oragamsasi berbasis fungsi ierkait dengan perpajakan yang
diharapkan mampu menciptakan stroktur organisasi yang dapat
menghasilkan  kebijakan berkaulitas dan  dapat  memberikan
pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak dan masyarakat pada
UHIUmnys;

o dilskukan pemisaan antara fungsi pelayanan, fungsi pengawasan
(Taw enforcement} dan fungst pendukung (supporting)

s adanya segmentasi Wajib Paisk fevel operasional) yang dikelola
Kantor pelayanan Pajak, yaitu adanya Kantor Pelayanan Pajak Wajib
Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelgyanan
Pajak Pratama;

o adanya “iternal audit” dan “change program “yaitu direktorat yang
khusus menangani dan mengelols fransformasi perpajakan |

s lebih efisien dan “customer oriented”.

Peayempurnaan proses bisnis di Departemen Keuangan khususnya di
Direktorat Jenderal Pajak {DJP) diarahkan untuk menghasikan proses bisnis
yang akutabel, dan fransparan, seria mempunyai Kinerja cepat dan ringkas.
Untuk #u disusunlah “System Operating Prosedwr” yang rinci dan dapat
menggambarkan jenis keluaran pekerjaan secara komprehensif, melakukan
analisis, melakkan analisis dan evaluasi jabatan untuk memperoleh gambaran
secara rincl mengenal tugas vang dilekukan oleh setiap jabatan, serlz
melakukan analisis beban kerjauntu diperoleh informasi mengenal waktu dan
jumalah pegawal yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu tugas. Dengan
demikian diharapkan dapal memberikan pelayan prima kepada masyarakat
yaitu suata iayanaﬁ yang pasti dan terukur dalam hal penyelesaian persyaratan
administrast vang harus dipenubi dan biaya yang dibutuhkan. Penyempurnan
proses bisnis ini dilakukan dengan konsep :

o berhasis tehuologi komunikasi dan informasi;

»  eofisien dao berbasis “customer oviented”,

e sederhana dan mupdah dimengerti, dan

»  adanya built-in controal.
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¢. Penvempurnaan sistem manajemen Sumber Dava Manusia {(SDM} yvang
berbasis kompetensi dan kinerja,
Perbaikan mekanisme kerja dan  desain struktur  organisasi  untuk
mengoptimalisasikan fungsi berupa (i) perencansan sumber daya manusiz
{SDM} dan rekruetmen, (i) pembangunan pola mtasi, (i) pembangunan
system assessmant center, (iv) pembangunan system informasi kepegawaian
vang terintergrasi, (v) peningkatan akuntabilitas dan (vi} peningkataan
koordinasi dan kolaborasi dengan unit Pembina kepegawaian dan unit tehnis
terkait,*
Prinsip peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan
kualitas, penempatan Sumber Daya Manusia yang kompeten pada tempat dan
waklu yang sesusl, system pola karir vang jelas dan terukur, pengelolaan,
pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)} berbasis kompetensi, seria
keakuratan dan penyajian informasi Swmber Daya Manusia (SDM) sesuai
kebutuhan manajemen. Program peningkatan mangjemen Swnber Daya
Manusia {(SDM) ‘terdiri dari penyelengparaan pendidikan dan pelatihan
berbasis kompetensi, peningkatan disiplin, pembangunan assessment genter,
penyusunan pola mutasi, dap pengintegrasian Sistem hfomasi Pegawai
(SIPEGLY

4. Penerapan Kode Etik Pegawai sehagai pelaksanaan “Good Governance”
Kode Etik Pegawai Dircktorat Jenderal Pajak adalsh pedoman sikap, tingkah
laku, dan perbuatan vang mengikat pegawal Direkiorat Jenderal Pajak dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinys serta dalam pergaulan hidup sehari-
hari, Dengan kode stik seluruh jajaran Dircktorat Jenderal Pajak (DJP)
dituntut untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan melsksanskan tugas
sesuai prinsip-prinsip tata pemenntahan yang baik (good governance).
Dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai Dirckiorat Jenderal Pajak (DIJP)
seringkali dihadapkan pada situasi yang menimbulkan pertentangan

kepentingan {conflict of inferest} dan situasl yang dilematis. Dalam situasi

Y Depatemen Keuangan Republik Indonesia, Profil Reformasi Birokrasi Separtemet Kevangan,,
2008, hal. 37
" thid
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demikian diperlukan Kode Etik sebagai pedoman bagi pegawal untuk
mencatukan sikap yang scharusnya-paling layak- diambil.Dan dengan
diberlakukannya Kode Etik ini untuk meningkatkan citra Dircktorat Jenderal
Pajakdi mata masyarakat terutama untuk mendukung visi dan misi Direkiorat
Jenderal Pajak.

& Pelayanan dan Pencgakan Hukum {Law Enforncement)
Menurut Direktur Jenderal Pajak, Darmin MNasution, salah satu tufuan pokok
moderisayi administrasi perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kepada Wajib Pajak dan sclurub stakeholder perpajakan. Pelayanan adalah
sentra dan indikator utama untuk membangun citra Direkiorat Jenderal Pajak
(DJP) sehingga knoalitas pelayanan harus terus menerus ditinglatkan dalam
rangka mmjudm harapan dan membangun kepercayaan Wajib Pajak dan
seluruh steakholder perpajakan terhadap Direktorat Jenderal Pajak. '’ Dan
berdasarkan Sutat Bdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PI2007
tanggal 5§ Oktober 2007 tentang Pelayanan Prima disusunian Buku Panduan
Pelayanan Prima Direktorat Jenderal Pajak yang berisi tenfang standar
pelayanan, ketentuan petugas di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), petugas
pendukung, waktu pelayanan, eotika pelayanan, etika bertelepon, etika
berbusana dan lain scbagainya. Sedangkan fungsi pencgakan hukum {law
-enforcement) Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan pengawasan
terhadap segala kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui pengumpulan data,
himbauan, teguran, penelitian, pemeriksaan dan penyidikan.

2. Reformasi Kebiiakan Perpajakan

Dengan  melakokan amademen Undang-Undang Perpajakan  yang  bersifat

“Taxpayer Friendly” karena lebih memberikan rasa keadilan, kesederbanaan,

kepastian hokum dan netralitas kepada Wajib Pajak. Adapun Undang Undang yang

telah dilakuakan amademm adalah :

¥ Darmin Nasution, Kata Pengatar datam Buku Panduan Pelayapan Prima (Jakarta ; Direktorat
Jenderal Pajak, 2008), hal. 1
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Undang Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan yang terakhir diubah

dengan Undang-Undang Nomor 28 tshun 2007 dengen memberikan

perubahan vang sangat mendasar seperti |

Menyimbangkan hak dan kewsjiban antara walib pajak dan petogas

pajak.
Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tetang Perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan, hanya mengatur tentang kewajiban petugas pajak.

yang melakukan kelalaian atau dengan sengaja menghitung/menstapkan

pajak tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan

menimbulkan kerugian bagi negara dikenakan sanksi (Pasal 36A, 368,)
tetapi dalamn Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 di dalam Pasal
36A mengatur beberapa hal tentang pegawal pajak yaitu

a.

Apabila melakukan kelalaian/sengaja menghitung dan menetapkan
pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan aken
dikenakan sanksi;

Dalam melaksanakan tugasnya dengan sengaja bertindak bertindak
dituar kewenangannya dapat diadukan ke unit internal Depatemen
Keuvangan yang berwenag melakukan pemeriksaan dan investigasi
dan apabila terbuktl skan dikenakan sanksi sesual persturan
perundang-undangan;

Apabila pegawai paiak melakukan pemerssan dan pengancaman
dalam pelaksanaz tugae wntuk keuntungan diri sendiri secara
melawan hokum diancam dengan pidana;

Pegawai pajak yang melakukan tugasnya menguntungkan dird
sendivl  secra  melawan  hokum  dengan  menyalahgunakan
kekeuasaannya memaksa sesorang unfult memberikan  sesuatu
untuk membayar atau menerima pembayaran atau mengejzkan
scuatu diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberaniasan Tindak

Pidara Korupsi dan Perubahannya;
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e. Pegawai pajak wajib mentaati kode efik pegawai dan
pengawasannya dilakukan oleh Komite Kode Etik.

Menerapkan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Pasal 37A

Ketenuan penghapusan sanksi administrast ini hanya ada dan diatur

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan berlakunya hanya di

tahun 2008.

Memperbaiki mekanisme keberatan dan banding,

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Perubshan kedua

dari Undsng-Undang Nomor 6 fahun 1985 tentang Ketentuan Umum

den Tata Cara Perpaiakan tentang kebertan dalam Pasal 25 ayat {7)

mengatur bahws keberatan fidak menunda tindakan penagihan, tetap

harus membayar hutang pajak tersebut, sedangkan dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa dalam hal Waib Pajak

mengajukan keberatan ;

a.  Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling
sedikil sejumlah yang disetujui Waiitb pajak dalam pembahasan
akhir hasil pemeriksaan;

b, jangka waktu pelunasan tertanggung sampai dengan 1{satu} bulan
sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan

Dalam ha] Wajib Pajak mengajekan bending dalam ketentuan lama

bahwa pengajuan banding tidak mepunda membayaran pajak dan

penagihan pa}ak, sedangkan dalam undang-undang baru diatur sebagai
berikut ;

¢  Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding jangka waktu
pelunasan pajak tertanggeh sampai dengan I{satu} bulan sejak
tanggal penerbitan Putusan Banding,;

»  Jumlah pajak yang behum dibayar pada saat pengajuan keberatan
tidak termasuk sehagal hutang pajak;

e« Jumiah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan banding belum merupakan pajak yang terulang

sampsai dengan Putusan Banding diterbitkan;
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s  Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian |
Wajib Pajak dikenekan sanksi administrasi berupa denda sebesar
100% dari jumiah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi
dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan

keberatan.

b.  Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah dengan Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2008 yang meliputi ;

Meningkatkan daya saing melalui penurunan tarif pajak.

Menurut Undnag-Undang Nomor 17 Tehun 2002 tentang Perubahan
Ketiga Undang-{Indang Nomer 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasifan
adalah sebagai berikut, tari{ untuk Waiib Pajak Orang Pribadi adalah
sebagai berikut :

Uiratan Lapisan Penghasilan Tarif
Tarif untuk Wajib a. sampai dengan Rp.25juta 3%
PapakOrang Pribadi | b diatas Rp.25 juta 5.4 Rp.50 juta 18 %
¢. diatas Rp.S0 juta sd Rp. 100 hta 15 %
d. diatas Rp. 100 jutas.d Rp. 200 juta | 25%
@, di atas Rp. 200 jula 5%

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Undang-Undang Nome 7 tebun 1983 teptang Pajak
Penghasilan, tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai
berikuf

Uraian Lapisan Penghasilan Tarif
Tarif untuk Waiib a. sampat dengan Rp. 56 juta 5%
Pajak Orang b, diatas Rp. 50 juta s.d Rp, 250 juta 15 %
Pribadi c. diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta 25%
d, di atas Rp. 500 juta 30 %
»  Penerapan tarif runggal

Menurut Undnag-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perubahan
Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pesghasilan
adalah sebapai berikut, tarif untuk Wajib Pajak Badan adalah sebagai
berikut
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Uraian Lapisan Penghasilan Tarif
Tarif untuk Wajib a. sampal dengan Rp. 50 juta 10%
Pajak Badan b. diatas Kp. 50 juta s.d Rp. 100 jula 15 %
¢. diatas Rp. 100 juta 30 %

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 teatang Perubahan
Keempat Undang-Undang Nomo 7 whun 1983 tentang Pajak
Penghasilan, tarif untuk Wajils Pajak Badan adalah sebagai berikut

a.

Tarif Tunggal ditwrunkan menjadi 28% pada tehun 2009 dan akan
menjadi sebesar 25% pada tehun 2016,

" Untuk Wajib Pajak badan Masuk Bursa diberikan terif 5% lebih

rendah dari tarif yang berlaku.

Perluasan biaya yang bisa dikurangkaa;

Atas sumbangan yang boleh dibiayakan adlah sebagai berikut ;

1.

3
4.
5.

Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional (Pasal 6
ayat (1) horuf i)

Swnbangﬁ:; dalam rangka penelitian dap pengembangan vang
dilakukan di Indonesta (Pasal 6 avat (1) huraf })

Biaya pembangunan infrastruktor social (Pasal 6 ayat (1) huraf k)
Sumbangan fasilitas pendidikan (Pasal 8 ayat (1) hurot [}
Sumbangan dalam bidang olah raga {Pasal 6 ayat {1) horaf m)

Penghasilan Tidak Kena Pajak dinaikkan;

Menurut Undnag-Undang Nomor 17 Tahug 2002 tentang Perubshan
Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
adalah besar ifenghasitan Tidak Kena Pajak sebagai berikut

No Uraian Besarnva PTKYP
| Untuk dirt Wajib Pajak Sendiri Rpl13.260.0000
2§ Untuk Status kawin Rpl.200.000
3 | Untuk Isiri yang bekerja Rp13.200.000
4 | Untuk setiap tanggungan {maksimal Rpl.200.000
3 orang}
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Menurut Undang-Undang Nomeor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Undang-Undang Nomo 7 tshun 1983 tentang Pajak
Penghasilan, Penghasilan Tidak Kena Pajak menjadi .

No Uraian Besaraya PTKP
1 | Untuk diri Wajib Pajak Sendiri Rp15.840.0000
2 | Untuk Status kawin Rpl1.320.000
3§ Untuk Istri yang bekerja Kpl15.8400.000
4 | Untuk setiap fanggungan (maksimal Rp1.320.600
3 crang)

»  Penghapusan Fiskal Luar Negers; ‘

Fiskal Luar Negeri pada saat inf sebesar Rpl.000 000 melalui udara dan

Rp500.000,00 melalui Jant/crang dan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 36 tahun 2008 ketentwan fiskal luar negeri adalah sebagai

berikut :

1. Untuk tahun 2009 bapi Wajib Pajak yang sudah memiliki Nomor
Pokok wajib Pajak (NPWP) dibebaskan dar pembayran fiscal juar
negeri  sepanjang dapat menunjokkan kartu NPWP pribdi atau
kartu NPWP milik orang tua bagi anak dibawal usiz 18 tahun atau
Karty NWP milik suami bagi istri vang akan berangkat ke luar
negeridibuktikan dengan Karty Keluargs;

i

Tahun 2011 kewajiban pembayaran fiscal luar negert ini akan
dibapuskan.
s Tanf vang lebi?i tinggi bagi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak (NFWP).
Dalam Undang-Undang Nomor 36 talun 2008, bapi Wajib Pajak vang
balum r{zamit[iki MNomor Pokok Wajib Pajzsk (NPWP) akan dipotong
Pajak Penghasilan
e Pasal 21 dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif normal.
e Pasl 22 dan Pasal 23 dikenakan lebih tinggi 100% dari tariff
normal.
¢.  Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai masih dalam pembahasan di
Dewan Perwakilan Rakyat dimana reformasi Undang Undang Pertambahan
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Nilai untuk meningkatian netralisasi dampak PPN terhadap dunia usaha
antara lain penyederhanaan, pengecualian Pajak Pertambahan Nilai transaksi
merger, transakst berbasisis syariah, tarif 0% {(nol persen) untuk ckspor Jasa
Kena Pajak, tax refun pembelian barang oleh turis asing.

Intensifikasi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak
Berdasarkan Surat Rdaran Direktur Jederal Pajak NMomor : SE- 06/PJ.8/2001 tanggal
11 Juli 2001 tentang pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak
terhadap objek serta subyek pajak yeang telah tercatat atau terdaftar dalem
administrasi Direkiorat Jenderal Pajek Dalam reformasi perpajakan strategi \
intensifikasi pajak dilakukan dengan: penyemnpurnaan basis data, Optimalisasi
Duta Perpajukan {OPDP), Non filer (Waijib Pajak tidak lapor tetapi terdapat
data di Direktorat Jenderal Pajak}, Mapping, Profiling dan benchmuarking,
penegakan hukum,

Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan  dengen
penambaban jumlah wajib pajak terdaftar dan perfuasan obyek pajak dalam
administrasi Direkiorat Jenderal Pajak. Dalam reformasi perpajakan strategi
ekstensifikasi meliputi : properti (property base), karyawan (melatui pemberi
kerja/Bendaharawan Pemerintah), Profesi (Profesional bose) Sistem Intergrasi
Geografis (81G).

Dengan langkah-langkah terscbut di atas Direktorat Jenderal Pajak berusaha

merubah paradigma lama menjadi paradigma bare  yaite memberikan citra yang baik

yaitu dapat dipercaya oleh masyarakat Wajib Pajak dan lebib berstfar terbuka. Dengan ini
semua diharapkan Wailb Pajak juga melakuka hal yang sorupa terbuka kepada Direktorat

Jenderal Pajak terhadap selurubh kewajiban perpajakannya dengan melaporkan selursh

penghasilan fomzet), harta yang dimiliki dap segala keawajiban Wajib Pajak.

4.4. Faktor Diterbitkanuya Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A
Undang Undang Nomo 28 takun 2007

Dalam sistem pemunguian paisk berdasarkan  Self Assessment, Wajib Pajak

diberikan kepercaysan penuh oleh negara, untuk mendafiarkan diri memperoleh Nomor
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Pokek Wajib Pajak (NPWP), menghitung/memperhitungkan, membayar/menvetor dan
melaporkan pajak yang seharusnya terutang, jadi Waiib Pajak bersifist aktif dalam

melakukan selurnih kewajiban pajaknya.

Seperti telah dijelaskan di atas tentang latar belakang diterbitkan Penghapusen
Senksi Administrasi Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, vaity ;

1. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak yang telah memenubi syarat subyektf dan
obyektif untuk mendafiarkan diri memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPL

Hal ini dapat dilihat dari jumiah Wajib Pajak Grang Pribadi terdaflar pada tahun

2007 hanya sebesar 3.709.865 Waiib Pajak: '

2. Kepatuhan formal dan material Wajib Pajak sangat rendal, kepatuhan Wajib Pajak
melaporkan Surat Pemeberitahuan Pajak Penghasilan hanya sebesar 32,73 %

3. dan hal ini belum diadakan penclitian secara mendalam tentang kebendran material

tentang Surat Pemberiiahuan Pajak Penghesilan yang telah dilaporkan oleh Wajib

Pajak batk Badan maupun (rang Pribadi

Disamping itu sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Undang-Undaag Nomor ¢ Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, terdapat hal-hal baru yang sebehumnya tidak diatur salah satunya
adalah daiam Pasal 35 berbunyi scbagai berikut :'®

1.

Apabila dalam menjaiankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpaiakan diperiukan keterangan atau bukti dari bank, zkuntan publik,
notaris, konsultan pajak, kantor sdministrasi/atau pihak kefiga lainnys,
vang mempunyal hubunpan denpan Walih Pajak  vang  dilakukan
pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana dalam
bidang perpajakan, atas permintzan tertulis dari Direktur Jenders! pajak,
pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atauw bukti yang
diminta.

Dalam ha! pihak-pihak sebageimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh
kewajihan merahasiakan, untuk keperluaan pemeriksaan, penagihan pasak,
atau penyidikan tindak pidara di bidang perpajakan, kewajiban
merahasiakan  tersebut  ditiadakan kecuali untuk  bank, kewajiban
merahasiakan diatiadakan atas permintaan tertulis dari Menterl Xeuangan,

* Undang-Undang Nomor 28 Tahus 2007 tentang Perubaban Ketiga Undeng-Undang Nomer 6
tahun 1983 tentang Ketentuan Umure dan Tuta Cara perpajakan, Tambahan Lembaran Negara republic
Indonesia Nomar 85
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3. Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pthak.pihak yang terikat
oleh kewsjiban merahasiakan sebagaiman dimaksud ayat (2) diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

Dengan adanya Pasal 35 ini, Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan fungsi
pengawasan untuk penegakan hukurn perpajukan dow enforcemens) yaitu dalam hal
pemeriksaan, penagihan pajak atau dalam rangka penyidikan di bidang perpajakan
diberikan hak oleh undang-undang untuk meminta kepada pibak manapun vang
diperkirakan mempunyai data-data terkait dengan Wajib Psjak yang bersangkutan
dimana data tersebut dapat digunakan untuk menetapkan pajak vang terutang, melakukan
tindakan penagihan dan dalam rangka penyidikan.Dan dijelaskan dalam Penjelasan Pasal
354 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 "Apabila data dan informasi yang berkaitan
dengan perpaiakan yang diberikan oich instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak
lain belum mencukupi, untuk Kepentingan penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak
dapat menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan
dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan
atas data dan informasi dimaksud.”

Dalam penerapan ketentuan Pasal 35 ini pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak)
tidak serfa meria langsung menerapkannya dalam hal entuk memperpleh data dart
berbagal pihak, tetapi untuk memberikan “rasa keadilan” kepada masyarakat Wajib
Pajzk, dan sejalan dengan salah satu tujuan dari amademen Undang-Undang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpaiskan vaitu menysimbangkan antara hak dan kewajiban
Waiib Pajak dan Petugas Pajak, maka diperlakukan juga ketentuan Pasal 37A Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 6 tshun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, vang berisi sebagai berilut ;'

13 Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghastlan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak
yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama
dalam jangka wakin 1 (satu) tahun setelah berlakunys undang-undang ind,
dapat diberikan pengurangan afau penghapusan sankst administrasi berups
bunga atas keferlambatan pefunasan kekuranger pembayaran pajak yang
ketentugnnya diatur dengan atau berdasarkan peratoran Meteri Keuangan.

7 Ihid
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2} Waijih Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk
mempercich Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama I{satu) tahun setelah
berlakunya undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi
atas pajak yang tidak atau yang kurang dibayar untuk tabmn pajak sebelum
diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan (ermeriksaan pajak,
kecuali terdapat data atau Kketerangan yang menvatakan babwa Surat
Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan
lebih bayar.

Hal ini mengingat bahwa tujuan dart pada hukum adalzh memberikan rasa keadilan.
Mengambil pendapat Aristoteles tentang keadilan  bhabwa hukum harus ditaati demi
manciptakan keadilan, keadilan sebagal keutamaan umum {yaitu ketaatan pada hukum
alam dan hukuin positif) terdapat juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang
menentukan sikap manusia pads bidang fertentn. Sebagal keutsrnaan khusus keadilan
ditandai oleh sifat-sifat berikut

- keadilan menentultan bagaimanakah hubungan yang balk anfara orang yang
gatu dengan yang laing

- keadilan berada di tengah dua ckstrem, vaitu diusahakan supaya dalam
mengeiar keuntungan terciptaiah keseimbangan antara dua pihak jangan ada
orang mengutamakan pibaknya sendinl dan jangan juga meagutamakan pihak
lain;

- unfuk menentukan dimanakah letek keseimbangan yang tepat antara orang-
orang digunakan ukuran kesamaan i dihitung secara asimetris atau
geametris. '

Wajib Pajak yang selam.a ini belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sesust
dengan ketentuan undang-undang perpajakan atau sudah melakokan kewajiban paiaknya
tetapi masih belum memenuli ketentaun undang-undang perpajakan yang ada,, maka di
tahun 2008 ini, Wajib Pajak diberikan kesempatan oleh pemerintah (Direktorat Jenderal
Pajok) untuk mendafiarkan diri memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak {(NP'WP) dan
melaporkan Surat Pemberitahuan Tzhunan Pajak Penghasilan dan atau membetulkan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sudah dilaporkan dan membayar

% Then Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, ((vogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982},
hal. 29
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Pajek Penghasilan yang kurang atau belum dibaysr schingga Wajib Pajak dapat
melakukan perubahan dan/atau melaporkan atas seluruh penghasilannys dan seluruh
harta (aset) vang dimiliki dan kewajiban (daftar hutang). Sehingga apabila Direktorat
Jenderal Pajak melakukan inventarisasi data dari berbagai pihak untuk membeniuk data
base di Pugat Pengolahan Data dan Dokumen Pajak (PPDDP) tidak akan menemukan
(mendapatken) data yang belum terlaporkan oleh Wajib Pajak, schingga Direktorat
Jenderal Pajak tidak akan melakukan tindakan kebih lanjut dalam rangka penegakan
hukum fanw enforcement) terhadap data Wajib Pajak yang telah dilaporkan.

4.5. Tujuan Diterbitkannya Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal

37A Undang Undang Nemor 28 Tahun 2087

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
perundang-undangan Pasal 7 mengatur jenis dan hirarki Persturan Perundangan-
undanigan adalah scbaga berikut

1. Undang-lindang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

3. Peraturan Pemerintzh

4,  Peratyran Presiden

5. Peraturan Daerah

Rentuk peraturan-peraturan tersebut di atas adalah bentuk pertama dari kebijakan
publik, yaitu peraturan perundangan yang terkedifikasi secara formal dan legal. Jadi
setiap peratuzan dan tingkat “Pusat” atau "Nasional”, hingga ketingkat Daerah adalah
kebijakan publik karens para pembust kebijkan adalah aparat publik yang dibayar oleh
uang publik melalui pajak dan peperimasn negara lainnya, dan karenanya secara hukum
formal bertanggung jawab kepada publik.””

Suatu kebijakan publik mengandung unsur-unsur sebagai berikut © (i} kebijakan
publik adalab kebijakan vang dibuat oleh administratur negara, atau administratur publik,
yaitu pemerintah negara yang pada tingkat nasional adalah seluruh lembaga negara, yaitu
lembaga legislatif (MPR, DPR), eksekutif (Pemerintah Pusat, Presiden dan Kabinet),

'? Riant Nugroho, Kebifakan Publik Untuk Negora-Negara Berkembang, Model-Aodel perumusan,
Implemantasi, dun Evaluasi, {3akarta ; Penerbit PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2002),
kel 36-31
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yudikatif {(MA, Peradilan), di Indonesia ditambab lembaga akutantif {BPK} Dan d
tingkat daerah, lembaga administratur publiknya adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.
(i) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan
publik, bukan kehidupan orang seorang atau golongan, yang mengatur masalah bersama.
{til) kebijakan publik jike manfasr yang diperoleh masyarakat vang bukan pengguna
fangsung dari produk yang dihasilkan jauh lebil banvak atau lebih besar dari pengguna
Eazzgsung;z‘ya,m

Terkait dengan Penghapusan Sanksi Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahua
2007 tentang Pereubashan Ketiga Undang Undang Nomor & Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umumn dan Tata Cara Perpajakan merupakan suatu kebijakan publik di bidang
perpajskan vang mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh
Presidenr, Suatu kebijakan perpajaken, memuut Lauddin Marsuni, dapat dirumuskan
sebagai berikut &

a.  Suatau pilihan atau keputusan yang digmbi! cleh pemerintah dalam rangka
menumjang penerimaan nesgara dan menciplakan kondisi ekomomi yang
kendusif;

b.  Sualu tindakan pemerintahan dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi
kebutuhan dana untuk keperluan negara;

¢.  Suatn keputusan yang diambil pemeriniah dalam rangka meningkatkan
penerimaan negara dari sekior pajak untuk digunakan menyelesaikan
kebutuhan dana bagi negara,

Dengan demikian diterapkan Penghapusanan Pasal 37A Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2007 yang merupakan kebijakan publik memiliki tujuan-tujuan tertenty antara

tain -

1. Agar seluruh Wajib Pajak sadar peduli terhadap pajak. Sadur dalam pengertian
secara sukarela mendafiarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
{NPWP), dan peduli dalam pingertian membayar pajak, kewajiban pajak ind
merupakan hak untuk ikut serta dalam pembangunan  bukan lagi hanya merupakan

kewajiban saja. 2

™ {bid, kal 25-27

* Haulla Rosdiana dars Rasin Tarigan, Perpajskan Teor! dan Aplikasi, {Yakarta ; PT. RajaGrafindo
Press, 2005}, hal. &9

2 renurut Agus Mudiyone, Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderat Pajak, disampaikan dalem Acara
Public Coner, Metro TV, tunzgal § Uktober 2008, pukuf 15.38 WIB.
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2. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dengan benar
sesuai  ketentuan Undang-Undang  Perpajakan dan meningkatkan kepatuban
pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.”

3. Unfuk membentuk Date Base Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Dalam
kebijakan Sunser Policy ini, Waiib Pajak dibarapkan dengan jujur dan bepar
melaporkan seluruh penghasilan, seluruh harta fasses) dan seluruly kewajibannya
(hutang-kutang}. Oleh karena i terima saja den jangan diapa-apakan**

Menurut pendapal penulis bahwa tujvan utama darl penerapan kebijakan
Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang Nomor 28 tabun
2007 adalah wituk menghimpun data seluruh Wajib Pajak agar Direktorat Jenderal
Pajak memiliki Data Base vang akurat, Sesuai dalam Sistem Self Assessment
dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh unfuk  menghitung,
memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya sesuai
ketentuan perundang-undangan perpajakan, dan Direktorat Jenderal Pajak selama
* kurun waktu 25 tabun ini mempercayai seluruh laporan Wajib Pajak karena tidak
adanyz data yang dimiliki untuk melakukan konfimrasi ulang secars menyelurub
terhadap segala penghasilan (omzet), harta (@ssei) dan kewajiban Wajib Pajak, hal
ini terlihat dari kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajakaya sangat rendah
yaitu rata-rata  kepatuhan formal melaporkan Surat Pemberitahvan Pajak
Penghasilan pada tahun 2007 hanya sebesar 32,73% belum lagi kalau diteliti
tentang kepatuhan materialnya. Sehingga dengan terbentuknya Data Base yang
akurat berdasarkan laporan masing-masing Wajib Pajak dan sesuai ketentuan Pasal
35A bahwa Direktorat Jenderal Pajak diberikan hak untuk menghimpun data dari
pihak manapun juga, meka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penelitan
lebih Janjut seperti melakukan crooss cek antara data dad laporan Wajib Pajak dan
data Wajib Pajak yang bersangkutan dari pihak lainnya yang diperoleh Direkiorat
Jenderal Pajak untuk dilakukan penggalian potensi pajaknya sehingga di tahun-
talan  berikuinya f}irékz&rat Jenderal Pajak dapat meningkatkan realisasi

= thid.

# Disampaikan oleh Darmin Nasution, Direktur Jenderal Pajok dalam Acara Sosialisasi dengan
Pegawai Kanwil X di Jakarta, bertempat di Aula Jedung A Kantor Pusst Direktorat Jenderal Pajak, pada
tanggal 20 November 2008
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penerimaan pajaknya. Sehinpga dengan Data Base yang akurat dan terintergrasi
yang akan dimiliki Direktorat Jenderal Pajak akan mendukung Sistem Pemungutan
Pajak yang berdasarkan Self Assessment. Pendapat penulis tentang Sistem
Pemungautan pajak dengan Sistem Self Assessment yang membutuhkan syatu Data
Base yang akurat dan terintergrasi i atas sesuai dengen pendapat dari Prof. Dir.
John Hutagaol bahwa **

" dalam implementasikannya self assessment sebagal sistem pernungutan
pajak vang melandlasi ketentuan perpajakan di Indonesia. Namun dalam
praktiknya, data mengenai usaha Wajib Pajak secara lengkap dan akurat yang
menjadi alat manitoring yang ampuh di dalem pelaksansan sistem self
assessment belom iersedia. Data Wajib Pajak fcrsebut terssbar di berbagal
instansi/lembags pemerindahan dan swaste dan belum terintergrasi. Untuk
mengatasi  kondisi  tersebut, perlu political will pemerintah dengan
mewaiibkan instansi/lembaga pemerinishan mengirimkan data  yang
dimilikinya mengenai kegiatan usaha Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal
Paiak secara reguler dan memberikan Direktorat Jenderal Pajak untuk akses
atas data perbankan”.

Twuan lainnya untuk menambah  peneripiaan pajak pada tzhun 2008, dengan

kebljakan il dibarapkan Wajib Pajak tertarik untuk memanfaatkan fasilitas

penghapusan sanksi administrasi dengan cara ;

2. Waib Pajek (Crang Pribadi} yang belum terdaftar pada 1 Janvari 2008
(Wajib Pajka Baru) secara sukarela mendaftarkan diri untvk memperoleh
NPWP di tahun 2008, membayar Pajak Penghasilan vang belum
dibayar/disetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh
mulai tahun pajak 2007 dan sebelumnya, paling lambat tanggal 31 Maret 2008,

b,  Wajib Pajak (Orang Pribadi/Badan) yang sudah terdaftar sebelum 1 Januari
2008 {Wajib Pajak Lama), membayar Pajak Penghasilan yang kurang/belum
dibayar.disetor dan menyampaikan Surat Pemberitahnan (SPT) Tahunan Pajak
Penghasitan mulain tahun 2006 dan sebelumpya., paling lambat tanggal 31
Desember 2008,

Dengan diterapkan Penghapusan Sanksi Administrasi pasal 37A Undang-Undang

Nomor 28 tehun 2007, dibarapkan dapat menyumbang pencriman pajak, dengan

mengingat bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki data yang secara

3 John Hotagaol, op.cit, hal.!
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terintregrasi yang dapat digunakan untuk penegaken hukum (fow enforcment)
khususnya untuk Wajib Pajak yang melakukan beberapa hal di bawsh ini

a.

Bkonomi Bawah Tanah (Underground economy}

Merupakan bagian dari keglatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk
menghindarkan pemabayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik
di negara maju maupun negara berkembang

Pelarian Modal ke luar negeri secara illegal

Kebijakan pengampunan pajak merupakan upaya terakhir pemerintah dalam
meningkatkan jumlah penerimaan patak, karena pemerintah mengalami
kesulitan gremajaki dana atau modal yang telab dibawa atan diparkir di lear
negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga
tidak dapat merjangkan ataun menyentuh wajsh pajak yang sccara illegal
menimpan dananya di luar negeri {John Hutagaol, 2007 :30)

Rekayasa t{ransaksi kepangan yang mengakibatkan kehilangan potensi
penerimaan pajak.

Kemajuan infrastruktur dan instrument keuangan internasional {nfernational
financiai and infrasciruciure) contoh tax haven countries dan derivative
tansactions telah mendorong banyak perusahaan melakukan iflegal profit
shifting ke luar neperi dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan
{financial transcaction engiteering). Dengan keunthungan yang dibawa Ke
Iuar negeri sebagian masuk ke Indonesia dalam bentuk lain misalnya pinjaman
luar negert (ofShore lpan) den atan investasi asing (foreign investment).
Transakst ini merupskan pencucian uang (money laumdry). Ketentuan
domestic tidak mampu memajald rekayasa transaksi kewangan di atas. Apabila
hal ini tidak scgerandiselasaiiian maka akan timbul potensi pajak delam jumlah
besar akan hilang (John Hutagael, 2607 1 31).

Dengan demikian diharapkan masyarakat Wajib Pajak memanfaatkan fasilitas
penghapusan sanksi administrasi ini, sehingga pajak yang sebenarnya terutang yang
belum/tidak dibavar dimana Dirgktorat Jenderal Pajak-pun ;;aiia dagarnya tidak
dapat melakukan tindakan pencgakan hukum melalui himbavan, teguran, dan

pemeriksaan karena Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki data yang konkret
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atas getiap fransaksi yang dilakukan oleh setiap Wajib Pajak (masyarakat), dapat
menambah penerimaan pajak sebagai penerimaan Negara di dalam APBN 2008,
Dengan Wajib Pajak memanfaatkan kebijakan ini akan mendapatkan fasiltas
penghapusan sanksi administrasl atas kekurangan pajak yang belum dibayar
dan/atau pajak penghasilan yang seharusnya terutang tetapl belum dibayar dan atas
data yang dilaporkan tidak depat digunskan menetapkan pajak lainnya, serta tidak
akan dilakukan pemeriksaan bagi Wajib Pajak yang dengan jujur dan benar
melaporkan SPT/pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilannnya.

4.6. Kepastian Hukum terhadap Wajib Pajak Yang Memanfaatkan Kebijakan
Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang-Undang Nomer 28
Tahun 2007
4.6.1 Analisis Tentang | Penerbitan Peraturan Pelaksana Pasal 37A Uadang-

Undang Noemor 28 Tahun 2007
Suatu cita hukum menurst Radbruch harus ditopang oleh kehadiran nilal dasar
(Grimdwerten), vaitu keadilan rGerechiigheit), kemanfastan (Zweckmaeszigheit), dan
kepastian hukum (rechtssicherkeit).*® Terkait dalam bab ini membahus tentang kepastian
hukum, dapat dijelaskan secara umum  pengertian kepastian hukum  adalah “Sicherkeif
des Rechts sethst "(kepastian tentang hukum itu sendiri) ada empat hal vang berhubungan
dengan kepastian hukum yaitu : (i) bahwa hukum itu pogilif, artinya bahwa ia adalab
perundang-undngan (Gesefzliches Rechts), (i) bahwa hukom ini didasarkan fakta

{Tatsachen), (i} fakta itu harus diramuskan dengan cara jelas schingga meoghindari

kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan, (iv) hukum positif #u

tidak boleh sering diubah-ubah.”’ Menurut Fuller (1971) ada delapan asas yang harus

dipenuhi oleh hukum dan apaf)ila ita tidak dipenuhi, meka gagalah hukum disebut hukum,

kedelapan asas tersebut adalah sebagai bertkut Y,

a. suatu sistem hukum ferdiri darl peraturan-peraturan, tidak berdasarkan
putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (adhoc);

b. peraturan tersebut diumumkan kepada publik;

¢. tidak berlaku surut, karena akan merusak intergritas sistem;

* Satjipto Rahardie, Hakum Dalam Jagat Ksteriban, {Jakarta : Penerbit UKI Press, 2006}, hal. 135
¥ .

Ibid, hal. 136 ,
A foid
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d. dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umumy;

e. tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

f. tidak boleh mepuntut suvate tindakan yang melebihi apa yang bisa
dilakukan;

g. tidak boleh sering berubab-ubab;

h. harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanzan sehari-hari.

Kebijakan Penghapusan sanksi administrasi pajak distur dalam Pasal 37A undang

Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6

tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan yang disahkan pada
tanggal 17 Juli 2007 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008, Khusus wntuk Pagal
37A hanya berlaku dalam tahun 2008 sejak tanggal 1 Januasi 2008 dan berakhir tanggal
31 Desember 2008.

Dari aturan pelaksana yang telah diterbitkan, menurut pendapat penulis terdapat

beberapa hal yang kurang tepat distaranya adalah gebagai berikut :

I

Peraturan Pelaksana Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diterbitkan
sangat terlambat. Memang untuk Peraturan Pemerintah Nomer 88 Tahun 2007
disahkan pada tanggal 27 Desember 2008, dan Peraturan Menteri Kevangan Nomor
66/PMK /2008 baru diterbitkan pada tanggal 29 April 2008 dan didalam keduoa
aturan fersebut tidak membahas secara lengkap dan jelas tentang Penghapusan
Sanksi Administrasi }?;mal 37A Undaog-Undang Nomer 28 tahun 2007, Dan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edasan Direktur Jenderal Pajak baru
diterbitkan setelah 6{enam) bulan seteish Undarng-Undang Nomor 28 tahun 2008
berlaku. Dan terdapat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajok Nomor SE-67/P3/2008
tentang Pemanfaatan Data Atan Keterangan Yang Berkaitan Pengan SPT Tabunan
Pajak Penghasilan Yang Disampaikan Wailib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan

Pasal 37A Undang Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Beserta

Pelaksanaannya baru diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2008, diszat bates akhir
pemanfaatan Fasilitas penghapusan Sanksi Administrasi int yang tinggal 17 hari
keria lagi. '

Peraturan Pelaksana Pasal 37A  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sering kali
berubah-nbah yang mengkibatkan kebingungan bagi masyarakat khususnya bagi
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Wapb Pajak juga bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak sendiri sebagai pelaksana

di fapangan .
Perturan Yang Dicabut Peraturan Pengganti Mas
Peraturan Tgl. Terbit Peraturan Tgl.Terbit | Berlaku
PMEK 06702/ 2008 | PMK 29/0472G068 | 3 bulan
No. 1 B/PMK 03/2008 No.66/PMEK 03/2008
Perdirjen No. 19/06/2008 | Perdivien No, 062008 | & hari
27/PII00R 30/PI/2008
Surat Edaran Dirjen 19/06/2008 | Surat Edaran Ditjen | 27/06/2008 | 8 hari
No. SE-31/P120608 No., SE33/PJ2008

Dari peraturan vang sering berubah ini dapat menimbulkan keraguan bagi Waijih

Pajak untuk memanfatkan fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Pagl 37A

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 . Seringkali magyarakat Wajib Pajak

mempertanyakan kepada penulis pada saat pelaksanaan sosialisasi langsung kepada

Wajib Palak melalaui Pembukaan Pojok Pajak/Mobil Pajak Kehling, “Apakah

Sunset Policy int merupakan jebakan?” Ada yang menganggap, penerapan ini justra

menjebsk Wajib Pajak, artinya lebih baik menyimpan duitnya di bawah bantal

~ ketimbang melaporkan SPT pajaknya?”

3. Peraturan Peiaksana Pasal 37A Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 sebagai
aturan tehnis mengatur fentang perluasaan tentang kebijekan penghapusan Pasal
37A. Dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 hanya mengatur
teniang | ‘

a. Kategort Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas kebijakan
penghapusan sarksi administrasi yang meliputi (i} Wajib Pajak lama (Badan
atau Orang Pribadi) yang akan melakukan permnbetulan Sural Pemberitahuan,
(it} Wajib Pajak Baru (Orang Pribadi) yang secara sukarela mendaftarkan diri
dan melaporkan Surat Pemberitahuan,

b. Pajak Penghasilan yang mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi
administrasi hanya Pajak Penghasilan Pasal 29 saja.

B ceerenr s Dagmin Nasution, Jangan Takut Dijebak Apaeat Pajak, Gatra, ranggal [3 Agustus
2008, diambil dari klping Pamorku: No. 01148, edisi Kamis, 7 Agustus 2008.
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c.  Sanksi Adminisirasi yang dihapuskan berupa bunga keterlambatan pelunasan
kekuorangan pembayaran pajak dan saeksi administrasi atas pajak yang tidak
atau kurang dibayar,

d.  Khusus untuk Wajib Pajak Baru tidak akan dilekukan pemeriksaan kecuali
terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan
yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau ighih bayar.

Dalam aturan pelaksananya diatur perluasan tentang kebijakan penghapusan sanksi

administrasi diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Kategori Wajib Pajak vang memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi

administrasi Pasal 37A diperluas yaitu ;

i} Wajib Pajak Lama (Badan/Orang Pribadl) yang telah terdaftar sebelum i
Jarwari 2008 dan yang belum perngh menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pajak Penghasilan Tahunan untuk tzhun pajak 2006 dan tahuo-fahun pajak
sebelumaya. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor BSE-34/PJ/2008 tanggal 31 Jull 2008 ientang Penegasan
Pelaksanaan pasal 37A Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Beserta Ketentuan Pelakganaannya, yaitu tentang ketentuan 11
Wajib Pajak Lama nomor | yang menyatakan ol

” Waiib Pajak lama yang menyampsaikan SPT Tahugan WP Badan
atay WP Orang Pribadi untuk Tzhun Pajak 2006 danfatau Tabun-
Tahun Pajak sebelumaya dalem kurun walkdu mulai tanggal
LJanuasi 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan
kurang bayar, diberikan fasilitas Suaset Policy.”

i) Waith Pajak Bkam {orang Pribadi} hasil pelaksanaan eksiensifikasi Wajib
Pajak. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-33/P1/2008 tangpal 27 Juni 2008 tentang Tata Cara pemberian NPWP,
Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi
Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan
Terkait denpan Pelaksanaan Pasal 37 A Undang-Undang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan vaitu tentang ketentuan 1 Tata Cara

* Surat Edavan Dircktur Jenderal Pajmk Nomor SE-3&/Pif2002 tanggal 31 Juli 2008 tentang
Peuegasan Pelaksanaan pasal 37A Undang Undang Ketentisan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta
Keientuan Pelaksansanaya
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Pemberian NPWF Bagi Wajib Pgjak Orang pribadi nomor 4 yang
menyatakan, *Termasuk dalam kriteria Wajib Pajak yang secara sukarela
mepdaftarkan  diri untuk mempercleh Nomor Pokok Wajibh Pajak
berdasarkan hasil ektensifikasi pada tahun 20087,

b. Apabila Wajil Pajak yang melakukan Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak
Penghasilan dan terdapat perubahan atas Omzet {penjualan) dimana atas
penjualan tersebut berupa BEP/IKP sepanjang Wajib Pajak belum memungut
Pajak Pertambahan Nilai & PPn Barang Mewah (PPN /PPn BM). Atas daia
tersebut Direktorat Jenderal Pajak tidak akan menetapkan Surat Ketetapan Pajak

_ Pertambahan Nilai-nya. Jadi terdapat perluasan atas obyek-nya.

c. Sanksi Pasal 7 Ketentoan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaiti berupa denda
keterlambaiaryr pelaoran Surat Pemberitshuan Tahunan Pajak Penghasilan
dihpuskan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 5-439/71/2008
tanggal 9 Desember 2008 fentang Penegasan Ketentuan Pelaksanaan Sunses
Policy. .

d. Perluasan pengtzmtién pemeriksaan, baik untuk Wajib Pajak Lama maupun
Wajtb Pajak Baru yang memanfaatkan fasilitas penghapusan sarksi administrasi
Pasal 37 A Undang;{}ndang Nomor 28 Tahun 2007 kecuali untuk SPT yang
menyatakan Lebih Bayar dan memohon untuk dikembalikan (direstitusi),
pemeriksaan tetap dilanjuikan.

Jadi dalam aturan pelaksanannyas mengatur teatagg hal-hal pokok vang terkait

dengan Jox base vaitu subyek pajak dan obyeknya yang sebarushya diatur dalam

undang-undang yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Peprwakilan Rakyat
atau paling minal Peraturan Pamerintah. Dan didalam Peraturan Pemerintah Nomor

80 tahun 2008 fentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan

Undang-Undang Nomor 6 tahun {983 tentang Ketentvan Umum dan Tata Cara

Perpajakan s.t.b.d.t dengan Undang-Undang Nomor 28 talun 2007, Pasal 33 ayat

{6} menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lenjut mengenai tatz cara penghapusan

sanksi administrasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Kevangan.”

Namun dalam pelaksapaannya Peraturan Menteri Keuangan sampai dengan Surat

Direktur Jenderal Pajak tidak hanya mengatwr tata cara penghapusan sanksi
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administrag( tetapi mengatur hal-hal yvang terkait dengan “fax base”, vang
seharusnya  lidak hanya diatur oleh administrasi regularor seperti Meniern
Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat Victor
Thuronyi, Comparative Tax Low, (2003), konstitusi swatu negara selalu
mensyaratkan bahwa pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang, vang
berati pengensan pajak tidak dapat ditetapkan melalui administrative regulation,
Dan tidak dipungkiri babwa undang-undang pajak pash tidak bisa mengatur segala
aspek pemajakan amﬁ‘ dengan kata lain ada yang harus didclegasikan kepada
pemerintah, akan tetapl pendelegasian kepada Pemerintah adalah bukan hal-hal
yang pokok seperti mﬂetz‘zpan tox base dan tax rate.”!

4. Dengan diterapkannya Pasal 37A {}zzéang-Undang Nomor 28 tzhun 2007 terdapat
beberapa Pasal yang mati surt dan setelah abhun 2008 hidup kembali, Pasal
tersebut mati bagl Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas Penghapusan Sanksi
Administrasi Pagal 37A Undang-Undang Momor 28 tahun 2007 dan hidup bagi
Wajib Pajak vang tidak memanfzatkan fasilitas tersebut. Sesuai Surat Bdaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor 3E-34/PH2008 tanggal 31 Juli 2008 tentanp
Penegasan Pelaksanaan pasal 37A Undang Undang Ketentvan Umum dan Tata
Cara Perpajakan Beserta Ketentuan Pelaksanaannya Nomor 4 sebagai berikut :*2

“Ketentuan Sunset Policy berdasarkan Pasal 374 Undeng-Undang Xetentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dan hanys berfaku untuk
jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum vang digtur dalam
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tsta Cara Perpajakan tidak beriaku.
Ketentuan umum  yang tidak beriaku sehubungan dengan Sunses Policy
seperii kefentuan yang terkait dengan
a. pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama
2(dua} tahun sejak berakbimya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak;
dan
b, persyaratan belum dilakukan pemeriksaan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat(1) Undang-Undang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan.”

*! Tbid, hal. 5+6.

" Surat Edaran Direktur Jenderal Pajek Nomor SE-34/P¥2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang
Penegasan Pelaksanaan pasal 37A Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta
Katenfuan Pelaksanaannvas
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5. Hampir semua Peraturan Pelaksana dari Pasal 37A Undang-Undang Nomor 23
tahun 2007 diterbitkan setelah bulan Juni 2008 dan berlaku surut mulai tanggal 1
Januari 2008. Hal demikian akan merusak sistem yang ada. Tuiuan dari suato
peraturan adalah terhadap hal-bal yang timbul seteloh suatu peaturan yang
bersangkutan itu mulal berlaky, yang mana dimaksudkan untuk mermpengaruhi
prilaky, dan im sulit uatuk dilakukan secara berleku surut. Hal ini sejalan dengan
pandangan sebagail berikut

* Perundangan berlaku surut melaaggar dengan terlalu aturan-aturan pokok
hak asasi manusia, khususnya peraturan mulla lege, nulla poena (apabila tidak
ada peraturan perundangan-undangan, maka tidak ada saoksi), vang melarang
penerzpan hukum pidana secara berlaku surut. Perundangan berlaku surut
melanggar hak-hak kontrak kepemilikan yang telah ditetapkan. Ketentuan-
ketentuan konstitusional dan anggapan-anggapan coomar low yang kuat
mencegah timbulnya implikasi bahwa sebuah UU yang berlaku surut, kecuali
dalam keadnasn yang luar biasa, bahkan apabila dinyatakan secara eksplisit
dalatn gi} #u sendiri, ketentuan-ketentuan tersebut melarang adanya berlaku
sorut.”

Dengan adanya perpturay pelaksana yang berupa Peraturan Direktor Jnederal Pajak,

Surat Bdaran Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan dan berlaku surut ini akan
membuat kekacauan tersediri dan akan merusak sistem yang telah ada. Sebagai
confoh ;

PT. XYZ melakukan Pembetulan SPT Teahunan Pajak Penghasiian Tahan Pajak
2006 dan menyarpaikan ke Kantor Pelayanan Pajak pada tangpal 9 Januari 2008
dengan membayar Pajak Penghasilan yang kurang dibayar. Atas keterlambatan
pembayaran Pajak Penghasilan PT. XYZ oleh Kantor Pelayanan Patak telab
diterbitkan Surat Tagihan Pajak sesuai Pasal 8 zyat {2) dan Surat Tagiban Pajak
tersebut telah dibayar oleh PT. XYZ pada tanggal 3 Maret 2008.

Denpan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-33/PJ2008
tanggal 27 Juni 2048, pade point B huruf 2 menyatakan sebagai berikut

*Terhadap SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh yang diterima
setelah tanggal 31 Desember 2007 sampat dengan tanggat 30 Juni 2008, dilakukan

¥ Ann Seidman, Robert B Seidman dan Nalin Absyeskere, Penyusunan Rancasgan Undang-Undang
Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokeatis © Sebvah Panduan Untuk Persbuat Rancangan Undang-
Usndang, {Elips 11, 2002}, hal. 487
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pengecekan ulang untuk mengetahui apekah penyampaian SPT atan pembetulan

SPT terscbut dimaksudkan untuk memperoleh fasilitas Sunset Policy, dengan

prosedur ...

Dengan adanya kasus ini maka Account Represntative akan melakukan konfirmasi

apakah SPT Tahunan Pembetulan PPh tahun pajak 2006 disampaikan dengan oleh

PT. XYZ memanfaatkan fasilitag Sunser Folicy dan apabila PT. XYZ menyatakan

memanfaatkan fasilitas Swaset Policy, maka sanksi administrasi dalam Surat

Tagihan Pajak tersebut barus dihapuskan, Dan menurat pendapat penulis tata cara

penghapusannya adalah dengan

l.  Kantor Pelayanan Pajak mengusulkan penghapusan sanksi administrasi
berupa bunga Pasal 8 ayat (7} untuk dihapuskan sccara jabatan ke Kantor
Wilayah masing-masing atasannya,

2. Kantor Wilayah mengahapuskan sanksi administrasi Pasal 8 ayat (2) dengan
mengrbitkan Sugat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP
yang terksit dengan sanksi administrasi tersebut,

4.6.2. Penafsiran Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Secara Gramatikal
daa Timbuloys Sanksi Administrasi Pajak, serta Kerterkaiatan
Kepastian Hukum Surat Ucapan Terima Kasih

A. Pengertian Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 secara Gramatikal.

Penafsiran gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling
sederhana uniuk mengetahul makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya
menurut bahasa, susun kata atau bunyinya. Interpretasi menunat hahasa ini selangkah
tebih jaub sedikit dari hanya sekedar “membuat undang-undang”. Disind arti atan makna
ketentuan undang-undang dijelaskan menurnt bahasa sehari-hari vang umum.**Kalau
ditinjau secara gramatikal pengerlian “Penghapusan Sanksi Administrasi” menurut
Karnus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut

M Sudikne Mertokesumo, Bab-saé Tentang Penerman Hukum (Bandung, Citra Aditya Bakti,

1993), him. 14-15,
* hap fiwnww,sms-anda.comfindonesivkemys/indonesia-pratis-lengkep.phpthesit=suksas_id o#
hasil
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. Hapus : (1) tidak terdapat ateu tidak tedihat lagi; hilang; (2) musnalh; lenyap
semuanya akan hapus dari muka bhinni, (3) diampuni; felah hapus segala
dosanpa. Sedangkan penghapusan pencrtlannya proses, cara perbuatan
n}enghap{zsican, peniadaan; petbatalan,

2. Sanksi (1) tanggunpgan (tndakan, hukumam, dsb) untuk memaksa orang
inenepati perjanjian atau menaanti ketentuan 1022 undang-undang (anggeran
dasar, perkumpulan dsb); dl aturan tata tertib harus Jitegaskean apa ganksi nya
kalau ada anggota vang melanggar aturan-aturan itw; (2) tindakan (mengenat
perekonomian dsb) sebagal hukuman kepada suatu negare: Dewan Keamanan
PBE mengadakan sanksi terbadap negara vang menyerang negara lain; (3)
Huk a. Imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentuken
dalam hukum; b, hmbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang
ditentukan dalam hukun:;

3. Administrasi (1) usaha dan kegistan yang melipufi penetapan tujuan serta
penetapan carawcar‘a penyelenggaraan pembinasn organisasi; (2) usaha dan
kegiatan yang berkailan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapal
tujuan; (3} kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;(4)
kegiatan kantor dan tata usahg;

Jadi “Penghapusan Sanksi Administrasi “adalah suatu proses menghapuskan/meniadakan
hukuman-hukuman yang terkait dengan pelanggaran suatu peraturan/kebijakan. Dengan
demikian secara gramatikal “Penghapusan Sanksi Administrasi berdasarkan Pasal 374
Undang-Undang Nomor 28 “Tahun 2007 adalah proses menhapuskan fmeniadakan
hukuman-hukoman  karena terkait pelanggaran-pelanggaran Wajib  Pajak  terhadap
ketentuan pemndang»aﬁéangaﬁ perpaiakan,

B. Timbulnya Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Dalagn Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007  tentang
Perubshan Ketiga Undang-Undang Nomor 16 Talun 2000 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan ; "Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesum
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan  tidak
menggantungkan pada aéanj;?a surat kewetapan pajek. Dan lebih dijelaskan dalam
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penjelasannya menyatakan bahwa pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya
objek pajak yang dapat dikenat pajak, tetapi urtuk kepentingan administrasi perpajakan
saat terutangnys pajak tersebut adalah ;

1. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yaag dipotong oleh pihak ketiga;

2.  pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi ketja,
atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan ussha, atan oleh Pengusaha
kena Pajak atas pemungutan Pajek Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewsh; atau

3. pada akhir Tahan Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Sedangkan dalam ?aéai 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomoer 16 Tahun 2600 tentang Ketentuan
Umum dap Tata Cara Perpajakan @ ™ Jumlah pajak yang terutang mepurut Surat
Pernberitahuan yang disampaikan oleh Wagib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang
sesual dengan ketentuwan peraturan Ferundang-undangan perpajskan”. Dan di dalam
penjelassanya dijslagkan ketenduan ini mengatur bahwa kepada Wajih Pajak yang telah
menghifung dan membayar besarnya palak yang ferutang secara benar sesuai ketentuan
peraturan perupdang-undangan perpajakan, serta meiaporkan dalam Surat Pemberitahvan,
tidak perlu dibertkan surat ketetapan pajsk ataupun Surat Tagihan Pajak.

Fadi berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
bahwa pajak terutang secara material vaitu sejak dipenuhinya syarat fatbestand yang
terdivi dari keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, atan perbuatan-perbuatan tertentu,
tarpa perlu menunggu suatu surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak. Dan ini
sejalan dengan sistem pemungutan pajak “Self Assessmeni”, maka Wajib Pajak yang
harus aktif menghitung sendini jumlah pajak yang teruiang, menyetorkan pajak ke bank
presepsifkantor pos dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Namun demikian fentang timbuinya Sanksi  Admimstrasi  adalah  sejak
diterbitkannys sural ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak dikarenakan karena untuk
perhitungan sanksi administrasi baik denda, tunga ataupun kenaikan yang ditetapkan
oleh fiskus (Direkiorat Jenderal Pajak) harus terdapat dasar pengenaan sanksi tersebut
yang didasarkan pada suatu keadaan dimana Wajib Pajak melanggar ketenman peraturan

perundang-undangan perpajakan.
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€. Kepastian Hukum Suarat Ucapan Terimna Kasih

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cra
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajaka berdasackan Undang-Undang Nomor & Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2047, Pasal 33 ayat (5)
menyatakan : * Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dan ayat (2) diberikan dengan cara tidak mcnerbi&an Surat Tagihan Pajak™.

Apakah dapat diapalogikan bahwa Surat Ucapan terims Kasih sebagai pengganti
Surat Tagihan Pajek (STP) oleh Direlttorat Jenderal Pajak (Kantor Pelayanan Pajak).
Surat Ucapan Terima Kasih akan diterbitkan kepada Wajib Pajak vang memanfaatkan
Fasilitas Penghapusan Sanksi Adminisirasi pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahup
20077, sesuai dengan Surat Bdaran Direktor Jenderal Pajak Nomeor 33/ PJ/2008 tangpal 27
Juni 2008, vang berisi sebagai berikut :

1. Ueapan terima kasih dan penghargaan atas kesadaran dan kepeduhian Wajib
Pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahnan Tahunan Pajak Penghasilan
atan menyampaikan Pembetulan Surat Pemberitahoan Tahunan Pajsk Penghasilan
yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi tebih besar;

2. Besarnya sanksi administrasi berupa bunga atas  kelerlamnbsatan  pelunasan
kekurangan pembayaran pajak yang dihapuskan,

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang terkait dengan Penghapusan Sanksi
Administras] Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 tshun 2007 tidak mengatur lekih
jelas dan rinci tentang Surat Ucapan Terima Kasih.

Sesvai Pasal 14 ayat (2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 menyatakan
sebagal berikut ;" Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak”. Dan dalam penjelasannya
ditegaskan bahwa Surat Tagiban Pajak disamakan kekuvatan hukumnya dengan surat
ketetapan pajak schingga dalam penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.
Dalam Undang-Undang Nomor 28 tabun 2007  diatur dengan jelas dan tegas
kekedudukan Surat Tagihan Pajak.
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Sebagaimana telsh dijelaskan diatas bahwa dengan adanya Kebijakan
Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang Nomor 28 {ahun 2007
untuk memermudah atau mempercepat pelaksanaan pemberian fasilitas sni Direktorat
Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak tetapi dengan membuat Surat
Ucapan Terima Kasih kepada Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan ini. Dengan
demikian apakan Surat Ucapan Terima Kasih ini juga mempunyai kekuatan hukumn
seperti Surat Tagihan Pajak?. Tentu saja tidak, surat ucapan terima kasih ini hanya
merupakan surat biass yang berisi ucapan terima kasih dan penghargaan dari
Direktorat Jenderal Pajak serta jumiah sanksi administrasi yang dihapuskan. Dan
dengan surat ucapan terima kasth ini tidak ada kekuaiam buloumnpya kavens bukao
merupakan produk hukum dari Direktorat Jenderal Pajak.

Kalau dikaitkan dengan arti “Penghapusar Sanksi Administrasi Pasal 37A
Undang-Undang Nomeor 28 tabun 2007 secara gramatikal adaieh groses menghapuskan
/meniadakan hukunsan-hukuman karena terkait pelanggaran-pelanggaran Wajib Paiak
terhadap ketentuan perundang-undangan perpajaksn. Dan apabila mepurut Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perapajakan bahwa timbulnya sanksi administrasi tersebut harus
ada surat ketgtapan atau Surat Tagihan Pajak, maka menurut pendapat penulis seharusnya
dalam penghapusan sanksi gdaministrast seguat Pasal 37A Undang-Undang Nomeor 2%
Tahun 2007 seharusnya diterbitkan dahulu Surat Tagikan Pajalkenya kemudian sanksinya
dihapuskan. Atau dengan kata lain Wajib Pajak harus mengetahui dengan pasti berapa
sanksi administrasi  {dalam Surat Tagihen Pajak) yang merupakan produk hukum
kemudian dengan Surat Kepuwtusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan
Pajak, sanksi administrasi tfzr.sebat dikapuskan. Dengan Surat Keputusan Penghapusan
Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak ini mempunyal kekuetan hukum dan
kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

4.6.3. Penghapusan Sanksi Denda Pasal 7 Undang Undang Nomor 28 Tahun
2007 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 5-439/P¥2008

tanggal 9 Desember 2008
Berdasarkan Pasal 37A Undang Undang Nomor 28 tahun 2007, sanksi administeasi
perpiakan vang dihapuskan menurut Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi adalah
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sanksi admimistrasi berupa bunga. Dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomer 66/PMK 0372008 Pasal 1 mengatur sanksi administrasi yang dihapuskan adalah
sebagal berikut
a. Untuk Waiib Pajak Bara (WP Orang Pribadi} yang memardaatkan Kebijakan
Penghapusan Sanksi Administrasi :
¢ ' Sanksi Administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atan kurang
dibayar sesuai yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2b) Undang Undang Nomor 28
tahun 2007,
b.  Untuk Wajib Pajak Lama (WP OF atau WP Badan) vang memanfaatkan Kebijakan
Penghapusan Sanksi Administrasi o
»  Saoksi Administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan
pembayaran pajak, yang diatur dalam Pasla 8 ayat (2) Undang Undang Nomor
28 tahun 2007,

s  Sanksi kenaikan scbesar 50% scbagaimana diater dalam pasal & ayat (5)
Undang Undang Nomor 28 tahun 2007.

Tentang penghapusan sanks] administrasi berupa bungs dan kenaikan ini dengan
Jelas diatur dan diberikan eonioh di dalem Surat Edaran Direktur Jenderal palak Nomior:
SE-34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta keterstuan pelaksanaannya.
Jadi dalem Kebijgkan Penghapusan Sanksi administrasi Pasal 37A UndangUndang
Nomeor 28 Tahun 2007 tidak memberikan penghapusan atas sanksi denda keterlamabatan
pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan,

Sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan vang diatur dalam Passl
7 ayat {1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 {denda administrasi im berlaku untuk
tahun pajak 2007 dan sebelumnya) adalah sebagai berikut :*°

”* Apabila Surat Pemberitahuan tidek disampaikan dalam jangka waktu scbagaimana
dimeksud dalam Pasal3 ayat {3} atau batas waktu perpanjangan penyampaien Surat
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(4), dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sebessr RpS0.000,00(ima puluh  ribu rupiab) untuk
Surat Pemberitahuan Masa dan Rp.100.0006,00 (seratus ribu rupialy) untuk Surat
Pemberitahuan Tahunan”

3% tindang-Undang Nemor 16 Tahun 2600 tentang Perubahan Kedoa undang Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Kctentuan Urmim dae Tata Cars Perpajakn,
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Tujuan dikenakan denda keterlambatan perlaporan kepada Walib Pajak adalah

untuk kepentingan teritb administrasi perpajakan dan untuk menjaga displin bagt Wajib

pajak vang dalam batas wakiu ditentukan tidak menyampatkan Surat Peraberitahuan,
maka akan dikenzkan senksi berupa denda.
Penghapusan denda keterlamabatan diatur dalam  Surat Direktur Jenderal Pajak

yang diterbitkan sebagal pedoman pegawat di lapangan, yaitu Surat Direktur Jenderal
Pajak Nomor S-439/PJ2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Penegasan Ketentuan

Pelaksansan Sunset Policy yang menegaskan berbagai hal sebagai berikut ¥/

Daiam rangka pelaksanan ketentuan Sunset Policy perlu ditegaskan hal-hal sebagai

herikut -
i.

Dalams Pasal 2 dan Pasal 6 Perahwan Meneri Kevangan Nomor

66/PMK.03/2008 mengatur bahwa termasuk dalam lingkus penyampaian SPT

Tahunzn PPh dalam rangka Sunset Policy ijuga meliputi penyampaian SPT

Tahunan PPh yang terkait dengan pembavaran :

«  Pajak Penghasiian Pasal 25;

e  Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/ atau

*  FPajak Penghasilan pasal 15

yang dibayar sendirs oleh wapb Paiak.

Berdasarkan ketentuan fersebut, maka :

a.  SPT Tshungn PPh yang dilampiri dengan salah satu bukti pembayaran
dari jenis Pajak Penghasilan di atas, maka SPT Tahunan PPh yang
disampaikan tersebut termasuk dalam kelompok SPT yang dapat
mempercleh fasilitas Susset Policy.

b.  Apabila SPT Tahunan PPh dalam rangks Sunset Policy mengakibatkan
perhitungan PPh pasal 26 ayat (4} menjadi lebih besar, perobayaran PPh
Pasal 26 ayat (4) juga harus dilampirken dan tidek termasuk dalam
lingkup Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas Susser Policy,
serta atas keterlambatan pembayaran PPh pasal 26 ayat (4} tetap dikenai
sanksi administrasi berups bungs sesuai dengan pasal € Undang-Undang
KUP dengan menerbitkan STP.

¢.  Apabila wajb Pajak menyampaikan SFT Tehunan PPh dalam rangks
Sunset Policy, keterlambatan atag penyampaian SPT tersebut tetap dikai
sapksi administrasi berupa denda sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang
KUP dengan menerbitkan STP. .

d. Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi yang
ditagih dengan menerbitkan STP terscbut pada huruf b dan ¢, harus
menguslkan penghapusan sanksi secara jabatan kepada Kepala Kantor
Wilayah atasannya.

" Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor §-439/P1/2008 tangga! § Desember 2008 tentang Penegasan
Kelentuan Pelaksanaan Sunvet Poliny
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g. Kantor Wilayah yvang menerima usul penghapusan sanksi pada buruf d
segera menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi
atas STP yang terkait dengan sanksi administrasi pada hurof b dan huruf
c.

Atay penghapusgan sanksi denda kelerlamabatan ini didasarkan pada penafsiran

analogt, derigan mendagarkan bahwa sanksi bunga jumlahnya besar saja dihapuskan —
kenapa sanksi denda yang hanya sebesar Rpl00.000,00 vang kecil tidak juga dihapuskan.
Penafsiran secara analogi ini pernsh {ersampaiskan oleh seorang pejabat Eselon 11
(Kepala Kantor Wilayah ) di salah satu Kanwil di Jakarta. Dan penafsiran secara analogi
ini disetujui oleh Direldur Jenderal Pajak denpan diterbitkan Surat Direktur Jenderal
Pajak Nomeor S8-439/PJ/2008 tenggal 9 Desember 2008 fentang Pencgasan Ketentuan
Pelaksanaan Sunset Policy. ‘

Menural pendapat penulis penafsiran secara analogn di bideng perpaiakan tidak
boleh dilskukan, apabiia ;}&ﬁ‘afsiran menurut analogi vang mengakibatkan dirugikanya
para Wajib Pajak dapat diartiken fidak sesvai dengan dasar pemikiran Pasal 23A Undang
Undang Dasar 1945 karena suatu pajak dalem hal il dikenakan bukan karena kekuatan
atau atas kuasa undang»zmdzing melainken menurut pendapat sebyektif dari apacatur
pajak (fiskus). Walaupun berdasarkan penafsiran amalogi atas pengahapusan denda
keterlambatan inl menguntungkan Wajib Paiak, tetapi tidak tepatieh kalan didalam
Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan saja tidak mengatur tentang penghapusan
sanksi dendz keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, dan hanya dengan
Surat Direktur Jenderal Pajak sanksi denda Pasal 7 Undang Undang Ketentuan Unum
dan Tata Cara Perpajakan dihapuskan.

Dan didalam penghapusan sanksi denda keteriambatan Pasal 7 Undang Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini sesual Surat Direktur Jenderal Pajak
Nomor §-439/P3/2008 tanggai 9 Desember 2008 tentang Penegasan Ketontuan
Pelaksanaan Swunses Policy juga mengatur teatang tata cara penghapusannya yaitu dengan
cara
1. Atas sanksi denda Pasal 7 ini diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)

2. Kantor Pelayanan Pajak mengusulkan penghapusan sanksi denda pasal 7 untuk

dihapuskan secara jabatan ke Kantor Wilayah masing-masing atasannya.
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3.  Kantor Wilayah mengahapuskan sanksi denga Pasal 7 dengan menerbitkan Sueat
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas 8TP yang terkait dengan sanksi
adninistrasi, i o
Dalam menyelesaikan permasalahan yang sama Direktur Jenderal Pajak melakukan

2(dua} cara vang berbeda, yaitn cara penghapusan sanksi administrasi sesua

a.  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanasan Hak
dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 twhun 1983
tentang Kettuan Umum dan Tata Cara Perpajakn st.b.k.d t dengan Undang Undang
Nomor 28 tahun 2007 Pasal 33 ayat (1) menyatakan : babwa Penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga dihapuskap dengan cara fidak menerbitkan Surat
Tagihan Pajak;

b.  Sedangkan dalam Surat Dircktur Jendersl Pajuk Nomor S-439/P32008 tanggal ¢
Degsember 2008 tentang Penegasan Ketentuan Pelaksangan Sunset Policy,
penghapusan sanksi denda dengan cara menerbitkan Surat Tagihan Pajak dan
dihapuskan secara jai}atah dengan mnerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi atas STP yang terkait dengan sanksi administrasi

Dengan adanya penyelesaian yang berbeda afas kasus vang sama ini fentunya akan

menimbulkan ketidak pastian hukum tentang {ata cara penghapusan administrasi. Hal ini

seizlan dengan pendapat Fritz Neumark (Safri Nurmaniu:2008), The Requdrement of

Clarity yaity dalam sistem ferpajakan vang baik, Undang-undang perpajakan dan

peraturan pelaksananys, yang terkait dengan proses pemungutan maka ketentuan-

ketentuan pajak harus dapat dipahami {comprehensibie), tidak boleh menimbulkan
keragu-raguan atau penafsiran yang berbeda, tetapi harus menimbuikan kejelasan (must
be unambiguous and certain) bagl wajib pajak maupun bagi fiskus dan pendapat dari

Rahmad Soemitro (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu: 2008) memberikan penpgertian

tentang kepastian bukum, ketentuan-ketenlaun undang-undeng udak belsh menimbulkan

keragu-raguan. Harus dapat diferapkan secara koansekuen untuk keadaan yang sama
secara terus menerus. Undang-undang harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak
memberikan peluang untuk diinterprestasikan oleh siapapun sefain apa yanpg dikehendaki

oleh pembuat undang-undang.
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Atas penghapusan sanksi administrasi denda keterlambatan pelaporan SPT
Tahunan Pajak Penghasilan }ang dihapuskan secara jabatan dengan menerbitkan Surat
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP yang terkait dengan sanksi
administrasi oleh Kepala Kantor Wilayah sesual dengan Surat  Direktur Jenderal Pajak
Nomor S-439/PJ/2008 tanggal 5 Desemmber 2008 tentang Penepasan Kelentuan
Pelaksanaan Sunsef Policy, apabila ditinjau dari
a.  “Theorig von Stufenbau des Rechisordrung” ada 4{empat) kelompok penjenjangan

undang-undang sebagai berikut >

1. Norma dasar (grundnormj, merupakau landasan akhir bagi peraturan-

. peraturan lebih fanjut

2. Aturan-aturan dasar atau konstitusi, vang menentukan nortng-norma
yang menjamin berdangsungnyd negara dan penjagaan hak-hak anggota
masyarakat. Aturan ini bersifat umum dan tidak mengandung sanksi
maka tidak termasuk perundang-undangan;

3. Undang-undang formal yang di dalamnya telah masuk sanksi-sankst dan
diberlakukan dalam rangka mengatur lebih laniut hal-hal yang dimuat
dalam undang-undang dasar;

4.  Peraturan-peraturan pelaksana dan peraturan-peraturan otonem.

b, Dan berdasarkan Ketetapan Majeils Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor HI/MPR/ZZ2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata
Urutan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 10
Tahun 2604 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , bahwa fata
urutan perndangan adalah sebagai berikut

t.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

3. Peraturan Pemenintah

4. Peratoran Presiden

5. Peraturan Dacrah

Penjelasan Pasal 7 Undang Undang Nomor 10 tahun 2064 disebutkan sebagal
berikut * Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengen “hirarki” adalah penjgjangan

% aAbdul Ghotur Anshori, op. zit 4243
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setiagp jenis Peraturan i’enmdang—undmgm vang didasarkan pada asas bahwa
peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peratufan
perundang-undangar yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebib tinggi”

Dengan demikian peraturan yang tidak tertera  dudam hirarki dimaksud dapat
sehagai atau dapat diberlakukan * sepanjang didelegasikan/diamanatkan oleh
peraturan perundangan dimaksed,  Jika tidak maks ketentuan dalam Peratoran
Menten Keuvangan, Peraturan Direktor Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak, maka peraturan fersebut dapat dikalahkan.

4.6.4. Tinjauan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Admipistrasi sesuai
Pasal 36 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2867
Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur
fentang ©

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permoheonan Wayib Pajak dapat :

a.  mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminisirast berupa bunga, denda,
dan kenaikan yang ferutang sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dalam hal sarksi tersebut dikenakan karens kekilafan
Wajib Pajak atan bukan karena kesalahannya;

b.  mengurangkan stau membatalkan surat ketetapan paiak vang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan Surst Tagihen Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; afay

d.  membatalkan basil pemeiksann pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil
pemeriksaan vang dilaksanakan fanpa
i. penyampaian surat pemberifabuan hastl pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajih Pajak.

Dan di dalam penjelasan Pasal 36 ayat (1} huruf 2 tentang “kekilafan Wajib Pajsk
atau yang bukan karena kesalahannya”  dijelaskan babwa Wanb Pajak dikenakan sanksi
adaministrasi  tidak tepat karena ketidaktelian petugas pajak yang dapat membebani
Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal
demtkian, sanksi administrasi berupa bunga, dends, dan kenaikan yang telab ditetapkan
dapat dihapuskan stau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ketentuan pasal 37 A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 dapat diartikan
bahwa Direktoral Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda
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kensikan yang terutang sesual ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dalam hal sankst tersebut dikenakan kepada Wajib Pajak karema kesengajaan atau
karena kealpaan dan Wajib Pajak dengan sadar ;

a.  mendafiarkan dinl unfuk memperolel Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
membayar Pajak Penghasilan terutang dan melaporkan SPT Tehunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tehun 2007 dan fshun-tabun
sebelumnya; (Wajib Pajak Baru) atau

b. membayar kekurangan Pajak Penghasilan atau membayar Pajak Penghasilan
vang belum dibayar dan melaporkan SPT/Pembetulan SPT Tahunan Pajak
Penghasilan tahun pajak 2006 dan tahun-tabun sebelumnya . (Wajib Pajak
Lara) ]

Dan berdasackan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tzhun 2007 tentang Tata Cra
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajaka berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali digbah terakhir dengan i}zdang-{}ndmxg Nomor 28 tahun 2007, Pasal 33 ayat (5)
menvatakan : ¢ Penghapusaa‘ sanksi administrasi berupa bunga schagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan cara tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak™.

Denpan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 37 A Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 menyimpang dari ketentuan umum tentang pengurangan alau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang diatur dalam
Pasal 36 Undang Undang Nomor 28 1shun 2007.

4.0.5. Peiaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A
Undapg Undang Nomeor 28 Tahkun 2087
Misi Direldorat jenderal Pajak adalah menghimpun dana dari magyarakat dan misi
ini sangat dipahamni oleh setiap pegawal Divektorat Tenderal Pajak dalam pelaksanaan
tugas rmasing-masing. Didalam pelaksanaan kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi
inl tentunya ada pertentangan dengan Misi Direktorat Jenderal Pajak. Yang
mengakibatkan setiap pegawal mempunyai pendapat dan penafsiran vang berbeda-beda,
sehingga menimbulkan kesan di masyarakat bahwa dalam pelaporan  Surat
Pemberitahuan berdasarkan Pﬁsal 37A Ul KUP / Pembetulan berdasarkan Pasal 37A LU
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KUP dipersulit. Schingga Direktur Jenderal Pajak merasa perlu untuk  memberikan
petunjuk dan arahan kepada pegawai di lspangan dalam pelaksanaan Kebijakan
Penghapusan Sanksi Administrasi pasal 37A Undang Undang Nomeor 28 tahun 20067
dapat berupe Instruksi Direkiur Jenderal Pajak Nomor ; Ins-2/PJ/2008 fanggal 20
November 2008 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Ketentuan Sunset Policy;

Instruksi dan Surat Pirektur Jenderal Pajak ini diterbitkan untuk mengatasi segala
keraguan bagi pegawai pelaksana di lapangan dalam melaksanakan tugas terkait dengan
\Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang Nomor 28
Tahun 2007 untuk dipergunakan sebagai pedoman menghadapi berbagai permasalahan
Waiib Pajak yang sangat ramit dan kompleks.

Ingtruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor : Ins -2/PH2008 tanggal 20 November
2008 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Ketentuan Sunmser Policy, diatur berbagai hal
sebagai berikut :*°

1. Memperbanyak dan menyampaiakan selcbaran fiyer) dan bunga rampal
Sunset Policy kepada Wajib Pajak /masyarakat, dengan cara menyisipkan
pada surat kabar terkemuka dan menyebarkan di daersh perumahan yang
potensial melalaul distributor surai kabar yang bersangkutan;

2. Menyebarkan legfler dan pamflet Swnsed Policy di tempat penyeienggaraan
seminar, pameran, bandar undagca, serta tempat keramaian lainnya;

3. Meningkatakan intensitas sosizlisasi Sunser Policy baik secara langsung atau
melalui media.

4. Memerintahkan bawshannya agar hanya melakukan penelitian formal sesuai
dengan prosedur vang telah distur dalam checklisr dan tidak melakukan
tindakan-tindakan yang mengakibatkan Waiib Palak membatalkan niatnya
untuk memanfaatkan fasilitas Sunset Poligy,

5. Memerintahkan bawahannya agar tidak melakukan peneittian terhadap
ketentuan materiaf atas SPT Tahunan PPh yang disampaikan eleh Wajib Pajak
dalam rangka Sunser Policy dan menperima SPT tersebut apabila telah
mergenuhi ketentuan formal,

6. Mclaksanakan ketentuan peraturan pelaksansan Sunset Policy yang telah
diterbitkan dengan bimbingan Kepala Kantor Wilayah yvang bersangkutan dan
menanggulangi hal-hal yang menghambat kebijakan tersebut;

7. Meminta kepads seluruh pegawai Direkiorat Jenderal Pajak turui serta
memanfaatkan fasilitas Sunset Policy dengan menyampaikan SPT Tahunan
Wajib paisk Orang pribadi dan melaporkannya jumlah pegawal yang felah
memanfaatkan fasilitas Swnset Policy kepada Seketaris Direktur Jenderal
pajak;

» Ynstruksi Direktur Jenderal Pajak Nomer : Ing <2/PJ/2008 tanggal 20 November 2008 tentang
Gotimalivasi Pelaksenaan Ketenluan Suwset Policy,
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8. Melaporkan seluruh kegiatan Sunser Policy sesuai dengan ketenfuan yang

telah ditetapkan atav berdasarkan perminataan Kantor Pusat DJP,

Instruksi  ini  diterbitkan karepa didalam  pelaksaanan  peneimgan  Surat
Pemberitabuan Tahunan Pajak penghasilan dalam  rangke Penghapusan  Sanksi
Administrasi Pasal 37A Undang Undang Nomor 28 tshun 2007 terdapat berbagai kendala
d& lapangan, seperti yang diungkapan oleh Darmin Nasution bahwa "....yang masih
mengahalangt terlaksannaya Sunser Policy dengan baik, yang pertama petugas pajak.
Untuk itu diminta Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar mengawasi dan mengecek di
lapangan anak bushnya jangan samapi menghambat Wajib Pajek melakukan pembetulan
. dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenamya tidak punya data apa-apa tentang itu,.."*
Menurut pendapat penulis memang sebagai pedoman bagi pegawal pelaksana di lapangan
vang berhadapan langsung dengan Waiih Pajsk diperlukan instroksi atau arshan secara
tertulis oleh Direktur Jenderal Pajak untuk sebagai pedoman untuk menpatasi atas
keragu-raguan dalam pelaksanaan tugas vang terkait dengan kebijakan ini.

Namun demikian di dalam praktek pelaksanaannys masih terdapat berbapai keraguan
didalam pelaksanaannya terutarma yang terkait depgan jumlab penerimaan pajak  yang
akan hilang apahila Wajib Pajak tersebut memaniaatkan Kebijakan Penpghapusan Sanksi
Administrasi Pasal 374 Undang Undang Nomor 28 tahun 2007, Sebagai contoh, yang
terjadi  di salah satu Ka&ar Pelayanan Pajak Madya JKS di Jakarta,, dengan kasus
sebagal berikot

PT. ABC sedang dilakukan pemeriksaan ates selureh kewajiban pajaknva yang
meliputi kewajiban Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan pasal 21/23 dan Pajak
Pertarnbahan Nilai (PPN) untuk tabum pajak 2004, 2005, dan 2006, Pemeriksa belum
menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Dan dari hasi! temuan
sementara Pemeriksa berdasarkan bukii cukup kuat bukan hasil analisa reenyatakan

sebagai berikut

 Darmin Nasution, Arshay Direktur Jenderal pajak Pads Acars Pemantaspan dan Sosialisasi Sunset
Policy dengan Para Account Represcntative] AR) KPP-KPP di Jagkarta, (Jakarta : Senin tanggal |
Degember 2048). '
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No. | Tahun Pajak Pokok PPn BM Sanksi {Kp) Jumlah (Rp)
(Rp)
2004 10.565.330.115 10.565.330.116 21.130.660.232
2 {2005 69.841.950.138 33.524.136.066 103.366.086.205
3 12006 36.226.637.898 17.591.806.73¢ 53.818.444.637
Total 116.633.918.152 61.681.272.922 178.315.191.074

Dan Wajib Pejak ingin memanfaatkan fasilitay Penghapusan Sanksi Administrasi
Pasal 37A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Sesuat dengan Peraturan Menteri
Keuangan Momor 66/PMK.03/2008, Pasal 7 ayat {I) huruf ¢, Wajib Pajak diperbolehkan
untuk melakukan Pembetolan Surat Pemberitaliian Pajak Penghasilan

- Tahun Pajak 2605 dengan PPh kurang bayar sebesar Rp. 597.746.700,00

- Tehun Pajak 2006 dengan PPh kurang dibayar sebesar Rp, 89.296.800,00
Namun demikian baik pemeriksa dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madyz vang
bersangkutan ragu-ragy menerima Pembetulan Svrat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan tahiun pajak 2006 PT ABC, karena terdapat Pajak Perfambahan Nilal yang
seharusnya dibayar oleh Waiib Pajak. Atas pernmasalahan ini Kanlor Palayanan Pajak
Madya X meminta petunjuk dan penegasan ke Kantor Wilayah Direktorat atasan KPP
Madya X, _

Dengan permasalaban ini menurut perulis ada beberaps bel yang perlu diperhatikan
sebagat berikut :
Dalam rangka pemberian kepastian hukum dan menjalankan fow enforment tethadap
Wajib Pajak, mengacu pads Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE -33/PJ/2008
tanggal 27 Juli 2008 tentang Tata Cara Pembenan NPWP, Peperimagan dan Pengolahan
$PT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Pelaksanaan Pasal 37A Undang-
Undang Ketentuan Umum dan Tats Cara Perpajakan disampaikan sebagai berikut -
1. Berdasarken pada Romawi [I ” Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT FPh”,
bahwa pada prinsip nya diterimanya Pembetulan SPT Tahunan PPh atas fasilitas
Sunset Policy hanya didasarkan atas kelengkapan formal sesual cheklist Sunset

Foliey,
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2. Dalam hal sedang dilakuken pemeriksaan atas beberapa Jenis pajak, mengaou
pada romawi 1V Sural Bdaren Nomor 33/P3/2008 “Penghentian Pemeriksaan
sehubungan dengan Pemanfaatan Sueses Policy”™ untok dipastikan beberapa hal
- Pgjak vyang terutang berdasarkan hasil Pembetulan SPT PPh Badan oleh

Wajib Pajak harus lebih begar atau sama dengan temuan sementara pemeriksa
yeng didukung dengan bukti cukup dan bukan hasil analisig.

- Atas penjualan apastemen dengan nilal PPrn BM sebapaimana temuan
pemeriksa sudah diungkapkan oleh Wajif; Pajak pada pembetulan SPT
Tahunan PPh Badan.

- Dalam hal pemeriksaan dihentikap atau ' dilanfutken pemeriksa harus
meyakinkan bahwa Wajib Pajak tidak melakukan irdikasi tindak pidana Pasal
39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan tetap
memperhatikan Surat Edaran Dircktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/P1/2008
tanggal 31 uli 2008.

4.6.6. Pemanfaztan Data Atau Keterangan Yang Berkaifan Dengan SPT
Tahunan PPh Yang Disampaikan Wisjibh Pajak Dalam Rangka
Pelaksanaan Pasal 37 A Undang Undang Nomor 28 Tahan 2647
Peraturan Menteri Kevangan Nomor 1 56/PME 03/2008 tanggal29 April 2008

tentang Tata Cara Penyampeian Atau Pembetulan SPT dan Persyaratan Wajib Pajak
Yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi DalamRangka Penerapan Pasal
37A Undang undang Nowmor _{S Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpjakan s.t.b.k.d.t dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 4 berisi :

“Data dan lnformasi vang tercantum dalam Surat Pemberitalwan Tahupan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal | ayat
{1} tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak-
pajak lainnya”.

Dan dalam Pasal g berisi tentang :
"Data dan informasi yang tercantum dalam pembetulan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pgjak Penghasilan Waiib Pajak Orang Pribadi atauy Suorat Pemberitzhuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajek Badan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (2}, tidek dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat
ketetapan pajak atas pajak lainnya”,
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Atas ketentuan ini telah dijelaskan dalam Swrat Edaran Direkbur Jenderal Pajak
Nomor SE-34/ PI/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A
Undang Undang Ketentvan Umum dan Tata Cara Perpajakan  Besertz Ketentuan
Pelaksanaannya, bahwa atas data dan informasi yang disamapaikan olch Wajib Pajak
dalam rangka penyampaian SPT Tahunan Pajak Fenghasilan / Pembetulan SPT Tahunan
Pajak Penghasilan tidak akan dipunakan sebagal dasar untuk melakukan pemeriksaan
dan menetapkan pajak lainnya,

Dan tentang data dan informasi ini diatur lebib lanjut dalam Surat Edaran Direkiur
Jenderal Pajak Nomor SE-07/PI2008 tanggel 2 Devember 2008 tentang Pemardastan
Data Atau Keterangan yang Berkaitan Dengan SPT ’i‘ahugan Pajak Penghasilan Yang
Disampaikan Wajib Pajak Dalam Rangks Pelaksanaan Pasal 37A Undang Undang
Ketentuan Unnum dan Tata Cara Petpajakan Beserta Ketentuan Pelaksansanaya, diatur
lebih lanjut sehagai berikut
1, SPT Tahunan PPh yang disampaikan Waiib Pajak dalam rangka Sunset Policy tidak

dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data dan atau keterangan, selain data atan

ketcrangan yang terdapat dalam 8PT Tahunan PPh, vang menunjukkan bahwa SPT

Tahunan PPh dalam rangka Sunser Policy tersebui tidak benar. Oleh karena itu, data

danfatan informasi dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunser Policy tidak dapat

digunekan sebagat dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap SPT Wajib Pajak
vang bersanpkutan.

2. Data atau keterangan vang dapat ditindak lanjuti adalah data atan keterangan (bukan
dari hasil analisis) vang berkaitan dengan perpajakan

a. yang diperoleh dari mstansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak
fainnya; atan
b, vang berasal dari pihak lawan transaksi.

3. Pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh yang disampaikan dalam rangka Sunses
Policy karena adanys deta atau keterangan sebagaimana dimaksudkan hanya
dilakukan berdasarkan pertimbangan Disektur Jenderal Pajak .

Apabila di kemudian hari Kantor Pelayapan Pajak mempercoleh data atau

keterangan {bukan dari analisis), data atau keterangan tersehut terlebih dahulu ditindak
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tanjuti dengan melaksankan kegiatan persuaif melalui kegiatan konseling, Adapun

prosedur pemanfaatan data atau keterangan tersebut dilakukan sebagai berikut

l.

Accowrst Represmiative melakukan pecelitian terhada}; data atau keterangan tersebut
meyakini bahwa data atau keterangan tersebut belum tercakup dalam SPT Tahunan
PPh dalam rangka Sunser Policy, dengan mempelajari berkas Wailb Pajak dan
membandingkan data atau keterangan fersebut dengan 3PT Tahunan PPh dalam
rangka Sunser Policy;

Apahila data terscbut 1¢lah tercakup dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam

rangka Sunset Policy maka Adccount Represntative dapat  langsung mengusulkan

agar kasus tersebut tidak ditindaklanjuti dengan konseling atau pemeriksaan;

Dan apabila data atau keterangan tersebig belum termpasuk dalam SPT Tabuoan

Pajak Penghasiian dalam rangka Suwset Policy maka akan dilakukan Jangkah-

langkah sebagat bertkut ¢

a.  Account Represniative mengirinkan Surat Himbauan klarifikasi kepada Wajib
pajak dalam hal terdapar indikas! bahwa SPT Tahunan PPh dalam rangka
Sunset Policy itu tidak benar;

h.  Terhadap wajib Pajak vang dilalakan klanfikasi, decount Represntative
melaksanakan kongeling dengan tata cara sesuai Peraturan Divektur Jenderal
Pajak Nomor 170/PJ/2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Konseling Terhadap
waiih pajak sebagai Tindak Lanyut Surat Hinbavan,

s Dalam pelaksanaan konseling Account Represntoiive didampingi oleh
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atau Kepala Kantor sesusi
dengan materialitas data atau keterangan.

» Wajib Pajak menyampaikan sanggaban atau klarifikasi data / keterangan
tersebut didukung dengan bukti-buikti vasg kuvat yang menunjukkkan
bahwa datakcterangan sudah temmasuk dalam SPT Tahunan Fajuk
Penghasilan, maka Adecount Represmtarive dapat langsung mengusulkan
agar kasusu tersebut tidak ditindakdanjuti dengan pemeriksaaan;

» Apabila sebaliknya dan Wajib Pajak bersedia membetulkan atau
mengungkapakan ketidak benaran SPT, maka Account Reprentative
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mengawasi pelaksanasn pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran
SPT;

Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan Kkiarifikasi namuon
menyampatkan pembetulan atau pengungkapan ketidak benaran SPT,
maka Account Hepremiaiive mengawagi pelaksanaan pembetulan atay
pengungkapan ketidakbenaran SPT;

Anabila dalam jangks waktu 14 {empat belasD hari seisk fanpggal
pelaksanaan konseling berakhir ternyata Waiib pajak tidak rmembetulkan
atau mengungkapkan ketidak benaran SPT, maka decount Representative
mengusulkan pemeriksaan khusus.

Apabila Wajib Pajak meoyampaikan sanggahan tetapi tidak didukung
dengan bukti-bukti kuat sehingga tidak dapat diyakini bahwa data tersebut
tercakup dalam SPT Tahunan PPh dan  Wajib Pajak tidak bersedia
melakukan pembetulzn atau mengungkapkan ketidakbenaran SPFT, maka

Accourt Representative mengusulkan pemeriksaan khusus,

Apabila Wajib Pajak membetulkan atav menungkapkan ketidak benaran SPT
tidak sesuai dengan Surat Hinbavan/Klarifikast aten hasti Klarifikasi dengan
Account Represntative, terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dilakukan
Hirnbauvan/Klarifikasi berlkutnya (ulang).

Apabila Wajib Pajak tidak merespon Surat Himbausan/Klarifikasi, maka Account

Representative mgngusulkan pemeriksaan khusus.

Datam Surat Edaran Direkiur Jederal Pajak tersebut secara jeias mengatur tentang
data dan keterangan yang dikemudian hari diketahws maka akan dilakukan tindakan

kiarifikasi terlebih dahulu meleivi konseling oleh Account Represeniative. Menurut

pendapat penulis atas pemanfaatan data/keterangan ini memang Wajib Pajek tidak periu

kawatir akan dilakukan pemeriksnan  atas Surat Pemberitzhuan Tsahunan Pajak

Penghasilan/Pembetulan Surat Pemberitahuanan Tahupan Pajak Penghasilan  yang

disampatkan dalam rangka Swnser Policy karena Direktorat Jenderal Pajak akan
melakukan langkah-fangkah konseling terlebih dahulu dan apabila Wajib Pajak tidak

merespon maka akan dilakukan pemeriksaan dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak..
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Mepurut penulis memang terkalt dengan pemeriksaan SPT Tehunan Paiak
Penghasilan/Pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan Wajib Pajak
dalam rangka Sunsef Policy kemungkinan kecil untuk dilakukan pemeriksaan oleh
Direktorat Jenderal Pajak sepanjang Walib Pajsk dengan juiur dan bepar telah
mengukapkan/melaporkan seluruh penghasilan dan harta yang dimiliki. Aken tetapi
Wajib pajak tidak begitu saja akan terlepas dari pemeriksaan nntnlk tzhun pajak
berikutnya | sebagai contoh ¢
PT. ABC (Wuib Pajak ﬁadan) terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan
membetulkan SPT Tahunan PPh Badan {shun Paigk 2006 pada tangeal 4 Agustus 2008,

dengan rincian sebagai berikut

No. Uratan SPT FPh Tahua Pembetutan SPT Selisib
26493 FPh Fahuy 2603 Ryp)
(Rp} {Rp)
1 Peredanin Usaba H1.400.000.606,00 12.680.000.006,00 2.500.000.860,00
2 Hurga Pakok Penjpalan 8.0864,600.005.00 2.000.500,000,00 1.888.400.066,00
3. Peagurang Penghasilnn 00 68000000 900.000.900,00 100.060.008,00
Brute
4. Penphastian Nelwo £.200.000.660,60 2.108.460.000,00 $00.002.086,00
3 Peaghaziizn Kenr Paisk 1.205.600.000.00 2. 10.886000,00 IGGLH0.008,08
v & PP Teruang 342 508.660,.00 £12.500.860.00 290.680.000,00
1. Harta {Flarga Perolehan) 11.650.000.08G.60 20, 508.000.000.60 2, 500.0053.405,00
8. Kewajiban 56.800.000.80 30.000.000,60 (26.000.006,00)
g, Kekayaan Bersib 10.950.000.000,60 28 470.006.600,00 9.526.600.000,60

Atas Pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2006 memperoleh
penghapusan sanks! administrasi sesuai Pasl 37 A Undang Undang Nomeor 28 tahun 2007,
Pian atas data yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pembetulan tahun
pafak 2006 tidak akan ditetapkan surat ketetapan paiak untuk pajak lainnya.

Dan di dalam tahun pajak 2067 PT. ABC ini telah melaporkan Surat Pemberitavan
Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2007 dengan jujur, benar, dan telah melakokan
pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29, Bahwa PT. ABC di tahun pajak 2007 seluruh
QOmzet, bizya dan haria, serta kewajiban telah dilaporkan seluruhnya kecuali terhadap
selisth harta yang pada tahun pajak 2006 dari SFT Pembetulan dalam rangka Sunsef
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Palicy ini saja yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak. Dengan adnya asas konsistensi
didalam pelaporan pajak maka Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT Tahunan
PPh Tahun pajak 2007 untuk memperhitungkan biaya atas penyusutan/arortisasi harta
yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Pembetulan tahun pajak 2006. dan memasukkan
harta tersebut di dalam dafiar harta /asset dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun
pajak 2007. Tentunya dengan memperhitupgkan biava/penyusutanfamortisasi ini akan
menimbulkan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan tahun pajak 2007 dan tetunya

Wajib Pajak akan dilakukan pemeriksaaan., ’

Atas permasalaban ini penulis pernah menayakan terhadap beberapa pegawal pajak
dan memang sermua akan menjaweb secara normatif bahwa Wajib Pajak tidak perlu
kawatir dalam psmeriksean sepanjang yang dilaporkan telah jujur dan benar dun sesuai
ketentuan perpajakan tidak akan menimbulkan masalah, namun yang pasti Waiib Pajak
tidak akan terlepas dari pemeriksean yang seringkali mercpotkan dengan berbagi
penjelasan yang hans disampaikan kepads peineriksa dan seringkali di dalam pemikiran
pemeriksa akan terpikirkan bagaimans untuk Gdsk  mengembalikan  kelebihan
pemabayaran Pajak Penghasilan ini dengan alasan demi penerimaan negara ataupun
dengan alasan agar aman apabila atas Laporan Hasil Pemeriksaan dari pemeriksaan
tersebut diperiksa oleh Inspektorat Jenderal dengan tidal mencrbitkan Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Sedangkan untuk Waiib Pajak Baru yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang baru
mendaftarkan dirl memperoleh NPWP di tahun 2008 dan melaporkan SPT Tahunan PPD
Tahun Pgjak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya dimungkinkan untuk dilakukan
pemeriksaan itk tahun pajak berikutnya setelah tahun pajak pemanfaatan kebiiakan ini,
sebagai contoh ;

Tn A mendaflackan diri memperoleh NPWP pada tanggal § Mavet 2008 yang
kermudian melaporkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2008, 2006 dan 2007, Pads tahun
pajak tersebut Wajib Pajak tidak akan dilakukan pemeriksaan sepanjang SPT Tahunan
PPh yang dilaporkan dalam rangka Sumset Folicy telah dilaporkan dengan jujur dan benar
sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Namun untok {abon pajak 2008 dan seterusnya
dimungkinkan diperiksa jika dibandingkan antara penghasilan yang diperolch pada tahun
2008 dengan harta (zsset) yang dimiliki. Hal inl terjadi kalau harta yang dimiliki
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memerlukan biaya pemeliharaan/blaya perawatan, biaya pembayaran pajak dan jika
dibandingkan deagan penghasilan ternyata menunjukkan ketidak wajaran.

4.6.7. Wacana Perpajangsn Pelaksansan Penghapusan Sanksi Administrasi
Pasal 37 A Undang Undang Nomor 28 Takan 2067

Diberbagai media massa cetak dan elekironik memberitakan tentang  wakiu
perpajangan pelaksanaan Penghapusan Sanksl Administrast Pasal 37A Undang Undang
Nomior 28 Talun 2007 seperti yvang diungkapkan oleh Menteri Kevangan dalam acara
Termu Wicara Peautupan Perdagangan Bursa 2008 yang berist bahwa perpanjangan ini
berdasarkan instruksi dari Pregiden. Menjelang tufup fahun, Direkiorat Jenderal Palak
kewalahan melayani pendaﬁ%raa NPWP. Sebab banyak Wajib Pajak mendaflarkan dir
menjelang akhic Sunsel PO?R:’)’. Dan untuk Wajib Pajak Lama, banyak Wajib Pajak
merperhaiki SPT ini juga terlihat dari antrian Wajib Pajak & bank, karena batas
pembayaran Pajak Penghasilan yang betum/kurang dibayar dan pelaporan SPT Tahunan
PPh tangpal 31 Desember 2008, Oleh karena ity waktu peleksanaan diperpanjang
menjadi tanggal 28 Februari 2009. Dan dijelaskan oleh Darmin Nasution {Direktur
Jenderal Pajak} bahwa payung hukum memperpanjang sedang disiapkan secepatnya
melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).

Alas wacana per?anjangag pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administzasi Pasal 37A
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 {(Sunset Policy) apabila ditinjau dengan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nemor DMPR/Z000
tangeal 18 Agustus 2000 tentang Surnber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan
dalam Pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa ;

Peraturan pemerintzh pengganti undang-undang dibuat oleh Presiden dalam hal

ikhwal kegentingan vang memaksa dengan keten tuan sebagal berikut

a. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan ke Dewan
Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.

b. Dewan Perwakilan Rakyar dapat menerima atav menolsk peraturan pemerintsh
pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan.

c. Jika ditolak Dewsn Perwakilan Rakyat, poraturan pemeniniah pengganti undang-
undang harus dicabut.

Dan di dalam ayat (5) menyatakan :
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Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat oleh Pemerintah untuk

melaksanakan perintah undang-undang.

Menurut pendapat penulis kurang tepat untuk melakukan perpanjangan waktu
pelaksanazn Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang Nomor 28
Tahun 2007 (Sumsst Poficy) i dengan membuat Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-Undang  karena Keﬁentuazx Umum dan Tata Cara Perpgjakan dan Peraturan
Pemerintah Nemor 80 tahun 2007 dengan wgas. telah mengatur tendang  waktu
pelaksanaan yaitu tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008,
walaupun dengan perpanjangan ini menguntungkan Wajib Pajak dan Pemerintah. Karena
tidak ada suatu hal ikhwal kegentingan yang memaksa apabila ditinjau dart berbagai
hal
1. Penerimaszn Pajak tahup 2008 sampal dengan tangpal 24 Desember 2008 total

termasuk pajak panghas_ilan {PPh} migas mencapai Rp559,8 writiup, diatas target
APBMN-P sebesar Rp334,3 triliun, yang merupakan penerimaan bergih setelsh
dikurangi restitusi. Sementara fotal penerimaan pajak tanpa PPh migas sebesar
Rp488,7 trililun lebih tinggi dam target APBN-P senilai Kpd80,9 trliun,
diungkapkan Darmin Nasution,"! Bahwa penerimaan pajak telah melebihi target
vang ditetapkan,

2. Membludaknya masyarakat vang mendaflarkan dird untuk memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) bukan karena mereka alan mengikutl program Sunse!
Policy tetapi karena pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru
{Undang-Undang Nomeor 36 tahun 2008) karena bagi yang tidak mempunyai NPWP
akan dikenakan pajak y}mg Iebik tinggi dan kalau berpergian keluar pegeri akan
membayar Fiskal Luar Negeri. ® Dan kalavpun banyak masyarakat yang
mendaftarkan dirl untuk mendapatican NPWP adalah salah satu tugas dan program
Direktorat Jenderal Pajak dalam ekstensifikasi vaitu penambahan Wajib Pajak
terdaflar,

# Thomas £ Harefs, Sunset policy Diperpanmang Hingga Februari 2009, Investor Daily, tengpal 34
Desember 2008,

2 pendapat penulis tentang hal ini karena seringkali penulis menanyakan kepada masyarakal vang
akan membuat Nomor Pokek Wajib Pajak NPWP) slasan mereka mendafiarkan divi untuk memperoleh
NP WP adalah karena mereka ingin memanfaatkan bebas Piskal Luar Negeri dan roereka {masyarakat yang
banyek mendaflar tersehut} adalah karyawen yang diminta oleh perusahsan untuk memifiki NPWE demi
terhindar pergenaan tariff PPh vang lebil tinggl dasi tarif nermal,
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Dan atas kebijaksansan  pemerintaban  tentang perpanjangan  pelsksanaan

Penghapusan Sanksi Administrast Pasal 37A Undang Undang Nomeor 28 Tahun 2007
dapat dijelaskan bahwa :

I,

Tidak scharusnya suatn kebijakan pemerintah yang telah dimuat dalam Undang-
Undang dapat dianulir pernyatsan lisan Meateri Kevangan, Scharusnya setiap
kehijaksanaan harus dinyatakan secara fertulis. Namun seandainya dibuat secara
tertulis-pun Peraturan Menter; Keuangan bukan merupakan bagian dari hirarkhi
sebagaimana distur dalam Undang-Undang I;!amor 14 tahun 2004. Karena dalam
Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 itahun 2007 tidak terdapat pendelegasian
wewenang kepada Menteri Keuangan dalam hal perpanjangan pelaksanaan Simset
Policy. \

Berdasarkan “Theorie von Stufenbau des Rechtsordnung™apabila terdapat
pertentangan  antara peraturan perundang-undangan yvang berlawanan  dengan
peraturan perundsngan veng lebih tinggl maka peraturan lebih rendalr akan
dikalahkan. Hal int sejalan dengao dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang
Nomor § tahu 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1935 tentang Mahkamé?n Agang yang menyataksn bahwa * Mahkamsh Agung
menyatakan tidak sah peraturan perimdang-undangan di bawsh undang-undang atas
alasan bertentanpan dengan peraturan perundang-undangan yang leblh tinggl atau
pembentukannya tidak memenuhi ketentuan berlake.” Dengan demian sesual pasal
31 aval (4} Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah maka tidak
mempunyai kekoatan hukom mengikat,

Dan penulis sangat setugu dari berbagal pendapat yang dimuat didalam media massa

yang mengungkapkan sebagat berikut :

a.

Pendapat dosen Universitas Islam Syarif Hidaystuliah, Andi Syafrani yang
dismpaikan kepada Harian Rakyat Merdeks sebagai berikatf © Pertama, membust
citra yang burnk terkait Law Meking Process atan proses pembiuatan undang-
undang, Pemerintah dinilai membajak dan melanggkahi peran dewan Perwakilan
rakyat lewat Perppu.  Kedus, ada presenden burnk wuntuk Zaw Enforcement
{penegakan hukum) karena Pemerintah mencontobkan adanya negosiasi dalam
pelaksanaan hukam. Rakyat dengan nyata melihat bahwa hukum dapat dinego den
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diganti gesual dengan keinginan penguasa, yang belum pas dengan kehendak dan

kebaiken publik. Perppu menjedi exit way (jalan pintas) bagi pemerintah jika

mereka tidak dapat menjalanken amanat undang-undang, karens berdasarkan
undang-undang batas pelaksanaan hanya 1{saty) tabun setelah berlakugya Undang-

Undang Nomer 28 talumn 2007,

b.  Menunst Darussalam, perubshan batas waktu Sunset Policy karena sempitnya wakiu
mencenderai rasa keadilan bagi masyarakat yang felah mematuh ketentuan
perpajakan tepat wakty, Perpapjangan wakfu hanya bisa dilaksackan karena ada
krisis ckonomi.

Dengan berbagal alasan tersebut di atas penulis tidak setuju dilakukan perpanjangan
waktu pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang Undang Nomor
28 Tahun 2007 (Sunset Policy) karena menimbulkan rasa ketidak adilan bagi Wajib Pajak
yang telah melaksanakan kewajiban pajaknya sesval peraturan perpajakan dan
mienimbulkan kefidakpastian hokum karena adanya negosiasi dari berbagai pihak yang
berkepentingan maka ketentuan undang-undang dapat dirubah dengan mudah tanpa

adanya alasan yang mendasar.

4.7. Analisis Dampak Penerapan Penghapusan Samksi Admipistrasi Pasal 37A

Undang Undang Nomoer 28 Tahun 2007

Dengan diterapkarmya Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2007 setelah dilakukan analisis terdapat dampak terhadap Wajib
Pajak dan terhadap Direktorat jenderal Pajak adalah sebagai berikut :
1. Dampak Bagi Wajib Paiak

A. Dampak Bagi Wajib Pajak Yang Memanfaatkan Penghapusan Sanksi

Administrasi Pagal 37 A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007

Bagi Wajib Pajzk yang memanfaatkan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi
Pasal 37A terdapat dampak Positifnya
a. Tidak akan dikenakau sankst administrasi

Dengan dibapuskan sanksi administrasi maka ferbadap Wajib Pajak yang
menyampaikan Surat Pemberitahunan Tahunan PPh dan yang melakuken Pembetulan

Rurat Pemberitahunan Tahunan PPh. Dapat diberikan ilusirasi sebagat berikut :
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Contoh 1 ©

Tn, Agus adalah meliki usaha dagang di daerah Tebet Jukaria Selatan. Baru terdaflar
pada tanggal 2 Juli 2008 dan menyampaikan SPT Tehunan untuk tahun pajak 2006 dan
2007 pada tanggal membayar pajak penghasilan terutang dan melaporkan SPT
Tahunannya 21 Agustus 2008 dengan rincian data sebaga: berikut :

How Ursiar SPT PPh Tehun 2606 SPT PPH Talun 2007
i Peredaran Lisaka 10.806.065.000,08 12 635.000.000,06
z Flarga Pokak Penlualon 3.060.060.000.00 9000.000.050,00
3 Pergureng Penghasidan Beuto 756.800.808,00 RB6.800.000,00
4, Penghasilan Nelto 1.213.200.066,00 231325800000
3. FYRFCTRM 13,200,066,50 13.208.0000,00
6. Penphasifan Keaa pajak 1.200.500.0068,00 2.1606.000.000,06
7. PPh Terutang 33625600080 FH 250 GO0 00
R Pesighasian Netto selciah Pajak £13.758.000.60 T398.750.600,60
9, HARTA (Harpa Perolehan) 20.640.066.000,00 21.490.000.650,00
. Kewsjiban 35.000.500,08 36.650.850,00
i1, | Kekayasn Bersih F9.950.000.000,06 21.060.600.000,50

Perhitungan sanksi administrast adalah sehagal berikot sesval Pasal 9 ayat (Zb) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 scbagai berikut
s Tahun Pajak 2006

Bunga keterlamabatan sebesar = 2% bulan x 2 % x Rp.386.250.000 «Rp224.625.000
«  Tahun pajak 2007

Bunga keterlamabatan sebesar = 17 bulan x 2 % x Rp 701.250.000=Rp238.425.0600
Atas sanksi administrasi berupa bunga untuk tahun pajak 2006 sesbear Rp224.025.000
dan tahun pajak 2007 sehesar Rp238.425.000 dibapuskan dengan tidak menerbitkan Surat
Tagihan Pajak (§TP).
Contoh @ 2
Wajib Pajak Badan membetulkan SPT Tghunan PPh WP Badan tahun pajak 2002 pada
tanggal 20 Agustus 2008 dengan jumlah Pajak Penghasilan yang kurang dibayar sebesar
Rp100.000.000,00. Pada saat pembetulan ditakukan terhadap SPT Wajib Pajak tersebut
tidak sedang dilekukan pemerikssan, Berdasarkan kebijakan Penghapusan Sanksi

Administrasi :
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#  Pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2002 diterima dan memperoleh fasilitas

Penghapusan Sanksi Administrasi;

e  Pembetulan wersebut dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh tahun Pajak yang telah
melewati jangka waltu 2(dua) tahun, pembetulan SPT sebagaimana dimaksud Pasal

8 ayat (4) Undang Undang KUP tetapi merupakan pembetulan SPT Tahunan PPh

dalam rangka Pasal 37A Undang Undang KUP. Dengan demikian atas kekurangan

pajak vang tercantum dalam pembemlan SPT Tzhunan PPh Tahnn Pajak 2002

tersebut :

a) Tidak dikenakan sanksl administrasi berupa kenalkan sebesar 50%
sebapsimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang Undang KUP, yaitu sanksi
sebesar Rp. 50.000.000,00 bapus; dan

by  Diberikan penghapusan sanksi adouinistrasiberupa bunga sebesar 2% per
bulen schagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undan Undang Nomor 28
tahuny 20607 dalam rangke pelaksanasn ketentuan Kebijakan Penghapusan
Sanksi Administrasi, yaitu :

2% x 65 bulan x Rp.100.000.000,00 = Rp130.000.000 sanksi int dihapuskan.
Atas Sanksi Administrasi berupa kenaikan seswai Pasal £ avat (8} undang Undang
Nomor 28 tahun 2008 sebesar Rp50.600.000 dan senksi bunga pasi 8 ayai(2) sehesar
Rp130.006.000 dihapuskan dengan fidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak,

b. Data/lnformasi tidak akan dipergunakan sntuk mwejakukan pemeriksaan dan
menetapkan pajak lainnya.

Tidak akan diterbitkaiz sural ketetapan pajak atas pajak lainnya terbadap
data/informasi dari Surat Pemberitahuan PPh /Pembetulan Surat Pemberitahuan PPh vang
disampaikan dalam rangka memanfaatkan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi,
Kenurut Peraturan Menteri Kesangan Nomor @ 66/PMK.03.2008 tanggal 29 April 2008,
Pasal 4 dan Pasal 8 menyvatakan bahwa, data dan informasi yang tercantum dalam :

I.  Surat Pemberitabuan Tahupan Paisk Penpghasilan Orang Pribadi vang

disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam rangka memanfaatkan
Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 37A ayat (2} Undang
Undang Nomor 28 tahun 2007
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2. Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak Penghagilan Orang Pibadi

fWaiib pajak Badan dalam rangka memanfaatkan Kebijakan Penghapusan
Sanksi Administrast Pasal 37A ayat (1) Undang Undang Nomor 28 tahun
2007,

Tidak dapat diguaakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak

Jainnya.

Contch 1: |

Waiib Pajak Orang pribadi baru terdafiar tanggal 2 Juli 2008 dan menyampaikan SPT

Tahupan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2006 dan 2007 pada tanggal 21 Juli 2008,

dengan rincian sebagai berikut

Ne. Yrutsn SPT PPh Tuhon 2006 SET PPl Tahun 2007
Rp) Ry
i Peredaran {sahs HL.600.000.0006,80 12.005.000.600,00
2 Herga Pokol Penjunlen £.000.000.600.08 T.000.000.860,00
K} Pengorang Penghasifan Bruto 78680000000 884.200.686,00
4, Penghasilun Hello 1.2£3.206.500,00 2113200600 50
5. FIEP{TRAS £3.200.800,00 13.268.0006,50
5. Penghasily: Kena pajak 1.208.800.066,00 2.100.950 002,50
2, PPt Terutang 3IR6ZS0000.40 701258000680
B. Penphasiion Netie seialah Paiak 31373000060 701348756 600,04
9. BARTA {Hargs Perolchen) 20.600.060,000 00 25,058,000 600,00
iD. Kewajiban S0.000.500,66 36.000.8006,00
il. i Kekaynan Bemih 19.958.080.000,00 2062 H00.640 00

Atas data vang dilapotkan tersebut Direktorat Jederal Pajak tidak dapat menggunakan

sebagai daser untuk mefakukan pemeriksaan dan menetapkan pajak lainnya.

Contch 2 :

Wajib Psjak Orang Pribadi terdafiar sehelum tanggal 1 Januari 2008 dan membetulkan
SPT Takunan PPh Wajib pajak Orang Pribadi Tahwn 2006 pada tanggal 4 Agustus 2008,

dengan rincian sebagai berilaut -

Universitas indonesia

Dampak Penghapusan..., Sri Andahyani, PascaSarjana Ul, 2009




187

Na. Ursian SPT PPh Tahun Pembetaian SPT Selisih
2006 PEh Tahun 2606 {Re)
(Rp} {Rp)
Peredaran Lisaha 10.600.080.000.60 12.666.006.000,00 | 2.085.000.6065,00
2. | Harga Pokok Perjualan 8.000.000.068.00 9.640.005.000,40 1.000.600.000.00
Pengurang Penghasiian 786.860.008,00 886.800.000,00 18000000000
Bato
4. | Penghasilan Netto 1.213.200.006,00 2.113.200.800,00 250.000.000,00
PTRP{TRSS 13.200.000,00 13.200.8600,46 8,0
Peaghasilan Kena pajak 1.200.000.008,00 2.100.60G.000,00 968.000.4900,60
[ PPh Teruiang 38623000800 701.250.000,00 315.000.6000.20
Penghastian Metlc seielah 813.750.000,00 1 701.398,750.860,00 585.064.006,00
Pajak
9. 1 HARTA (Harga Perolehan) 1 20.600.000.000,60 2185000000086 1 2.500.000.600.00
0. | Kewaliban 30.006.000,49 30.086.000.05 {208.000.008,00%
1i. | Kekoyaan Bersik 19.930.000.000,80 25.060.050.000.460 2.522.000.800,65

Atas data yang dilaporkan tersebut Direktorat Jederal Pajak tidak dapat menggupakan

sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan dan menetapakan pajak laimnya

Contoh 3 :

Wajib Pajak Badan tesdaftar sebohum fanggal 1 Januari 2008 dan membetulkan SPT
Tahunan PPh Badan tahun Pajak 2003 pada tanggal 4 Apustus 2008, dengan rincian

sebagai berikut
Mo, Uraian SPT PPh Tuhun Pembetutan SPT Sclisih

2603 PPH Takun 2653 (Rpj

{Rp) (Rp)
L. Pereduran Usaha 10.0008,000.000,00 12.660.000.060,00 2.000.600.088,00
2. Harga Pokok Peshslon £.000.006.000.00 9.800.008.600 00 £.004.000.865,00
1 Pesgurang Penghasilan 300.650.000.50 0.000.000.40 155.000.660,00

Bruta

4, Penghasiian Nefts 1.200.G00.000,00 2.100.060.008,66 GE0.000.480,00
5 Peaghasitan Kena Pajak 1.200,609,060,00 2.100.800.000,60 560.006.600,60
3 £2Ph Tenstang 542.500.080,00 £12.500.006,80 270.0048.650,00
7. Harw (Harpa Parolehan; £1,000.000.080,00 20.500.600.000,00 9.560.008.560,00
N Kewaliban 50.800.066,00 30.000.000,00 (20.000.600,06)
g. Kekayaan Bersiah 13.930.000.865,00 28.470.600.000,00 9.320.000.000.80
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Atas data yang dilaporkan tersebut Direktorat Jederal Pajak tidak dapat menggunakan

scbagal dasar untuk melakukan pemeriksaan dan tidak dapat menetapkan pajak lainnya.

¢.  Penghentian Pemeriksaan Pajak, sepanjang Pemeriksa Pajak belum
menyampaiakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).

Sesual ketentuan Surat Edaran Direkiur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ2008
tangpal 27 Jum 2008 dan aturan pelaksananyz pemeriksaan terhadap SPT Waiib Patak
yang telah dibetulkan dalam rangka Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal
374 Undang Undang KUP dihentikan kecuali ©

a. Pajek yang terutang berdasarksn pembetulan SPT Tabunan PPh Wajib

Pajzk orang pribadi/badan lebih rendsh dard pada pajak vang terutang

berdasarkan terpuan pemeriksa yang didukung dengan bukti yang cukup

{bukan hasif analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pemeriksaan;

b. Terdapat Indikasi tindak pidana dibidang perpajakan, yaitu

« Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan;

¢ Menyalahgunekan atan menggunskan tanpa hak Nomor Pokok Wajib
Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

¢ Wyjib Pajak tidak menyelenggarakan pembukoan atau pencatatan di
Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamken buky,
catatan, atas dokumen lain;

o  Wajib Pajak tidak menyimpan buks, catatan , atan dokumen lain
termasuk hasil pengolzban data dari pembukuan vang dikelola secata
elektronik dan disclenggarakan secara program aplikest online di
Indonesia scbagaimana dimaksud dalam Pasal 28 avat(1} Undang
Undang Keﬁ‘entuan Urmum dan Tata Cara Perpajakas;

e Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau
dipungut;

s  Waiib Pajak menerbitkan dan/atan mengpgunakan faktur pajak, bukti
pemunguian pajak, bukli pemotongan pajak, dan/atau bukfi ssioran
pajak yang tidsk berdasarkan transaksi yang sebenamya; alau

» Wajib Pajak menerbitkan faktur pajak fetapi belumn dikukwhkan
sebagal Pengusaha Kena Pajak.
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d. Tidak akan dilakukan pemeriksaan.

Tidak akan diperiksa atas Surat Pemberitahuan Tahuanan PPh atau Pembetuian Surat
Pemberitahvan Tahunan PPh, kecuali jika Surat Pemberitahuan PPh terssbut menyatakan
Lebih Bayar (LB) atau rugi, atau terdapat datafinfomrasi lain yang menyatakan bahwa
SPT Tahunan tersebut tidak benar.

Bahwa seperti telah dijelaskan di atss bahwa éa?a!izzfomiasi vang ada dalam SPT
Tahunan PPh Orang Pribadi dan Pembetulan Surat Pemberitahvan Tahunan PPh WP
badan atau WP Orang Pribadi  yang memanfasatkan Kebijakan Penghapusan Sanksi
Administrasi Pasal 37A Undang Undang KUP tidak dapat digunakan sebagai dagar untuk
melakukan tindakan pemeriksaen, Tetapi kalau terdapat data baru yang menyatakan
babwa SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi atau Pembetulan SPT Tahupan PPh WP
Badan/WP Orang Pribadi yang menyatakan tidak benar, meka dats/infoarmasi tersebut
dapat digunakan sebagal dasar unfuk dilakukan pemeriksaan.

Namun demnikian terdapat damapak nepatif bagi Wajib Pajak yaitn Waiib Pajak
tidak akan terhindar begitu saja dalam hal pemeriksaan ferufama atas pemeriksaan pajak
tahun ~ tahun pajak berikutnya.

B. Dampak Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Menafaatkan Fenghapusan
Sanksi Administrasi Pasal 37 A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2667

Keadilan meropakan salah satu 2sas yang seringkali menjadi pertimabnagan

penting dalam memilik po!ic},: opinion vang ada dalam membangun sistem perpajkan.

Suatu sistem perpajaken dapat berhasii apabila masyarakatnys merasa yakin bahwa

pajak-pajak dipungut pemeririta%; telah dikenakan secara adil dan sefiap orang membayar

sesuai bagiannya. Dan scsual dengan asas Herizontal Fquity, suatu pemunguisn pajak

dikataken smemenuhi  keadilan horizontal apabila  wajib pajak  vang berada

dalam “kondisi” yang sama diperlakukan sama.®’

£ Hauls Rosdiana dan Rasin Tarigan, Perpajakan, Teori dan Aplikasi, {Jakarta, PT, RajeGrafinde:
2008), hal. 128-125
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Untuk mewujudkan rasa keadilan diantara seluruh masyarakat (Wgiib Pajak)
scharusnya Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan perlakuan yang sama terhadap
setiap Wajib Pajak dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Apabila Direktur Jenderal Pajak segera melasksanakan Pasal 35 Undang
tndang Nomor 28 tahun 2067 yaitu dalam: rangks pengawasan kepatuhan pelaksanaan
kewajiban perpaiakan sebagat konsekwensi pengrapan sigtem self assessmeni dan akan
segera menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang
bersumber dari instasi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihek lain, maka bagi Wajib
Pajak vang tidek memanfaatkan Pasilitas penghapusan sanksi administrasi pasal 37 A
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib .}?ajak yang bersangkutan akan dikenakan
sanksi perpajakan sesuai pelanggaran yang telah dilakukan d;ﬂm bidang perpajakan,

Namun apabila Direkiorat Jenderal Pajak tidak atau belum memiliki data base
yang akurat dan terintergrasi terhadap senvua informasi yang terkatt dengan pajak, maka
Wajib Pajak vang melakukan penghindaran ataupen penggelapsn pajak akan tetap
menikmati kebebasan tidak membayar pajak sesuai ketentuan perpajukan yang berlaku,
Wajib Pagjak ini dapat dikatakan sebagal penumpang gelap dalam kehidupan bemegara
dan berbangsa, dengen menikmati segala fasilitas darl negara dan tidak melaksankan
kewajiban sebaga: warga pegara yang baik khususnya dalam hal membayar pajak.

2.  Dampak Bagi Dirckiorat Jenderal Pajak

Atas pelaksanaan Kebijakan Penghapusan sanksi Admunistrasi Pasal 37A Undang
Undang Nomor 28 Tahun 2007 skan sangat berpengaruh kepada Direkforat Ienderal
Pajaic:
a.  Dampak Positif Bagi Direktorat Yenderal Pajak

Selaras dengan adanya Pasal 35A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2008 yaitu

1. Apebila dalam menialankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan diperiukan kewrangan atau bukti dari bank, akuntan publik,
notaris, konsuitan pajak, kantor administrasi/atau pihak ketiga lainnya,
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakekan
pemeriksaan pajek, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana
dalam bidang perpajakan, atas perminiaan fertulis dari Dirsktur Jenderal
pajak, pihak-pibak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukt
yang diminta;
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2. Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada vat (1) terikat oleh
kewajiban merzhasiakan, untuk keperluaan pemeriksaan, penagihan
pajak, atan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban
merahasiakan fersebut ditiadakan kecuali unnik bank, kewsjiban
merahasiakan  dialiadakan atas  permintaan tertulis dari  Menteri
Keuangan.

3. Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari piliak-pihak yang terikat
oleh kewajiban merahasiakan sebagaiman dimaksud ayat (2) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Mnteri Kevangan.

Dengan demikian apabila Kebijskan Penghapusan Sankst Administresi Pasal 37A
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 ini akan berjalan sukses maka terbetuk Datu
Base yang akurat dan apabila Pasal 35A im efektif dilaksanakan maka Direkforat
Jenderal Pajak akan memiliki Dara Base Wajib Pajak disamping akurat juga terintergrasi

dengan baik,

b, Dampak Negaiif Bagi Divektorat Jenderal Pajak
Dampak negatifuya bagi Direktorat Jenderal Pajak adalah adanya kerugian bagi
Penerimaan Negara dalam hal :
a. adanya “Petenisal Loss” terhadap sanksi administrasi yang seharusaya dibayar oleh
‘Wajib Pajak.
Conioh 1 :
Tn, Agus adalah meliki usaba dagang di deerah Tebet Jakarta Selatan. Baru terdafltar
pada tanggal 2 Juli 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2006 dan
2007 pada tanggal membayar paiak penghasilan terutang dan melaporkan SPT
Tahunannya 21 Agustus 2008 dengan rincian data sebagai berikut

Mo, tralan SPT £Ph Tahun 2000 SPT BPh Tahun 2807
(Bpj {Bp3
i Peredaran Usaha . 10.BEN000.000,00 £2.004.300.600,00
Z Harga Pokok Penjunlan £.006.000.560.00 %.000.800.065,00
3 Pengurang Peaphasitun Brute T45. 500 860,06 B85 E00,005.00
4. Penghasilan Nelto [.213.20D0860.00 2.513.280.00850
5 PTEE{TR/} 132045000 13.200.9000,68
£. Penghasilan Kena pajak 1.200.860.608,00 2.100.006.000,06
ER FPL Tensdang 386250.006.00 704.250.600,68
3 Penghasifan Netio seweish Pyjek B3 750,000,485 01388756 200,00
o, HARTA gHargs Perolehan) 20 800.600.000,80 2105000080000
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Na. Uraian SPT PPh Tahun 2004 5Pt PPh Tahun 2607

B Ry}
i Kewgjiban 38.003.800,00 30.600.600,00
i1, 1 Kekayaan Bersih 19.954.000.000,00 21.060.000.000.90)

Perhitungan sanksi administrasi adalah sebagat berikut sesuat Pasal @ ayat (2b) Undang.
Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut :
s  Tahun Pajak 2006
Bunga keterlamabatan sebesar = 29 bulan x 2 % x Rp.386.250.000 =R p224.025.000
«  Tahun paiak 2607
Bunga keterfamabatan sebesar = 17 bulan x 2 % x Rp.701.250.000=Rp238.425.000
Jadi terdapat potensial loss terhadap penerimaan Negara yang berupa sanksi administrasi
berupa bunga yang seharusnya dibayar oleh Tn, Agus sebesar Rp.462.450.000.
b. Adanya Forensial Loss terbadap penerimaan negara dari pajak lainnya yang
seharusnya dibayar oleh Waiib Paiak.
Contoh 3;
PT. ABC terdafiar sebelum tanggal 1 Janvari 2008dan bergerak dibidang perdagangan —
suplier barang-barang ciektronik yang merupakan Barang Kena Pajak (terutang Pajak
Pertambahan Nilai). PT. ABC membetulkan SPT Tahunan PPh Baden tahun Pajak 2003
pada tanggal 4 Agustus 2008 (menyetor pajak dan melaporkan}, dengan rincian sebagal
berikut ;

No. Uraian SPT PPh Tahun Pembetutan SPT Selisih

24083 PBPh Tabgn 2603 Rm

{Rp) &g
i Poredaran Usaha 16.004.000.0866,00 12 600.000.066,00 2.060.000,000,60
1 Harga Pokok Penjualan B.OD0.00S.060.60 S 500.050.008,00 1.066.000.600,60
A | Pengurasg Penghasilon 504.000.000.00 500.605.000,80 100.000.000,00

Rruto

4. Peaghnsilun Nelto L.280.004.900,00 2.300.008.500,00 204.600.000,00
3 Penghasilan Kena Pajak 1200 008.800.00 2.400.006.960,00 00.200.082,90
4. BPh Tenstang 342 500.86),00 612.500.066,00 2 006,000,480
%, Hrls {Hargs Peroleban) §1.004.600.000,00 25.500.006.063,00 9.506.008.500,86
-3 Kewvajitsan 30.006.008.00 30.000,000,00 {20.500.0480,003
L, Kekaynan Bersinh 10.850.008.000,060 20.4730.066.000,60 $,526.000.560,00
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Atas selisih perinalan barang-burang elektronik tersebut PT. ABC helum memungut
Paiak Pertambzahan Nilai dari pihak manapun dan tidak menerbitkan faktur pajak standar.
Sesuai Undang-Undang Pajak Pertambaban Nilai dan penjuslan Barang Mewah ., bahwa
PT. ABC sebagai pengusha Kena Pajak dan wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai,
Dengan PT. ABC memanizatkan kebijakan penghapusan administrasi Pasal 37A
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, dengan membetuikan SPT Tahunn PPh tahun
pajak 2003, terhadap data tersebut Direktorat Jenderal Pajak tidak berhak menetapkan
Surat Ketetapan Korang Bayar (SKPKB ) atas Pajak Pertambahan Nilat yang seharusnya

sehesar : .

Selisth Penivalan tzhun pajak 2003 Rp2.600.000.000,00
Dasar Penggenaan Pajek (PPN} Rp2.000.650.800,00
PPN terutang Rp 200.000.000,00
Sanksi Bunga 2% x 37 bulan x Rp200.000.000 Rp 228.000.000,00
Sanksi kenaikan Rep.  200.000.000,80
SKPKB PPN Masalanvari -~ Desember 2003 Rp. 628.000.000,60

Dengan demikian terdapat pofensial loss dari pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dari
PT. ABC schesar Rp628.006.000,00
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BABS
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah divcaikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat

dikemukakan kesimnpulan-kesimpulan sebagai berikut:

i.

Latar  belakeng diterbitkannya Kebijakan Penghapusan Penghapusan Sanks:
Administrasi yang diatur dalam Pasai 37A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007
adaiah :
a. Kesadaran masyarakat yang rendah untuk mendaftarkan diri wntuk memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ’
b, Kepatuhan formal dan material Waitb Pajak terdaftar sangat rendah,
Dari latar helakang inilah dan berdasarkan Pasal 35 A Undang Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang Usdang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajskan, Direkiorat Jenderal Pajak
diberikan kcwenangan- untuk menghimpun data dan informasi dari inslaps
pemeriniah, lembaga, asosiasy, dan pihak laim vang terkait dengan transaksi wajib
pajak. Untuk memberikan rasa keadilan bagi Waib Pajak maka dibsrikan
kesempatan kepada (1) Wajib Pajak Orang Pribadi (Wailb Pajsk Baru) untuk
mendaftarkan diri memiliks NPWP dan melaporkan SFT Tahuanan Pajak
Penghasilan tabun paiak 2007 dan tahon-tahun sebelumnya, (2) Wajib Pajak Lama
{Waib Pajak Badan/ Orang Pribadi} yang telah ferdaflar sebelum 1 Januari 2008
untuk metaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan/SPT Tahunan Pembetulan Pajsk
Pengasilan tahun pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya, sesuai Pasl 37 &
Undang Undang Nomor 28 tahun 2007, dengan jujur dan benar sesuat ketentuan
perundang-undangan perpajakan untuk mempereleh fasilitas penghapusan sanksi
administrasi den apabila Direktorat Jenderal Pajak melakukan Zaw ewforcement,
maka data walib pajak vanp bersangkutan telah dilaporkan di dalam Sorat
Pemberitahuan Pajak Pepghasilan-nya,
Tujuan dari Kebijakan Penghapusan Penghapusan Sankst Administrasi yang diatur
dalam Pasal 37A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah agar Direktorat

Dampak Penghapusan..., Sri Andahyani, PascaSarjana Ul, 2009



195

Jenderal Pajak mempunyai Data Base Wajib Pajak vang akurat disamping ite untuk

menambah penerimaun pajak di tahun 2008,

Analisis atas penerbitan peraturan pelaksana Kebijakan Penghapusan Sanksi

Administrasi Perpajakan adalah sebagat beikut -

2. Peratoran pelaksananya diterbitkan sangat terlambat yang baru diterbitkan
pada bulan Juli 2008 dan terdapat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak bara
diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2008.

b, Peraturan pelaksana sering kali berubah-ubah yang sangat membingungkan
baik bagi Wajib Pajek maupun bagi petugas pajak.

¢. Peratuwran Peleksans  memperivas  kategori  Wajib  Pajaknya  dapat
memanfaatkan Kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pasal 37 A
Undang-Undang Nomor 28 tabun 2007, penghapusan sarksinya dan
penghentian pemeriksaan, dan perluasan tersebut terkait dengan /ax base.

d.  Banyak peraturan pélaksana yang disahkan pada bulan funi 2008 sehingga berizkn

surut sehingga dapat merugak sistem yang felah ada

Kepastian Hukum bagi Wsajib Pajak yang memanfaatkan Kebijakan Penghapusan
Penghapusan Sanksi Administrasl yang diatur dalam Pasal 37A Undang Undang
Nomor 28 Tahun 2007, atas data dan informasi vang disampaikan dalam SPT
Tahvanan PPh Pembetuisn SPT Tahuanan PPh daiam rangka kebijakan ini adalah
tidak akan dilzikukan pemeriksaan sepanjang tidak ada data lain yang membuktikan
bahwa SPT yang bersangkutan tidak benar, Namuo demikian pemneriksaan terhadap
Wajib Paiak sangat terbuka untuk tahun-tahun pajak selanjutnya setelah tahun pajak
2006 (WP lama) atau tahun 2007 (WP Baru)

Dampak Kebijakan Penghapusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diatar
dalam Pasal 37A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 mempunyai pengaruh
positif dan negatif bagi Wajib Pajak dan bagi Direkiorat Jenderal Pajak.
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Saran-Saran

1.

Apabila Direktorat Jenderal Pajak akan melaksankan suatu kebijakan perpajakan
yang masa berlakunya sangat terbalas hendaknya melakukan penelitian lebih
mendalam dan kesispan dalam segala hal yang terkait dengan kebijakan vang
akan ditetapkan agar tidak menimbulkan kesan bahwa Direktorat Jenderal Pajak

tidak siap akan kebijakan tersebut.

. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya menempatkan sumber daya manusia yang

kompeten dan memilikl iatar belakang pendidiken dari timu hukum khususaya
yang terkait dengan pembuszian peraturan perpajakan sehingge tidak tedjadi
kesimpangsiuran peraturan yang mengakibatkan ketidak pastian hukum  dan
keadilan bagi Wajib Pajak.

Dalam pembustan niaskot, iklan layanan dan segala hal vang terkait dengan pajak
hendaknya didssarkan pada Hilosofi vang mendalam agar tidak menirabulkan
kesan negatif didalam pemikiran masyarakat umam,.

Mengingat pentingnva paiak bagt pembangiman dan untuk menumbuhkan
kesadaran masyarakat dan kepudilian masvarakat untuk membayar paisk
hendaknya Direictorat Jenderal Pajak meningkatkan lagi frekuensi penyoiuban
perpajakan dan mengusulkan kepada Pemerintah agar materi perpajakan menjadi

mata pelajaran di pendidikan formal
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